
BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR .

NOMOR TAHUN .
TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerali Daerah Karanganyar
- _ • ■ ' ■ • _ \  , . ■ .. ' • •

Nomor ̂ 21 Tahun 2009 tentang Bangunan, Bupati perlu 

- ■* mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli 
Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung, Pengkaji Teknis, Pengawasan dan Pengendalian 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Penilik Bangunan, 
Pembongkaran Bangunan Gedung, Pendataan Bangunan 

Gedung, dan Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan
Bangunan Gedung; ----  . ,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

~ Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Daerah dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
x Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

N



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5579); ■

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor,

26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan 

Gedung; : ■
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan 
Bangunan Gedung;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 
Bangunan Gedung; ^

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



13. Peraturan Daerah Daerah Karanganyar Nomor 21 Tahun
2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Daerah
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN 

BANGUNAN GEDUNG.

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
dan Lembaga lain;

5. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 

disingkat DPMPTSP, kecuali untuk Bangunan Gedung
. fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat, kepada Pemilik 

Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 

di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, 
yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan



kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. IMB Bertahap adalah IMB yang diberikan secara 

bertahap oleh DPMPTSP kepada Pemilik Bangunan 
Gedung untuk membangun Bangunan Gedung baru.

8. IMB Pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang 

diberikan oleh DPMPTSP kepada Pemilik Bangunan 

Gedung untuk membangun konstruksi pondasi 
Bangunan Gedung, yang merupakan satu kesatuan 

dokumen IMB.
9. IMB Sementara adalah IMB yang diberikan oleh 

DPMPTSP atas permohonan Pemilik Bangunan Gedung 
pada lokasi yang belum ditetapkan ketentuan 

peruntukan dan intensitas dalam RTRW, RDTR, 
dan/atau RTBL dengan jangka waktu sementara 
sampai dengan ketentuan peruntukan dan intensitas 
tersebut telah ditetapkan.

10. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan 

Pemilik Bangunan Gedung kepada DPMPTSP atau 

Kecamatan untuk mendapatkan IMB.
11. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis 

Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang mengikuti 
tahapan prarencana, pengembangan rencana, dan 

penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana 

arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana 
spesifikasi teknis, dan rencana anggaran biaya, serta 

penghitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan 

standar teknis yang berlaku.
12. Desain Prototipe adalah model gambar teknis Bangunan 

Gedung sederhana yang sesuai dengan pedoman dan 

standar teknis yang disediakan oleh Dinas PUPR untuk 

Pemohon IMB.
13. Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan 

Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan teknologi sederhana.

14. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan 

Gedung dengan karakter tidak sederhana serta



memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak 

sederhana. '
15. Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung 

yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, 
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya 

memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
16. Bangunan Gedung untuk kepentingan umum adalah 

Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan 

publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun sosial dan budaya.

17. Bangunan Gedung yang dibangun kolektif adalah 

Bangunan Gedung yang dibangun secara massal oleh 

pelaku pembangunan, baik berupa Bangunan Gedung 

tunggal maupun deret untuk fungsi antara lain rumah 
tinggal, perdagangan (toko/ruko), perkantoran 

(kantor/rukan).
18. Bangunan Prasarana adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya yang berdiri sendiri dan bukan 

merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan 
dengan Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan 

Gedung pada satu tapak kaveling atau persil.
19. Prasarana Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil 

pekerjaan konstruksi yang merupakan kelengkapan 

dasar Bangunan Gedung sebagai satu kesatuan dengan 
Bangunan Gedung atau kelompok Bangunan Gedung 

pada satu tapak kaveling atau persil.
20. Bangunan Gedung Baru adalah Bangunan Gedung 

terbangun yang belum dimanfaatkan paling lama 1 
(satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksi Bangunan 
Gedung dinyatakan selesai sesuai dengan IMB oleh 

pengawas/Manajemen Konstruksi (MK) atau Pemilik 

Bangunan Gedung.
21. Bangunan Gedung Eksisting adalah Bangunan Gedung 

terbangun yang sudah dimanfaatkan atau Bangunan 

Gedung, terbangun yang belum dimanfaatkan lebih dari 
1 (satu) tahun setelah pelaksanaan konstruksi 
Bangunan Gedung dinyatakan selesai sesuai dengan



IMB oleh pengaw as/M anajem en K onstruksi (MK) a ta u  

Pemilik B angunan  Gedung.

22. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat 
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait 
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk 

memberikan pertimbangan teknis dalam proses 
penelitian Dokumen Rencana Teknis dan juga untuk 
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah 

penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang 

susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus 
disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung 

tertentu tersebut.
23. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan 

usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum yang mempunyai sertifikat 
kompetensi kerja kualifikasi ahli untuk melaksanakan 
Pengkajian Teknis atas kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung.
24. Penilik Bangunan [Building Inspector) yang selanjutnya

disebut Penilik Bangunan adalah orang perorangan 

yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh 

pemerintah untuk melakukan inspeksi terhadap 

penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan 

persyaratan Bangunan Gedung. ;
25. Asosiasi Profesi Khusus adalah asosiasi yang

beranggotakan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil 
yang memiliki kompetensi hanya pada satu bidang jasa 
konstruksi. ^

26. Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan 

Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya 

agar Bangunan Gedung selalu Laik Fungsi.
27. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau 

mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, 
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar 
Bangunan Gedung tetap Laik Fungsi.

28. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan 
tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.



29. R ekom endasi adalah  pertim bangan  dari T A B G /instansi 

te k n is /in s ta n s i te rk a it yang d isu su n  secara  tertu lis  

te rk a it dengan p em enuhan  p ersy ara tan  teknis 

B angunan  G edung baik  dalam  proses pem bangunan , 

pem anfaa tan , pelestarian , m au p u n  Pem bongkaran 

B angunan  Gedung.

30. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi
terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan 

mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi 

Bangunan Gedung. '
31. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah 

pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh 
persyaratan dalam rencana teknis Bangunan Gedung 

yang telah dinilai.
32. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah

pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda 

tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap 

resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang 

dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan 

seluruh persyaratan dalam rencana teknis Bangunan 

Gedung dalam bentuk izin mendirikan Bangunan 

Gedung. / ...........
33. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah Pemilik 

Bangunan Gedung, penyedia jasa konstruksi Bangunan 

Gedung, dan pengguna Bangunan Gedung.
34. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang,

atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB 

atau SLF kepada DPMPTSP atau Kecamatan. ;
35. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan

hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang 
menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan 
Gedung. :

36. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang 

perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli 
atau professional dibidang perencanaan jasa konstruksi 
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk 

dokumen perencanaan banguan fisik lain.
37. Pengkajian Teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi 

Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan



teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan

Gedung. : :
38.  Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan 

dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen 

dari Bangunan Gedung yang telah terbangun.
39. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung 

yang memenuhi persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan 

Gedung yang ditetapkan.
40. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung 

adalah proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis Bangunan 

Gedung.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang 

selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk 

Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, 
untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu Bangunan 

Gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
42. Permohonan SLF adalah permohonan yang dilakukan 

pemilik atau pengguna Bangunan Gedung kepada 
instansi penyelenggara SLF untuk mendapatkan 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
43. Gambar Terbangun [as built drawings) adalah gambar 

hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bangunan 

Gedung dan/ atau bangunan prasarana yang telah 
dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala 
sesuai ketentuan.

44. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau 

merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan 
sarananya.

45. Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya 

disingkat RTB adalah Dokumen Rencana Teknis yang 
terdiri atas konsep dan gambar rencana Pembongkaran, 
gambar detail pelaksanaan Pembongkaran, rencana 

kerja dan syarat-syarat (RKS) Pembongkaran, jadwal, 
metode, dan tahapan Pembongkaran, rencana 

pengamanan lingkungan, serta rencana lokasi tempat



pem buangan  lim bah Pem bongkaran yang  d ia jukan  oleh 

pemilik d a n /a ta u  pengguna B angunan  G edung kepada 

D inas PUPR sebelum  d ilakukan  Pem bongkaran.

46. P ersyara tan  Pokok T ahan  G em pa ad a lah  persyara tan  

pokok bagi pem bangunan  ru m ah  yang d ite tapkan  oleh 

Kepala D inas PUPR.

47. P endataan  B angunan  G edung adalah  kegiatan 

pengum pulan  d a ta  B angunan  G edung oleh Pem erintah 

D aerah  yang d ilakukan  secara  b e rsam aan  dengan 

p roses IMB Gedung, proses sertifikat Laik Fungsi 

B angunan  G edung, dan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung, se rta  p en d a taan  d an  pendaftaran  B angunan  

G edung yang telah ada.

48. Sistem  Inform asi M anajem en B angunan  G edung, yang 

se lan ju tnya  d isingkat SIMBG adalah  sistem  

m anajem en terkom puterisasi yang d ibangun  u n tu k  

p en d a taan  B angunan  Gedung.

49. Pengaw asan Penyelenggaraan B angunan  G edung 

ad a lah  kegiatan  p em an tau an  d an  evaluasi te rhadap  

penyelenggaraan B angunan  G edung agar d ilakukan  

secara  tertib  adm in istra tif dan  tekn is pada  m asa  

p e lak san aan  konstruksi dan  pad a  m asa  pem anfaatan  

B angunan  Gedung.

50. P enertiban  Penyelenggaraan B angunan  G edung adalah  

tin d ak an  a ta s  penyelenggaraan B angunan  G edung yang 

m elakukan  pelanggaran  adm in istra tif dan  tekn is sesuai 

hasil pengaw asan penyelenggaraan B angunan  Gedung, 

b e ru p a  peringatan  tertu lis , p em b a tasan  pem bangunan , 

pem bekuan  kegiatan dan  perizinan, pencabu tan  

kegiatan  dan  perizinan, d a n /a ta u  Pem bongkaran 

B angunan  Gedung.

51. D inas P enanam an  Modal dan  Pelayanan T erpadu S atu  

P in tu  yang se lan ju tnya  d isingkat DPMPTSP adalah  

P e r a n g k a i D a e r a h  y a n g  m e m b id a n g i  u r u s a n  

p en an am an  m odal dan  pelayanan  te rp ad u  sa tu  pintu .

52. D inas Pekerjaan Um um  dan  P e rum ahan  R akyat yang 

se lan ju tnya  d isingkat D inas PUPR ad alah  Perangkat 

D aerah  yang m em bidangi u ru sa n  pekerjaan  um um  dan  

p e ru m ah an  rakyat.



53. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

Pemerinrah Daerah.
54. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang 

dipimpin oleh camat.
55. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.

56. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- 

undangan.
57. Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang 

meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai 

dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar 
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), 
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan 

penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan 

dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang 

menempati bangunan tersebut.
58. Perumahan MBR adalah kumpulan rumah sederhana 

beserta kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum yang dikembangkan oleh pelaku pembangunan 

untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

59. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh 
rumah.

60. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 
korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
tidak berbadan hukum.



Pasal 2
R uang lingkup P e ra tu ran  B upati ini m eliputi:

a. Perangkat Daerah penyelenggara Bangunan Gedung;
b. ketentuan penyelenggaraan IMB;

c. ketentuan penyelenggaraan TABG;
d. ketentuan penyelenggaraan SLF;
e. k e te n tu an  penyelenggaraan  pengkaji teknis;

f. ketentuan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan 

Bangunan Gedung;
g. ketentuan penyelenggaraan Penilik Bangunan;
h. ketentuan penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan 

Gedung;
i. ketentuan penyelenggaraan pendataan Bangunan 

Gedung;
j. ketentuan pelayanan secara online; dan
k. ketentuan pembiayaan layanan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung.

BABU
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA 

BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 3
(1) Bupati memiliki kewenangan penyelenggaraan 

Bangunan Gedung.

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. DPMPTSP;

b. Dinas PUPR; dan
c. Perangkat Daerah terkait.

(3) K e w e n a n g a n  p e n y e le n g g a r a a n  B a n g u n a n  G e d u n g  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pengendalian dalam tahap:
a. perencanaan teknis, melalui pemberian KRK dan 

perizinan lain;



b. pelaksanaan konstruksi, melalui penerbitan IMB 

dan pengelolaan TABG;
c. pemanfaatan, melalui penerbitan dan 

perpanjangan SLF, pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung, serta pemeriksaan berkala 

Bangunan Gedung;
d. Pembongkaran, melalui penetapan atau 

persetujuan Pembongkaran dan/atau persetujuan 

RTB;
e. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan 

Bangunan Gedung serta pengelolaan Penilik 

Bangunan; dan
f. pendataan Bangunan Gedung.

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui 
koordinasi antar Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan 

kewenangannya serta mengikuti persyaratan, 
penggolongan, dan tata cara yang diatur dalam 

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan 

penerbitan IMB dan SLF kepada Camat dalam rangka 

mempermudah pelayanan teknis kepada masyarakat.
(2) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB 

dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerbitan IMB 

dan SLF dari Bupati kepada Camat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
Bangunan Gedung dengan kriteria:
a. Bangunan Gedung fungsi hunian;
b. memiliki kompleksitas sederhana;
c. maksimum ketinggian bangunan 2 (dua) lantai; 

dan
d. luas lantai bangunan sampai dengan 250 m2.



(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diterbitkan atas Rekomendasi dari DPMPTSP dan 

Dinas PUPR.
(5) Rekomendasi dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diberikan atas dasar pertimbangan 

secara umum meliputi:
a. ke te rsed iaan  ju m la h  personil K ecam atan;

b. jumlah permohonan IMB dan SLF;
c. efisiensi pelayanan IMB dan SLF; dan/atau
d. keterjangkauan pelayanan IMB dan SLF.

(6) Rekomendasi dari Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) diberikan atas penilaian kompetensi 
teknis personil Kecamatan.

Pasal 5
(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan 

penerimaan berkas permohonan IMB dan SLF kepada 
Camat.

(2) Pendelegasian kewenangan pelayanan penerimaan 

berkas permohonan IMB dan SLF sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan 

Bupati.
(3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memeriksa kelengkapan berkas permohonan IMB dan 

SLF dan mengirimkannya secara berkala kepada 
DPMPTSP.

(4) IMB dan SLF yang dimohonkan melalui Camat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh 
DPMPTSP.

Bagian Kedua 

DPMPTSP

P a ra g ra f!

Tugas dan Fungsi serta Kewenangan 

Pasal 6
(1) Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, DPMPTSP 

mempunyai tugas:



a. memberikan pelayanan permohonan IMB;

b. memberikan pelayanan permohonan SLF untuk 

Bangunan Gedung baru perumahan MBR;
c. memberikan Rekomendasi pendelegasian 

kewenangan penerbitan IMB kepada Kecamatan;

d. melakukan pengawasan umum terhadap 
pelayanan penerbitan IMB oleh Kecamatan; dan

e. melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam 

proses penerbitan IMB.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:

a. memberikan pelayanan informasi KRK;
b. memberikan pelayanan informasi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis permohonan 

IMB;
c. memberikan pelayanan informasi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis permohonan 

SLF Bangunan Gedung baru perumahan MBR;
d. memberikan pelayanan informasi persyaratan

perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 
instansi berwenang yang harus dipenuhi sebelum 

mengajukan permohonan IMB;
e. memberikan pelayanan penerbitan IMB;
f. memberikan pelayanan penerbitan SLF Bangunan 

Gedung baru perumahan MBR;
g. memberikan Rekomendasi kepada Bupati dalam 

rangka pendelegasian kewenangan penerbitan IMB 
kepada Kecamatan;

h. melaksanakan pengawasan umum terhadap 

pelayanan penerbitan IMB oleh Camat;
i. melaksanakan pendataan Bangunan Gedung pada 

proses penyelenggaraan IMB; dan
j. melaksanakan pendataan Bangunan Gedung pada 

proses penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung 
baru perumahan MBR.

Pasal 7
Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2), DPMPTSP mempunyai kewenangan:

t



a. memberikan pelayanan permohonan IMB;

b. memberikan pelayanan permohonan SLF untuk 
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

c. memberikan Rekomendasi pendelegasian 

kewenangan penerbitan IMB kepada Kecamatan;
d. melakukan pengawasan umum terhadap 

pelayanan penerbitan IMB oleh Kecamatan; dan
e. melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam 

proses penerbitan IMB.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
a. memberikan pelayanan informasi KRK;
b. memberikan pelayanan informasi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis permohonan 

IMB;
c. memberikan pelayanan informasi persyaratan

administratif dan persyaratan teknis permohonan 

SLF Bangunan Gedung baru perumahan MBR;
d. memberikan pelayanan informasi persyaratan

perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 
instansi berwenang yang harus dipenuhi sebelum 

mengajukan permohonan IMB;
e. memberikan pelayanan penerbitan IMB;
f. memberikan pelayanan penerbitan SLF Bangunan 

Gedung baru perumahan MBR;
g. memberikan Rekomendasi kepada Bupati dalam 

rangka pendelegasian kewenangan penerbitan IMB 
kepada Kecamatan;

h. melaksanakan pengawasan umum terhadap 
pelayanan penerbitan IMB oleh Camat;

i. melaksanakan pendataan Bangunan Gedung pada 

proses penyelenggaraan IMB; dan

j. melaksanakan pendataan Bangunan Gedung pada
proses penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung 
baru perumahan MBR.

Pasal 7
Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2), DPMPTSP mempunyai kewenangan:



a. m em berikan  dan  m enjelaskan  KRK kepada  Pem ohon 

IMB;

b. m enyam paikan  inform asi p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  

p ersy ara tan  tekn is perm ohonan  IMB;

c. m enyam paikan  inform asi p e rsy ara tan  adm in istra tif dan

p ersy ara tan  tekn is perm ohonan  SLF B angunan  G edung 

b a ru  p e ru m ah an  MBR; .

d. m enyam paikan  inform asi p e rsy ara tan  perizinan 

d a n /a ta u  R ekom endasi tekn is lain  dari in stan si 

berw enang yang h a ru s  d ipenuhi sebelum  m engajukan

. perm ohonan  IMB;

e. m enerim a a ta u  m enolak perm ohonan  IMB;

f. m enerim a a ta u  m enolak perm ohonan  SLF B angunan  

G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR;

g. m enerb itkan , m em bekukan , a ta u  m en cab u t IMB;

h. m enerb itkan , m em bekukan, a ta u  m en cab u t SLF 

B angunan  G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR;

i. m erekom endasikan  a ta u  tidak  m erekom endasikan  

pendelegasian  kew enangan penerb itan  IMB kepada 

K ecam atan;

j. m engusu lkan  pen cab u tan  pendelegasian  kew enangan 

penerb itan  IMB dan  SLF oleh K ecam atan dalam  hal 

k e te n tu an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 4 ayat

(5) tidak  terpenuh i;

k. m elakukan  pengisian d a ta  d an  peny im panan  dokum en 

penyelenggaraan  IMB ke dalam  SIMBG; dan

l. m elakukan  pengisian d a ta  dan  peny im panan  dokum en 

penyelenggaraan SLF B angunan  G edung b a ru  

p e ru m ah an  MBR ke dalam  SIMBG.

Pasal 8

D alam  hal p e lak san aan  fungsi sebagaim ana d im aksud

dalam  Pasal 6 ayat (2) h u ru f  a  d an  h u ru f  b, DPMPTSP

m em bentuk:

a. loket layanan; dan

b. Tim Teknis DPMPTSP.



Paragraf 2 

Loket L ayanan

. . Pasal 9

(1) Loket layanan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 8 

h u ru f  a  d iben tuk  u n tu k  m em berikan  pelayanan 

langsung  kepada  m asyarakat.

(2) Pelayanan langsung  kepada m asy arak a t sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi:

a. pem berian  dan  pen jelasan  KRK kepada  Pem ohon 

IMB;

b. penyam paian  inform asi p e rsy ara tan  adm in istra tif 

dan  p e rsy ara tan  tekn is perm ohonan  IMB;

c. penyam paian  inform asi p e rsy ara tan  adm in istra tif 

d an  p e rsy ara tan  tekn is perm ohonan  SLF 

B angunan  G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR;

d. penyam paian  inform asi p e rsy ara tan  perizinan

d a n /a ta u  Rekom endasi tekn is lain  dari in stan si 

berw enang yang h a ru s  d ipenuh i sebelum  

m engajukan  perm ohonan  IMB; '

e. penerim aan  dan  pem eriksaan  kelengkapan 

dokum en perm ohonan IMB;

f. pem rosesan  dokum en perm ohonan  IMB;

g. penerim aan  dan  pem eriksaan  kelengkapan 

dokum en perm ohonan  SLF B angunan  G edung 

b a ru  p e ru m ah an  MBR; dan

h. pem rosesan  dokum en perm ohonan  SLF B angunan  

G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR.

(3) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud

pad a  ayat (2) h u ru f  a, loket layanan  bertugas

m encetak , m em berikan d an  m enje laskan  KRK kepada 

Pem ohon IMB.

(4) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana  d im aksud

pad a  ayat (2) h u ru f  b, loket layanan  bertugas

m enjelaskan  p e rsy ara tan  adm in istra tif dan

p ersy ara tan  tekn is sesua i penggolongan objek IMB.

(5) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana  d im aksud

pad a  ayat (2) h u ru f  c, loket layanan  bertugas

m enjelaskan  p e rsy ara tan  adm in istra tif dan



(6)

p ersy ara tan  tekn is perm ohonan  SLF B angunan  

G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR.

D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud

p ad a  ayat (2) h u ru f  'd, 

m enjelaskan  persyara tan

loket layanan  bertugas 

perizinan d a n /a ta u

R ekom endasi tekn is lain dari in s tan s i berw enang yang 

h a ru s  d ipenuh i sebelum  m engajukan  perm ohonan  

IMB.

(7) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (2) h u ru f  e d an  h u ru f  g, loket layanan  

bertugas:

a. m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan  dokum en

perm ohonan  IMB a ta u  SLF;
■ ' ■ ■ ■ ■ i ■ ' .

b. m em berikan ta n d a  terim a a ta s  perm ohonan  IMB

a ta u  SLF dalam  hal 'dokum en perm ohonan  IMB 

a ta u  SLF d inyatakan  lengkap;

c. m engem balikan dokum en perm ohonan  dan  

m enginform asikan kepada  Pem ohon u n tu k  

m elengkapi p e rsy ara tan  perm ohonan  dalam  hal 

dokum en perm ohonan IMB a ta u  SLF d inyatakan  

tidak  lengkap;

d. m en ca ta t dan  m em asukkan  d a ta  dari dokum en 

perm ohonan  IMB a ta u  SLF ke dalam  sistem  

inform asi penyelenggaraan B angunan  Gedung; dan

e. m em buat berita  aca ra  h a rian  penerim aan  

perm ohonan  layanan.

(8) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (2) h u ru f  f d an  h u ru f  h, loket layanan  

bertugas:

a. m enyam paikan  dokum en perm ohonan  IMB a ta u  

SLF kepada  Tim Teknis DPMPTSP u n tu k  

pem rosesan  selanjutnya;

b. m enyam paikan  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah 

(SKRD) kepada Pem ohon IMB;

c. m enerim a dan  m em verifikasi bu k ti pem bayaran  

re tribusi IMB; dan

d. m enyerahkan  dokum en IMB a ta u  dokum en SLF 

kepada  Pemohon.



(9) Penerim aan  dan  pem eriksaan  kelengkapan  dokum en 

perm ohonan IMB d an  dokum en  perm ohonan  SLF 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  e d an  

h u ru f  g d ilak sanakan  setiap  h a ri p a d a  jam  kerja.

(10) D okum en perm ohonan  IMB d an  SLF yang diterim a 

d an  d inyatakan  lengkap sebelum  p u k u l 12.00, w aktu  

pem rosesannya  d ih itung  sejak  tanggal perm ohonan.

(11) D okum en perm ohonan  IMB d an  SLF yang diterim a 

d an  d inyatakan  lengkap setelah  p u k u l 12.00, w ak tu  

pem rosesannya  d ih itung  m ulai dari 1 (satu) hari 

se telah  tanggal perm ohonan.

(12) Pem rosesan  dokum en perm ohonan  IMB d an  dokum en 

perm ohonan  SLF sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

h u ru f  f dan  h u ru f  h  d ilak san ak an  sesu a i ta ta  ca ra  

penerb itan  IMB dan  SLF yang  d ia tu r  dalam  P era tu ran  

B upati ini.

Paragraf 3

Tim Teknis DPMPTSP 

Pasal 10

(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 8 h u ru f  b d iben tuk  oleh Kepala DPMPTSP u n tu k  

setiap  perm ohonan  penerb itan  IMB a ta u  SLF.

(2) Tim Teknis DPMPTSP m eliputi:

a. Tim Teknis B angunan  G edung b u k an  u n tu k  

kepentingan  um um ; dan

b. Tim Teknis B angunan  G edung u n tu k  kepentingan 

um um .

(3) Anggota Tim Teknis DPMPTSP dipilih oleh D inas PUPR 

b e rd asa rk an  perm ohonan  DPMPTSP.

(4) Anggota Tim Teknis B angunan  G edung b u k an  u n tu k  

kepen tingan  u m u m  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(2) h u ru f  a  m eliputi u n s u r  pegawai ASN yang dipilih 

oleh D inas PUPR b e rd asa rk an  kem am puan  dan  

keah lian  um um  bidang a rs ite k tu r d an  s tru k tu r.

(5) Anggota Tim Teknis B angunan  G edung u n tu k  

kepen tingan  u m u m  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(2) h u ru f  b m eliputi u n s u r  TABG yang  dipilih oleh



Dinas PUPR berdasarkan kemampuan dan keahlian 

spesifik setiap personil.
(6) Kemampuan dan keahlian spesifik sebagaimana, 

dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi:

a. keahlian arsitektur;
b. keahlian struktur;
c. keahlian utilitas; dan
d. keahlian geoteknik.

(7) Dalam hal Bangunan Gedung Sederhana untuk 
kepentingan umum, unsur TABG yang dipilih 

sekurang-kurangnya meliputi ahli arsitektur dan ahli 

struktur.
(8) Dalam hal Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk 

kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus, 
unsur TABG yang dipilih didasarkan atas 
pertimbangan fungsi dan kompleksitas Bangunan 

Gedung.

Pasal 11
Tugas Tim Teknis DPMPTSP meliputi:
a. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan 

teknis untuk Dokumen Rencana Teknis yang 
dimohonkan IMB-nya;

b. memberikan masukan untuk perbaikan Dokumen 
Rencana Teknis;

c. memberikan persetujuan tertulis atas Dokumen 

Rencana Teknis yang telah memenuhi persyaratan 
teknis Bangunan Gedung;

d. melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 
Gedung baru perumahan MBR dalam rangka 
penerbitan SLF; dan

e. memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan 

untuk pendataan Bangunan Gedung.



Bagian Ketiga 

Dinas PUPR

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi serta Kewenangan 

Pasal 12
(1) Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, Dinas

PUPR mempunyai tugas:
a. memberikan Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

pada proses permohonan IMB;

b. melakukan pengelolaan TABG;
c. memberikan pelayanan permohonan SLF;
d. melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal 

deret;
e. melakukan pengawasan dan penertiban 

penyelenggaraan Bangunan Gedung;

f. melakukan pengelolaan Penilik Bangunan;
g. memberikan pelayanan permohonan persetujuan 

Pembongkaran dan RTB;
h. memberikan Rekomendasi pendelegasian 

kewenangan penerbitan IMB kepada Camat;

i. melakukan pengawasan teknis terhadap pelayanan 

penerbitan IMB oleh Camat; dan
j. melakukan pendataan Bangunan Gedung dalam 

proses penyelenggaraan SLF dan Pembongkaran.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas PUPR menyelenggarakan fungsi:
a. memberikan Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

pada proses permohonan IMB sebagai anggota tim 

teknis yang ditetapkan oleh DPMPTSP;
b. mengelola TABG;
c. m em berikan  pelayanan  inform asi p e rsy ara tan  

administratif dan persyaratan teknis permohonan 
SLF selain Bangunan Gedung baru perumahan 
MBR;

d. menyelenggarakan layanan penerbitan SLF selain 
Bangunan Gedung baru perumahan MBR;



e. m elaksanakan  pem eriksaan  kela ikan  fungsi

B angunan  G edung ru m ah  tinggal tunggal dan  

ru m ah  tinggal deret;

f. m elaksanakan  pengaw asan  dan  penertiban

B angunan  Gedung;

g. mengelola Penilik Bangunan;
h. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB;
i. m em berikan  R ekom endasi k ep ad a  B upati dalam  

rangka  pendelegasian kew enangan penerb itan  IMB 

kepada  K ecam atan;

j. m elaksanakan  pengaw asan tekn is te rhadap

pelayanan  penerb itan  IMB oleh K ecam atan; dan

k. m elaksanakan  p en d a taan  B angunan  G edung pada 

p roses penyelenggaraan SLF d an  Pem bongkaran.

(3) D inas PUPR dalam  rangka  penerb itan  IMB wajib:

a. m enyam paikan  anggota tim  tekn is dari u n su r  

Pejabat Fungsional Teknik T ata  B angunan  dan  

P e rum ahan  kepada DPMPTSP sebagai penilai 

D okum en R encana Teknis B angunan  G edung b ukan  

u n tu k  kepentingan  um um ; dan

b. m enyam paikan  anggota tim  tekn is dari u n s u r  TABG 

kepada DPMPTSP sebagai penilai D okum en R encana 

Teknis B angunan  G edung u n tu k  kepentingan 

um um .

(4) D inas PUPR dalam  rangka  penerb itan  SLF B angunan  

G edung b a ru  p eru m ah an  MBR wajib m enyam paikan 

anggota tim  tekn is dari u n s u r  Pejabat Fungsional 

Teknik T ata B angunan  dan  P e rum ahan  kepada 

DPMPTSP u n tu k  m elakukan  Pengkajian Teknis.

Pasal 13

(1) D alam  penyelenggaraan fungsi sebagaim ana d im aksud 

dalam  Pasal 12 aya t (2), D inas PUPR m em punyai 

k e w e n a n g a n :  :

a. m en en tu k an  personil u n tu k  anggota Tim Teknis

DPMPTSP; ^  : T

b. m em ben tuk  dan  m engelola sek re ta ria t TABG;



c. m enyam paikan  inform asi p e rsy a ra tan  adm in istra tif 

d an  p e rsyara tan  tekn is perm ohonan  SLF selain 

B angunan  G edung b a ru  p e ru m a h an  MBR;

d. m enerim a a ta u  m enolak perm ohonan  SLF selain 

B angunan  G edung b a ru  p e ru m ah an  MBR;

e. menerbitkan, membekukan, mencabut atau 
memperpanjang SLF selain Bangunan Gedung baru

i '  ' : ’
p e ru m ah an  MBR; :

f. m elakukan  pem eriksaan  k esesu a ian  B angunan

G edung dengan dokum en IMB d an  SLF pada  m asa  

k o n stru k si d an  pem anfaa tan  B angunan  Gedung;

g. m em berikan  sanksi adm in istra tif te rhadap

B angunan  G edung yang d ibangun  ta n p a  IMB a ta u  

d ibangun  tidak  sesuai dengan  IMB;

h. m em berikan  sanksi adm in istra tif te rhadap
’ • •• ■ . . ' i -  ' ■ " • '

B angunan  G edung yang d im anfaa tkan  tan p a  SLF 

a ta u  tidak  sesuai dengan SLF;

i. m en en tu k ah  personil Penilik B angunan ; ;

j. m engesahkan  a ta u  tidak  m engesahkan  RTB;

k. m elakukan! pengisian d a ta  se rta  penyim panan  

dokum en penyelenggaraan SLF d an  dokum en 

penyelenggaraan Pem bongkaran  ke dalam  SIMBG; 

dan

l. m elakukan ' verifikasi d a ta  B angunan  G edung yang
'i' '' ' ' ‘

p en d a taan n y a  d ilakukan  oleh pem ilik d a n /a ta u  

pengelola B angunan  Gedung.

(2) D inas PUPR dalam  m en ja lankan  kew enangan 

m en en tu k an  ipersonil u n tu k  anggota Tim Teknis 

DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a  

dapat:

a. m em ilih personil Pejabat Fungsional Teknik T ata 

B angunan  [dan  P erum ahan  b e rd asa rk an  penilaian 

keah lian  dan  kom petensi m asing-m asing  personil;

' . d a n . ' ■ ; t  . '' '"

b. m em ilih personil TABG b e rd a sa rk an  penilaian 

keah lian  d an  kom petensi m asing-m asing  personil.
f. . ■ ■ l' ' ' ' ' ' " • - ' '

(3) D alam  hal belum  te rd ap a t Pejabat Fungsional Teknik 

T ata B angunan  dan  P erum ahan  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat ; (2) h u ru f  a, D inas PUPR d ap at

t



m enyam paikan  anggota tim  tekn is dari u n s u r  pegawai 

ASN yang memiliki kom petensi di b idang  B angunan  

G edung. ^

(4) D alam  ha l personil pegawai ASN d ipandang  secara  

k u a n tita s  dan  k u a lita s  belum  m em adai, D inas PUPR 

d a p a t m elakukan  pengadaan  tenaga  penunjang .

Pasal 14

(1) D alam  m elak san ak an  tugas d an  fungsi se rta  

kew enangannya sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 12 

d an  Pasal 13, D inas PUPR m elakukan:

a. penyelenggaraan TABG;

b. pem binaan  Pejabat Fungsional Teknik T ata 

B angunan  dan  P erum ahan;

c. pem binaan  I ASN yang m enjadi anggota Tim Teknis 

DPMPTSP; |

d. pem binaan! ASN yang m enjadi anggota Tim Teknis 

D inas PUPR;

e. pem binaan! ASN yang m enjadi anggota Tim Teknis 

K ecam atan;

f. pem binaan  

B angunan  

ru m ah  ting

g-

ASN yang m enjadi pengkaji tekn is 

G edung ru m ah  tinggal tunggal dan  

gal deret;

pem binaan  ASN yang m enjadi Penilik B angunan; 

d an  i . ■

h. pem binaan! ASN yang m enjadi Petugas P endataan  

B angunan  Gedung.
• . ' i '  ’ ■ . ' .

(2) Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud

dalam  Pasal 12 ayat (1), D inas PUPR m em bentuk:
- - ■ |. ' ■. .■ ■"-. ■ ■ ■ ■  ■

a. loket layanan; dan  ! '

b. Tim Teknis1 D inas PUPR.

Paragraf 2 

L o k e t L a y a n a n

Pasal 15

(1) Loket layanan! sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 14■ j '  '• . . .  • •
ay a t (2) h u ru f  a  d iben tuk  u n tu k  m em berikan  pelayanan  

langsung  kepada  m asyarakat.



b. pem rosesan

c. penerim aan

(2) Pelayanan langsung  kepada  m asy arak a t sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) m eliputi:

a. penerim aan , d an  pem eriksaan  kelengkapan 

dokum en perm ohonan  SLF;

dokum en perm ohonan  SLF; ;

dan  pem eriksaan  kelengkapan

dokum en perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran;

d. p em rosesan  dokum en perm ohonan  p e rse tu ju an

Pem bongkaran; ;

e. penerim aan ' d an  pem eriksaan  kelengkapan 

dokum en perm ohonan p e rse tu ju an  RTB; dan

f. pem rosesan  dokum en perm ohonan  p e rse tu ju an

RTB. . 1  ' V ; ■
■ ' "' ' ' ! ■ ■ ■ ■ ■ ' ■ . ■ ' ■ " : ■ ' ■. . •' . ■

(3) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud

pad a  ayat (2) h u ru f  a, h u ru f  c d an  h u ru f  e, loket 

layanan  bertugas:

a. m elakukan  j pem eriksaan  kelengkapan  dokum en

perm ohonan  SLF, dokum en perm ohonan

p e rse tu ju an  Pem bongkaran, a ta u  dokum en
. . i ■. ■' ' ' ' . ■ '

perm ohonan  p erse tu ju an  RTB;

b. m em berikan  ta n d a  terim a a ta s  perm ohonan  SLF, 

perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran, a ta u  

perm ohonan  p e rse tu ju an  RTB dalam  ha l dokum en

perm ohonan  d inyatakan  lengkap;
. ■ ■ I ■ . . ■ ' ' .

c. m engem balikan dokum en perm ohonan  dan

m enginform asikan kepada  Pem ohon u n tu k
■ . . j '

m elengkapi p e rsy ara tan  perm ohonan  dalam  hal

dokum en 

p erse tu ju an

perm ohonan  SLF, perm ohonan 

Pem bongkaran, a ta u  perm ohonani - • ■ •'. ., . i ' 4 •
p e rse tu ju an  RTB d inyatakan  tidak  lengkap; 

m en ca ta t clan m em asukkan  d a ta  dari dokum en 

perm ohonan  SLF, perm ohonan  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran, a tau  perm ohonan  p e rse tu ju an  RTB 

ke dalam  sistem  inform asi penyelenggaraan 

B angunan  Gedung; dan

m em buat berita  aca ra  h a ria n  penerim aan  

perm ohonan  layanan.



(4) D alam  m elakukan  pelayanan  sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (2) h u ru f  b, h u ru f  d d an  h u ru f  f, loket

layanan  bertugas:

a. m enyam paikan  dokum en perm ohonan  SLF, 

perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran , a ta u  

perm ohonan  p e rse tu ju an  RTB kepada  Tim  Teknis 

D inas PUPR u n tu k  pem rosesan  selan ju tnya; dan

b. m enyerahkan  dokum en SLF, su ra t p e rse tu juan

Pem bongkaran, a ta u  su ra t p e rse tu ju an  RTB kepada 

Pem ohon. ] :

(5) Penerim aan  dan  pem eriksaan  kelengkapan  dokum en

perm ohonan  SLF, dokum en perm ohonan  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran,| a ta u  dokum en perm ohonan

p e rse tu ju an  RTB sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  a, h u ru f  c d an  h u ru f  e d ilak san ak an  setiap  hari 

p ad a  jam  kerja.

(6) D okum en perm ohonan  SLF, dokum en perm ohonan 

p e rse tu ju an  ! Pem bongkaran, a ta u  dokum en 

perm ohonan  p erse tu ju an  RTB yang  d iterim a dan  

d inya takan  lengkap sebelum  p u k u l 12.00, w aktu  

pem rosesannya! d ih itung  sejak  tanggal perm ohonan.

(7) D okum en perm ohonan  SLF, dokum en perm ohonan
. ’ ! - ' .• ' ' -' ' .! ■

p e rse tu ju an  ! Pem bongkaran, a ta u  dokum en

perm ohonan  p erse tu ju an  RTB yang  diterim a dan

d inyatakan  lengkap setelah  p u k u l 12.00, w aktu

pem rosesannya  d ih itung  m ulai dari 1 (satu) ha ri setelah

tanggal perm ohonan.

(8) Pem rosesan  dokum en perm ohonan  SLF, dokum en 

perm ohonan  j p e rse tu ju an  Pem bongkaran, a ta uj' . ' ' ' . . ’ . ’ : ’
dokum en perm ohonan  p e rse tu ju an  RTB sebagaim ana

■ ' i .v. . ■ • .' ■ ;•
d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b, h u ru f  d dan  h u ru f  f 

d ilak san ak an  sesuai ta ta  cara  penerb itan  SLF, su ra t 

p e rse tu ju an  Pem bongkaran, a ta u  su ra t  p e rse tu ju an
' ■ : - ' j ' .  '

RTB yang d ia tu r dalam  P era tu ran  B upati ini.



; Paragraf 3 

Tim Teknis D inas PUPR

| Pasal 16

(1) Tim Teknis D inas PUPR sebagaim ana d im aksud  dalam
■ ■ i • • • #

Pasal 14 ayat (2) h u ru f  b d iben tuk  oleh Kepala D inas 

PUPR u n tu k  I setiap  perm ohonan  penerb itan  SLF, 

p e rse tu ju an  Pem bongkaran, a ta u  p e rse tu ju an  RTB.

(2) Anggota Tim I Teknis D inas PUPR m eliputi u n su r  

pegawai ASN yang dipilih b e rd asa rk an  kem am puan  dan  

keah lian  um um  bidang a rs itek tu r d an  s tru k tu r.

dokum en

i Pasal 17

Tugas Tim Teknis D inas PUPR m eliputi:

a. m elakukan  pem eriksaan  kebenaran

adm in istra tif dan  tekn is perm ohonan  SLF;

b. m elakukan  verifikasi lapangan  te rh ad ap  hasil

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  G edung oleh 

pengaw as/ M anajem en K onstruksi (MK) bila dinilai 

perlu; i

c. m em berikan  R ekom endasi a ta s  hasil verifikasi lapangan;

d. m elakukan  pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan

G edung ru m ah | tinggal tunggal dan  ru m ah  tinggal deret 

yang pengaw asan p e lak san aan  ko n stru k sin y a  d ilakukan  

oleh Pemilik B angunan  Gedung;

e. m em berikan  su ra t pernya taan  kela ikan  fungsi a ta u  

R ekom endasi perbaikan  B angunan  G edung u n tu k  rum ah  

tinggal tunggal dan  ru m ah  tinggal dere t yang 

pengaw asan p e lak san aan  k o n stru k sin y a  d ilakukan  oleh 

Pemilik B angunan  Gedung;

f. m elakukan  inspeksi berkala  te rh ad ap  proses 

p e lak san aan  konstruksi B angunan  G edung rum ah  

tinggal tunggal jdan ru m ah  tinggal dere t yang d ilakukan  

ta n p a  penyedia jasa ;

g. m elakukan  identifikasi kondisi B angunan  G edung yang 

a k an  dibongkar d an  penilaian dam pak  Pem bongkaran 

te rh ad ap  keselam atan  um um  dan  lingkungan; dan

h. m elakukan  pem eriksaan  dan  m em berikan  m asu k an
' ' V  ' ■ - . ' I .  ■ ' ■ - .

u n tu k  perbaikan  dokum en RTB.

f



Bagian Keempat 
Perangkat Daerah Terkait

Pasal 18
(1) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Perangkat Daerah 

yang bertugas mendukung proses penyelenggaraan 

Bangunan Gedung, antara lain:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

perumahan dan kawasan permukiman;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

penataan ruang;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

lingkungan hidup;
d. instansi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan perhubungan;
e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

kebakaran;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

ketenagakerjaan;
g. Instansi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan energi dan sumber daya mineral;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

komunikasi dan informatika;
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

kesehatan; dan .
j. satuan polisi pamong praja.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan 

fungsi pengendalian pembangunan perumahan dan 

penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas 
kawasan permukiman.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan 
pengendalian pemanfaatan ruang.

f



(4) P erangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru sa n

lingkungan  h idup  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (1) 

h u ru f  c mem iliki tugas dan  fungsi pengendalian  dam pak  

lingkungan.

(5) P erangkat D aerah yang m enyelenggarakan u ru sa n

p erh u b u n g an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

h u ru f  d memiliki tugas d an  fungsi p en g a tu ran  dan  

pengendalian  te rh ad ap  dam pak  lalu  lin tas.

(6) Perangkat D aerah yang m enyelenggarakan u ru sa n

k eb ak aran  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  e 

m em iliki tugas dan  fungsi penyelenggaraan  proteksi 

k eb ak a ran  pad a  B angunan  G edung d an  lingkungan.

(7) P erangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru sa n

ketenagakerjaan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  f memiliki tugas d an  fungsi penyelenggaraan 

kese lam atan  dan  k eseh a tan  kerja.

(8) In s ta n s i/  Perangkat D aerah  yang m enyelenggarakan

u ru s a n  energi dan  sum ber daya m ineral sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  g memiliki tugas dan  

fungsi penyelenggaraan in sta lasi dan  ja ringan

kelistrikan , se rta  su m b er energi.

(9) P erangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru sa n

kom unikasi dan  inform atika sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (1) h u ru f  h  memiliki tugas dan  fungsi 

penyelenggaraan  in sta lasi d an  ja rin g an  kom unikasi dan  

inform atika.

(10) P erangkat D aerah  yang m enyelenggarakan u ru sa n

k eseh a tan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  i 

m em iliki tugas dan  fungsi penyelenggaraan  B angunan  

G edung fasilitas keseha tan .

(11) S a tu an  Polisi Pam ong Praja sebagaim ana  d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  j memiliki tugas d an  fungsi penertiban  

pelanggaran  B angunan  G edung te rh ad ap  k e ten tu an  

p e ra tu ran  D aerah.



Bagian Kelima 

Camat

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi serta Kewenangan

Pasal 19
(1) Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan 

pelayanan penerbitan IMB dan SLF Bangunan Gedung 
dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (3), mempunyai tugas memberikan pelayanan 

permohonan IMB dan SLF serta melakukan pendataan 

Bangunan Gedung yang IMB-nya diterbitkan di 

Kecamatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan informasi KRK;
b. pelayanan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan 

berkas permohonan IMB dan SLF;
c. pelayanan penerbitan IMB dan SLF Bangunan 

Gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (3);
d. pengiriman berkas permohonan IMB Bangunan 

Gedung di luar kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) secara berkala kepada DPMPTSP;
e. pengiriman berkas permohonan SLF Bangunan 

Gedung di luar kriteria sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (3) secara berkala kepada Dinas PUPR;
f. penyerahan dokumen IMB Bangunan Gedung di luar 

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) yang diterbitkan oleh DPMPTSP kepada Pemohon;

g. penyerahan dokumen SLF Bangunan Gedung di luar 
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) yang diterbitkan oleh Dinas PUPR kepada 
Pemohon; dan

h. pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung pada 

proses penyelenggaraan IMB dan SLF.

r



(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Camat membentuk:

a. loket layanan; dan
b. tim teknis Kecamatan.

Pasal 20
(1) Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan 

pelayanan penerimaan berkas permohonan IMB dan SLF 

mempunyai tugas memberikan pelayanan penerimaan 

permohonan IMB dan SLF, mengirimkan permohonan 

kepada DPMPTSP dan Dinas PUPR, serta memberikan 

pelayanan penerimaan dokumen IMB dan SLF yang telah 

diterbitkan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Camat menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan informasi KRK;
b. pelayanan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan 

berkas permohonan IMB dan SLF;
c. pengiriman berkas permohonan IMB secara berkala

kepada DPMPTSP; '
d. pengiriman berkas permohonan SLF secara berkala 

kepada Dinas PUPR; dan
e. penyerahan dokumen IMB yang diterbitkan oleh 

DPMPTSP dan dokumen SLF yang diterbitkan oleh 
Dinas PUPR kepada Pemohon.

(3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Camat membentuk loket layanan.

Pasal 21
(1) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2), Camat mempunyai kewenangan:
a. memberikan dan menjelaskan KRK kepada Pemohon 

IMB;

b. menerima atau menolak permohonan IMB dan SLF;

c. m enerb itkan , m em bekukan , a ta u  m en cab u t IMB dan  

SLF; dan



d. melakukan pengisian data serta penyimpanan 

dokumen penyelenggaraan IMB dan SLF ke dalam 

SIMBG.
(2) Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (2), Camat mempunyai kewenangan:
a. memberikan dan menjelaskan KRK kepada Pemohon 

IMB; dan
b. menerima atau menolak permohonan IMB dan SLF.

Paragraf 2 
Loket Layanan

Pasal 22
(1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (3) huruf a, dibentuk untuk memberikan pelayanan 

langsung kepada masyarakat.
(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen 

permohonan IMB; dan
b. pemrosesan dokumen permohonan IMB.

(3) Pelayanan penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

IMB;
b. pemberian tanda terima atas permohonan IMB dalam 

hal dokumen permohonan IMB dinyatakan lengkap;
c. pengembalian dokumen permohonan dan 

menginformasikan kepada Pemohon untuk 
melengkapi persyaratan permohonan dalam hal 
dokumen permohonan IMB dinyatakan tidak 

lengkap;
d. penyerahan data dan dokumen permohonan IMB 

yang sudah lengkap kepada petugas pemasukan data 
untuk dimasukkan ke dalam SIMBG; dan

e. pembuatan berita acara harian penerimaan 

permohonan layanan.



(4) Pelayanan pemrosesan dokumen permohonan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi.
a. penyampaian dokumen permohonan IMB kepada Tim 

Teknis Kecamatan untuk pemrosesan selanjutnya;

b. penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD) kepada Pemohon IMB;
c. penerimaan dan verifikasi bukti pembayaran 

retribusi IMB; dan
d. penyerahan dokumen IMB kepada Pemohon.

(5) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen 

permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dilaksanakan setiap hari pada jam keija.
(6) Dokumen permohonan IMB yang diterima dan

dinyatakan lengkap sebelum pukul 12.00, waktu
pemrosesannya dihitung sejak tanggal permohonan.

(7) Dokumen permohonan IMB yang diterima dan
dinyatakan lengkap setelah pukul 12.00, waktu
pemrosesannya dihitung mulai dari 1 (satu) hari setelah 

tanggal permohonan.
(8) Pemrosesan dokumen permohonan IMB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai tata 

cara penerbitan IMB di Kecamatan yang diatur dalam 
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tim Teknis Kecamatan 

Pasal 23

(1) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas melakukan pemeriksaan pemenuhan 

persyaratan teknis permohonan IMB dan/atau SLF.

(2) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) beranggotakan pegawai ASN yang memiliki 
k o m p e t e n s i  t e k n is .



(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didasarkan pada standar kompetensi yang ditetapkan 

oleh Dinas PUPR.
(4) Dalam hal jumlah maupun kompetensi anggota tim 

teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

memadai. Camat dapat menambah keanggotaan Tim 

Teknis dengan kontrak kerja.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 24
(1) Setiap Orang yang akan membangun baru, mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 

Gedung harus memiliki IMB.
(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh 

dengan mengajukan permohonan IMB kepada DPMPTSP.
(3) Permohonan IMB dapat diajukan pada Kecamatan yang 

mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pemilik 

Bangunan Gedung atau orang yang diberi kuasa oleh 
Pemilik Bangunan Gedung.

(5) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi persyaratan administratif dan 
persyars.tan teknis.

(6) Mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:

a. menabah fungsi ruang pada lantai Bangunan 
Gedung;

b. mengubah fungsi keseluruhan Bangunan Gedung;
c. mengubah struktur Bangunan Gedung;
d. mengubah pembebanan pada struktur Bangunan 

Gedung; dan/atau



e. m engubah  penam pilan  B angunan  G edung pada 

kaw asan  yang d ite tapkan  m enggunakan  tem atik  

te rten tu . :

(7) M em perluas sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) adalah  

keg iatan  pen am b ah an  luas B angunan  G edung yang 

berdam pak  pada penam bahan- to tal lu as  B angunan  

G edung.

(8) M engurangi sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (1) adalah  

keg iatan  pengurangan  lu as  B angunan  G edung yang 

d ilan ju tkan  dengan proses p e lak san aan  konstruksi 

u n tu k  renovasi.

(9) M eraw at sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) adalah  

keg iatan  m engem balikan kondisi kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung yang berdam pak  pad a  pem bebanan  

s tru k tu r  B angunan  Gedung.

Pasal 25

(1) IMB u n tu k  lokasi yang belum  d ia tu r p e ru n tu k a n  dan  

in ten sitas  B angunan  G edungnya dalam  p engatu ran  ta ta  

ruang , d ap a t d iberikan  oleh DPMPTSP a ta s  perm in taan  

Pem ohon dengan IMB sem entara .

(2) IMB sem en tara  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

berlaku  u n tu k  jan g k a  w ak tu  sem en tara  sam pai dengan 

k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in ten sitas  sesua i dengan 

RTRW, RDTR, d a n /a ta u  RTBL telah  d ite tapkan .

(3) Ja n g k a  w ak tu  sem en tara  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) d ite tapkan  paling lam a 10 (sepuluh) ta h u n  dan  

d a p a t d iperpan jang  setiap  10 (sepuluh) tah u n .

(4) D alam  hal k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in tensitas 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) te lah  d ite tapkan , 

fungsi dan  in tensitas B angunan  G edung pada  IMB 

S em en tara  h a ru s  d isesua ikan  dengan  k e ten tu an  yang 

d ite tapkan .

(5) P enyesuaian  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (4) d ilakukan  paling 

lam a 5 (lima) ta h u n  sejak p em b eritah u an  penetapan  

RTRW, RDTR, d a n /a ta u  RTBL kepada  Pem ohon.



(6) D ikecualikan dari k e ten tu an  sebagaim ana  d im aksud  

pad a  ayat (5) ada lah  ru m ah  tinggal tunggal yang 

d ilakukan  paling lam a 10 (sepuluh) ta h u n ,

Pasal 26

D alam  ha l B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 24 ayat (1) te rm asu k  B angunan  G edung cagar budaya 

yang  d ilestarikan  d a n /a ta u  terle tak  di dalam  kaw asan  cagar 

budaya, penyelenggaraan IMB-nya d ilak san ak an  sesua i 

p e ra tu ra n  perundang -undangan .

Pasal 27 ;

K eten tuan  penyelenggaraan IMB m eliputi:

b. penggolongan objek IMB;

c. p e rsy ara tan  adm in istra tif perm ohonan  IMB;

d. p e rsy ara tan  teknis perm ohonan  IMB;

e. m asa  berlaku  IMB;

f. ta ta  ca ra  penyelenggaraan IMB;

g. dokum en IMB; ■

h . pengh itungan  re tribusi IMB; dan

i. p e ru b ah an  ren can a  tekn is dalam  tah ap  pe laksanaan  

konstruksi.

B agian K edua 

Penggolongan Objek IMB

Pasal 28

(1) Penggolongan objek IMB m eliputi:

a. B angunan  Gedung; dan

b. b an g u n an  p rasa ran a .

(2) B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1)

h u ru f  a  m eliputi: ::

a. B angunan  G edung baru;

b. B angunan  G edung eksisting; dan

c. B angunan  G edung yang d ibangun  kolektif.

(3) Penggolongan objek IMB sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) be rd asa rk an  pem anfaa tannya  m eliputi:

a. B angunan  G edung u n tu k  kepen tingan  um um ; dan



;i b. B angunan  G edung b u k an  u n tu k  kepentingan 

f um um .

(4) Penggolongan objek IMB sebagaim ana d im aksud  pada 

s ayat (2) b e rd asa rk an  kom pleksitasnya m eliputi:

a. B angunan  G edung Sederhana;

b. B angunan  G edung tidak  sederhana; dan

c. B angunan  G edung k h u su s .

(5) B angunan  G edung S ederhana  sebagaim ana d im aksud

i pada  ayat (4) h u ru f  a  b e rd asa rk an  penyediaan  D okum en 

< R encana Teknisnya meliputi:

a. B angunan  G edung S ederhana  yang D okum en

R encana Teknisnya d ised iakan  oleh Perencana

ii K onstruksi;

b. B angunan  G edung S ederhana  yang D okum en

i R encana T eknisnya m enggunakan  D esain Prototipe

! dan  p e lak san aan  konstru k sin y a  berpedom an pada

f P ersyaratan  Pokok T ahan  Gempa;

t c. B angunan  G edung S ederhana  yang Dokum en

i R encana T eknisnya d ised iakan  sendiri oleh

!■ Pem ohon dengan berpedom an p ad a  Persyaratan

! Pokok T ahan  G em pa B angunan  G edung sederhana.

Pasal 29

(1) B angunan  G edung S ederhana  yang D okum en R encana 

i T eknisnya diizinkan d ised iakan  sendiri oleh Pem ohon

i sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 28 ayat (5) h u ru f  c 

5 d ibatasi oleh k e ten tu an  tekn is m eliputi: 

t a. ja ra k  a n ta r  kolom m aksim al 3 (tiga) m eter;

t b. tinggi kolom di setiap  lan ta i m aksim al 3 (tiga) meter;

s c. ju m lah  lan ta i bangunan  m aksim al 2 (dua) lantai;

d. lu as  bidang dinding m aksim al 9 (sembilan) m eter

£ persegi; dan

e. lu as  to ta l lan ta i B angunan  m aksim al 100 (seratus) 

m eter persegi.

(2) D alam  hal k e ten tu an  tekn is pada  ayat (1) tidak  

£ terpenuh i, D okum en R encana Teknis B angunan  Gedung

h a ru s  d ised iakan  oleh Perencana K onstruksi.



e Bagian Ketiga

I P ersyaratan  A dm inistratif Perm ohonan IMB

Pasal 30

(1) P ersyaratan  adm in istra tif perm ohonan  IMB meliputi:

a. form ulir perm ohonan IMB yang d itanda tangan i oleh 

Pem ohon;

b. fotokopi K artu  T anda P enduduk  (KTP) Pem ohon 

a ta u  iden titas lainnya yang m asih  berlaku;

c. fotokopi dokum en legalitas b ad an  h u k u m  dalam  hal 

perm ohonan  IMB d ilakukan  oleh b ad an  hukum .

d. su ra t k u a sa  dari Pemilik B angunan  G edung dalam  

hal Pem ohon b u k an  Pemilik B angunan  Gedung;

e. fotokopi su ra t buk ti s ta tu s  h ak  a ta s  tanah ;

f. fotokopi tan d a  buk ti lu n as  Pajak  Bum i dan  

B angunan  (PBB) ta h u n  berjalan;

g. su ra t pernya taan  bahw a ta n a h  tidak  dalam  s ta tu s  

sengketa;

h. su ra t perjan jian  pem anfaa tan  a ta u  penggunaan  

ta n a h  a n ta ra  Pemilik B angunan  G edung dengan 

pem egang h ak  a ta s  ta n a h  dalam  hal Pemilik 

B angunan  G edung b u k a n  pem egang h ak  a ta s  

tanah ;

i. d a ta  kondisi a ta u  situas i tanah ;

j. fotokopi K eterangan R encana D aerah  (KRK);

k. su ra t p e rnya taan  u n tu k  m engikuti k e ten tu an  dalam  

KRK; dan

l. dokum en dan  su ra t terkait.

(2) D ata kondisi a ta u  situasi tan a h  sebagaim ana d im aksud

p ad a  ayat (1) h u ru f  i paling sedikit m eliputi:

a. gam bar p e ta  lokasi lengkap dengan k o n tu r tanah ;

b. b a ta s-b a ta s  tan a h  yang d ikuasai;

c. lu as  tanah ; dan  '

d. d a ta  B angunan  G edung eksisting  dalam  hal 

te rd ap a t B angunan  G edung pad a  a rea /p e rs il.

(3) D okum en dan  su ra t te rka it sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung b a ru

S ederhana  sam pai dengan 2 (dua) lan ta i, meliputi:

f



a. d a ta  Perencana K onstruksi apab ila  D okum en 

R encana Teknis d ib u a t oleh P erencana  K onstruksi;

b. su ra t pe rnyataan  m enggunakan  D esain Prototipe 

apab ila  m enggunakan  D esain Prototipe;

c. su ra t p e rnya taan  m engikuti P ersyara tan  Pokok 

T ahan  Gem pa apab ila  D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung sed e rh an a  1 (satu) lan ta i 

m enggunakan  D esain Prototipe a ta u  d ib u a t sendiri 

oleh Pem ohon; d a n /a ta u

d. su ra t p e rnya taan  m engikuti D okum en R encana 

Teknis yang su d ah  m en d ap a tk an  p e rse tu ju an  

tertu lis  Tim Teknis DPMPTSP.

(4) D okum en dan  su ra t te rka it sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung b a ru  tidak 

sed erh an a  d an  k h u su s , B angunan  G edung yang 

d ibangun  kolektif, d an  b an g u n an  p ra sa ra n a , m eliputi:

a. d a ta  Perencana K onstruksi bersertifikat;

b. su ra t p e rnya taan  m enggunakan  p e laksana

k o n stru k si bersertifikat; dan

c. su ra t p e rnya taan  m enggunakan

pengaw as/m ana jem en  k o n stru k si bersertifikat.

(5) D okum en dan  su ra t te rka it sebagaim ana  d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung Eksisting 

belum  memiliki IMB, d an  d im ohonkan  IMB beserta  SLF- 

nya, paling sedikit berupa: ,

a. d a ta  pe laksana  pem eriksaan  kela ikan  fungsi

B angunan  Gedung; dan  .

b. su ra t  p e rnya taan  kelaikan  fungsi B angunan  G edung 

b eserta  lam pirannya.

(6) D okum en d an  su ra t te rka it sebagaim ana  d im aksud  pada 

aya t (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung Eksisting 

S ederhana  b u k an  u n tu k  kepen tingan  um um  yang 

d im ohonkan  IMB u n tu k  m engubah , m em perluas, 

m engurangi, d a n /a ta u  m eraw at B angunan  Gedung, 

paling sedikit berupa:

a. d a ta  Perencana K onstruksi apab ila  Dokum en

R encana Teknis B angunan  G edung eksisting 

sed erh an a  d ib u a t oleh P erencana K onstruksi; a ta u



b. d a ta  Pemilik B angunan  G edung apab ila  D okum en 

R encana Teknis B angunan  G edung eksisting 

sed erh an a  d ib u a t sendiri oleh Pemilik B angunan  

Gedung.

(7) D okum en dan  su ra t terkait sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung E ksisting  tidak  

sed erh an a  b u k an  u n tu k  kepen tingan  um um  serta  

B angunan  G edung eksisting tidak  sed erh an a  dan  k h u su s  

u n tu k  kepentingan  u m u m  yang d im ohonkan IMB u n tu k  

m engubah, m em perluas, m engurangi, d a n /a ta u  m eraw at 

B angunan  Gedung, meliputi:

a. d a ta  Perencana K onstruksi bersertifikat;

b. su ra t pernya taan  m enggunakan  pe laksana  

k o n stru k si bersertifikat; dan

c. su ra t pernya taan  m enggunakan  pengaw as/ 

m anajem en k onstruksi bersertifikat.

(8) D okum en d an  su ra t te rka it sebagaim ana  d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  1 u n tu k  B angunan  G edung yang IMB-nya 

d iterb itkan  sem entara , paling sedikit be rupa  su ra t 

p e rnya taan  bersedia m elakukan  penyesua ian  fungsi dan  

in ten sitas  B angunan  G edung apab ila  te rdapat 

k e tidaksesua ian  a n ta ra  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  

G edung yang diizinkan dalam  IMB sem en tara  dengan 

k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in ten sita s  yang telah 

d ite tapkan .

Bagian Keem pat

Persyaratan  Teknis Perm ohonan IMB

Paragraf 1 

Um um

Pasal 31

(1) P ersyara tan  tekn is perm ohonan  IMB u n tu k  B angunan  

G edung b aru , u n tu k  B angunan  G edung yang d ibangun  

kolektif, d an  u n tu k  m engubah , m em perluas, 

m engurangi, d a n /a ta u  m eraw at B angunan  Gedung 

m eliputi:

a'. form ulir d a ta  u m u m  B angunan  Gedung; dan



b. D okum en R encana Teknis.

(2) P ersyaratan  tekn is perm ohonan  IMB u n tu k  B angunan  

G edung eksisting  meliputi:

a. form ulir d a ta  u m u m  B angunan  Gedung; dan

b. G am bar T erbangun (as built drawings).

(3) P ersyaratan  tekn is perm ohonan  IMB u n tu k  ban g u n an  

p ra sa ra n a  meliputi:

a. form ulir d a ta  um um  b an g u n an  p rasa ra n a ; dan

b. D okum en R encana Teknis.

(4) Form ulir d a ta  u m u m  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1), ayat (2), ayat (3) h u ru f  a  paling 

sedikit m em uat:

a. n am a  B angunan  Gedung;

b. a lam at lokasi B angunan  Gedung;

c. , fungsi d a n /a ta u  klasifikasi B angunan  Gedung;

d. ju m lah  lan ta i B angunan  Gedung;

e. lu as  lan ta i d a sa r B angunan  Gedung;

f. to tal lu as  lan ta i B angunan  Gedung;

g. ketinggian B angunan  Gedung; dan

h. posisi B angunan  Gedung.

(5) Dalam  hal B angunan  G edung m em punyai lan ta i 

-basem en, form ulir d a ta  um um  B angunan  G edung

d iserta i dengan lu as  d an  ju m lah  lan ta i basem en.

(6) Posisi B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  pada

ayat (4) h u ru f  h  d iten tu k an  b e rd asa rk an  inform asi Global 

Positioning System (GPS) yang diam bil di titik  tengah 

B angunan  G edung. ,

(7) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  b d an  ayat (3) h u ru f  b d ib u a t oleh 

Perencana K onstruksi dengan  m engacu pada

p ersy ara tan  tekn is B angunan  G edung sesua i k e ten tu an  

p e ra tu ran  perundang -undangan .

(8) D alam  hal Pem ohon IMB tidak  m enggunakan  ja s a  

P erencana K onstruksi, D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b dapat:

a. m enggunakan  D esain Prototipe B angunan  G edung 

yang d ised iakan  oleh D inas PUPR; a ta u



b. d ib u a t sendiri oleh Pem ohon dengan  berpedom an 

p ad a  P ersyaratan  Pokok T ahan  G em pa B angunan  

G edung Sederhana.

(9) D okum en R encana Teknis yang d ib u a t sendiri oleh 

Pem ohon sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (8) h u ru f  b 

han y a  d iperkenankan  u n tu k  perm ohonan  IMB B angunan  

G edung sed erh an a  1 (satu) lan tai.

Paragraf 2

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  Gedung 

S ederhana  yang D okum en R encana T eknisnya D ibuat oleh

P erencana K onstruksi

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  B angunan  

G edung dan  m enyam paikan D okum en R encana Teknis 

yang d ib u a t oleh Perencana K onstruksi.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. ren can a  a rs itek tu r;

b. ren can a  s tru k tu r; dan

c. ren can a  utilitas.

(3) R encana a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 

h u ru f  a a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situas i a ta u  ren can a  tapak;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan; dan

e. detail a rs itek tu r

(4) R encana s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar rencana  pondasi, kolom d an  sloof te rm asuk  

detailnya; dan

b. gam bar ren can a  ring balok dan  detailnya.

(5) R encana s tru k tu r  bagi B angunan  G edung sed erh an a  2 

(dua) lan tai, selain sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4), 

d itam b ah k an  dengan gam bar ren can a  balok, p la t lantai, 

tangga dan  detailnya.

Pasal 32



(6) R encana u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain  m em uat:

a. gam bar sistem  san itasi yang  terdiri dari sistem  air 

bersih , a ir kotor, lim bah cair, d an  lim bah padat;

b. gam bar ja rin g an  listrik  yang  paling sedikit 

m en u n ju k k an  sum ber listrik, panel listrik, 

in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, dan  stop 

kontak; dan

c. gam bar pengelolaan a ir h u ja n  d an  sistem  d rainase  

dalam  tapak.

P aragraf 3

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  G edung

S ederhana  sam pai dengan 2 (Dua) Lantai yang  M enggunakan

D esain Prototipe

Pasal 33

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  B angunan  

G edung dan  m en en tu k an  D esain  Prototipe yang akan  

d igunakan  sebagai D okum en R encana Teknis.

(2) D esain Prototipe sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

m eliputi:

a. D esain Prototipe B angunan  G edung S ederhana  1 

(satu) lantai; dan

b. D esain Prototipe B angunan  G edung S ederhana  2 

(dua) lantai.

Pasal 34 ■ .

(1) D inas PUPR m enyediakan D esain Prototipe sebagai 

pengayaan  a lte rna tif bagi m asyarakat.

(2) Penyediaan desain  a lte rna tif sebagaim ana  d im aksud  

pad a  ayat (1) d ite tapkan  dalam  b e n tu k  K epu tusan  Kepala 

D inas PUPR.



Paragraf 4

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  G edung 

S ederhana  1 (satu) Lantai yang D okum en R encana T eknisnya 

-D ibuat Sendiri oleh Pem ohon

Pasal 35

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  B angunan  

G edung dan  m em buat D okum en R encana Teknis.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) a n ta ra  lain  m em uat:

a. gam bar denah  yang dilengkapi dengan  rencana  

perle takan  tangki septik;

b. gam bar tam pak; dan

c. P ersyara tan  Pokok T ahan  G em pa B angunan  G edung 

sederhana.

(3) G am bar denah  dan  gam bar tam p ak  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  a  d an  h u ru f  b digam bar 

secara  sed erh an a  dengan inform asi yang  lengkap dengan 

ska la  paling rendah  1:100 d an  di a ta s  k e rtas  b e ru k u ran  

paling ren d ah  A3.

Paragraf 5

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  G edung 

T idak S ederhana  d an  B angunan  G edung K husus

Pasal 36

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  um um  B angunan  

G edung d an  m enyam paikan  D okum en R encana Teknis 

yang  d ib u a t oleh Perencana K onstruksi.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. ren can a  arsitek tu r;

b. ren can a  s tru k tu r; dan

c. ren can a  utilitas.

(3) R encana a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

h u ru f  a  a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situas i a ta u  ren can a  tapak ;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;



d. gam bar potongan;

e. gam bar detail a rs itek tu r; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  ars itek tu r.

(4) R encana s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. pengh itungan  s tru k tu r  u n tu k  B angunan  Gedung 

dengan  ketinggian m ulai dari 3 (tiga) lan tai, dengan 

ben tang  s tru k tu r  lebih dari 3 (tiga) m eter, d a n /a ta u  

memiliki basem en;

b. hasil penyelidikan tanah ;

c. gam bar ren can a  pondasi dan  sloof te rm asu k

detailnya;

d. gam bar ren can a  kolom, balok, p la t d an  detailnya;

e. gam bar ren can a  tangga d a n /a ta u  tran sp o rta si

vertikal u n tu k  ban g u n an  lebih dari 1 (satu) lantai;

f. gam bar ren can a  rangka  a tap , p en u tu p , dan

detailnya; dan

g. spesifikasi um um  dan  k h u su s  s tru k tu r.

(5) Dalam  hal B angunan  G edung memiliki basem en,

ren can a  s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (4) 

d itam bahkan  gam bar ren can a  basem en te rm asu k  

detailnya.

(6) Dalam  hal spesifikasi um um  d an  k h u su s  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (4) h u ru f  g memiliki model a ta u  

hasil tes, m aka  model a ta u  hasil tes h a ru s  d isertakan  

dalam  ren can a  s tru k tu r.

(7) R encana u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain m em uat:

a. pengh itungan  u tilitas  yang terdiri dari penghitungan  

k e b u tu h a n  a ir bersih , k eb u tu h a n  listrik, 

penam pungan  d an  pengolahan  lim bah cair dan  

padat, beban  kelola air hu jan ;

b. pengh itungan  tingkat kebisingan d a n /a ta u  getaran;

c . g a m b a r  s is t e m  s a n it a s i  y a n g  te r d ir i d a r i s i s t e m  a ir  

bersih , a ir kotor, lim bah cair, lim bah padat, dan  

persam pahan ;

d. gam bar sistem  pengelolaan a ir h u jan  dan  d rainase  

dalam  tapak;



e. gam bar ja rin g an  listrik  yang  paling sedikit

m en u n ju k k an  sum ber listrik , panel listrik, 

in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, d an  stop 

kontak; .

f. gam bar sistem  proteksi k eb ak aran  yang  d isesua ikan  . 

dengan  tingkat risiko kebakaran ;

g. gam bar sistem  penghaw aan /ven tilasi alam i dan  

b u a tan ;

h. gam bar sistem  tran sp o rta s i vertikal d a n /a ta u  

horizontal;

i. gam bar sistem  kom unikasi in te rna l d an  eksternal;

j. gam bar sistem  p en an g k a l/p ro tek si petir; d an

k. spesifikasi um um  dan  k h u su s  u tilita s  B angunan  

G edung.

Paragraf 6

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  G edung 

S ederhana E ksisting

Pasal 37

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  B angunan  

G edung d an  m enyam paikan  G am bar T erbangun  (as built 

drawings) B angunan  G edung eksisting.

(2) G am bar T erbangun  (as built drawings) sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. gam bar a rs itek tu r;

b. gam bar s tru k tu r; dan

c. gam bar u tilitas .

(3) G am bar a rs ite k tu r sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  a a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar s itu as i tapak; .

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak; dan

d. g a m b a r  p o to n g a n .

(4) G am bar s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  b paling k u ran g  m em uat spesifikasi um um  

s tru k tu r.

(5) G am bar u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain m em uat:



a. G am bar T erbangun sistem  san ita si yang terdiri dari 

sistem  air bersih , a ir kotor, dan  tangki septik;

b. G am bar T erbangun sistem  pengelolaan air h u jan  dan

dra inase  dalam  tapak ; dan  r

c. G am bar T erbangun sistem  in sta lasi listrik  yang 

paling sedikit m en u n ju k k an  sum ber listrik, panel 

listrik, in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, dan  

stop kontak.

Paragraf 7

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  Gedung 

Tidak S ederhana  dan  K husus E ksisting

Pasal 38

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  um um  B angunan  

G edung d an  m enyam paikan  G am bar T erbangun  (as built 

drawings) B angunan  G edung eksisting.

(2) G am bar T erbangun (as built drawings) sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. gam bar a rs itek tu r;

b. gam bar s tru k tu r; dan

c. gam bar utilitas.

(3) G am bar a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  a  a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situas i tapak;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan;

e. gam bar detail a rs itek tu r; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  a rs itek tu r.

(4) G am bar s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. G am bar T erbangun  pondasi te rm asu k  detailnya;

b. G a m b a r  T e r b a n g u n  k o lo m , b a lo k , p la t  d a n  

detailnya;

c. G am bar T erbangun rangka  a tap , p en u tu p , dan  

detailnya; dan

d. spesifikasi um um  dan  k h u su s  s tru k tu r .



(5) G am bar u tilitas  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain m em uat:

a. G am bar T erbangun  sistem  san ita si yang terdiri dari 

sistem  air bersih , a ir kotor, lim bah cair, lim bah 

padat, dan  persam pahan ;

b. G am bar T erbangun sistem  pengelolaan air h u jan  

d an  d ra inase  dalam  tapak;

c. G am bar T erbangun sistem  in sta lasi listrik  yang 

paling sedikit m en u n ju k k an  su m b er listrik, panel 

listrik , in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu , sakelar, dan  

stop kontak;

d. G am bar T erbangun sistem  proteksi k eb ak aran  yang 

d isesu a ik an  dengan tingkat risiko kebakaran ;

e. G am bar T erbangun sistem  penghaw aan /ven tilasi 

alam i dan  bua tan ;

f. G am bar T erbangun  sistem  tran sp o rta s i vertikal 

d a n /a ta u  horizontal;

g. G am bar T erbangun  sistem  kom unikasi in te rnal dan  

eksternal;

h. G am bar T erbangun  sistem  p en an g k a l/p ro tek s i petir; 

d an

i. spesifikasi um um  dan  k h u su s  u tilitas  B angunan  

G edung.

Pasal 39

(1) D alam  hal G am bar T erbangun  (as built draivings) 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 38 ayat (1) dan  

Pasal 38 ayat (2) tidak  tersed ia, Pem ohon h a ru s  

m em buat G am bar Terbangun.

(2) D alam  m em buat G am bar T erbangun  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1), Pem ohon d ap a t d iban tu  

penyedia ja sa .



Paragraf 8

P ersyaratan  Teknis Perm ohonan IMB u n tu k  M engubah, 

M em perluas, M engurangi, d a n /a ta u  M eraw at B angunan

G edung S ederhana

Pasal 40

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  B angunan  

G edung dan  m enyam paikan D okum en R encana Teknis.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. kajian  kondisi eksisting  B angunan  G edung oleh 

Perencana K onstruksi;

b. rencana  a rs itek tu r;

c. rencana  s tru k tu r; dan

d. ren can a  u tilitas. . ■

(3) Kajian kondisi eksisting  B angunan  G edung oleh

Perencana K onstruksi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(2) h u ru f  a  a n ta ra  lain m em uat:

a. kajian  eksisting  a rs itek tu r;

b. kajian  eksisting  s tru k tu r; dan

c. kajian  eksisting utilitas.

(4) R encana a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situasi a ta u  ren can a  tapak ;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan; dan

e. gam bar detail a rs itek tu r.

(5) R encana s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar ren can a  pondasi, kolom dan  sloof te rm asu k  

detailnya; dan

b. gam bar rencana  ring balok dan  detailnya.

(G) D alam  hal B angunan  G edung sed erh an a  2 (dua) lantai, 

ren can a  s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (5) 

d itam b ah k an  dengan gam bar ren can a  balok, p lat lantai, 

tangga dan  detailnya.

(7) R encana u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  d a n ta ra  lain m em uat:



a. gam bar sistem  san itasi yang terdiri dari sistem  air 

bersih , air kotor, lim bah cair, d an  lim bah padat;

b. gam bar ja rin g an  listrik  yang paling sedikit 

m en u n ju k k an  sum ber listrik, panel listrik, 

in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, dan  stop 

kontak; dan

c. gam bar pengelolaan a ir h u jan  d an  sistem  drainase  

dalam  tapak.

Pasal 41

(1) Dalam  hal D okum en R encana Teknis B angunan  Gedung 

sederhana  1 (satu) lan ta i d ib u a t sendiri oleh Pem ohon, 

paling sedikit m em uat:

a. gam bar denah  yang dilengkapi dengan  rencana  

perle takan  tangki septik;

b. gam bar tam pak; dan

c. P ersyara tan  Pokok T ahan  G em pa B angunan  G edung 

sed erh an a  1 (satu) lantai.

(2) G am bar denah  dan  gam bar tam pak  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d ap a t d igam bar secara  

sed erh an a  dengan inform asi yang lengkap dengan skala  

paling rendah  1:100 di a ta s  k e rta s  b e ru k u ra n  paling 

ren d ah  A3.

Paragraf 9

Persyaratan  Teknis Perm ohonan IMB u n tu k  M engubah, 

M em perluas, M engurangi, d a n /a ta u  M eraw at B angunan  

G edung Tidak S ederhana  dan  K husus

Pasal 42

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  um um  B angunan  

G edung dan  m enyam paikan D okum en R encana Teknis.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

aya t (1) paling sedikit m em uat:

a. kajian  kondisi eksisting  B angunan  G edung oleh 

Perencana K onstruksi;

b. ren can a  arsitek tu r;

c. ren can a  s tru k tu r; dan

d. ren can a  utilitas.



(3) Kajian kondisi eksisting  B angunan  G edung oleh 

Perencana K onstruksi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(2) h u ru f  a a n ta ra  lain m em uat:

a. kajian  eksisting  a rs itek tu r;

b. kajian  eksisting  s tru k tu r; d an  1

c. ka jian  eksisting  u tilitas .

(4) R encana a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situas i a ta u  ren can a  tapak ;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan;

e. gam bar detail a rsitek tu r; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  a rs itek tu r.

(5) R encana s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat: (2) 

h u ru f  c a n ta ra  lain m em uat:

a. pengh itungan  s tru k tu r;

b. hasil penyelidikan tanah ;

c. gam bar ren can a  pondasi dan  sloof te rm asu k

detailnya; : :

d. gam bar ren can a  kolom, balok, p la t d an  detailnya;

e. gam bar ren can a  rangka  a tap , pen u tu p , dan  

detailnya; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  s tru k tu r.

(6) D alam  hal B angunan  G edung m em iliki ju m lah  lan ta i 

lebih dari 1 (satu), gam bar s tru k tu r  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  aya t (5) d itam b ah k an  gam bar rencana  

tangga a ta u  tran sp o rta s i vertikal te rm asu k  detailnya.

(7) D alam  hal B angunan  G edung m em iliki basem en,

ren can a  s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (5) 

d itam b ah k an  gam bar ren can a  basem en  te rm asu k  

detailnya. :

(8) R encana u tilitas  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

h u ru f  d a n ta ra  lain m em uat:

a. pengh itungan  u tilitas  yang terdiri dari pengh itungan  

k eb u tu h a n  a ir bersih , k e b u tu h a n  listrik, 

penam pungan  dan  pengolahan lim bah cair dan  

padat, d an  beban  kelola a ir hu jan ;

' b. pengh itungan  tingkat kebisingan d a n /a ta u  getaran;



c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air 

bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan 

persampahan;
d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase 

dalam tapak;
e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit 

menunjukkan sumber listrik, panel listrik, 
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop 

kontak;
f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan 

dengan tingkat risiko kebakaran;
g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan 

buatan;
h. gambar sistem transportasi vertikal;
i. gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;

j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
k. spesifikasi umum utilitas Bangunan Gedung.

Pasal 43
Dokumen Rencana Teknis bagi kegiatan mengurangi 
Bangunan Gedung yang Pembongkarannya menimbulkan 

dampak luas bagi lingkungan, harus dilengkapi dengan 
metode Pembongkaran Bangunan Gedung yang memenuhi 
prinsip Keselamatan dan Kesehatan Keija (K3).

Paragraf 10
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung yang 

, Dibangun Kolektif

Pasal 44
Persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan Gedung yang 

dibangun kolektif dibedakan atas:
a. persyaratan teknis permohonan IMB induk; dan
b. persyaratan teknis permohonan pemecahan IMB induk .

Pasal 45
(1) Pemohon IMB induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

44 huruf a harus mengisi formulir data umum Bangunan



G edung dan  m enyam paikan  D okum en R encana Teknis 

yang d ib u a t oleh Perencana K onstruksi.

(2) Form ulir d a ta  um um  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) d ib u a t u n tu k  m asing-m asing 

kaveling yang te rcan tu m  dalam  perm ohonan  IMB.

(3) D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) paling sedikit m em uat:

a. masterplan/siteplan yang telah  d isahkan ;

b. ren can a  a rs itek tu r; i

c. ren can a  s tru k tu r; dan

d. ren can a  u tilitas.

(4) R encana a rs ite k tu r sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) 

h u ru f  b a n ta ra  lain m em uat:

a. gam bar situas i a ta u  ren can a  tapak ;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan;

e. gam bar detail a rs itek tu r; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  a rs itek tu r.

(5) D alam  hal perm ohonan  IMB kolektif B angunan  G edung 

sederhana , ren can a  s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (3) h u ru f  c paling sedik it m em uat:

a. gam bar ren can a  pondasi d an  sloof te rm asu k

detailnya;

b. gam bar ren can a  kolom, ring balok, p lat dan

detailnya;

c. gam bar ren can a  rangka  a tap , p en u tu p , dan

detailnya; dan

d. spesifikasi um um  stru k tu r.

(6) D alam  hal perm ohonan  IMB kolektif B angunan  Gedung 

tidak  sed erh an a  d an  k h u su s , ren can a  s tru k tu r  

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (3) h u ru f  c a n ta ra  lain 

m em uat:

a. pengh itungan  s tru k tu r;

b. hasil penyelidikan tanah ;

c. gam bar rencana  pondasi d an  sloof te rm asu k

detailnya;

d. gam bar ren can a  kolom, balok, p la t d an  detailnya;



e. gam bar rencana  rangka  a tap , pen u tu p , dan

detailnya; dan  ,
. ' ‘ • • • ' ' d

f. spesifikasi um um  s tru k tu r  d an  k h u su s .

(7) D alam  hal B angunan  G edung tidak  sed erh an a  dan  

k h u su s  memiliki basem en, ren can a  s tru k tu r  

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (6) d itam bahkan  

gam bar ren can a  basem en te rm asu k  detailnya.

(8) Dalam  hal perm ohonan  IMB kolektif B angunan  Gedung 

sederhana, ren can a  u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) h u ru f  d a n ta ra  lain  m em uat:

a. gam bar sistem  san itasi yang terdiri dari sistem  air 

bersih , a ir kotor, lim bah cair, d an  lim bah padat;

b. gam bar ja rin g an  listrik  yang paling sedikit

m en u n ju k k an  sum ber listrik, panel listrik, 

in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, dan  stop 

kontak; dan  . ■

c. gam bar pengelolaan a ir h u jan  d an  sistem  drainase  

dalam  tapak .

(9) Dalam  hal perm ohonan  IMB kolektif B angunan  Gedung 

tidak  sed erh an a  dan  k h u su s , ren can a  u tilitas 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) h u ru f  d a n ta ra  lain 

m em uat:

a. pengh itungan  u tilitas  yang terdiri dari penghitungan  

k eb u tu h a n  a ir bersih , k e b u tu h a n  listrik, 

penam pungan  dan  pengolahan lim bah cair dan  

padat, d an  beban  kelola a ir hu jan ;

b. pengh itungan  tingkat kebisingan d a n /a ta u  getaran;

c. gam bar sistem  san itasi yang terdiri dari sistem  air 

bersih , a ir kotor, lim bah cair, lim bah padat, dan  

persam pahan ;

d. gam bar sistem  pengelolaan a ir h u jan  dan  d rainase  

dalam  tapak;

e. gam bar sistem  insta lasi listrik  yang paling sedikit

m en u n ju k k an  sum ber listrik, panel listrik, 

in s ta la s i/ja rin g an , titik  lam pu, sakelar, dan  stop 

kontak; :

f. gam bar sistem  proteksi k eb ak aran  yang d isesua ikan

dengan tingkat risiko kebakaran ; .



g. gam bar sistem  penghaw aan /ven tilasi alam i dan  

b u a tan ;

h. gam bar sistem  tran sp o rta s i vertikal;

i. gam bar sistem  kom unikasi in ternal d an  eksternal;

j. gam bar sistem  p en an g k a l/p ro tek si petir; dan

k. spesifikasi um um  utilitas B angunan  Gedung.

Pasal 46

Pem ohon pem ecahan  IMB induk  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 44 h u ru f  b h a ru s  m engisi form ulir d a ta  um um  

B angunan  G edung dan  m enyam paikan:

a. fotokopi dokum en IMB induk; dan

b. fotokopi D okum en R encana Teknis B angunan  Gedung.

Paragraf 11

P ersyara tan  Teknis Perm ohonan IMB B angunan  P rasa ran a

Pasal 47

(1) Pem ohon h a ru s  m engisi form ulir d a ta  u m u m  ban g u n an  

p ra sa ra n a  dan  m enyam paikan  D okum en R encana 

Teknis yang d ibuat oleh Perencana K onstruksi.

(2) D okum en R encana Teknis sebagaim ana  d im aksud  pada 

ayat (1) a n ta ra  lain m em uat:

a. ren can a  a rs itek tu r;

b. ren can a  s tru k tu r; dan

c. ren can a  utilitas.

(3) R encana a rs itek tu r sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  a paling sedikit m em uat:

a. gam bar situasi a ta u  ren can a  tapak;

b. gam bar denah;

c. gam bar tam pak;

d. gam bar potongan;

e. gam bar detail a rs itek tu r; dan

f. spesifikasi um um  ars itek tu r.

(4) R encana s tru k tu r  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b paling sedikit m em uat:

a. pengh itungan  s tru k tu r  u n tu k  b an g u n an  p ra sa ra n a  

gedung dengan ketinggian m ulai dari 3 (tiga) lantai, 

d an  ben tang  s tru k tu r  lebih dari 3 (tiga) m eter;



b. hasil penyelidikan tanah ;

c. gam bar rencana  pondasi d an  sloof te rm asu k  

detailnya;

d. gam bar rencana  kolom, balok, p la t dan  detailnya;

e. gam bar rencana  rangka  a tap , pen u tu p , dan  

detailnya, dalam  hal b an g u n an  p rasa ra n a  

m enggunakan  p en u tu p  atap ; dan

f. spesifikasi um um  dan  k h u su s  s tru k tu r.

(5) R encana u tilitas  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 

h u ru f  c paling sedikit m em uat:

a. pengh itungan  dan  p e rencanaan  utilitas;

b. gam bar teknis; dan

c. spesifikasi um um  u tilitas  b an g u n an  p rasa ran a .

Bagian Kelima 

M asa B erlaku IMB

Pasal 48

(1) IMB yang telah  d iterb itkan  berlaku  dalam  w aktu  paling 

lam a 12 (dua belas) bu lan  sejak d ite rb itkannya  IMB.

(2) IMB d inyatakan  tidak  berlaku  apab ila  p e laksanaan  

ko n stru k si B angunan  G edung tidak  dim ulai dalam  

w aktu  12 (dua belas) bu lan  sejak  d ite rb itkannya  IMB.

(3) Dalam hal w aktu  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) 

tidak  m encukupi, Pem ohon d ap a t m engajukan  

perpan jangan  m asa  berlaku  IMB hingga paling lam a 12 

(dua belas) bu lan .

(4) Perm ohonan perpan jangan  m asa  berlaku  IMB 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) hanya d ap at 

d ilakukan  1 (satu) kali.

(5) Pengajuan  perpan jangan  m asa  berlaku  IMB sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (3) d ilakukan  paling lam bat 5 (lima) 

hari kerja sebelum  m asa  berlaku  IMB berakhir.

(6) Perm ohonan perpan jangan  m asa  berlaku  IMB d ilakukan  

oleh Pem ohon kepada DPMPTSP.

(7) Perm ohonan perpan jangan  m asa  berlaku  IMB tidak 

d ikenakan  Retribusi.



Pasal 49

(1) Pem ohon h a ru s  m em berikan inform asi secara  tertu lis 

kepada DPMPTSP m engenai rencana  tanggal dim ulainya 

p e lak san aan  konstruksi.

(2) DPMPTSP m em berikan p ap an  IMB kepada  Pem ohon 

yang telah  m em berikan inform asi sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1).

(1) D alam  hal B angunan  G edung m engalam i penghentian

(dua) tah u n , dan  Pem ohon ak an  m elan ju tkan  

p e lak san aan  ko n stru k si B angunan  G edung, m aka 

Pem ohon h a ru s  m elakukan  asis ten si kesesuaian  

D okum en R encana Teknis kepada  Tim Teknis DPMPTSP.

(2) Dalam  hal D okum en R encana Teknis sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) dinilai tidak  sesuai, Pem ohon 

h a ru s  m elakukan  perm ohonan  b a ru  IMB.

Pasal 51

(1) T ata cara  penyelenggaraan IMB m eliputi:

a. ta ta  ca ra  penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

b u k a n  u n tu k  kepentingan  um um ;

b. ta ta  ca ra  penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

u n tu k  kepentingan um um ;

c. ta ta  cara  penyelenggaraan IMB B angunan  Gedung 

eksisting;

d. ta ta  cara  penyelenggaraan IMB u n tu k  m engubah, 

m em perluas, m engurangi, d a n /a ta u  m eraw at 

B angunan  Gedung;

e. ta ta  ca ra  penyelenggaraan IMB bertahap ;

f. ta ta  cara  penyelenggaraan IMB kolektif;

Pasal 50

proses p e laksanaan  ko n stru k si dalam  w ak tu  lebih dari 2

Bagian Keenam

T ata C ara Penyelenggaraan IMB

Paragraf 1 

Um um



g. ta ta  cara  penyelenggaraan IMB bangunan  

p rasa ran a ; dan

h. ta ta  cara  penyelenggaraan IMB sem entara .

T ata ca ra  penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

b u k an  u n tu k  kepentingan  u m u m  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  d ibedakan  u n tu k :

a. B angunan  G edung sed erh an a  dan  tidak  sederhana  

yang  D okum en R encana T eknisnya d ib u a t oleh 

Perencana K onstruksi;

b. B angunan  G edung sed erh an a  yang D okum en

R encana Teknisnya m enggunakan  D esain Prototipe; 

d an  ;

c. B angunan  G edung sed erh an a  1 (satu) lan ta i yang 

D okum en R encana Teknisnya d ib u a t sendiri oleh 

Pem ohon.

T ata ca ra  penyelenggaraan IMB u n tu k  m engubah, 

m em perluas, m engurangi, d a n /a ta u  m eraw at 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1) h u ru f  d d ibedakan  

un tuk :

a. B angunan  G edung b u k an  u n tu k  kepentingan  

um um ; dan

b. B angunan  G edung kepen tingan  um um .

T ata  ca ra  penyelenggaraan  IMB B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  ayat (1), m eliputi tah ap an :

a. p roses p raperm ohonan  IMB;

b. p roses perm ohonan  IMB; dan

c. p roses penerb itan  IMB.

Pasal 52

IMB b ertah ap  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 51 

ayat (1) h u ru f  e, d ap a t d iterb itkan  a ta s  perm in taan  

Pem ohon u n tu k  B angunan  G edung tidak  sed erh an a  dan  

B angunan  G edung k h u su s  u n tu k  kepen tingan  um um  

dengan kriteria  teknis:

a. m enggunakan  pondasi dalam  lebih dari 2 (dua) 

m eter;

b. ketinggian lebih dari 8 (delapan) lan tai; d a n /a ta u

c. luas lebih, dari 2000 (dua ribu) m eter persegi.



(2) 1MB b e rtah ap  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  m ulai proses penerb itan  IMB pondasi dan  

d ilan ju tkan  dengan penerb itan  IMB.

(3) IMB pondasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

d iterb itkan  dalam  jan g k a  w ak tu  18 (delapan belas) hari 

kerja  sem enjak  perm ohonan  IMB.

Paragraf 2

T ata  C ara Penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

S ederhana  dan  T idak S ederhana  B ukan  u n tu k  K epentingan 

Um um  yang D okum en R encana T eknisnya D ibuat oleh 

Perencana K onstruksi

Pasal 53

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k an  

u n tu k  kepentingan um um  yang D okum en R encana 

T eknisnya d ib u a t oleh Perencana K onstruksi, meliputi:

a. Pem ohon m engajukan  perm ohonan  KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum  m engajukan  perm ohonan 

IMB;

b. Pem ohon m engisi su ra t p e rn y a taan  u n tu k  

m engikuti k e ten tu an  dalam  KRK;

c. DPMPTSP m em berikan  KRK d an  m enyam paikan 

inform asi persyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is perm ohonan IMB; dan

d. Pem ohon m enyiapkan D okum en R encana Teknis 

b e rd asa rk an  k e ten tu an  dalam  KRK.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana  d im aksud  pada 

ay a t (1) h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 30.

(3) P ersyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  c meliputi:

a. p e rsy ara tan  tekn is perm ohonan  IMB B angunan  

G edung sed erh an a  yang  D okum en R encana 

T eknisnya d ib u a t oleh P erencana K onstruksi 

m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 32; dan

b. p e rsy ara tan  tekn is perm ohonan  IMB B angunan  

G edung tidak  sed erh an a  yang D okum en R encana 

Teknisnya d ib u a t oleh P erencana K onstruksi 

m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 36;



Pasal 54

Proses perm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k an  u n tu k

kepen tingan  u m u m  yang D okum en R encana Teknisnya

d ib u a t oleh Perencana K onstruksi, m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  su ra t perm ohonan  IMB kepada 

K epala DPMPTSP dengan m elam pirkan  dokum en 

p ersy ara tan  adm in istra tif dan  p e rsy ara tan  teknis;

b. DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  p ersy ara tan  teknis;

c. dalam  hal p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  p e rsyara tan  

tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, be rkas perm ohonan 

IMB dikem balikan ke Pem ohon u n tu k  dilengkapi 

d a n /a ta u  diperbaiki;

d. pengem balian  berkas perm ohonan  IMB sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  c dilengkapi su ra t pem beritahuan  

kelengkapan  persyara tan ; dan

e. dalam  hal persyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, DPMPTSP m elakukan  

p e n d a taa n  B angunan  G edung d an  d ilan ju tk an  dengan 

p roses penerb itan  IMB.

Proses penerb itan  IMB B angunan  G edung b u k an  u n tu k  

kepen tingan  u m u m  yang D okum en R encana T eknisnya 

d ib u a t oleh P erencana K onstruksi, m eliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  Penilaian Dokum en 

R encana Teknis te rh ad ap  p em en u h an  p e rsyara tan  

teknis;

b. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesua i dengan persyara tan  teknis, berkas perm ohonan 

IMB dikem balikan ke Pem ohon dengan dilengkapi 

ke te rangan  perbaikan  ren can a  tekn is d an  su ra t 

p em b eritah u an  hasil Penilaian D okum en R encana 

Teknis;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesua i dengan persyara tan  tekn is, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p e rse tu ju an  secara  te rtu lis  b e ru p a  p ara f

Pasal 55



pada  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

P erse tu juan  D okum en R encana Teknis;

d. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi

IMB m engacu  p ad a  D okum en R encana Teknis yang telah 

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  c; :

e. nilai re tribusi IMB yang te lah  d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  d d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah (SKRD);

f. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi b e ru p a  S u ra t 

Setoran  R etribusi D aerah  (SSRD) kepada  DPMPTSP;

g. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB d an  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

h. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah  

d ite rb itkan  pad a  DPMPTSP.

Paragraf 3

T ata  C ara Penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

S ederhana  B ukan  u n tu k  K epentingan U m um  yang Dokum en 

R encana Teknisnya M enggunakan D esain Prototipe ^

Pasal 56

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k an  

u n tu k  kepentingan  um um  yang D okum en R encana 

T eknisnya m enggunakan  D esain Prototipe, m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  perm ohonan  KRK kepada

Kepala DPMPTSP sebelum  m engajukan  perm ohonan 

IMB; y

b. Pem ohon m engisi su ra t p e rnya taan  u n tu k  

m engikuti k e ten tu an  dalam  KRK;

c. DPMPTSP m em berikan  KRK, m enyam paikan

inform asi persyara tan  adm in istra tif dan  p ersy ara tan  

tekn is perm ohonan  IMB, penyam paian  inform asi 

D esain Prototipe, dan  P ersyara tan  Pokok T ahan  

Gempa; ' y

d. Pem ohon m en en tu k an  D esain Prototipe yang 

d igunakan ; dan



e. Tim Teknis DPMPTSP m em berikan  konsu ltasi 

penyesua ian  D esain Prototipe te rh ad ap  tap ak  a ta s  

perm in taan  Pemohon.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 30.

(3) P ersyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 31.

Pasal 57

Proses perm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k a n  u n tu k  

kepen tingan  u m u m  yang D okum en R encana T eknisnya 

m enggunakan  D esain Prototipe m engikuti ke ten tu an  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 55.

Pasal 58

Proses penerb itan  IMB B angunan  G edung u n tu k  kepentingan 

um um  yang D okum en R encana T eknisnya m enggunakan  

D esain Prototipe, meliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  

k esesu a ian  D okum en R encana Teknis dengan Desain 

Prototipe yang telah d iten tu k an  p ad a  proses 

p raperm ohonan  IMB;

b. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesu a i dengan p e rsyara tan  teknis, berkas perm ohonan 

IMB dikem balikan ke Pem ohon dengan  dilengkapi 

ke te rangan  kesesua ian  D okum en R encana Teknis dan  

su ra t pem beritahuan  hasil pem eriksaan  D okum en 

R encana Teknis;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesu a i dengan p ersy ara tan  teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p e rse tu ju an  secara  te rtu lis  b e ru p a  paraf 

p ad a  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

P erse tu juan  D okum en R encana Teknis;

U. D P M P T S P  m e n g h itu n g  d a n  m e n e ta p k a n  n ila i  r c tr ib u o i  

IMB m engacu pada  D okum en R encana Teknis yang telah 

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  c;

e. nilai re tribusi IMB yang telah d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  d d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);



f. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi b e ru p a  S u ra t 

Setoran R etribusi D aerah (SSRD) kepada  DPMPTSP;

'g. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB d an  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

h. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang  telah  

d ite rb itkan  p ad a  DPMPTSP.

Paragraf 4

T ata  C ara Penyelenggaraan IMB B angunan  G edung 

S ederhana  1 (satu) Lantai B ukan  u n tu k  K epentingan Um um  

yang D okum en R encana Teknisnya D ibuat Sendiri oleh

Pem ohon

Pasal 59

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k an  

u n tu k  kepentingan  u m u m  yang D okum en R encana 

T eknisnya d ib u a t sendiri oleh Pem ohon/m elipu ti:

a. Pem ohon m engajukan  perm ohonan  KRK kepada

Kepala DPMPTSP sebelum  m engajukan  perm ohonan  

IMB; f '

b. Pem ohon m engisi su ra t p e rn y a taan  u n tu k

, m engikuti ke ten tu an  dalam  KRK;

c. DPMPTSP m em berikan  KRK, m enyam paikan  

inform asi p e rsyara tan  adm in istra tif d an  p ersy ara tan  

tekn is perm ohonan  IMB, se rta  P ersyara tan  Pokok 

T ahan  Gempa;

d. Pem ohon m em buat D okum en R encana Teknis 

sesua i k e ten tu an  dalam  KRK se rta  k e te n tu an  dalam  

P ersyara tan  Pokok T ahan  Gem pa; dan

e. D okum en R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  

pad a  h u ru f d h a ru s  d ikonsu ltasikan  pada  Tim 

Teknis DPMPTSP.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana  d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  c m engikuti k e te n tu an  dalam  Pasal 30.

(3) P ersyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 35.
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Pasal 60

Proses perm ohonan  IMB B angunan  G edung b u k an  u n tu k  

kepen tingan  u m u m  yang D okum en R encana T eknisnya 

d ib u a t sendiri oleh Pem ohon m engikuti k e ten tu an  

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 54.

Proses penerb itan  IMB B angunan  G edung b u k an  u n tu k

kepen tingan  u m u m  yang D okum en R encana T eknisnya

d ib u a t sendiri oleh Pem ohon, m eliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan

k esesu a ian  D okum en R encana Teknis te rhadap

D okum en R encana Teknis hasil konsu ltas i dengan Tim 

Teknis DPMPTSP p ad a  proses p raperm ohonan  IMB;

b. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum

sesu a i dengan D okum en R encana Teknis hasil konsu ltasi 

dengan  Tim Teknis DPMPTSP pad a  proses 

p raperm ohonan  IMB, berkas perm ohonan  IMB

dikem balikan  ke Pem ohon dengan  dilengkapi ke terangan  

perba ikan  ren can a  tekn is dan  su ra t.p em b eritah u an  hasil 

pem eriksaan  D okum en R encana Teknis;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesua i dengan p e rsyara tan  teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p erse tu ju an  secara  te rtu lis  be rupa  p ara f 

p ad a  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

P erse tu ju an  D okum en R encana Teknis;

d. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi 

IMB m engacu p ad a  D okum en R encana Teknis yang telah 

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  c;

e. nilai re tribusi IMB yang telah  d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  d d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  ben tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

f. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re trib u si b e ru p a  S u ra t 

Seto ran  R etribusi D aerah  (SSRD) kepada  DPMPTSP;

g. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB d an  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

Pasal 61



h . Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah 

d iterb itkan  pad a  DPMPTSP.

Pasal 62 '

(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 55, Pasal 58, Pasal 61 beranggotakan Pejabat 

Fungsional Teknik T ata B angunan  dan  P erum ahan  

d a n /a ta u  pegawai ASN yang mem iliki kom petensi dalam  

b idang  B angunan  G edung yang dipilih dan  d itugaskan  

oleh D inas PUPR.

(2) D alam  hal D inas PUPR m em andang  penting, Tim Teknis 

DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ap a t 

d ip erk u a t oleh TABG.

Pasal 63

(1) Perm ohonan IMB B angunan  G edung sed erh an a  1 (satu)

lan ta i b u k an  u n tu k  kepentingan  um um  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 56 ayat (1) h u ru f  a  d ap a t 

d ia jukan  pada  K ecam atan yang  m endapatkan

pendelegasian  kew enangan dari B upati.

(2) D alam  proses perm ohonan  IMB yang d ilakukan  di 

K ecam atan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), 

pen ila ian  dan  p erse tu ju an  tertu lis  te rh ad ap  Dokum en 

R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 55, 

Pasal 58, Pasal 61 d ilakukan  oleh Tim Teknis 

K ecam atan;

(3) Tim Teknis K ecam atan sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) h a ru s  m em enuhi s ta n d a r kom petensi yang 

d ite tapkan  oleh D inas PUPR yang beranggotakan 

pegawai ASN yang dipilih dan  d itugaskan  oleh Cam at.

Paragraf 5

T ata C ara Penyelenggaraan IMB B angunan  G edung U ntuk

K e p e n t in g a n  U m u m

Pasal 64

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  G edung u n tu k  

kepen tingan  um um  meliputi:



a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan 

IMB;
b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk

. mengikuti ketentuan dalam KRK;
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan 

informasi persyaratan administratif, persyaratan 

teknis, serta perizinan dan/atau Rekomendasi 

teknis lain dari instansi berwenang untuk 

permohonan IMB; dan
d. Pemohon menyiapkan Dokumen Rencana Teknis 

sesuai ketentuan dalam KRK.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi:
a. persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan 

Gedung sederhana; dan
b. persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan 

Gedung tidak sederhana dan Bangunan Gedung 
khusus.

(4) Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 
instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c meliputi:

a. A nalisis M engenai D am pak L ingkungan (AMDAL);

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
c. Rekomendasi ketinggian Bangunan Gedung pada 

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan 
(KKOP);

d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); 
dan/atau

e. Rekomendasi peil banjir.

Pasal 65
Proses permohonan IMB Bangunan Gedung untuk 
kepentingan umum mengikuti ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54.



um um  m eliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  Penilaian D okum en 

R encana Teknis te rh ad ap  p em en u h an  persyara tan  

teknis;

b. Tim Teknis DPMPTSP m enyusun  su ra t pertim bangan  

tekn is hasil Penilaian D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  a;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesua i p e rsyara tan  teknis, berkas perm ohonan  IMB 

dikem balikan ke Pem ohon dengan  dilengkapi ke terangan  

perbaikan  D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

p em b eritah u an  hasil Penilaian D okum en R encana 

Teknis;

d. da lam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesua i dengan persyara tan  tekn is, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  perse tu juan  secara  tertu lis  b e ru p a  paraf 

p ad a  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis d an  su ra t 

P erse tu juan  D okum en R encana Teknis;

e. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi 

IMB m engacu pada  D okum en R encana Teknis yang telah  

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  d;

f. nilai re tribusi IMB yang telah  d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pada h u ru f  e d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  ben tuk  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

g. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itun juk  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi b e ru p a  S u ra t 

Setoran R etribusi D aerah (SSRD) kepada  DPMPTSP;

h. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB dan  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

i. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah 

d ite rb itkan  pada  DPMPTSP.

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung untuk kepentingan



Pasal 67

(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 66 beranggotakan TABG yang dipilih dan  

d itugaskan  oleh D inas PUPR.

(2) TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m em berikan 

pertim bangan  tekn is setelah  m elakukan  pengkajian 

te rh ad ap  pem enuhan  kesesu a ian  p e rsyara tan  teknis 

dengan  k e ten tu an  meliputi:

a. fungsi B angunan  Gedung;

b. klasifikasi B angunan  Gedung;

c. p e rsy ara tan  ta ta  bangunan ;

d. p e rsy ara tan  keandalan  B angunan  Gedung; dan

e. p em enuhan  perizinan d a n /a ta u  R ekom endasi

Paragraf 6

T ata C ara  Penyelenggaraan IMB B angunan  G edung E ksisting

Pasal 68

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  G edung eksisting

m eliputi:

a. Pem ohon m elakukan  k o n su ltas i perm ohonan  IMB 

B angunan  G edung eksisting  di k an to r DPMPTSP;

b. DPMPTSP m em berikan KRK d an  m enyam paikan 

inform asi persyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

teknis perm ohonan IMB B angunan  Gedung 

eksisting;

c. Pem ohon m elakukan  pengadaan  pengkaji tekn is 

u n tu k  pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  

Gedung;

d. te rh ad ap  B angunan  G edung ru m ah  tinggal tunggal 

dan  ru m ah  tinggal deret, Pem ohon d ap a t 

m engajukan  perm ohonan  pem eriksaan  kelaikan 

fungsi B angunan  G edung kepada  D inas PUPR;

e. pengkaji tekn is a ta u  Tim Teknis D inas PUPR 

m elakukan  pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  

Gedung;

f. dalam  hal hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada

in stan s i terkait.



Fungsi, pengkaji teknis atau Tim Teknis Dinas PUPR 
membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung;
g. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf d menyatakan bahwa Bangunan Gedung 

tidak Laik Fungsi, maka pengkaji teknis atau Tim 

Teknis Dinas PUPR memberikan Rekomendasi 
perbaikan Bangunan Gedung;

h. dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung
telah melakukan perbaikan sesuai Rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka 

pengkaji teknis atau Tim Teknis Dinas PUPR 

membuat surat pernyataan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung; dan

i. pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan IMB Bangunan 
Gedung eksisting.

(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan 

dalam Pasal 30.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b meliputi:

a. persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan
Gedung sederhana eksisting mengikuti ketentuan

. dalam Pasal 37; atau
b. persyaratan teknis permohonan IMB Bangunan

Gedung tidak sederhana dan khusus eksisting 
mengikuti ketentuan dalam Pasal 38.

Pasal 69
Proses permohonan IMB Bangunan Gedung eksisting
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

huruf d menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik



Pasal 70

P r o s e s  p e n e r b ita n  IM B B a n g u n a n  G e d u n g  e k s is t in g  m e lip u t i.

a. T im  Teknis D P M P T SP  m e la k u k a n  p e n i la ia n  d o k u m e n  

p e m e r ik s a a n  k e la ik a n  fu n g s i  B a n g u n a n  G e d u n g  y a n g  

d ila k u k a n  o le h  p e n g k a ji te k n is ;

b. dalam  hal dokum en pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung yang d ilakukan  oleh pengkaji tekn is 

d inyatakan  belum  sesua i dengan p e rsy ara tan  kelaikan  

fungsi B angunan  G edung, be rkas perm ohonan  IMB 

d ikem balikan  ke Pem ohon dengan dilengkapi ke terangan  

perba ikan  dokum en pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  G edung dan  su ra t pem beritahuan  hasil 

penila ian  dokum en pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  Gedung;

c. dalam  hal dokum en pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung yang d ilakukan  oleh pengkaji tekn is 

d inya takan  telah  sesua i dengan  p e rsy ara tan  kelaikan 

fungsi B angunan  G edung, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p e rse tu juan  secara  tertu lis  u n tu k  

penerb itan  SLF;

d. D inas PUPR m enerb itkan  SLF B angunan  G edung 

eksisting  b e rd asa rk an  su ra t p e rse tu ju an  penerb itan  SLF 

yang d isam paikan  oleh DPMPTSP;

e. D inas PUPR m enyam paikan dokum en SLF sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f d kepada DPMPTSP;

f. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi 

IMB m engacu pada  dokum en SLF yang telah  d iterb itkan  

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  d;

g. nilai re tribusi IMB yang telah d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f f d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

h. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  bukti pem bayaran  re trib u si b e ru p a  S u ra t 

Setoran  R etribusi D aerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

i. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB dan  m elakukan  

pem u k tah iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

j. Pem ohon m engam bil dokum en IMB dan  SLF yang telah 

d ite rb itkan  pada  DPMPTSP.



P asal 71

(1) Dalam hal Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan 
umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 70 beranggotakan Pejabat Fungsional 
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau ASN 

yang dipilih dan tugaskan oleh Dinas PUPR.
(2) Dalam hal Bangunan Gedung untuk kepentingan 

umum, Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 70 beranggotakan TABG yang dipilih dan 

ditugaskan oleh Dinas PUPR.

Pasal 72
(1) Permohonan IMB Bangunan Gedung eksisting 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, dan 

Pasal 70 dapat diajukan pada Camat yang mendapatkan 

pendelegasian kewenangan dari Bupati.

(2) Dalam proses permohonan IMB yang dilakukan di 
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penilaian dan persetujuan tertulis terhadap dokumen 

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan oleh 

Tim Teknis Kecamatan.

(3) Tim Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang 
ditetapkan oleh Dinas PUPR yang beranggotakan 

pegawai ASN yang dipilih dan ditugaskan oleh Camat.

Paragraf 7
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah, 

Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan 
Gedung Bukan untuk Kepentingan Umum

Pasal 73
(1) Proses prapermohonan IMB untuk mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 
Gedung bukan untuk kepentingan umum meliputi:



a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan 
IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk 

mengikuti ketentuan dalam KRK;
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan 

informasi persyaratan administratif serta 

persyaratan teknis untuk permohonan IMB; dan
d. Pemohon menyusun Dokumen Rencana Teknis 

berdasarkan ketentuan dalam KRK dengan 

mempertimbangkan kondisi Bangunan Gedung 

eksisting.

(2) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d disusun oleh Pemohon dan dapat 
dibantu oleh penyedia jasa Perencana Konstruksi.

(3) Dalam hal Pemohon memilih untuk membuat sendiri 
Dokumen Rencana Teknis, Pemohon harus mengikuti 
Persyaratan Pokok Tahan Gempa dan harus 
berkonsultasi dengan Tim Teknis DPMPTSP.

(4) Kriteria Bangunan Gedung yang Dokumen Rencana 

Teknisnya dibuat sendiri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), mengikuti ketentuan teknis dalam Pasal 29 ayat 

( i ) .

(5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 74
Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung bukan 

untuk kepentingan umum mengikuti ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 75
Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung untuk mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 
Gedung bukan untuk kepentingan umum meliputi:



a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  Penilaian Dokum en 

R encana Teknis te rh ad ap  pem enuhan  persyara tan ;

b. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesua i dengan persyara tan  tekn is, be rkas perm ohonan 

IMB dikem balikan ke Pem ohon dengan dilengkapi 

ke terangan  perbaikan  D okum en R encana Teknis dan  

su ra t pem beritahuan  hasil Penilaian D okum en R encana 

Teknis;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesua i p e rsyara tan  teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan p e rse tu ju an  secara  tertu lis  b e ru p a  paraf 

pada  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

P erse tu juan  D okum en R encana Teknis;

d. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi 

IMB m engacu pada  D okum en R encana Teknis yang telah 

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  c;

e. nilai re tribusi IMB yang telah d ite tap k an  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  h u ru f  d d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

f. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi b e ru p a  S u ra t 

Setoran R etribusi D aerah  (SSRD) kepada  DPMPTSP;

g. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB dan  m elakukan  

pem u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

h. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah 

d ite rb itkan  pada  DPMPTSP.

Pasal 76

Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 75 

beranggo takan  Pejabat Fungsional Teknik T ata  B angunan  dan  

P e rum ahan  d a n /a ta u  pegawai ASN yang memiliki kom petensi 

dalam  b idang B angunan  G edung yang dipilih dan  d itugaskan  

oleh D inas PUPR.



Paragraf 8
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah, 

Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan

Pasal 77
(1) Proses prapermohonan IMB untuk mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk 

mengikuti ketentuan dalam KRK;
c. DPMPTSP memberikan KRK, menyampaikan 

informasi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis serta menyampaikan perizinan dan/atau 

Rekomendasi teknis lain dari instasi berwenang 

untuk permohonan IMB; dan
d. Pemohon menyusun Dokumen Rencana Teknis 

berdasarkan ketentuan dalam KRK dengan 

mempertimbangkan kondisi eksisting Bangunan 

Gedung.
(2) Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti 
ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4).

(3) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d disusun oleh penyedia jasa Perencana 

Konstruksi.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 40.

mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung untuk

Gedung untuk Kepentingan Umum

Gedung untuk kepentingan umum meliputi:

IMB

Pasal 78
Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas



kepentingan umum dan Bangunan Gedung khusus mengikuti 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

Pasal 79
Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung untuk mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan 

Gedung sederhana dan tidak sederhana untuk kepentingan 
umum adalah penilaian dan Persetujuan Dokumen Rencana 

Teknis yang meliputi:
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan Penilaian Dokumen 

Rencana Teknis terhadap pemenuhan persyaratan 

teknis;
b. Tim Teknis DPMPTSP menyusun surat pertimbangan 

teknis hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis 
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan belum 

sesuai dengan persyaratan teknis, berkas permohonan 

IMB dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi 
keterangan perbaikan Dokumen Rencana Teknis dan 
surat pemberitahuan hasil Penilaian Dokumen Rencana 

Teknis;
d. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan telah 

sesuai persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf 
pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat 
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis;

e. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi 
IMB mengacu pada Dokumen Rencana Teknis yang telah 

disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf d;
f. Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pemohon 

dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
g. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan 
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat 
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

h. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB dan melakukan 

pemutakhiran pendataan Bangunan Gedung; dan



Pasal 80
Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
beranggotakan TABG yang dipilih dan ditugaskan oleh Dinas
PUPR.

Paragraf 9
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap 

Pasal 81
(1) Proses prapermohonan IMB Bertahap meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum mengajukan permohonan 
IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK;

c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan 

informasi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis, serta perizinan dan/atau Rekomendasi 
teknis lain dari instansi berwenang untuk 
permohonan IMB; dan

d. Pemohon menyiapkan Dokumen Rencana Teknis 
berdasarkan ketentuan dalam KRK serta ketentuan 

perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain.
(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan 

dalam Pasal 30.
(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 
31.

(4) Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 
instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4).

i. Pemohon mengambil dokumen IMB yang telah
diterbitkan pada DPMPTSP.



Pasal 82

Proses perm ohonan  IMB B ertahap  m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  su ra t perm ohonan  IMB dan  su ra t 

perm ohonan  IMB Pondasi kepada  Kepala DPMPTSP 

dengan m elam pirkan dokum en p ersy ara tan  adm in istra tif 

dan  p ersy ara tan  teknis;

b. DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  p e rsy ara tan  teknis;

c. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif d an  p e rsyara tan  

tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, be rk as perm ohonan 

IMB dan  perm ohonan  IMB Pondasi d ikem balikan ke 

Pem ohon u n tu k  dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki;

d. pengem balian berkas perm ohonan  IMB d an  perm ohonan 

IMB Pondasi t sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  c 

dilengkapi su ra t pem beritahuan  kelengkapan 

persyara tan ; dan

e. dalam  hal p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  p e rsyara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, DPMPTSP m elakukan  

p en d a taan  B angunan  G edung d an  d ilan ju tkan  ke proses 

penerb itan  IMB.

(1) Proses penerb itan  IMB b ertah ap  m eliputi:

a. tah ap  penerb itan  IMB Pondasi; d an

b. tah ap  penerb itan  IMB.

(2) T ahap penerb itan  IMB Pondasi sebagaim ana  d im aksud

a. Tim Teknis DPMPjTSP m elakukan  Penilaian 

D okum en R encana Teknis te rh ad ap  pem enuhan  

p ersy ara tan  teknis;

b. Tim Teknis DPMPTSP m eny u su n  su ra t 

pertim bangan  tekn is hasil Penilaian D okum en 

R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  a;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  

belum  sesua i dengan p ersy ara tan  tekn is, berkas 

perm ohonan  IMB dan  perm ohonan  IMB Pondasi 

d ikem balikan ke Pem ohon dengan dilengkapi 

ke te rangan  perbaikan  D okum en R encana Teknis

Pasal 83

pada  ayat (1) h u ru f  a  meliplrti



d an  su ra t p em beritahuan  hasil Penilaian D okum en 

R encana Teknis;

d. d a la m  h a l  D okum en R encana Teknis secara  um um  

d ap a t d ise tu ju i d an  ren can a  pondasi d inyatakan  

su d a h  m em enuhi p e rsy ara tan  tekn is, Tim Teknis 

DPMPTSP m em berikan  su ra t pertim bangan  teknis 

yang m enjadi d a sa r  p e rse tu ju an  secara  tertu lis  

u n tu k  IMB pondasi;

e. p e rse tu ju an  secara  tertu lis  sebagaim ana d im aksud  

pada  h u ru f  d m eliputi p a ra f p ad a  setiap  lem bar 

dokum en ren can a  pondasi dan  su ra t p e rse tu ju an  

dokum en ren can a  pondasi;

f. DPMPTSP m enghitung  nilai re tribusi IMB yang 

m eru p ak an  pengh itungan  yang bersifa t sem entara;

g. DPMPTSP m enetapkan  nilai re tribusi IMB Pondasi 

sebesar 10% (sepuluh  persen) dari nilai re tribusi 

sem en tara  sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  f;

h. nilai re tribusi IMB Pondasi yang telah  d ite tapkan  

sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  g d isam paikan  

kepada  Pem ohon dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan 

R etribusi D aerah (SKRD);

i. sa a t pengam bilan S u ra t K eterangan R etribusi 

D aerah (SKRD) IMB Pondasi, Pem ohon wajib 

m enyerahkan  form ulir su ra t p e rn y a taan  akan  

m em bayar nilai re tribusi IMB yang  te rs isa  sesuai 

dengan  pengh itungan  rinci yang d ilakukan  kem bali 

se telah  pengh itungan  sem en tara  oleh DPMPTSP;

j. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke 

tem pat pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi be rupa  

S u ra t Setoran  R etribusi D aerah  (SSRD) kepada 

DPMPTSP;

k. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB Pondasi dan  

m elakukan  pem u tak h iran  p en d a taan  B angunan  

Gedung; dan

l. Pem ohon m engam bil dokum en IMB pondasi yang 

telah  d iterb itkan  pada  DPMPTSP.

(3) T ahap  penerb itan  IMB sebagaim ana d im aksud  pada  ayat

(1) h u ru f  b m eliputi:



a. Tim Teknis DPMPTSP m elan ju tkan  Penilaian 

D okum en R encana Teknis b e rsam aan  dengan 

proses pengh itungan  nilai re tribusi sem en tara  

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  f;

b. Tim Teknis DPMPTSP m eny u su n  su ra t 

pertim bangan  tekn is hasil Penilaian D okum en 

R encana Teknis sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  a;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  

belum  sesua i dengan  p ersy ara tan  tekn is, D okum en 

R encana Teknis d ikem balikan ke Pem ohon u n tu k  

diperbaiki dengan dilengkapi ke te rangan  perbaikan  

ren can a  tekn is dan  su ra t p em beritahuan  hasil 

Penilaian D okum en R encana Teknis;

d. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  

su d a h  sesua i dengan  p ersy ara tan  tekn is, Tim Teknis 

DPMPTSP m em berikan  p e rse tu ju an  secara  tertu lis  

b e ru p a  p ara f p ad a  setiap  lem bar D okum en R encana 

T eknis d an  su ra t P erse tu juan  D okum en R encana 

Teknis;

e. DPMPTSP m enghitung  u lang  nilai re tribusi IMB dan  

m ene tapkan  nilai re tribusi IMB yang m erupakan  

sisa  yang h a ru s  d ibayarkan  oleh Pem ohon sebesar 

nilai re tribusi hasil h itung  u lang  d ikurangi nilai 

re tribusi IMB Pondasi sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) h u ru f  g;

f. nilai re tribusi IMB yang te lah  d ite tapkan

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  e d isam paikan  

kepada  Pem ohon dalam  b e n tu k  S u ra t K etetapan 

R etribusi D aerah (SKRD);

g. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke 

tem pat pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi berupa 

S u ra t Setoran R etribusi D aerah  (SSRD) kepada 

DPMPTSP;

h. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB dan

m elakukan  pem u tak h iran  p en d a taan  B angunan

Gedung; dan



i. Pemohon mengambil dokumen IMB yang telah

diterbitkan pada DPMPTSP.

(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 83 beranggotakan  TABG yang dipilih dan  diberi 

tugas oleh D inas PUPR.

(2) TABG sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m elakukan  

pengkajian  te rh ad ap  pem enuhan  p e rsy ara tan  teknis 

sesua i dengan k e ten tu an  dalam  Pasal 66 h u ru f  a sam pai 

dengan h u ru f  d.

Paragraf 10

T ata C ara Penyelenggaraan IMB u n tu k  B angunan  G edung 

yang D ibangun Kolektif

T ata  ca ra  penyelenggaraan IMB u n tu k  B angunan  Gedung 

yang d ibangun  kolektif meliputi:

a. p roses p raperm ohonan , proses perm ohonan  dan  

penerb itan  IMB induk; dan

b. p roses p raperm ohonan , proses perm ohonan  se rta  proses 

penerb itan  pem ecahan  IMB induk.

(1) Proses p raperm ohonan  IMB in d u k  sebagaim ana

d im aksud  dalam  Pasal 85 h u ru f  a  m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan perm ohonan  KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum  m engajukan  perm ohonan 

IMB induk;

b. Pem ohon m engisi su ra t pernya taan  u n tu k  

m engikuti k e ten tu an  dalam  KRK;

c. DPMPTSP m em berikan  KRK d an  m enyam paikan 

inform asi p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is se rta  perizinan d a n /a ta u  R ekom endasi teknis 

lain dari in stan s i berw enang u n tu k  perm ohonan 

IMB induk; dan

d. Pem ohon m enyiapkan D okum en R encana Teknis 

sesua i k e ten tu an  dalam  KRK se rta  k e ten tu an

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86



perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 

instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada 

huruf c.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.
(4) Perizinan dan/atau Rekomendasi teknis lain dari 

instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4).

Pasal 87
Proses permohonan IMB induk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54.

Pasal 88
Proses penerbitan IMB induk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 huruf a meliputi:
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan Penilaian Dokumen 

Rencana Teknis terhadap pemenuhan persyaratan 
teknis;

b. Tim Teknis DPMPTSP menyusun surat pertimbangan 

teknis hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis 
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan belum 

sesuai dengan persyaratan teknis, berkas permohonan 

IMB induk dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi 
keterangan perbaikan Dokumen Rencana Teknis dan 

surat pemberitahuan hasil Penilaian Dokumen Rencana 
Teknis;

d. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan telah 
sesuai dengan persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf 
pada setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat 
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis;

'e. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi 
IMB Induk mengacu pada Dokumen Rencana Teknis

r



yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf

d;
f. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana 

dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Pemohon 

dalam bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

g. Pemohon melakukan pembayaran retribusi ke tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati dan 

menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa Surat 
Setoran Retribusi Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP;

h. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB induk dan 

melakukan pemuktahiran pendataan Bangunan Gedung; 
dan

i. Pemohon mengambil dokumen IMB induk yang telah 

diterbitkan pada DPMPTSP.

Pasal 89
(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88 beranggotakan TABG yang dipilih dan 

ditugaskan oleh Dinas PUPR.
(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan 

pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis 
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66.

Pasal 90
(1) Proses prapermohonan pemecahan IMB induk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b meliputi:
a. Pemohon melakukan konsultasi permohonan 

pemecahan IMB induk kepada DPMPTSP;
b. DPMPTSP menyampaikan informasi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis; dan
c. Pemohon menyiapkan persyaratan administratif dan 

persyaratan teknis sesuai informasi yang diberikan.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 30.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.



Pasal 91

Proses perm ohonan  pem ecahan  IMB in d u k  sebagaim ana

d im aksud  dalam  Pasal 85 h u ru f  b m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  su ra t perm ohonan  pem ecahan  

IMB induk  kepada Kepala DPMPTSP dengan 

m elam pirkan dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  

p e rsy ara tan  teknis;

b. DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

adm in istra tif dan  persyara tan  teknis;

c. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

teknis d inyatakan  tidak  lengkap, berkas perm ohonan 

pem ecahan  IMB induk  d ikem balikan ke Pem ohon u n tu k  

dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki;

d. pengem balian berkas perm ohonan  pem ecahan  IMB induk  

sebagaim ana d im aksud  pada h u ru f  c dilengkapi su ra t 

pem beritahuan  kelengkapan persyara tan ; dan

e. dalam  hal p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  p ersy ara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, DPMPTSP m elakukan  

p en d a taan  B angunan  G edung d an  d ilan ju tkan  dengan 

proses penerb itan  IMB.

Pasal 92

Proses penerb itan  pem ecahan  IMB in d u k  sebagaim ana

d im aksud  dalam  Pasal 85 h u ru f  b m eliputi:

a. DPMPTSP m enerb itkan  IMB dan  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

b. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah  

d ite rb itkan  pada  DPMPTSP.

Paragraf 11

T ata C ara Penyelenggaraan IMB B angunan  P rasa ran a

Pasal 93

(1) Proses p raperm ohonan  IMB B angunan  P rasa ran a  

m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  perm ohonan  KRK kepada 

Kepala DPMPTSP sebelum  m engajukan  perm ohonan  

IMB;



b. Pem ohon m engisi su ra t p e rnya taan  u n tu k  

m engikuti k e ten tu an  dalam  KRK;

c. DPMPTSP m em berikan  KRK dan  m enyam paikan 

inform asi p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is se rta  perizinan d a n /a ta u  R ekom endasi teknis 

lain dari in stan s i berw enang u n tu k  perm ohonan 

IMB; dan

d. Pem ohon m enyiapkan D okum en R encana Teknis 

b e rd asa rk an  k e ten tu an  dalam  KRK.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 30.

(3) P ersyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 47.

(4) Perizinan d a n /a ta u  Rekom endasi tekn is lain dari 

in s tan s i berw enang sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat 

(1) h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 64 ayat (4).

Proses perm ohonan  IMB B angunan  P ra sa ran a  m engikuti 

k e te n tu an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 54.

Proses penerb itan  IMB B angunan  P ra sa ran a  m eliputi:

c. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  Penilaian Dokum en 

R encana Teknis te rh ad ap  p em enuhan  persyara tan  

teknis;

d. Tim Teknis DPMPTSP m enyusun  s u ra t  pertim bangan  

tekn is hasil Penilaian D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  a;

e. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesua i dengan persyara tan  teknis, berkas perm ohonan 

IMB dikem balikan ke Pem ohon dengan  dilengkapi 

ke te rangan  perbaikan  ren can a  tekn is d an  su ra t 

p em b eritah u an  hasil Penilaian D okum en R encana 

Teknis;

f. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesu a i dengan persyara tan  teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p erse tu ju an  secara  tertu lis  b e ru p a  paraf

Pasal 94

Pasal 95



L

pada setiap  lem bar D okum en R encana Teknis dan  su ra t 

P erse tu juan  D okum en R encana Teknis;

g. DPMPTSP m enghitung  dan  m ene tapkan  nilai re tribusi 

IMB a ta s  D okum en R encana Teknis yang  telah  disetu ju i 

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  d;

h. nilai re tribusi IMB yang telah d ite tapkan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f  e d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  b en tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

i. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat 

pem bayaran  yang d itun juk  oleh B upati dan  

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi be rupa  S u ra t 

Setoran  R etribusi D aerah  (SSRD) kepada  DPMPTSP;

j. DPMPTSP m engesahkan  D okum en R encana Teknis dan  

m enerb itkan  dokum en IMB se rta  m elakukan  

p em u k tah iran  p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

k. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah 

d ite rb itkan  p ad a  DPMPTSP.

(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 95 h u ru f  a  beranggotakan TABG yang dipilih dan  

d itu g ask an  oleh D inas PUPR.

(2) TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m elakukan  

pengkajian  te rh ad ap  pem enuhan  p ersy ara tan  teknis 

sesua i dengan k e ten tu an  dalam  Pasal 66 ayat (3).

(1) Proses p raperm ohonan  IMB sem en tara  m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  perm ohonan  KRK kepada 

Kepala DPMPTSP;

b. Pem ohon m engisi su ra t pe rn y a taan  u n tu k  m engikuti 

k e ten tu an  dalam  KRK;

c. dalam  hal pada  lokasi yang b ersan g k u tan  belum  

d ite tapkan  k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in tensitas 

B angunan  G edung m elalui RTRW, RDTR, d a n /a ta u

Pasal 96

Paragraf 12

Tata C ara Penyelenggaraan IMB Sem entara

Pasal 97



RTBL, Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  p en en tu an  

p e ru n tu k a n  dan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

d. Tim Teknis DPMPTSP m en y u su n  su ra t 

pertim bangan  tekn is hasil p e n en tu an  p e ru n tu k a n

d im aksud  pada  h u ru f  c;

e. DPMPTSP m em berikan  KRK b erd asa rk an  

pertim bangan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pada  

h u ru f  d dan  m enyam paikan  inform asi p e rsy ara tan  

adm in istra tif d an  p e rsy ara tan  teknis;

f. dalam  hal perm ohonan IMB B angunan  Gedung 

u n tu k  kepentingan um um , DPMPTSP 

m enyam paikan  inform asi perizinan  d a n /a ta u  

R ekom endasi tekn is lain  dari in s tan s i berw enang;

g. Pem ohon m enyiapkan D okum en R encana Teknis 

sesua i k e ten tu an  dalam  KRK se rta  k e ten tu an  

perizinan d a n /a ta u  R ekom endasi tekn is lain dari 

in s tan s i berw enang sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  f.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  e m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 30.

(3) P ersyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  e m engikuti k e ten tu an  ta ta  ca ra  penyelenggaraan 

IMB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 51.

Proses perm ohonan  IMB sem en tara  m engikuti k e ten tu an  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 54.

Proses penerb itan  IMB sem en tara  m eliputi:

a. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  Penilaian D okum en 

R encana Teknis te rh ad ap  p em en u h an  persyara tan  

teknis;

b. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  belum  

sesu a i p e rsy ara tan  teknis, berkas perm ohonan  IMB 

sem en tara  d ikem balikan ke Pem ohon dengan  dilengkapi 

ke te rangan  perbaikan  D okum en R encana Teknis dan

d an  in ten sitas  B angunan  G edung sebagaim ana

dan

Pasal 98

Pasal 99



su ra t pem beritahuan  hasil Penilaian D okum en R encana 

Teknis;

c. dalam  hal D okum en R encana Teknis d inyatakan  telah 

sesu a i dengan persyara tan  teknis, Tim Teknis DPMPTSP 

m em berikan  p erse tu ju an  secara  tertu lis  b e ru p a  paraf 

p ad a  setiap  lem bar D okum en R encana Teknis d an  su ra t 

P e rse tu ju an  D okum en R encana Teknis;

d. DPMPTSP m enghitung  dan  m enetapkan  nilai re tribusi 

IMB m engacu pad a  D okum en R encana Teknis yang telah  

d ise tu ju i sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  c;

e. nilai re tribusi IMB yang telah  d ite tap k an  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  h u ru f  d d isam paikan  kepada  Pem ohon 

dalam  ben tu k  S u ra t K etetapan R etribusi D aerah  (SKRD);

f. Pem ohon m elakukan  pem bayaran  re tribusi ke tem pat

pem bayaran  yang d itu n ju k  oleh B upati dan

m enyerahkan  buk ti pem bayaran  re tribusi be ru p a  S u ra t 

Setoran  R etribusi D aerah (SSRD) kepada  DPMPTSP;

g. DPMPTSP m enerb itkan  dokum en IMB dan  m elakukan  

p em u tak h iran  p en d ataan  B angunan  Gedung; dan

h. Pem ohon m engam bil dokum en IMB yang telah 

d ite rb itkan  pad a  DPMPTSP.

Pasal 100

(1) D alam  hal B angunan  G edung b u k an  u n tu k  kepentingan 

um um , Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana  d im aksud 

dalam  Pasal 99 beranggotakan  Pejabat Fungsional 

Teknik T ata B angunan  d an  P erum ahan  d a n /a ta u  ASN 

yang dipilih dan  tu g ask an  oleh D inas PUPR.

(2) D alam  ha l B angunan  G edung u n tu k  kepentingan  

um um , Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 99 beranggotakan TABG yang  dipilih dan  

d itu g ask an  oleh D inas PUPR.

Pasal 101

Pem ohon d ap a t m elakukan  p e lak san aan  k onstruksi

B angunan  G edung setelah  m enerim a dokum en IMB

sem entara .



Pasal 102

Proses evaluasi IMB sem en tara  m eliputi:

a. DPMPTSP m enyam paikan su ra t pem beritahuan  

perpan jangan  IMB sem en tara  kepada pem ilik /pengguna 

B angunan  G edung, apab ila  k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  

in tensitas m elalui RTRW, RDTR, d a n /a ta u  RTB L belum  

d ite tapkan  dalam  w aktu  paling lam a 10 (sepuluh) tahun ;

b. dalam  hal k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in ten sitas  m elalui 

RTRW, RDTR, d a n /a ta u  RTBL telah  d ite tapkan , Tim 

Teknis DPMPTSP m enyam paikan  su ra t pem beritahuan  

ren can a  i pem eriksaan  k esesu a ian  fungsi dan  in tensitas 

B angunan  G edung kepada pem ilik / pengguna B angunan  

G edung yang pernah  diberikan  IMB sem entara;

c. Tim Teknis DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  

kesesua ian  p e ru n tu k a n  dan  in ten sitas  B angunan  

Gedung; i

d. dalam  hal fungsi dan  in ten sitas  B angunan  Gedung 

d inyatakan  telah  sesua i dengan k e ten tu an  p e ru n tu k an  

dan  in ten sitas  yang telah d ite tapkan , Tim Teknis 

DPMPTSP m em berikan  Rekom endasi k esesu a ian  fungsi 

dan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

DPMPTSP m enyam paikan  su ra t k esesu a ian  fungsi dan  

in ten sitas  B angunan  G edung kepada pem ilik /pengguna 

B angunan  G edung sebagai d a sa r p e ru b ah an  s ta tu s  IMB 

sem en tara  m enjadi IMB tetap;

DPMPTSP m elakukan  pem u tak h iran  pendataan  

B angunan  G edung a ta s  p e ru b a h a n  s ta tu s  IMB 

sem en tara  m enjadi IMB tetap;

g. dalam  l i a l '' fungsi dan  in ten sitas  B angunan  Gedung 

d inyatakan  tidak  sesua i dengan k e ten tu an  p e ru n tu k a n  

dan  in ten sitas  yang telah d ite tapkan , Tim Teknis 

DPMPTSP m em berikan  Rekom endasi penyesuaian  fungsi 

dan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

h. DPMPTSP m enyam paikan su ra t Rekom endasi 

penyesuaian  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

i. pem ilik /pengguna B angunan  G edung h a ru s  m elakukan  

penyesuaian  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  Gedung 

sesua i Rekom endasi yang diberikan dalam  w ak tu  paling 

lam a 5 (lima) tah u n , kecuali u n tu k  ru m ah  tinggal tunggal

e.

f.

r



paling lam a 10 (sepuluh) tah u n , te rh itu n g  sejak 

d isam paikannya  su ra t Rekom endasi penyesuaian  fungsi 

dan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

j. penyesua ian  fungsi d an  in ten sitas  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  i d ilakukan  m elalui 

perm ohonan  b a ru  IMB, p e ru b a h a n  fungsi pada  

B angunan  G edung, d a n /a ta u  penyesua ian  in tensitas 

pad a  B angunan  Gedung; dan

k. dalam  hal penyesuaian  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  

G edung tidak  d ilakukan  pem ilik /pengguna  B angunan  

G edung dalam  w aktu  sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f 

i, DPMPTSP m elakukan  p en cab u tan  IMB sem en tara  dan  

m enyam paikan  su ra t p em beritahuan  p en cab u tan  IMB 

sem en tara  kepada  pem ilik /pengguna  B angunan  Gedung.

Bagian K etujuh 

D okum en IMB

Pasal 103

(1) D okum en IMB yang telah  d iterb itkan  d iberikan  kepada 

Pem ohon beserta  lam piran  dokum en IMB.

(2) D okum en IMB sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d itanda tangan i oleh Kepala DPMPTSP.

(3) L am piran dokum en IMB sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) m eliputi:

a. D okum en R encana Teknis yang te lah  d isahkan ; dan

b. form ulir perm ohonan  SLF;

(4) D alam  hal B angunan  G edung tidak  sed erh an a  dan  

k h u su s , B angunan  G edung yang  d ibangun  kolektif, dan  

B angunan  G edung p rasa ran a , lam piran  dokum en IMB 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) d itam bahkan  

dengan:

a. su ra t  p e rnya taan  Pem ohon ak an  m enggunakan  

p e lak san a  k o n stru k si bersertifikat dan  

m elaksanakan  k o n stru k si B angunan  G edung sesuai 

dengan D okum en R encana Teknis yang telah 

d isahkan ; dan

b. s u ra t  penyataan  Pem ohon ak an  m enggunakan  

pengaw as/m ana jem en  k o n stru k si bersertifikat.



(5) Dalam  hal B angunan  G edung sed erh an a  sam pai dengan 

2 (dua) lan ta i yang D okum en R encana Teknisnya 

m enggunakan  D esain Prototipe, dan  B angunan  G edung 

sed erh an a  1 (satu) lan ta i yang D okum en R encana 

Teknisnya d ib u a t sendiri oleh Pem ohon, lam piran 

dokum en IMB sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

d itam bahkan  dengan:

a. su ra t pernya taan  Pemilik B angunan  G edung akan  

m elaksanakan  konstruksi dengan berpedom an pada 

P ersyara tan  Pokok T ahan  Gem pa; dan

b. su ra t pernya taan  m engikuti D okum en R encana 

Teknis yang su d a h  m en d ap atk an  p e rse tu ju an  

tertu lis  Tim Teknis DPMPTSP.

(6) Dalam  hal penerb itan  IMB pondasi, lam piran  dokum en 

IMB sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (3) d itam bahkan  

dengan su ra t pernya taan  pem bayaran  re tribusi yang 

tersisa.

(7) D alam  hal pengaw asan p e lak san aan  konstruksi 

B angunan  G edung akan  m enggunakan  penyedia jasa , 

lam piran  dokum en IMB sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) d itam bahkan  dengan su ra t pe rnyataan  

pengaw as/m ana jem en  k o n stru k si kepada  pemilik 

m engenai kelaikan fungsi B angunan  G edung u n tu k  

m enjadi lam piran  pada  sa a t perm ohonan  SLF.

(8) Dalam  hal B angunan  G edung eksisting, dokum en IMB 

d iberikan  b ersam a dengan dokum en SLF; dan

(9) Dalam  hal IMB sem entara , lam piran  dokum en IMB 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) d itam bahkan  

dengan su ra t pe rnya taan  bersed ia  m elakukan  

penyesua ian  fungsi B angunan  G edung, dalam  hal 

te rd ap a t ke tidaksesua ian  a n ta ra  fungsi B angunan  

G edung yang d ite tapkan  dalam  IMB sem en tara  dengan 

k e ten tu an  p e ru n tu k a n  dan  in ten sitas  yang telah 

d ite tapkan .



Bagian K edelapan 

Penghitungan R etribusi IMB

Paragraf 1 

Um um

Pasal 104

(1) Je n is  kegiatan  yang d ikenakan  re tribusi IMB meliputi:

a. pem bangunan  baru ;

b. rehab ilitasi a ta u  renovasi be ru p a  perbaikan  a tau

pengurangan ; dan

c. pelestarian  a ta u  pem ugaran .

(2) Objek yang d ikenakan  re tribusi IMB m eliputi:

a. B angunan  Gedung;

b. p ra sa ra n a  B angunan  Gedung; dan

c. b an g u n an  p rasa ran a .

(1) Dalam  hal penyelenggaraan IMB d ilakukan  secara 

b e rtah ap  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 81, nilai 

re tribusi IMB pondasi m engikuti nilai re tribusi IMB yang 

d ih itung  sem en tara  oleh DPMPTSP.

(2) B esaran  nilai re tribusi IMB pondasi sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) sesua i dengan  k e ten tu an  dalam  

Pasal 83 ayat (2) h u ru f  g dan  d ibayarkan  oleh Pem ohon 

sebelum  IMB pondasi d iterb itkan .

(3) S aa t pengam bilan S u ra t K eterangan R etribusi D aerah 

(SKRD) IMB Pondasi, Pem ohon wajib m enyerahkan  

form ulir su ra t pe rnyataan  akan  m em bayar nilai retribusi 

IMB yang te rs isa  sesuai dengan pengh itungan  rinci yang 

d ilakukan  kem bali setelah  pengh itungan  sem en tara  oleh 

DPMPTSP.

(4) U n tuk  d ap a t m em peroleh dokum en IMB, Pem ohon h a ru s  

m em bayar nilai re tribusi IMB yang te rs isa  b e rd asa rk an  

pengh itungan  kem bali yang lebih rinci oleh DPMPTSP.

(5) D alam  hal lu as  B angunan  G edung yang d ibangun  

k u ran g  dari luas  B angunan  G edung yang tercan tum

peraw atan , pe ru b ah an , p e rlu a san  a ta u

Pasal 105



dalam  D okum en R encana Teknis, kelebihan  re tribusi 

yang telah d ibayar tidak  d ap a t d ikem balikan.

Pasal 106

Penghitungan  re tribusi IMB d ilakukan  m enggunakan  ru m u s 

yang  m eliputi penghitungan:

a. indeks pengh itungan  b esaran  re tribusi IMB;

b. ha rga  sa tu a n  a ta u  tarif re tribusi IMB; dan

c. lu as  B angunan  G edung a ta u  v o lu m e /b esaran  p ra sa ra n a  

B angunan  G edung dan  b an g u n an  p rasa ran a .

Paragraf 2

Indeks Penghitungan  B esaran  R etribusi IMB 

Pasal 107

(1) Indeks pengh itungan  b esaran  re tribusi IMB sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 106 h u ru f  a  m eliputi:

a. indeks u n tu k  pengh itungan  b esa ran  re tribusi

B angunan  Gedung;

b. indeks u n tu k  pengh itungan  b esa ran  re tribusi

p ra sa ra n a  B angunan  Gedung; dan

c. indeks u n tu k  pengh itungan  b esa ran  re tribusi

b an g u n an  p rasa ran a .

(2) Indeks u n tu k  penghitungan  b esaran  re tribusi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  a  

d ite tapkan  berdasarkan :

a. fungsi B angunan  Gedung;

b. klasifikasi; dan

c. w ak tu  penggunaan .

(3) Fungsi B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (2) h u ru f  a  m eliputi:

a. hun ian ;

b. keagam aan;

c. u sah a ;

d. sosial d an  budaya;

e. k h u su s ; dan

f. g a n d a /ca m p u ran .

(4) Klasifikasi B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (2) h u ru f  b  m eliputi:



a. kom pleksitas;

b. perm anen si;

c. resiko kebakaran ;

d. zonasi gempa;

e. k epada tan  pada  lokasi B angunan  Gedung;

f. ketinggian B angunan  Gedung; dan

g. kepem ilikan B angunan  G edung.

(5) W aktu penggunaan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  c m eliputi:

i. sem en tara  ja ra k  pendek;

j. sem en tara  ja ra k  m enengah; dan

k. tetap.

(6) Indeks u n tu k  pengh itungan  besaran  re tribusi p ra sa ra n a  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

h u ru f  b d ite tapkan  u n tu k  setiap  jen is  p ra sa ra n a  

B angunan  G edung meliputi:

a. ko n stru k si p e m b a ta s /p e n ah a n /p en g a m a n ;

b. k o n stru k si p en an d a  m asu k  lokasi;

c. k onstruksi perkerasan ;

d. k o n stru k si penghubung;

e. k onstruksi ko lam / reservoir baw ah tanah ;

f. ko n stru k si m enara;

g. ko n stru k si m onum en;

h. k o n stru k si in s ta la s i/g a rd u ; dan

i. k o n stru k si rek lam e /p ap an  nam a.

(7) Indeks p ra sa ra n a  B angunan  G edung selain sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (6), d ite tapkan  m elalui K eputusan  

Bupati.

(8) Indeks u n tu k  pengh itungan  besaran  re tribusi bangunan  

p ra sa ra n a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c 

m engikuti k e ten tu an  indeks u n tu k  pengh itungan  

besaran  re tribusi p ra sa ra n a  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (6).



Paragraf 3

P enghitungan  Luas B angunan  G edung a ta u  V olum e/B esaran  

P ra sa ran a  B angunan  G edung dan  B angunan  P rasa ran a

Pasal 108

Pengh itungan  luas B angunan  G edung m engikuti ke ten tuan :

a. luas B angunan  G edung d ih itung  dari garis sum bu  

dinding a ta u  kolom;

b. luas teras, balkon dan  se lasar lu a r B angunan  Gedung, 

d ih itung  setengah  dari luas yang d ibatasi oleh garis 

sum bu-sum bunya;

c. lu as  bagian B angunan  G edung seperti kanopi dan

pergola yang berkolom  d ih itung  se tengah  dari lu as  yang 

d ibatasi oleh garis sum bu-sum bunya;

d. luas bagian B angunan  G edung seperti kanopi dan

pergola tan p a  kolom d ih itung  se tengah  dari h ias  yang 

d ibatasi oleh garis tepi a tap  k o n stru k si tersebu t; dan

e. luas overstek a ta u  luifel d ih itung  se tengah  dari lu as  yang 

d ibatasi oleh garis tepi ko n stru k si tersebu t.

Bagian Kesem bilan

P erubahan  R encana Teknis dalam  T ahap  P e laksanaan

K onstruksi

(1) P erubahan  ren can a  tekn is dalam  tah ap  pe laksanaan

k o n stru k si a n ta ra  lain:

a. p e ru b ah an  ak iba t kondisi, u k u ra n  lahan  kavling 

a ta u  persil yang tidak  sesua i dengan ren can a  teknis 

d a n /a ta u  adanya  kondisi eksisting  di baw ah 

pe rm u k aan  tan a h  yang tidak  d ap a t d iubah  a ta u  

d ip indahkan  seperti ja rin g an  p ra sa ra n a  dan  benda 

cagar budaya;

b. p e ru b ah an  ak iba t perkem bangan  k e b u tu h a n  Pemilik 

B angunan  G edung seperti penam pilan  ars itek tu r, 

p en am b ah an  a ta u  pengurangan  lu as  dan  jum lah  

lan ta i, d an  ta ta  ruang-dalam ; dan

c. p e ru b a h a n  fungsi a ta s  p e rm in taan  pemilik 

bangunan .

Pasal 109



(2) P erubahan  rencana  tekn is yang  d ilakukan  u n tu k  

penyesua ian  dengan kondisi lapangan  dan  tidak 

m em pengaruhi sistem  s tru k tu r  d itu an g k an  dalam  

G am bar T erbangun  (as built drawings).

(3) G am bar T erbangun  (as built drawings) sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (2) h a ru s  m en d ap a t p e rse tu ju an  

Kepala DPMPTSP a ta s  R ekom endasi Tim Teknis 

DPMPTSP.

(4) P erubahan  ren can a  tekn is yang  m engak ibatkan  

p e ru b ah an  pad a  a rs itek tu r, s tru k tu r , d an  u tilitas  h a ru s  

m elalui perm ohonan  b a ru  IMB.

(5) P eru b ah an  ren can a  tekn is k a ren a  p e ru b ah an  fungsi 

h a ru s  m elalui proses perm ohonan  b a ru  dengan proses 

sesua i dengan penggolongan B angunan  G edung u n tu k  

penyelenggaraan IMB.

Pasal 110

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan IMB m eliputi:

a. dokum en p e rsyara tan  adm in istra tif sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 30 ayat 1;

b. form ulir d a ta  um um  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 31 ayat (1) h u ru f  a;

c. D esain Prototipe sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

33 ayat (2);

d. P ersyara tan  Pokok T ahan  G em pa sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 35 ayat (2) h u ru f  c;

e. su ra t  perm ohonan  perpan jangan  m asa  berlaku  IMB 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 48 ayat (3);

f. su ra t pem beritahuan  kelengkapan  perm ohonan

penerb itan  IMB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

54 ayat (1) h u ru f  d, Pasal 58 h u ru f  b ,Pasal 82 h u ru f 

'd; . .

g. su ra t pem beritahuan  hasil penilaian  dan  

pem eriksaan  D okum en R encana Teknis sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 55 h u ru f  b, Pasal 58 h u ru f  b, 

Pasal 51 h u ru f  b, Pasal 66 h u ru f  c, P asa l 75 h u ru f  b, 

Pasal 83 ayat (2) h u ru f  c d an  ayat (3) h u ru f  c, Pasal 

88 h u ru f  c, Pasal 95 h u ru f  c, Pasal 99 h u ru f  b;



h. su ra t  P erse tu juan  D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 55 h u ru f c, 

Pasal 58 h u ru f  c, Pasal 51 h u ru f  c, Pasal 56 h u ru f d, 

Pasal 75 h u ru f  c, Pasal 79 h u ru f  d, Pasal 83 ayat (2)

h u ru f  e dan  ayat (3) h u ru f  d, Pasal 88 h u ru f  d, Pasal 

95 h u ru f  d, Pasal 99 h u ru f  c;

i. su ra t  pernya taan  Pemilik B angunan  G edung akan  

m elak san ak an  k onstruksi dengan berpedom an pada 

P ersyara tan  Pokok T ahan  G em pa sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 103 ayat (4) h u ru f  c;

j. su ra t  pernya taan  pem bayaran  re tribusi yang ters isa  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 103 ayat (4) 

h u ru f  d;

k. su ra t pem beritahuan  perpan jangan  IMB sem en tara  

Pasal 102 h u ru f  a;

l. su ra t  pem beritahuan  ren can a  pem eriksaan  

k esesu a ian  fungsi dan  in ten sitas  B angunan  Gedung 

Pasal 102 h u ru f  b;

m. su ra t p em beritahuan  k esesu a ian  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 102 

h u ru f  e;

n. su ra t  R ekom endasi penyesuaian  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 102 

h u ru f  h;

o. bagan  ta ta  cara  penyelenggaraan IMB sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 51 ayat (1);

p. dok\amen IMB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal

q. p ap an  IMB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 49 

ayat (2); dan

r. kom ponen, ru m u s, d an  indeks penghitungan  

re tribusi IMB.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan IMB sebagaim ana d im aksud  pada ayat

(1) te rcan tu m  dalam  Lam piran I dari P e ra tu ran  B upati

\

103

ini.



BAB IV

KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG

Bagian K esatu 

Um um

Pasal 111

(1) TABG d iben tuk  b e rd asa rk an  k e p u tu san  Bupati.

(2) TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) terdiri dari 

u n su r:

a. p e rg u ru an  tinggi;

b. asosiasi profesi k h u su s ;

c. m asy arak a t ahli;

d. D inas PUPR; dan

e. in stan si tekn is terkait.

(3) TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h a ru s  

mem iliki keah lian  di bidang B angunan  G edung yang 

m eliputi:

a. a rs itek tu r B angunan  G edung dan  perkotaan;

b. s tru k tu r  dan  konstruksi;

c. m ekanikal, elektrikal dan  plam bing;

d. p e rta m a n a n /la n sk a p ;

e. ta ta  ruang  dalam /in terio r;

f. kese lam atan  dan  k eseh a tan  kerja; d a n /a ta u

g. keah lian  lainnya yang d ib u tu h k a n  sesua i dengan

(4) Keahlian di bidang B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (3) d ap a t d ipenuh i dari u n su r  

pe rg u ru an  tinggi, Asosiasi Profesi K husus, d a n /a ta u  

m asy arak a t ahli sesua i dengan k e b u tu h a n  dan  

ketersed iaan  sum ber daya m anusia .

(5) Selain u n s u r  m asyarakat ahli sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (2) h u ru f  c, anggota TABG d a p a t d itam bahkan  

dari m asy arak a t ahli di lu a r b idang B angunan  Gedung 

dan  m asy arak a t ad a t sepan jang  d iperlukan .

(6) U nsu r D inas PUPR sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  d meliputi:

a. Pejabat s tru k tu ra l bidang ta ta  b an g u n an  a ta u

fungsi B angunan  Gedung.

B angunan  G edung pad a  D inas PUPR; d a n /a ta u



b. Pejabat Fungsional Teknik T ata B angunan  dan  

P erum ahan;

(7) U nsur in stan s i tekn is te rka it sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (2) h u ru f  e meliputi:

a. pe jabat s tru k tu ra l; d a n /a ta u

b, pe jabat fungsional terten tu .

(8) Pejabat s tru k tu ra l dan  fungsional dari in stan si teknis 

te rka it sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (7) h u ru f  a  dan  

h u ru f  b berasa l dari in stan s i tekn is bidang:

a. p e ru m ah an  dan  kaw asan  perm ukim an;

b. ja lan ;

c. p e rh u b u n g a n /tra n sp o rta s i;

d. telekom unikasi;

e. K eselam atan dan  K esehatan  Kerja (K3);

f. p e rtan ah an ;

g. p en a taan  ruang;

h. lingkungan hidup;

i. p e rhubungan ;

j. kebakaran ;

k. ketenagakerjaan ;

l. energi d an  sum ber daya m ineral;

m. kom unikasi dan  inform atika;

n. keseha tan ; d a n /a ta u

o. ke ten teram an  dan  ketertiban  um um  serta

(9) TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) dikelola oleh 

D inas PUPR.

Pasal 112

(1) TABG m em punyai tugas:

a. m em berikan  pertim bangan  tekn is kepada d inas 

PUPR dalam  proses penelitian  D okum en R encana 

Teknis u n tu k  B angunan  G edung kepentingan 

u m u m  d a n /a ta u  m enim bulkan  dam pak  penting 

te rh ad ap  lingkungan u n tu k  penerb itan  IMB;

perlindungan  m asyarakat.

Bagian Kedua 

Tugas d an  Fungsi TABG



b. m em berikan  m asu k an  dalam  penyelesaian m asalah  

Penyelenggaraan B angunan  G edung kepentingan 

um um ;

c. m em berikan  pertim bangan  tekn is terkait 

Penyelenggaraan B angunan  G edung Cagar B udaya 

sebagai TABGCB d a n /a ta u  B angunan  G edung Hijau 

sebagai TABGH; dan

d. m em berikan  m asu k an  dalam  p e n y u su n an  d a n /a ta u  

penyem purnaan  p e ra tu ran  p e ru ndangan  terkait 

B angunan  G edung di tingkat D aerah.

(2) Tugas TABG sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilak san ak an  dalam  proses:

a. perencanaan ;

b. p e lak san aan  konstruksi;

c. pem anfaatan ;

d. pelestarian ; dan

e. Pem bongkaran.

(3) Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1), TABG m enyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian  D okum en R encana Teknis u n tu k  

B angunan  G edung kepentingan  u m u m  d a n /a ta u  

m en im bulkan  dam pak  penting  te rh ad ap  lingkungan 

u n tu k  penerb itan  IMB;

b. pengkajian  dan  analisis dalam  penyelesaian 

m asa lah  Penyelenggaraan B angunan  G edung u n tu k  

kepentingan  um um  b e rd asa rk an  bidang keahlian  

tiap  anggota;

c. pengkajian dan  analisis dalam  Penyelenggaraan 

B angunan  G edung Cagar B udaya sebagai TABGCB 

d a n /a ta u  B angunan  G edung H ijau sebagai TABGH; 

dan

d. pengkajian  dan  analisis dalam  penyem purnaan  

p e ra tu ran  perundangan  terka it B angunan  Gedung 

di tingkat D aerah.

(4) D alam  m elakukan  pengkajian  D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) 

h u ru f  a, TABG dari u n su r  Asosiasi Profesi K husus 

d a n /a ta u  u n s u r  pe rg u ru an  tinggi m elakukan  pengkajian 

terhadap :



a. p em en u h an  perizinan d a n /a ta u  Rekom endasi teknis 

lain dari in stan si berw enang;

b. p em en u h an  p e rsyara tan  ta ta  bangunan ; dan

c. p em en u h an  p e rsy ara tan  kean d a lan  B angunan  

G edung.

(5) D alam  m elakukan  pengkajian  D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

h u ru f  a, TABG dari u n s u r  D inas PUPR dan  in stansi 

tekn is te rka it m em berikan m asu k an  d a ta  d a n /a ta u  

inform asi terhadap:

a. kondisi yang ada; dan  '

b. program  yang sedang  a ta u  ak an  d ilak sanakan  di 

lokasi, m elalui lokasi, a ta u  d ek at dengan  lokasi 

ren can a  B angunan  G edung u n tu k  kepentingan 

u m u m  yang d im ohonkan IMB.

(6) Dalam  m elakukan  pengkajian  D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4) 

dan  ayat (5) d ilakukan  sesua i dengan  p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an .

Bagian Ketiga 

T ata Kelola TABG

Paragraf 1

P elaksana  Pengelolaan TABG 

Pasal 113

(1) Kepala D inas PUPR bertindak  sebagai penanggung  jaw ab 

p e lak san aan  pengelolaan TABG.

(2) Kepala d inas sebagaim ana d im aksud  pada  ayat : (1) 

m enugaskan  u n it kerja  d ibaw ahnya sebagai p e laksana  

pengelolaan TABG.

(3) P elaksana  pengelolaan TABG sebagaim ana d im aksud  

pada  aya t (2) m erupakan  u n it yang m em iliki tugas:

a. m elaksanakan  adm in istrasi pengelolaan TABG;

b. m em ben tuk  TABG; dan

c. m engaw asi k inerja  p e lak san aan  tu g as TABG.

(4) Pelaksana  pengelolaan TABG sebagaim ana  d im aksud  

pad a  ayat (1) d iberikan  m asa  kerja  paling lam a 15 (lima



belas) hari kerja  sejak  m en d ap atk an  pen u g asan  dari 

B upati dalam  m enyam paikan u su la n  anggota TABG.

Paragraf 2

A dm inistrasi Pengelolaan TABG

Pasal 114

(1) A dm inistrasi Pengelolaan TABG sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 113 ayat (3) h u ru f  a  m eliputi:

a. penyiapan  su ra t penugasan  anggota TABG;

b. penyiapan  honorarium  TABG;

c. pendokum en tasian  p e lak san aan  tugas TABG;

d. penyiapan ta ta  su ra t m enyu ra t dan  adm in istrasi 

lainnya; dan

e. pengelolaan basis d a ta  TABG dan  pelaporan  basis 

d a ta  TABG kepada M enteri yang d item buskan  

kepada B upati dan  G ubernur.

(2) T ata su ra t m enyura t dan  adm in istrasi lainnya 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  d m eliputi 

sem ua dokum en yang d ihasilkan  dalam  pe laksanaan  

tugas dan  fungsi TABG.

(3) Pengelolaan basis d a ta  TABG sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (1) h u ru f  e m erupakan  pengh im punan  se lu ruh  

d a ta  TABG aktif d an  d a ta  ahli B angunan  G edung yang 

p e rn ah  d iangkat sebagai TABG.

(4) B asis d a ta  TABG sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

d im u tak h irk an  apab ila  te rd ap a t p e ru b ah an  terkait 

pem ben tukan  TABG, perpan jangan  m asa  kerja  TABG, 

berakh irnya  m asa  kerja  TABG, pem berhen tian  TABG 

d a n /a ta u  d a ta  ke tersed iaan  Ahli B angunan  Gedung.

P e laksana  pengelola TABG m em fasilitasi p e lak san aan  tugas 

d an  fungsi TABG yang m eliputi penyediaan:

a. ru an g  rap a t a ta u  sidang;

b. konsum si ra p a t a ta u  sidang;

c. b a h a n /m a te r i rap a t a tau  sidang; dan

d. p e ra la tan  penun jang  tugas dan  fungsi TABG.

Pasal 115



Paragraf 3 

Pem ben tukan  TABG

Pasal 116

(1) Proses pem ben tukan  TABG m eliputi tahapan :

a. penetapan  kriteria  dan  ju m lah  anggota TABG oleh 

p e laksana  pengelolaan TABG;

b. p engusu lan  calon anggota TABG kepada  p e laksana  

pengelolaan TABG;

c. p engusu lan  calon anggota TABG m enjadi anggota 

TABG dari kepala D inas PUPR kepada  B upati; dan

d. p ene tapan  anggota TABG.

(2) P enetapan  k riteria  dan  ju m lah  anggota TABG 

sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  a  d ilakukan  

b e rd asa rk an  pertim bangan  terhadap :

a. pe rk iraan  beban  tugas TABG;

b. p em en u h an  u n s u r  TABG; dan

c. efektifitas se rta  efisiensi pe layanan  TABG.

(3) P erk iraan  beban  tugas TABG sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (2) h u ru f  a  d ih itung  b e rd asa rk an  perk iraan  

ju m lah  perm ohonan  IMB B angunan  G edung u n tu k  

kepentingan  u m u m  dalam  ta h u n  berjalan.

(4) P engusulan  calon anggota TABG kepada  pe laksana  

pengelolaan TABG sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  b d ilakukan  m elalui su ra t p engusu lan  dari 

pe rg u ru an  tinggi, Asosiasi Profesi K husus, D inas PUPR 

dan  in s tan s i tekn is te rka it dilengkapi dengan dokum en 

berupa:

a. fotokopi K artu  T anda Penduduk;

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perorangan;

c. sertifikat kom petensi kerja  kualifikasi ahli yang 

d ike luarkan  oleh lem baga sesua i dengan  p e ra tu ran  

pe ru n d an g -u n d an g an  u n tu k  u n s u r  Asosiasi Profesi 

K husus;

d. su ra t ke terangan  bebas n a rk o b a  yang m asih  

berlaku;

e. su ra t  ke terangan  c a ta ta n  kepolisian  yang m asih  

berlaku; dan

f. pasfoto 3 cm  x 4 cm  sebanyak  2 (dua) lem bar.



Pasal 117

Pesyaratan  calon anggota TABG:

a. W arga Negara Indonesia;

b. berke lakuan  baik  dan  tidak  p e rn ah  d ija tuh i p idana  

pen jara  b e rd asa rk an  p u tu sa n  pengadilan  yang telah 

m em punyai k ek u a tan  h u k u m  tetap  k a ren a  m elakukan  

tindak  p idana  yang d iancam  dengan p idana  pen jara  5 

(lima) ta h u n  a ta u  lebih;

c. m em enuhi kriteria; dan

d. bebas narkoba, ya itu  tidak  pe rn ah  terbuk ti sebagai 

pengguna d a n /a ta u  pengedar narkoba.

Pasal 118

(1) S u su n an  keanggotaan  TABG terdiri a tas:

a. k e tu a  m erangkap anggota TABG (ex officio) dari 

D inas PUPR;

b. wakil k e tu a  m erangkap anggota TABG dipilih dari 

u n s u r  p e rgu ruan  tinggi; dan

c. anggota TABG.

(2) Ju m la h  anggota TABG d ite tapkan  dalam  ju m lah  gasal.

(3) Komposisi keanggotaan  TABG d ite tapkan  dengan 

ke ten tu an  ju m lah  anggota TABG dari u n s u r  pergu ruan  

tinggi, u n s u r  Asosiasi Profesi K husus dan  u n su r  

m sy arak a t ahli lebih banyak  d iband ingkan  jum lah  

gabungan  anggota TABG dari u n s u r  D inas PUPR dan 

in s tan s i tekn is terkait.

(4) Dalam  hal u n s u r  pe rg u ru an  tinggi, u n s u r  Asosiasi Profesi 

K husus dan  u n s u r  m asy arak a t ahli di dalam  D aerah 

tidak  m em enuhi ju m lah  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) Kepala D inas PUPR d ap a t m engirim kan su ra t 

perm in taan  kepada Asosiasi Profesi K husus di wilayah 

lain dengan m em pertim bangkan efektivitas dan  efisiensi.

Pasal 119

(1) Pengusu lan  calon anggota TABG sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 116 ayat (1) h u ru f  b yang berasa l dari u n su r  

p erg u ru an  tinggi d ilakukan  m elalui tahapan :

-c V:



a. permintaan calon anggota TABG kepada perguruan 

tinggi sesuai dengan kemampuan di bidang 

Bangunan Gedung yang dibutuhkan; dan
b. verifikasi usulan calon anggota TABG dari unsur 

perguruan tinggi oleh pelaksana pengelolaan TABG.
(2) Dalam hal verifikasi usulan calon anggota TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak 

memenuhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (4) maka pelaksana 

pengelolaan TABG meminta usulan calon pengganti 
kepada perguruan tinggi.

(3) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur 

Asosiasi Profesi Khusus dilakukan melalui tahapan:
a. permintaan calon anggota TABG kepada Asosiasi 

Profesi Khusus sesuai dengan kemampuan di bidang 

Bangunan Gedung yang dibutuhkan; dan
b. verifikasi usulan calon anggota TABG dari Asosiasi 

Profesi Khusus oleh pelaksana pengelolaan TABG.
(4) Dalam hal verifikasi usulan calon anggota TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak 

memenuhi kriteria dan dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (2) dan ayat (4) maka pelaksana 

pengelolaan TABG meminta usulan calon pengganti 
kepada Asosiasi Profesi Khusus.

(5) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur masyarakat 
ahli dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR.

(6) Pengusulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b yang berasal dari unsur Dinas 
PUPR dan Perangkat Daerah terkait dilakukan melalui:
a. pengusulan calon anggota TABG dari unsur Dinas 

PUPR oleh Kepala Dinas PUPR; dan
b. permintaan calon anggota TABG dari unsur 

Perangkat Daerah terkait oleh Kepala Dinas PUPR;

'r



Pasal 120
(1) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) huruf c 
melalui cara:

a. pelaksana pengelolaan TABG menyampaikan usulan 

calon anggota TABG kepada Kepala Dinas PUPR 

sebagai penanggungjawab pelaksana pengelolaan 
TABG;

b. Kepala Dinas PUPR menyampaikan usulan calon 

anggota TABG kepada Bupati.
(2) Dalam hal Daerah tidak memiliki Asosiasi Profesi Khusus 

pada tingkat Daerah maka Kepala Dinas PUPR dapat 
mengirimkan surat permintaan kepada Asosiasi Profesi 
Khusus di wilayah lain dengan mempertimbangkan 

efektifitas dan efisiensi.
(3) Dalam hal Daerah tidak memiliki perguruan tinggi yang 

memiliki jurusan arsitektur, sipil, mesin dan elektro 
maka Kepala Dinas PUPR dapat mengirimkan surat 
permintaan kepada perguruan tinggi di wilayah lain 

dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

Pasal 121
(1) Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 116 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui 
keputusan Bupati.

(2) Keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama lengkap dan gelar akademis;
b. unsur keanggotaan TABG;
c. bidang keahlian;
d. pendidikan formal terakhir;

e. tugas TABG;
f. masa berlaku; dan
g. pembiayaan.

(3) Masa keija TABG ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang.



Pasal 122

(1) Dalam  hal d iperlukan , B upati d a p a t m elakukan  

penyesua ian  k e p u tu san  pen am b ah an  anggota TABG.

(2) Penyesuaian  k e p u tu san  p en am bahan  anggota TABG 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ilaksanakan  

m elalui proses pem ben tukan  TABG sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 116.

(3) Penanggung jaw ab  p e laksana  pengelolaan TABG d ap at 

m elakukan  penyesuaian  ju m lah  anggota TABG yang 

meliputi:

a. p en am b ah an  anggota TABG;

b. pengurangan  anggota TABG; d a n /a ta u

c. penggantian  anggota TABG.

(4) P enam bahan  anggota TABG sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  a  m engikuti p roses pem ben tukan  TABG 

sebagaim ana d ia tu r dalam  Pasal 116.

(5) Penggantian anggota TABG sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  c m engikuti p roses pem ben tukan  TABG 

sebagaim ana d ia tu r dalam  Pasal 116.

Pasal 123

(1) Anggota TABG d ap a t d iberhen tikan  dari keanggotaannya 

jika:

a. m eninggal dunia;

b. m en g u n d u rk an  diri;

c. be rha langan  tetap; a tau

d. d ilakukan  penyesuaian  ju m la h  anggota TABG.

(2) Dalam hal anggota TABG d iberhen tikan  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1), penanggungjaw ab p e laksana  

pengelolaan TABG m elaporkan dan  d ap a t m enyam paikan 

u su la n  penggantinya kepada B upati.

(3) U sulan  pengganti sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

m engikuti proses pem ben tukan  TABG sebagaim ana 

d ia tu r dalam  Pasal 116.



Paragrap 4

Pengaw asan Kinerja P e laksanaan  Tugas TABG 

Pasal 124

Pengaw asan k inerja  p e lak san aan  tugas TABG oleh p e laksana  

pengelolaan TABG sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 113 

ayat (3) d ilakukan  te rh ad ap  p em enuhan  p e lak san aan  tugas 

TABG sesua i dengan su ra t pen u g asan  yang d iberikan  oleh 

Kepala D inas PUPR.

Pasal 125

(1) Anggota TABG tidak  boleh m em punyai b en tu ran  

kepentingan  dalam  m en ja lankan  tugasnya.

(2) D alam  hal anggota TABG m em punyai b en tu ran  

kepentingan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

anggota yang b ersan g k u tan  h a ru s  m en g u n d u rk an  diri 

dari pen u g asan  tersebu t.

(3) Dalam  hal anggota TABG m enem ukan  adanya  b en tu ran  

kepentingan  terka it dengan  p en u g asan  anggota lainnya, 

anggota te rseb u t d ap a t m em inta  klarifikasi dalam  rap a t 

pleno.

(4) Dalam  hal p e laksana  pengelolaan TABG m enem ukan  

adanya  b e n tu ra n  kepentingan  pad a  anggota  TABG dalam  

m en ja lankan  tugasnya, m aka  p e lak san a  pengelolaan 

TABG d ap a t m encabu t dan  m enggantikan  anggota TABG 

te rseb u t dengan anggota lainnya.

Bagian Keem pat

T ata C ara  P enugasan  dan  P e laksanaan  Tugas TABG

Paragraf 1

T ata  C ara P enugasan  TABG 

Pasal 126

(1) P enugasan  TABG m engacu pada  tugas TABG 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 112 ayat (1) m elalui 

su ra t p en u g asan  dari Kepala D inas PUPR kepada  anggota 

TABG.



(2) S u ra t pen u g asan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

m encan tum kan :

a. koord inator tim;

b. anggota tim;

c. jen is  penugasan ;

d. m asa  pen u g asan  tim;

e. u n s u r  a ta u  instansi; dan

f. b idang keah lian  a ta u  tu g as dan  fungsi.

(3) B idang keah lian  a ta u  tugas d an  fungsi sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  f, m eru p ak an  bidang 

keah lian  u n tu k  anggota TABG dari u n s u r  pergu ruan  

tinggi, Asosiasi Profesi K husus, m asy arak a t ahli, se rta  

tugas dan  fungsi u n tu k  u n s u r  D inas PUPR dan  in stan s i 

tekn is terkait.

(4) T ata  ca ra  pen u g asan  terdiri a tas:

a. ta ta  ca ra  penugasan  dan  p e lak san aan  tugas TABG 

dalam  rangka penerb itan  IMB;

b. ta ta  ca ra  penugasan  dan  p e lak san aan  tugas TABG 

dalam  penyelesaian m asa lah  penyelenggaraan 

B angunan  G edung kepentingan  um um ; dan

c. ta ta  ca ra  pen u g asan  dan  p e lak san aan  tugas TABG 

dalam  p en y u su n an  d a n /a ta u  penyem purnaan  

p e ra tu ran  perundangan  te rka it B angunan  Gedung.

(5) K oordinator tim  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  a  berasa l dari bidang a rs itek tu r.

Paragraf 2

T ata C ara  P enugasan  D an P e laksanaan  Tugas TABG u n tu k

Penerbitan  IMB

Pasal 127

(1) T ata  cara  penugasan  TABG u n tu k  penerb itan  IMB 

m eliputi:

a. Kepala D inas PUPR m elalui P e laksana  pengelolaan 

TABG m enugaskan  anggota TABG b erd asa rk an  

su ra t pe rm in taan  tim  tekn is dari DPMPTSP;

b. p e lak san a  pengelolaan TABG m engidentifikasi 

fungsi, klasifikasi, d a n /a ta u  karak teristik  

B angunan  G edung yang dim ohonkan;



c. p e laksana  pengelolaan TABG m enugaskan  anggota 

TABG dengan m em pertim bangkan  kesesua ian  

a n ta ra  kem am puan  dan  bidang keah lian  setiap 

anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, d a n /a ta u  

k arak teris tik  B angunan  G edung yang  dim ohonkan;

d. dalam  hal proses penerb itan  IMB u n tu k  BGCB, 

pen u g asan  TABG m elibatkan  anggota TABG dengan 

keah lian  dibidang pelestarian ;

e. dalam  hal proses penerb itan  IMB u n tu k  BGH, 

p en u g asan  TABG m elibatkan  anggota TABG dengan 

keah lian  dibidang B angunan  G edung hijau; dan

f. p e lak san a  pengelolaan TABG m em fasilitasi 

penyelenggaraan proses pertim bangan  tekn is TABG.

(2) M em fasilitasi proses pertim bangan  tekn is TABG

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  f meliputi:

a. p en e tap an  jadw al;

b. penyediaan  tem pat;

c. penyam paian  dafta r undangan ; dan

d. penyediaan  konsum si.

Pasal 128

T ata  ca ra  p e lak san aan  tugas TABG u n tu k  penerb itan  IMB

m elalui proses pertim bangan  tekn is TABG, m eliputi tahapan :

a. penelitian  D okum en R encana Teknis;

b. sidang; dan

c. ra p a t pleno.

Pasal 129

(1) T ahapan  penelitian  D okum en R encana Teknis

sebagaim ana d im aksud  pada  Pasal 128 h u ru f  a  meliputi:

a. penerim aan  pen u g asan  b eserta  kelengkapan

D okum en R encana Teknis B angunan  G edung yang 

d im ohonkan IMB dari p e lak san a  pengelolaan TABG 

kepada  m asing-m asing  anggota TABG sesua i bidang 

keahliannya;

b. pem eriksaan  d an  evaluasi D okum en R encana

Teknis oleh anggota TABG sesua i bidang

keahliannya; dan



c. penyam paian  hasil kesim pulan  pem eriksaan  dan  

evaluasi D okum en R encana Teknis kepada 

koord inator TABG u n tu k  dibaw a ke ta h a p an  sidang.

(2) Pem eriksaan  d an  evaluasi D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b d ilakukan  

dengan m enggunakan  D aftar S im ak Pem eriksaan  dan  

Evaluasi.

(3) Pem eriksaan  dan  evaluasi D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (1) h u ru f  b d ilakukan  

te rh ad ap  kesesua ian  dengan:

a. perizinan  d a n /a ta u  R ekom endasi tekn is lain dari 

in stan s i berw enang;

b. p e rsy ara tan  ta ta  bangunan ; dan

c. p e rsy ara tan  keandalan  B angunan  Gedung.

(4) Pem eriksaan  d an  evaluasi D okum en R encana Teknis 

te rh ad ap  kesesu a ian  dengan perizinan  d a n /a ta u . 

R ekom endasi teknis lain dari in s tan s i berw enang 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) h u ru f  a  d ilakukan  

u n tu k  m enjam in D okum en R encana Teknis B angunan  

G edung telah  m em enuhi k e ten tu an  p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an  terka it bidang:

a. pekerjaan  um um  d an  p en a taan  ruang;

b. p e ru m ah an  dan  kaw asan  perm ukim an;

c. ke ten teram an  d an  ke tertiban  um um  serta  

perlindungan  m asyarakat;

d. p e rtan ah an ;

e. pem berdayaan  m asy arak a t d an  desa;

f. sosial;

g. tenaga  kerja;

h. perhubungan ;

i. lingkungan hidup;

j. k eh u tan an ;

k. energi d an  sum ber daya m ineral;

l. kom unikasi dan  inform atika;

m. kebudayaan ;

n. ke lau tan  dan  perikanan;

o. pariw isata;

p. perdagangan;

q. pe rindustrian ; dan



r. k eseha tan .

(5) Pem eriksaan  dan  evaluasi D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung te rh ad ap  k esesu a ian  dengan 

p ersy ara tan  ta ta  ban g u n an  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) h u ru f  b d ilakukan  u n tu k  m enjam in  D okum en 

R encana Teknis te lah  m em enuhi p ersy ara tan  ta ta  

b an g u n an  yang meliputi:

a. p e rsy ara tan  p e ru n tu k a n  d an  in ten sita s  B angunan  

Gedung;

b. p e rsy ara tan  a rs itek tu r; dan

c. p e rsy ara tan  pengendalian  dam pak  lingkungan.

(6) P ersyara tan  p e ru n tu k a n  d an  in ten sita s  B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (5) h u ru f  a 

m eliputi p e ru n tu k a n  lokasi, k ep ad a tan , ketinggian, dan  

ja ra k  bebas B angunan  G edung sesu a i R encana T ata 

R uang W ilayah, R encana Detail T ata  Ruang, d a n /a ta u  

R encana T ata  B angunan  dan  Lingkungan.

(7) P ersyara tan  a rs ite k tu r sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(5) h u ru f  b m eliputi penam pilan , ta ta  ru an g  dalam , 

keseim bangan, keserasian , d an  k ese la rasan  dengan 

lingkungan.

(8) Pem eriksaan  dan  evaluasi D okum en R encana Teknis 

B angunan  G edung te rh ad ap  k esesu a ian  dengan 

p e rsy ara tan  keandalan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (3) h u ru f  c d ilakukan  u n tu k  

m enjam in  D okum en R encana Teknis B angunan  Gedung 

telah m em enuhi p e rsyara tan  k eanda lan  B angunan  

G edung yang meliputi:

a. p e rsy ara tan  keselam atan ;

b. p e rsy ara tan  kesehatan ;

c. p e rsy ara tan  kenyam anan; dan

d. p e rsy ara tan  kem udahan .

Pasal 130

(1) S idang sebagaim ana d im aksud  pada  Pasal 128 h u ru f  b 

d ilak san ak an  dengan ke ten tuan :

a. anggota TABG m elaksanakan  sidang  sesua i dengan 

jadw al yang telah  d ite tapkan  oleh pe laksana  

pengelolaan TABG;



b. sidang dipim pin oleh koordinator TABG dan  dihadiri 

oleh anggota TABG sesua i dengan p en u g asan  oleh 

p e laksana  pengelolaan TABG, penyedia ja s a  

p e ren can aan  B angunan  G edung, d an  Pem ohon IMB;

c. p e lak san aan  sidang m eliputi pem bahasan  

p em enuhan  p e rsyara tan  tekn is te rh ad ap  dokum en 

p e ren can aan  tekn is secara  m enyelu ruh  dan  

kom prehensif;

d. hasil sidang h a ru s  te rtu an g  dalam  berita  acara  

sidang;

e. sidang d ilakukan  secara  m usyaw arah  u n tu k  

m ufakat; dan

f. hasil sidang dibaw a ke ra p a t pleno u n tu k  d ite tapkan  

dalam  su ra t pertim bangan  tekn is yang selan ju tnya  

m enjadi d a sa r  penerb itan  IMB.

(2) P e laksanaan  sidang sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  c d ilakukan  m elalui:

a. p em aparan  D okum en R encana Teknis oleh penyedia 

ja s a  perencanaan  konstruksi;

b. penyam paian  tanggapan  TABG te rh ad ap  pem aparan  

penyedia ja s a  p e rencanaan  konstruksi;

c. penyam paian  hasil pem eriksaan  d an  evaluasi 

D okum en R encana Teknis te rh ad ap  pem enuhan  

p e rsy ara tan  D okum en R encana Teknis oleh TABG;

d. d iskusi; dan

e. p ene tapan  hasil sidang dalam  berita  acara.

(3) Pem aparan  D okum en R encana Teknis oleh penyedia ja s a  

p e ren can aan  k o nstruksi sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) h u ru f  a  paling sedikit m em uat su b s tan si 

p e rencanaan  dan  perancangan:

a. a rsitek tu r;

b. s tru k tu r; dan

c. u tilitas.

(4) Tanggapan dan  hasil pem eriksaan  d an  evaluasi te rhadap  

p em en u h an  p e rsyara tan  D okum en R encana Teknis 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  b dan  h u ru f c 

d isam paikan  oleh TABG kepada  penyedia ja s a  

p e ren can aan  dan  Pem ohon IMB.



(5) D iskusi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  d 

d ilakukan  oleh TABG dengan penyedia j a s a  perencanaan  

se rta  Pem ohon IMB.

(6) Dalam  hal setelah  3 (tiga) kali Pem ohon m elalui proses 

pertim bangan  teknis TABG d an  m en d ap a tk an  su ra t 

pertim bangan  tekn is yang m enyatakan  bahw a D okum en 

R encana Teknis belum  m em enuhi persyara tan , m aka 

TABG d ap a t m engusu lkan  penggantian:

a. tenaga  ahli penyedia ja s a  p e ren can aan  yang 

bersangku tan ; a ta u

b. penyedia ja s a  p erencanaan  yang bersangku tan .

(7) D alam  hal te rd ap a t m asa lah  yang tidak  d ap at 

d iselesaikan  dalam  sidang sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2), m aka pengam bilan k e p u tu sa n  dibaw a ke rap a t 

pleno.

Pasal 131

(1) R apat pleno sebagaim ana d im aksud  pad a  Pasal 128 

h u ru f  c d ilak sanakan  dengan ke ten tuan :

a. anggota TABG m elaksanakan  ra p a t pleno sesuai 

dengan jadw al yang telah  d ite tap k an  oleh 

p e lak san a  pengelolaan TABG;

b. rap a t pleno dipim pin oleh k e tu a  TABG dan  dihadiri 

oleh se lu ru h  u n s u r  anggota TABG;

c. p e lak san aan  ra p a t pleno m eliputi pengam bilan 

k e p u tu san  a ta u  p enetapan  su ra t  pertim bangan  

tekn is yang bersifat final;

d. ra p a t pleno d ilakukan  secara  m usyaw arah  u n tu k  

m ufakat; dan

'i e. k e p u tu san  ra p a t pleno h a ru s  te rtu an g  dalam  berita  

a ca ra  ra p a t pleno TABG.

(2) S u ra t pertim bangan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) h u ru f  c d ap a t berupa:

a. pertim bangan  tekn is p e rse tu ju an  penerb itan  IMB; 

a ta u

b. pertim bangan  tekn is u n tu k  tidak  d iterb itkan  IMB 

dengan  c a ta ta n  perbaikan .

(3) Pertim bangan  tekn is p e rse tu ju an  penerb itan  IMB 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  a  be ru p a



kesim pulan  hasil persidangan  yang m enyatakan  bahw a 

D okum en R encana Teknis B angunan  G edung u n tu k  

kepentingan  um um  su d a h  m em enuhi persyara tan .

(4) C a ta tan  perbaikan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h u ru f  b h a ru s  bersifat konkrit dan  kom prehensif se rta  

tidak  d ap a t d iubah  d a n /a ta u  d itam bah  pada  agenda 

sidang berikutnya.

(5) TABG bertanggungjaw ab te rb a ta s  p ad a  su b s ta n s i dari 

pertim bangan  tekn is yang te rcan tu m  dalam  su ra t 

pertim bangan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) h u ru f  c, sedangkan  tanggungjaw ab dari desain  

p e rencanaan  B angunan  G edung te tap  m elekat pada 

penyedia jasa .

Pasal 132

(1) Dalam  hal proses pertim bangan  tekn is TABG 

sebagaim ana d im aksud  pada Pasal 130 d ilaksanakan  

te rh ad ap  perbaikan  D okum en R encana Teknis m aka 

pem b ah asan  d ilakukan  te rb a ta s  pad a  c a ta ta n  perbaikan  

yang te rm u a t dalam  berita  aca ra  sidang sebelum nya.

(2) Dalam hal proses pertim bangan  tekn is sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) te rd ap a t perm in taan  dari 

Pem ohon IMB, pe laksana  pengelolaan TABG dapat 

m engatu r konsu ltasi dengan anggota TABG yang 

d itugaskan  pada  B angunan  G edung yang dim ohonkan.

(3) K onsultasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d ilak san ak an  di lu a r jadw al sidang d an  ra p a t pleno yang 

su d ah  d ite tapkan .

Paragraf 3

Tata C ara P enugasan  Dan P e laksanaan  T ugas TABG Dalam  

Penyelesaian M asalah Penyelenggaraan B angunan  Gedung

K epentingan Um um

Pasal 133

(1) T ata cara  penugasan  TABG dalam  m em berikan  m asu k an  

pada  penyelesaian m asalah  penyelenggaraan  B angunan  

G edung kepentingan  um um  meliputi:



a. Kepala D inas PUPR m elalui P elaksana  pengelolaan 

TABG m enugaskan  anggota TABG berd asark an  

perm asa lah an  yang m uncul;

b. p e laksana  pengelolaan TABG m engidentifikasi 

m asa lah  b e rd asa rk an  jen is  d an  kom pleksitasnya;

c. pe lak san a  pengelolaan TABG m en u g ask an  anggota 

TABG dengan m em pertim bangkan  kesesuaian  

a n ta ra  kem am puan  dan  bidang keah lian  anggota 

TABG dengan jen is  dan  kom pleksitas m asalahnya;

d. dalam  hal pe rm asa lah an  BGCB, p en u g asan  TABG 

m elibatkan  anggota TABG dengan keahlian  

dibidang pelestarian ; dan

e. dalam  hal pe rm asa lahan  BGH, pen u g asan  TABG 

m elibatkan  anggota TABG dengan keahlian  

dibidang B angunan  G edung hijau .

(2) M asukan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ite tapkan  dalam  su ra t Rekom endasi tekn is penyelesaian 

m asalah .

(1) T ata cara  p e lak san aan  tugas TABG u n tu k  penyelesaian

d. rap a t pleno.

(2) P erencanaan  penyelesaian m asa lah  sebagaim ana 

d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  a d ilakukan  melalui:

a. identifikasi lingkup perm asa lahan ;

b. p en y u su n an  strategi; dan

c. pen 3m su n a n  jadw al kerja.

(3) P e laksanaan  pengujian sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  b d ilakukan  m elalui:

a. pem eriksaan  visual;

b. pengujian  non destruktif; d a n /a ta u

c. pengujian  destruktif.

Pasal 134

m asalah  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

kepentingan  um um  m eliputi tahapan :

a. p e rencanaan  penyelesaian m asalah ;

b. p e lak san aan  pengujian;

c. p e n y u su n an  m asu k an  penyelesaian  m asalah ; dan



(4) P enyusunan  m asu k an  penyelesaian  m asalah  

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c d ilakukan  

secara  tertu lis .

(5) R apat pleno sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  

d d ilakukan  m elalui tahapan :

a. m engundang  se lu ru h  u n s u r  TABG;

b. penyam paian  m asu k an  penyelesaian  m asalah  oleh 

TABG dalam  ra p a t pleno; dan

c. p ene tapan  su ra t R ekom endasi tekn is oleh k e tu a  

TABG.

(6) R apat pleno sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (5) 

d ilak san ak an  dengan ke ten tuan :

a. anggota TABG m elaksanakan  ra p a t pleno sesuai 

dengan  jadw al yang te lah  d ite tapkan  oleh 

p e laksana  pengelolaan TABG;

b. ra p a t pleno dipim pin oleh k e tu a  TABG dan  dihadiri 

oleh se lu ru h  u n s u r  anggota TABG;

c. p e lak san aan  ra p a t pleno m eliputi pengam bilan 

k e p u tu san  a ta u  p enetapan  su ra t  pertim bangan  

tekn is yang bersifat final;

d. ra p a t pleno d ilakukan  secara  m usyaw arah  u n tu k  

m ufakat; dan

e. k e p u tu sa n  ra p a t pleno h a ru s  te rtu lis  dalam  berita  

acara.

Paragraf 5

T ata  C ara  P enugasan  D an P e laksanaan  T ugas TABG u n tu k

P eny u su n an  d a n /a ta u  P enyem purnaan  P e ra tu ran  Perundang- 

u n d an g an  Terkait B angunan  G edung

Pasal 135

T ata  ca ra  p en u g asan  TABG u n tu k  p e n y u su n an  d a n /a ta u

penyem purnaan  p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  terka it

B angunan  G edung meliputi:

a. Kepala D inas PUPR m em inta  p engusu lan  kepada 

p e lak san a  pengelolaan TABG u n tu k  p en u g asan  anggota 

TABG;

b. pe lak san a  pengelolaan TABG m engidentifikasi su b s tan si 

p e ra tu ran  perundang -undangan ;



c. pelaksana pengelolaan TABG mengusulkan anggota 
TABG dengan mempertimbangkan kesesuaian antara 

kemampuan dan bidang keahlian setiap anggota TABG 

dengan substansi peraturan yang sedang disusun 
dan/atau disempurnakan;

d. dalam hal penyusunan dan/atau penyempurnaan 

peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung Cagar 
Budaya, penugasan TABG melibatkan anggota TABG 

dengan keahlian dibidang pelestarian; dan
e. dalam hal penyusunan dan/atau penyempurnaan 

peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung hijau, 
penugasan TABG melibatkan anggota TABG dengan 

keahlian dibidang Bangunan Gedung hijau.

Pasal 136
(1) Tata cara pelaksanaan tugas TABG untuk penyusunan 

dan/atau penyempurnaan peraturan perundang- 
undangan terkait Bangunan Gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan melalui tahapan:
a. pelaksanaan rapat pembahasan;
b. penyampaian masukan dan/atau tanggapan dalam 

rapat pembahasan; dan
c. penyampaian laporan hasil rapat pembahasan.

(2) Penyampaian masukan dan/atau tanggapan dalam rapat 
pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dilakukan dengan ketentuan:
a. masukan dan/atau tanggapan anggota TABG 

sesuai dengan bidang keahliannya; dan
b. pertanggungjawaban TABG sebatas pada masukan 

dan/atau tanggapan yang disampaikan.
(3) Dalam hal anggota TABG memandang penting untuk 

pelibatan keahlian di luar bidangnya, anggota TABG 

dapat mengusulkan untuk penambahan dan/atau 

penggantian penugasan melalui laporan hasil rapat 
pembahasan.

Pasal 137
(1) Dalam hal penanggung jawab pelaksana pengelolaan 

TABG memandang bahwa anggota TABG tidak



melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga

mengganggu layanan Pemerintah Daerah, penanggung 

jawab pelaksana pengelolaan TABG dapat memberikan 

teguran, peringatan sampai dengan pemberhentian 

anggota TABG.
(2) Dalam hal dilakukan pemberhentian anggota TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses 
penggantiannya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 122.

(1) Acuan kelengkapan dokumen dalam proses
penyelenggaraan TABG meliputi:
a. pengelolaan dan pelaporan basis data TABG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) 
huruf e;

b. surat dalam proses pembentukan TABG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1);
c. bagan tata cara pembentukan TABG sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 116, kriteria calon anggota 

TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117;
d. bagan tata cara penugasan dan contoh surat 

penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

e. daftar sidang pemeriksaan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2);

teknis TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
130 ayat (1) huruf d;

g. berita acara rapat pleno dalam proses 
pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 131; dan
h. surat pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 131;
(2) Acuan kelengkapan dokumen dalam proses 

penyelenggaraan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II dari Peraturan Bupati

Pasal 138

126

f. berita acara sidang dalam proses pertimbangan

ini



BAB V

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 139
(1) Setiap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun 

harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.
(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi:

b. Bangunan Gedung eksisting.
(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF kepada:
a. Dinas PUPR; atau
b. DPMPTSP untuk perumahan bagi MBR.

(4) Dalam hal mendapatkan pendelegasian, Gamat 
menerbitkan SLF untuk Bangunan Gedung yanglMB- 
nya dilakukan di Kecamatan.

(5) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pemilik 

Bangunan Gedung atau orang yang diberi kuasa oleh 

Pemilik Bangunan Gedung.
(6) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus memenuhi kelengkapan dokumen permohonan

(7) SLF diterbitkan terhadap Bangunan Gedung yang telah 

memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(8) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh 

penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan Gedung, kecuali 
untuk:
a. Perumahan MBR oleh Tim Teknis DPMPTSP;
b. rumah tinggal sederhana hingga 2 (dua) lantai

a. Bangunan Gedung baru; dan

SLF.

dengan luas maksimal 250 m2 (dua ratus lima 
puluh meter persegi) oleh Tim Teknis Kecamatan



yang penerbitan IMB-nya dilakukan oleh Camat; 

atau
c. rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 

selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 

oleh Dinas PUPR.

Pasal 140
(1) SLF diberikan untuk 1 (satu) kesatuan sistem Bangunan

Gedung, yang meliputi:
a. kesatuan arsitektur Bangunan Gedung;
b. kesatuan struktur dan konstruksi Bangunan 

Gedung; dan
c. kesatuan utilitas Bangunan Gedung.

(2) SLF dapat diberikan untuk sebagian Bangunan Gedung
atas permohonan pemilik/pengguna Bangunan Gedung
untuk:
a. Bangunan Gedung yang terpisah secara horizontal 

dan masing-masing memiliki kesatuan sistem 

Bangunan Gedung secara mandiri;
b. setiap unit Bangunan Gedung yang merupakan 

bagian dari kumpulan Bangunan Gedung dalam 1 
(satu) kavling/persil dengan kepemilikan yang sama; 

dan/atau
c. setiap unit Bangunan Gedung yang telah dinyatakan 

Laik Fungsi sebagai bagian dari kumpulan 

Bangunan Gedung yang dibangun secara kolektif 
dalam suatu kawasan yang telah dilengkapi dengan 

prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 141
Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi:
a. penggolongan objek SLF;
b. persyaratan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
c. dokumen permohonan SLF;
d. masa berlaku SLF;
e. tata cara penyelenggaraan SLF; dan
f. dokumen SLF Bangunan Gedung.



Bagian K edua 

Penggolongan Objek SLF

Pasal 142

(1) Penggolongan objek SLF meliputi:

a. B angunan  G edung baru;

b. B angunan  G edung eksisting; dan

c. b an g u n an  p rasa ran a .

(2) Penggolongan objek SLF sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) m eliputi:

a. penerb itan  SLF p ertam a kali (SLFi); a ta u

b. perpan jangan  SLF (SLFn).

(3) Penggolongan objek SLF sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  a  dan  h u ru f  b b e rd a sa rk an  kom pleksitas 

B angunan  G edungnya meliputi:

a. B angunan  G edung sederhana;

b. B angunan  G edung tidak  sederhana; dan

c. B angunan  G edung k h u su s .

(4) Penggolongan objek SLF sebagim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(1) h u ru f  a  dan  h u ru f  b b e rd asa rk an  pe laksanaan  

pengaw asan  konstru k sin y a  m eliputi:

a. B angunan  G edung sed erh an a  pengaw asan 

konstru k sin y a  d ilakukan  sendiri oleh pemilik; dan

b. B angunan  G edung sederhana , tidak  sed erh an a  dan  

k h u su s  yang pengaw asan  k o n stru k sin y a  d ilakukan  

oleh penyedia ja s a  pengaw as/M K .

Bagian Ketiga

P ersyara tan  Kelaikan Fungsi B angunan  G edung

Paragraf 1 

Um um

Pasal 143

(1) P ersyara tan  kelaikan  fungsi B angunan  G edung m eliputi 

pem enuhan :

a. p e rsy ara tan  adm in istra tif B angunan  Gedung; dan

b. p e rsy ara tan  tekn is B angunan  G edung.



(2) P em enuhan  p e rsyara tan  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) d isesua ikan  dengan fungsi B angunan  Gedung 

yang d ite tapkan .

(3) P em enuhan  p e rsyara tan  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) d ibedakan  b e rd asa rk an  penggolongan B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 142.

Paragraf 2

P ersyara tan  A dm inistratif B angunan  G edung 

Pasal 144

(1) P ersyaratan  adm in istra tif B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 143 ayat (1) h u ru f  a  

m eliputi:

a. s ta tu s  h ak  a ta s  tanah ;

b. s ta tu s  kepem ilikan B angunan  Gedung; dan

c. IMB.

(2) S ta tu s  h ak  a ta s  tan ah  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) h u ru f  a  d ibuk tikan  dengan:

a. su ra t buk ti s ta tu s  h ak  a ta s  tan ah ; a ta u

b. su ra t perjanjian  pem anfaatan  a ta u  penggunaan  

tan ah , apab ila  Pemilik B angunan  G edung bukan  

pem egang h ak  a ta s  tanah .

(3) S ta tu s  kepem ilikan B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b d ibuk tikan  dengan:

a. su ra t buk ti kepem ilikan B angunan  G edung u n tu k  

B angunan  G edung selain ru m ah  su su n ;

b. sertifikat kepem ilikan B angunan  G edung sa tu an  

ru m ah  su su n  u n tu k  ru m ah  su su n  m ilik yang 

did irikan  di a ta s  tan a h  w akaf dengan  ca ra  sewa a ta u  

barang  milik n eg ara /D ae rah  b e ru p a  tanah ; a ta u

c. sertifikat h ak  milik sa tu a n  ru m ah  su su n  u n tu k  

ru m ah  su su n  milik yang d idirikan di a ta s  tan ah  hak  

m ilik a ta u  h ak  gu n a  bangunan .

(4) D alam  hal s ta tu s  kepem ilikan B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (3) tidak  ada, 

d igan tikan  dengan d a ta  Pemilik B angunan  Gedung.

(5) D alam  hal pengguna B angunan  G edung bukan  

m erupakan  Pemilik B angunan  G edung, s ta tu s



kepem ilikan B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (3) dilengkapi dengan su ra t perjanjian  

pem anfaa tan  B angunan  Gedung.

(6) Pem buktian  s ta tu s  kepem ilikan B angunan  Gedung

u n tu k  ru m ah  su su n  milik d ilakukan  oleh perh im punan  

pem ilik dan  penghun i sa tu an  ru m ah  su su n .

(7) Pem buktian  s ta tu s  kepem ilikan B angunan  G edung

u n tu k  ru m ah  su su n  sewa d ilakukan  oleh pemilik rum ah  

su su n  a ta u  pengelola rum ah  su su n .

P ersyara tan  tekn is B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 143 ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. p e rsy ara tan  ta ta  bangunan ; dan

b. p e rsyara tan  keandalan  B angunan  G edung.

(1) P ersyara tan  ta ta  b an g u n an  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Oasal 145 h u ru f a m eliputi:

a. p e rsyara tan  p e ru n tu k a n  B angunan  Gedung;

b. p e rsy ara tan  in ten sitas  B angunan  Gedung;

c. p e rsy ara tan  a rs itek tu r B angunan  Gedung; dan

d. p e rsy ara tan  pengendalian  dam pak  lingkungan.

(2) P ersyaratan  p e ru n tu k a n  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  m eru p ak an  kesesuaian  

fungsi B angunan  G edung dengan p e ru n tu k a n  dalam  

RTRW, RDTR d a n /a ta u  RTBL.

(3) P ersyaratan  in ten sitas  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. p e rsy ara tan  k epada tan  B angunan  Gedung;

b. p e rsy ara tan  ketinggian B angunan  Gedung; dan

c. p e rsy ara tan  ja ra k  bebas B angunan  G edung.

(4) P ersyara tan  a rs itek tu r B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c m eliputi:

a. p e rsy ara tan  penam pilan B angunan  Gedung;

b. p e rsy ara tan  ta ta  ru an g  dalam ; dan

Paragraf 3

P ersyaratan  Teknis B angunan  G edung

Pasal 145

Pasal 146



c. p e rsy ara tan  keseim bangan, keserasian , dan

lingkungannya.

(5) P ersyaratan  pengendalian  dam pak  lingkungan 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  d m erupakan  

p e rsy ara tan  izin lingkungan u n tu k  B angunan  Gedung.

(1) P ersyaratan  keanda lan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 145 h u ru f  b m eliputi:

a. p e rsyara tan  keselam atan;

b. p e rsy ara tan  kesehatan ;

c. p e rsy ara tan  kenyam anan; dan

d. p e rsy ara tan  kem udahan .

(2) P ersyaratan  keselam atan  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  a  meliputi:

a. p e rsy ara tan  s tru k tu r  B angunan  Gedung;

b. p e rsy ara tan  proteksi bahaya  kebakaran ;

c. p e rsy ara tan  penangkal petir;

d. p e rsy ara tan  keam anan  dan  k eanda lan  in sta lasi listrik 

u n tu k  B angunan  G edung yang dilengkapi insta lasi 

listrik; dan

e. p e rsy ara tan  pengam anan  bencana  b ah an  peledak, 

penem bakan , d a n /a ta u  gangguan serius lainnya 

u n tu k  B angunan  G edung kepen tingan  um um  dan 

B angunan  G edung fungsi k h u su s .

(3) P ersyara tan  k eseh a tan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(1) h u ru f  b meliputi:

a. p e rsy ara tan  sistem  penghaw aan;

b. p e rsyara tan  sistem  pencahayaan;

c. p e rsyara tan  sistem  air bersih;

d. p e rsy ara tan  sistem  pem buangan  a ir kotor d a n /a ta u  

a ir lim bah;

e. p e rsy ara tan  sistem  pem buangan  ko toran  dan  

sam pah;

f. p e rsy ara tan  sistem  penyalu ran  a ir hu jan ; dan

g. p e rsy ara tan  penggunaan  b ah an  B angunan  Gedung.

(4) P ersyara tan  kenyam anan  sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) h u ru f  c meliputi:

k ese la rasan  B angunan  G edung dengan

Pasal 147



a. persyaratan kenyamanan ruang gerak;

b. persyaratan kenyamanan kondisi udara dalam ruang;
c. persyaratan kenyamanan pandangan; dan
d. persyaratan kenyamanan getaran dan kebisingan.

(5) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d meliputi:
a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam 

bangunan, yang terdiri dari sarana hubungan 

horizontal antarruang/ antarbangunan dan sarana 
hubungan vertikal antarlantai; dan

b. kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan 

Bangunan Gedung.

Bagian Keempat 
Dokumen Permohonan SLF

Paragraf 1
Dokumen Administratif Permohonan SLF 

Pasal 148
(1) Dokumen administratif permohonan penerbitan SLF 

meliputi:
a. formulir permohonan penerbitan SLF yang 

ditandatangani oleh Pemohon;
b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila 

Pemohon bukan pemilik bangunan;
c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan 

kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian 

pemanfaatan tanah;
d. data kepemilikan Bangunan Gedung, dalam hal 

terjadi perubahan kepemilikan Bangunan Gedung;
e. surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung; dan
f. data Perencana Konstruksi, pelaksana konstruksi, 

dan/atau pengawas konstruksi.
(2) Dokumen administratif permohonan perpanjangan SLF 

meliputi:
a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang 

ditandatangani oleh Pemohon;



b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila
Pemohon bukan pemilik bangunan;

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan
kepemilikan tanah atau perubahan perjanjian
pemanfaatan tanah;

d. data kepemilikan Bangunan Gedung, dalam hal 
terjadi perubahan kepemilikan Bangunan Gedung;

e. surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung; dan

f. data pelaksana pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung .

(3) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dan pada ayat (2) huruf c meliputi:
a. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;
b. fotokopi tanda bukti lunas PBB tahun berjalan; dan
c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan 

tanah antara Pemilik Bangunan Gedung dengan 
pemegang hak atas tanah dalam hal Pemilik 

Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah.
(4) Surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) 
huruf e dibuat oleh:
a. pengawas/ Manajemen Konstruksi (MK) untuk 

Bangunan Gedung baru yang pengawasan 

pelaksanaan konstruksinya menggunakan penyedia

b. Tim Teknis DPMPTSP untuk Bangunan Gedung 

baru perumahan MBR;
c. Tim Teknis Kecamatan untuk Bangunan Gedung 

rumah tinggal hingga 2 (dua) lantai dengan luas 
maksimal 250 m2 (dua ratus lima puluh meter 

persegi) yang penerbitan IMB-nya dilakukan oleh 

Gamat;
d. Tim Teknis Dinas PUPR untuk Bangunan Gedung 

rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret 
selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 

huruf c; atau
e. pengkaji teknis untuk Bangunan Gedung eksisting.

jasa;



(5) D alam  hal B angunan  G edung b a ru , m ak a  u n tu k  su ra t 

pe rnya taan  kelaikan fungsi B angunan  G edung yang 

d ib u a t oleh Tim Teknis DPMPTSP sebagaim ana d im aksud  

pad a  . ayat (4) h u ru f  b, Tim Teknis K ecam atan 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c dan  Tim 

Teknis D inas PUPR sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

h u ru f  d, h a ru s  dilengkapi dengan su ra t pernya taan  dari 

Pemilik B angunan  G edung bahw a p e laksanaan  

k o n stru k si te lah  sesua i dengan D okum en R encana 

Teknis.

(6) D ata Perencana K onstruksi, p e lak san a  konstruksi, 

d a n /a ta u  pengaw as k o n stru k si sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1) h u ru f  e diisi dengan:

a. d a ta  penyedia ja s a  P erencana K onstruksi, p e laksana

konstruksi, d a n /a ta u  pengaw as/ M anajem en

K onstruksi (MK) apab ila  m enggunakan  penyedia 

ja sa ; a ta u

b. d a ta  Pemilik B angunan  G edung apab ila  tidak  

m enggunakan  penyedia jasa .

(7) D ata p e laksana  pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  e 

diisi dengan data:

a. Tim Teknis DPMPTSP yang m elaksanakan

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung

b aru  p e ru m ah an  MBR;

b. Tim Teknis K ecam atan yang m elaksanakan

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung

ru m ah  tinggal hingga 2 (dua) lan ta i dengan luas 

m aksim al 250 m2 (dua ra tu s  lim a p u lu h  m eter 

persegi);

c. Tim Teknis D inas PUPR yang m elaksanakan

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung

ru m ah  tinggal tunggal d an  ru m ah  tinggal deret 

selain sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  b dan  

h u ru f  c; a ta u

d. pengkaji tekn is yang m elak san ak an  pem eriksaan  

kela ikan  fungsi B angunan  G edung eksisting.



Paragraf 2

D okum en Teknis Perm ohonan SLF B angunan  G edung

S ederhana

Pasal 149

(1) K elengkapan dokum en tekn is perm ohonan  penerb itan  

SLF B angunan  G edung sed erh an a  m eliputi:

a. form ulir d a ta  um um  B angunan  Gedung;

b. dokum en IMB beserta  lam piran  D okum en R encana 

Teknis yang  telah  d isahkan ;

c. as built drawings; d an

d. dokum en pengaw asan konstruksi.

(2) As built drawings sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  c m engikuti k e ten tu an  dalam  Pasal 37, berupa:

a. D okum en R encana Teknis apab ila  tidak  ada  

p e ru b ah an  dalam  p e lak san aan  konstruksi; a ta u

b. as built drawings yang d ib u a t secara  sederhana  

dengan inform asi yang lengkap apab ila  ada  

p e ru b a h a n  dalam  p e lak san aan  konstruksi.

(3) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung sed erh an a  tidak  

m am pu m enggunakan  penyedia ja s a  konstruksi, 

dokum en pengaw asan k o n stru k si sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  d berupa:

a. foto pengaw asan konstruksi; dan

b. daftar sim ak pengaw asan  k o n stru k si B angunan

(4) Dalam  hal perm ohonan  penerb itan  SLF u n tu k  B angunan  

G edung sed erh an a  eksisting yang  belum  memiliki IMB, 

p e rsy ara tan  teknis sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

diganti dengan k e ten tu an  dalam  Pasal 37.

(5) Dalam  hal perm ohonan  perpan jangan  SLF, selain 

kelengkapan dokum en sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(1) d itam bahkan  dengan dokum en SLF te rak h ir beserta  

lam pirannya dan  dokum en pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung se rta  d ap a t dilengkapi dengan 

dokum en pem eriksaan  berkala  d an  dokum en 

Pem eliharaan  dan  peraw atan .

G edung sed erh an a  yang diisi oleh pem ilik dan  

d iketahu i Tim Teknis DPMPTSP a ta u  Tim Teknis

K ecam atan.



Paragraf 3
Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan

(1) Kelengkapan dokumen teknis permohonan penerbitan 

SLF Bangunan Gedung tidak sederhana dan khusus 
meliputi:
a. formulir data umum Bangunan Gedung;
b. dokumen IMB beserta lampiran-Dokumen Rencana 

Teknis yang telah disahkan;
c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(2) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38.
(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk Bangunan 

Gedung tidak sederhana dan khusus eksisting yang 
belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, selain 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditambahkan dengan dokumen SLF terakhir beserta 

lampirannya dan dapat dilengkapi dengan dokumen 

Pemeliharaan dan perawatan, serta dokumen 

pemeriksaan berkala.

Gedung Tidak Sederhana Dan Khusus

Pasal 150



Paragraf 4
Dokumen Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan

Prasarana

Pasal 151
(1) Kelengkapan dokumen teknis permohonan penerbitan 

SLF bangunan prasarana meliputi:
a. formulir data umum bangunan prasarana;
b. dokumen IMB beserta lampiran Dokumen Rencana 

Teknis yang telah disahkan;
c. as built drawings; dan
d. dokumen pengawasan konstruksi.

(2) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47.
(3) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan 

prasarana eksisting yang belum memiliki IMB, 
persyaratan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b diganti dengan dokumen pemeriksaan 

kelaikan fungsi.
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, selain 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditambahkan dengan dokumen SLF terakhir beserta 

lampirannya dan dapat dilengkapi dengan dokumen 

Pemeliharaan dan perawatan, serta dokumen 

pemeriksaan berkala.

(1) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal sederhana 

dan rumah tinggal deret sederhana 1 (satu) lantai dengan 
total luas lantai maksimal 35 m2 (tiga puluh enam meter 
persegi) dan total luas tanah maksimal 72 m2 (tujuh 

puluh dua meter persegi), berlaku selama Bangunan 

Gedung tidak mengalami perubahan IMB.
(2) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan 

rumah tinggal deret selain sebagaimana dimaksud pada

Bagian Kelima
Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung

Pasal 152



ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 
tahun.

(3) SLF Bangunan Gedung rumah susun dan Bangunan 

Gedung lainnya berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun.

(4) SLF Bangunan Gedung yang telah habis masa 

berlakunya harus diperpanjang.
(5) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung 

dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender 

sebelum masa berlaku SLF Bangunan Gedung berakhir.

(1) Penyelenggaraan SLF meliputi:
a. penerbitan SLF untuk pertama kali (SLFi); dan
b. perpanjangan SLF (SLFn).

(2) Tahapan penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(3) Penerbitan SLF untuk pertama kali (SLFi) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan untuk:
a. Bangunan Gedung baru; dan
b. Bangunan Gedung eksisting.

(4) Penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh:
a. DPMPTSP, dalam hal Bangunan Gedung baru 

perumahan MBR;
b. Kecamatan, dalam hal Bangunan Gedung rumah

tinggal hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 
250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) yang 

penerbitan IMB-nya dilakukan di Kecamatan; dan

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan SLF

Paragraf 1 
Umum

Pasal 153



c. Dinas PUPR, dalam hal Bangunan Gedung rumah 

tinggal tunggal dan rumah tinggal deret selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. .
(5) Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi:

a. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung baru yang menggunakan penyedia 

jasa pengawas/MK;
b. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung baru rumah tinggal tunggal dan 

rumah tinggal deret yang pengawasan pelaksanaan 

konstruksinya dilakukan oleh Pemilik Bangunan 

Gedung;
c. tata cara penerbitan SLF oleh DPMPTSP untuk 

Bangunan Gedung baru perumahan MBR;

d. tata cara penerbitan SLF oleh Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung baru sederhana rumah tinggal 
hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m2 
(dua ratus lima puluh meter persegi);

e. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

bangunan prasarana baru;
f. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung eksisting yang sudah memiliki 
IMB dengan menggunakan pengkaji teknis;

g. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung eksisting rumah tinggal tunggal 
dan rumah tinggal deret yang sudah memiliki IMB;

h. tata cara penerbitan SLF oleh Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung eksisting sederhana rumah tinggal 
hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m2 
(dua ratus lima puluh meter persegi) yang sudah 

memiliki IMB;
i. tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk

j. tata cara perpanjangan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung yang menggunakan pengkaji 
teknis;

k. tata cara perpanjangan SLF oleh Dinas PUPR untuk 
Bangunan Gedung eksisting rumah tinggal tunggal

bangunan prasarana eksisting yang sudah memiliki 
IMB;



dan rumah tinggal deret yang tidak menggunakan 

pengkaji teknis;
l. tata cara perpanjangan SLF oleh Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung eksisting sederhana rumah tinggal 
hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m2 
(dua ratus lima puluh meter persegi); dan

m. tata cara perpanjangan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

bangunan prasarana.

Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan 

Gedung Baru yang Menggunakan Penyedia Jasa

Pasal 154
(1) Tata cara penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung baru yang menggunakan penyedia 

jasa Pengawas/ Manajemen Konstruksi (MK) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf a 

meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

dilakukan oleh pengawas/ Manajemen Konstruksi 
(MK) setelah pelaksanaan konstruksi Bangunan 

Gedung selesai dilakukan;
b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 
huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 

Fungsi, maka pengawas/ Manajemen Konstruksi 
(MK) membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung;

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka pengawas/ Manajemen Konstruksi

Paragraf 2

Pengawas/MK



(MK) memberikan perintah perbaikan kepada 

pelaksana konstruksi;
d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c telah dilaksanakan sesuai perintah, maka 

pengawas/ Manajemen Konstruksi (MK) membuat 
surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; 
dan

e. Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF.

(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemilik Bangunan Gedung mengajukan permohonan 

SLF kepada Dinas PUPR dengan melampirkan 

dokumen administratif dan teknis;
b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dan kebenaran dokumen administratif dan teknis;
c. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 

berkas permohonan SLF dikembalikan ke Pemilik 

Bangunan Gedung untuk dilengkapi dan/atau 
diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dilengkapi surat 
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas 
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja;
g. dalam hal tim teknis Dinas PUPR menilai perlu, dapat 

dilakukan verifikasi lapangan terhadap hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebelum diberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
h. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g 

dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja 
untuk Bangunan Gedung sederhana atau 7 (tujuh)



hari kerja untuk Bangunan Gedung tidak sederhana 

dan khusus;
i. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan sesuai, tim teknis Dinas 
PUPR memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;

j. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis 
Dinas PUPR memberikan Rekomendasi perbaikan 

Bangunan Gedung dan/atau penyesuaian dokumen;
k. Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dan/atau 

penyesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada 

huruf j dalam batas waktu yang ditentukan.
(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR;
b. Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca penerbitan SLF yang telah 

dilakukan;
c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik Bangunan Gedung mengambil dokumen SLF 

yang telah diterbitkan pada Dinas PUPR.

(1) Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung baru yang dilakukan oleh penyedia jasa 

pengawas atau manajemen konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a meliputi:
a. proses pemeriksaan kelengkapan dokumen;
b. proses analisis dan evaluasi; dan
c. proses pembuatan surat pernyataan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung.
(2) Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. laporan pengawasan pelaksanaan konstruksi

Pasal 155

Bangunan Gedung;



instansi terkait untuk
b. as built drawings;

c. Rekomendasi teknis dari
sistem proteksi kebakaran, keselamatan dan
kesehatan kerja (K3), instalasi listrik, dan
pengendalian dampak lingkungan;

d. hasil pengujian material;
e. hasil pengetesan dan pengujian dalam bentuk daftar 

simak terhadap komponen arsitektur, struktur, 
utilitas, dan tata ruang luar Bangunan Gedung; dan

f. manual pengoperasian, Pemeliharaan dan perawatan 
Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan 

Bangunan Gedung.
(3) Proses analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan untuk:
a. mengkaji kesesuaian spesifikasi dan mutu 

pelaksanaan konstruksi setiap tahap pekerjaan 

terhadap Dokumen Rencana Teknis serta rencana 

kerja dan syarat;
b. mengkaji kesesuaian as built drawings Bangunan 

Gedung terhadap rencana teknis Bangunan Gedung;
c. mengkaji hasil Rekomendasi teknis dari instansi 

terkait telah dilaksanakan dalam pelaksanaan 

konstruksi;
d. mengkaji kesesuaian hasil pengujian material 

terhadap spesifikasi teknis dalam Dokumen Rencana 

Teknis serta rencana kerja dan syarat;
e. mengkaji kesesuaian hasil pengetesan dan pengujian 

peralatan/perlengkapan Bangunan Gedung terhadap 

spesifikasi teknis dalam Dokumen Rencana Teknis 
serta rencana kerja dan syarat; dan

f. mengkaji kesesuaian spesifikasi teknis dalam manual 
pengoperasian, Pemeliharaan dan perawatan 

Bangunan Gedung serta peralatan dan perlengkapan 

Bangunan Gedung terhadap spesifikasi teknis dalam 
Dokumen Rencana Teknis.



Paragraf 3
Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan 

Gedung Baru Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal 
Deret yang Pengawasan Pelaksanaan Konstruksinya 

Dilakukan oleh Pemilik Bangunan Gedung

Pasal 156
(1) Tata cara penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung baru rumah tinggal tunggal dan 

rumah tinggal deret yang pengawasan pelaksanaan 

konstruksinya dilakukan oleh Pemilik Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf b 
meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pemilik Bangunan Gedung melakukan permohonan 

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

kepada Dinas PUPR setelah selesai pelaksanaan 

konstruksi Bangunan Gedung;
b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 

Fungsi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
atas dasar surat pernyataan Pemilik Bangunan 

Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi telah sesuai 
dengan Dokumen Rencana Teknis;

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka Tim Teknis Dinas PUPR 

memberikan Rekomendasi perbaikan Bangunan 

Gedung;

r



e. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja;
f. dalam hal Pemilik Bangunan Gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d sesuai Rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas 
PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung atas surat pernyataan Pemilik 

Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan konstruksi 
telah sesuai dengan Dokumen Rencana Teknis; dan

g. Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan 

dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemilik Bangunan Gedung mengajukan permohonan 

SLF kepada Dinas PUPR dengan melampirkan 

dokumen administratif dan teknis;
b. kepala Dinas PUPR melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif 
dan teknis;

c. dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke Pemilik 

Bangunan Gedung untuk dilengkapi dan/atau 

diperbaiki;
d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dilengkapi surat 
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas 
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF; dan
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja.
(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:



a. kepala Dinas PUPR menerbitkan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR;
b. Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca penerbitan SLF yang telah 
dilakukan;

c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik Bangunan Gedung mengambil dokumen SLF 
yang telah diterbitkan pada Dinas PUPR.

Pasal 157
(1) Dalam proses pengawasan pelaksanaan konstruksi 

Bangunan Gedung baru rumah tinggal tunggal dan 

rumah tinggal deret yang dilakukan tanpa penyedia jasa, 
Pemilik Bangunan Gedung harus:
a. mengawasi setiap tahap pelaksanaan konstruksi 

Bangunan Gedung agar sesuai dengan Dokumen 

Rencana Teknis dalam IMB dan Persyaratan Pokok 

Tahan Gempa dan spesifikasi teknis dalam Dokumen 

Rencana Teknis; dan
b. mendokumentasi setiap tahap pelaksanaan 

konstruksi Bangunan Gedung.
(2) Dalam proses pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung 

baru rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret yang 
dilakukan tanpa penyedia jasa, Tim Teknis Dinas PUPR 

melakukan inspeksi berkala paling sedikit pada tahap:
a. pelaksanaan konstruksi pondasi;
b. pelaksanaan konstruksi struktur atas; dan
c. pelaksanaan finishing arsitektur.

Pasal 158
(1) Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung baru rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal 
deret yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PUPR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) huruf b 

meliputi:
a. proses pemeriksaan kelengkapan dokumen;
b. proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung;
c. proses analisis dan evaluasi; dan



d. proses penyusunan laporan pemeriksaan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung.
(2) Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Dokumen Rencana Teknis dalam IMB; dan
b. hasil dokumentasi setiap tahap pelaksanaan 

konstruksi Bangunan Gedung yang dibuat oleh 

pemilik/pengguna Bangunan Gedung.
(3) Proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemeriksaan visual kondisi faktual; dan
b. pemeriksaan kesesuaian kondisi faktual dengan 

Dokumen Rencana Teknis dalam IMB dan/atau 

Gambar Terbangun.

(4) Proses analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
a. mengkaji kesesuaian pelaksanaan konstruksi 

Bangunan Gedung dengan Persyaratan Pokok Tahan 

Gempa dan spesifikasi teknis dalam Dokumen 

Rencana Teknis; dan
b. mengkaji kesesuaian kondisi faktual dengan 

Dokumen Rencana Teknis dalam IMB dan/atau 

Gambar Terbangun.
(5) Laporan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat 
daftar simak hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung yang telah dilakukan.

Paragraf 4
Tata Cara Penerbitan SLF pada DPMPTSP untuk Bangunan 

Gedung Baru Perumahan MBR

Pasal 159
(1) Tata cara penerbitan SLF oleh DPMPTSP untuk 

Bangunan Gedung baru perumahan MBR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf c meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF. F*



(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

dilakukan oleh pengawas/ manajemen konstruksi 
setelah pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung 

selesai dilakukan;
b. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 

Fungsi, maka pengawas/ manajemen konstruksi 
membuat surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung;

c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf a menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka pengawas/manajemen konstruksi 
memberikan perintah perbaikan kepada pelaksana 

konstruksi;
d. dalam hal perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf c telah dilaksanakan sesuai perintah, maka 

pengawas/manajemen konstruksi membuat surat 
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung; dan

e. pelaku pembangunan (pengembang) menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:
a. pelaku pembangunan (pengembang) mengajukan 

permohonan SLF kepada DPMPTSP dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis;
b. kepala DPMPTSP melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif 
dan teknis;

c. dalam hal dokumen administratif dan teknis 
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke pelaku 
pembangunan (pengembang) untuk dilengkapi 
dan/atau diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dilengkapi surat



pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis DPMPTSP 

melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja.
g. dalam hal tim teknis DPMPTSP menilai perlu, dapat 

dilakukan verifikasi lapangan terhadap hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebelum diberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
h. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g 

dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja;

i. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan sesuai, tim teknis DPMPTSP 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
j. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis 
DPMPTSP memberikan Rekomendasi perbaikan 

Bangunan Gedung dan/atau penyesuaian dokumen; 
dan

k. pelaku pembangunan (pengembang) harus 
melaksanakan Rekomendasi perbaikan Bangunan 

Gedung dan/atau penyesuaian dokumen 

sebagaimana dimaksud pada huruf j dalam batas 
waktu yang ditentukan.

(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. kepala DPMPTSP menerbitkan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis DPMPTSP;
b. DPMPTSP melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung terhadap hasil penerbitan SLF 

yang telah dilakukan;
c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan



d. pelaku pembangunan (pengembang) mengambil 

dokumen SLF yang telah diterbitkan pada DPMPTSP.

Pasal 160
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

baru perumahan MBR yang dilakukan oleh penyedia jasa 

pengawas/manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 159 ayat (2) huruf b mengikuti ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

Paragraf 5
Tata Cara Penerbitan SLF pada untuk Bangunan Gedung 

Baru Sederhana Rumah Tinggal Hingga 2 (Dua) Lantai 
Dengan Luas Maksimal 250 m2

Pasal 161
(1) Tata cara penerbitan SLF oleh Camat untuk Bangunan 

Gedung baru sederhana rumah tinggal hingga 2 (dua) 
lantai dengan luas maksimal 250 m2 (dua ratus lima 

puluh meter persegi) yang penerbitan IMB-nya dilakukan 

di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 

ayat (5) huruf d meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pemilik Bangunan Gedung melakukan permohonan 

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

kepada Kecamatan setelah selesai pelaksanaan 

konstruksi Bangunan Gedung;
b. Camat melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 
Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

atas surat pernyataan Pemilik Bangunan Gedung



bahw a p e lak san aan  ko n stru k si te lah  sesua i dengan 

D okum en R encana Teknis;

d. dalam  hal hasil pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  b m enyatakan  bahw a B angunan  G edung tidak 

Laik Fungsi, m aka Tim Teknis K ecam atan 

m em berikan  Rekom endasi perba ikan  B angunan  

Gedung;

e. proses sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  b sam pai 

dengan  h u ru f  d d ilakukan  dalam  w ak tu  paling lam a 3 

(tiga) hari kerja.

f. dalam  hal Pemilik B angunan  G edung telah 

m elakukan  perbaikan  sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  d sesuai Rekom endasi, m aka  Tim Teknis 

K ecam atan m em berikan  su ra t pe rn y a taan  kelaikan 

fungsi B angunan  G edung a ta s  su ra t pe rnyataan  

Pemilik B angunan  G edung bahw a pe laksanaan  

k o n stru k si te lah  sesuai dengan D okum en Rencana 

Teknis; dan

g. Pemilik B angunan  G edung m enyiapkan kelengkapan 

dokum en perm ohonan  SLF.

(3) Proses perm ohonan SLF sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  b meliputi:

a. Pemilik B angunan  G edung m engajukan  perm ohonan  

SLF kepada K ecam atan dengan  m elam pirkan 

dokum en adm in istra tif dan  teknis;

b. Tim Teknis K ecam atan m elakukan  pem eriksaan  

kelengkapan dan  kebenaran  dokum en adm in istra tif 

dan  teknis;

c. dalam  hal dokum en adm in istra tif dan  teknis 

d inyatakan  tidak  lengkap d a n /a ta u  tidak  benar, 

berkas perm ohonan  SLF dikem balikan ke Pemilik 

B angunan  G edung u n tu k  dilengkapi d a n /a ta u  

diperbaiki;

d. pengem balian berkas perm ohonan  SLF sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  h u ru f  c dilengkapi su ra t 

pem beritahuan  kelengkapan d a n /a ta u  kebenaran  

dokum en perm ohonan;



e. dalam  hal dokum en adm in istra tif dan  teknis 

d inyatakan  lengkap dan  benar, tim  tekn is K ecam atan 

m elakukan  p en d a taan  B angunan  G edung dan  

m em berikan  R ekom endasi penerb itan  SLF; dan

f. proses sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  b sam pai 

dengan  h u ru f  e d ilakukan  dalam  w ak tu  paling lam a 3 

(tiga) hari kerja.

(4) Proses penerb itan  SLF sebagaim ana d im aksud  pada  ayat

(1) h u ru f  c meliputi:

a. K ecam atan m elakukan  penerb itan  SLF b e rd asa rk an  

R ekom endasi dari Tim Teknis D inas PUPR;

b. K ecam atan m elakukan  pem u tak h iran  p endataan  

B angunan  G edung te rh ad ap  hasil penerb itan  SLF 

yang telah  d ilakukan;

c. p roses sebagaim ana d im aksud  p ad a  h u ru f  a  sam pai 

dengan h u ru f  b d ilakukan  dalam  w ak tu  paling lam a 1 

(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik B angunan  G edung m engam bil dokum en SLF 

yang telah d iterb itkan  pada  K ecam atan.

(1) Dalam  proses pengaw asan p e lak san aan  konstruksi 

B angunan  G edung b a ru  sed erh an a  ru m ah  tinggal hingga 

2 (dua) lan ta i dengan luas m aksim al 250 m 2 (dua ra tu s  

lima p u luh  m eter persegi) yang d ilakukan  tan p a  penyedia 

ja sa , Pemilik B angunan  G edung h a ru s  m engikuti 

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 157 ayat

(2) Dalam  proses pe laksanaan  k o n stru k si B angunan  Gedung 

b a ru  sed erh an a  ru m ah  tinggal hingga 2 (dua) lan ta i 

dengan luas m aksim al 250 m 2 (dua ra tu s  lim a pu luh  

m eter persegi) yang d ilakukan  tan p a  penyedia ja sa , Tim 

Teknis K ecam atan m elakukan  inspeksi berkala  sesuai 

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 157 ayat

Pasal 162

( 1) .

(2).



Pasal 163
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

baru sederhana rumah tinggal hingga 2 (dua) lantai dengan 
luas maksimal 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi) 
yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf b mengikuti 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

Paragraf 6
Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR Untuk Bangunan

Prasarana Baru

Pasal 164
Tata cara penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk bangunan 

prasarana baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat
(5) huruf e mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 156.

Pasal 165
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan prasarana 
baru mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 157.

Paragraf 7
Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan 

Gedung Eksisting yang Sudah Memiliki IMB dengan 

Menggunakan Pengkaji Teknis

Pasal 166
(1) Tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung eksisting yang sudah memiliki IMB 

dengan menggunakan pengkaji teknis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf f meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a meliputi: r



a. pem ilik /pengguna  B angunan  G edung m elakukan  

pengadaan  ja s a  pengkaji teknis;

b. pengkaji tekn is m elakukan  pem eriksaan  kelaikan 

fungsi B angunan  Gedung;

c. dalam  hal hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada

h u ru f  b m enyatakan  bahw a B angunan  G edung Laik 

Fungsi, m aka pengkaji tekn is m em buat su ra t 

p e rnya taan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung;

d. dalam  hal hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada

h u ru f  b m enyatakan  bahw a B angunan  G edung tidak  

Laik Fungsi, m aka  pengkaji tekn is m em berikan 

R ekom endasi perbaikan  B angunan  Gedung;

e. dalam  hal pem ilik /pengguna  B angunan  G edung telah 

m elakukan  perbaikan  sebagaim ana d im aksud  pada  

h u ru f  d sesua i R ekom endasi, m ak a  pengkaji teknis 

m em buat su ra t pernya taan  kelaikan  fungsi 

B angunan  Gedung; dan

f. pem ilik / pengguna B angunan  G edung m enyiapkan 

kelengkapan dokum en perm ohonan  SLF.

(3) Proses perm ohonan  SLF sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. pem ilik /pengguna B angunan  G edung m engajukan  

perm ohonan  SLF kepada D inas PUPR dengan 

m elam pirkan  dokum en adm in istra tif dan  teknis;

b. D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

d an  kebenaran  dokum en adm in istra tif d an  teknis;

c. dalam  hal dokum en adm in istra tif dan  teknis

d inyatakan  tidak  lengkap d a n /a ta u  tidak  benar, 

berkas perm ohonan  SLF dikem balikan ke 

pem ilik /pengguna  B angunan  G edung u n tu k  

dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki;

d. pengem balian berkas perm ohonan  SLF sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f  c dilengkapi su ra t 

pem beritahuan  kelengkapan d a n /a ta u  kebenaran  

dokum en perm ohonan;

e. dalam  hal dokum en adm in istra tif dan  teknis

d inyatakan  lengkap dan  benar, tim  tekn is D inas



PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja;

g. dalam hal tim teknis Dinas PUPR menilai perlu, dapat 
dilakukan verifikasi lapangan terhadap hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebelum diberikan Rekomendasi penerbitan SLF;
h. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g 

dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja;

i. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan sesuai, tim teknis Dinas 
PUPR memberikan Rekomendasi penerbitan SLF;

j. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis 
Dinas PUPR memberikan Rekomendasi perbaikan 

Bangunan Gedung dan/atau penyesuaian dokumen; 
dan

k. Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dan/atau 

penyesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada 

huruf j dalam batas waktu yang ditentukan.
(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR;
b. Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca penerbitan SLF yang telah 

dilakukan;
c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik Bangunan Gedung mengambil dokumen SLF 

yang telah diterbitkan pada Dinas PUPR.



Pasal 167

(1) Dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung merasa 

keberatan atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) huruf d dan ayat (3) 
huruf j, pemilik/pengguna Bangunan Gedung dapat 
mengajukan keringanan.

(2) Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipertimbangkan oleh Dinas PUPR dengan dapat 
meminta pertimbangan teknis dari TABG.

(3) Pertimbangan teknis dari TABG atas pengajuan 

keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, 
keselamatan, kemanfaatan, dan keekonomian.

(4) kepala Dinas PUPR dapat memberikan keringanan atas 
jangka waktu perbaikan pada Bangunan Gedung 

eksisting
(5) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disetujui Dinas PUPR, 
pemilik/pengguna Bangunan Gedung harus memberikan 

jaminan pelaksanaan secara tertulis dan bermaterai.

Paragraf 8
Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan 

Gedung Eksisting Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Tinggal 
Deret yang Sudah Memiliki IMB

Pasal 168
(1) Tata cara penerbitan SLF oleh Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung eksisting rumah tinggal tunggal dan 

rumah tinggal deret yang sudah memiliki IMB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf g 

meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan 

permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung kepada Dinas PUPR;



b. Tim Teknis D inas PUPR m elaksanakan  pem eriksaan  

kelaikan  fungsi B angunan  Gedung;

c. dalam  hal hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  b m enyatakan  bahw a B angunan  G edung Laik 

Fungsi, m aka  Tim Teknis D inas PUPR m em berikan 

su ra t p e rnya taan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung;

d. dalam  hal hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  b m enyatakan  bahw a B angunan  G edung tidak 

Laik Fungsi, m aka  Tim Teknis D inas PUPR 

m em berikan  Rekom endasi perba ikan  B angunan  

Gedung;

e. proses sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  b sam pai 

dengan h u ru f  d d ilakukan  dalam  w ak tu  paling lam a 7 

(tujuh) hari kerja;

f. dalam  hal pem ilik /pengguna B angunan  G edung telah 

m elakukan  perbaikan  sebagaim ana d im aksud  pada  

h u ru f  d sesua i R ekom endasi, m aka  Tim Teknis D inas 

PUPR m em berikan su ra t p e rnya taan  kelaikan fungsi 

B angunan  Gedung; dan

g. pem ilik /pengguna  B angunan  G edung m enyiapkan 

kelengkapan dokum en perm ohonan  SLF.

(3) Proses perm ohonan  SLF sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  b meliputi:

a. pem ilik /pengguna B angunan  G edung m engajukan 

perm ohonan  SLF kepada  D inas PUPR dengan 

m elam pirkan  dokum en adm in istra tif dan  teknis;

b. D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

d an  kebenaran  dokum en adm in istra tif dan  teknis;

c. dalam  hal dokum en adm in istra tif dan  teknis 

d inyatakan  tidak  lengkap d a n /a ta u  tidak  benar, 

be rkas perm ohonan  SLF d ikem balikan  ke 

pem ilik /pengguna  B angunan  G edung u n tu k  

dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki;

d. pengem balian berkas perm ohonan  SLF sebagaim ana 

d im aksud  pada  h u ru f c dilengkapi su ra t 

pem beritahuan  kelengkapan d a n /a ta u  kebenaran  

dokum en perm ohonan;

t



e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 
dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas 
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF; dan

f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 
dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 
(tiga) hari kerja.

(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c meliputi:
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas PUPR;
b. kepala Dinas PUPR melakukan pemutakhiran 

pendataan Bangunan Gedung pasca penerbitan SLF 
yang telah dilakukan;

c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik Bangunan Gedung mengambil dokumen SLF 
yang telah diterbitkan pada Dinas PUPR.

Pasal 169
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

eksisting yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PUPR 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf b 

dilaksanakan sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam 

Peraturan Bupati ini.

Pasal 170
Dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung merasa 

keberatan atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf d, 
pemilik/pengguna Bangunan Gedung dapat mengajukan 

keringanan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 167.



Paragraf 9

Tata Cara Penerbitan SLF pada Kecamatan untuk Bangunan 

Gedung Eksisting Sederhana Rumah Tinggal Hingga 2 (Dua) 
Lantai Dengan Luas Maksimal 250 m2 yang 

Sudah Memiliki IMB

Pasal 171
(1) Tata cara penerbitan SLF pada Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung eksisting sederhana rumah tinggal 
hingga 2 (dua) lantai dengan luas maksimal 250 m2 (dua 
ratus lima puluh meter persegi) yang sudah memiliki IMB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf i 
meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses penerbitan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan 

permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung kepada Kecamatan;
b. Tim Teknis Kecamatan melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 
Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan 

memberikan Rekomendasi perbaikan Bangunan 

Gedung;
e. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 7 
(tujuh) hari kerja;



f. dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d sesuai Rekomendasi, maka Tim Teknis 
Kecamatan memberikan surat pernyataan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung; dan
g. pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengajukan 

permohonan SLF kepada Kecamatan dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis;
b. Camat melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen administratif dan teknis;
c. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke 
pemilik/pengguna Bangunan Gedung untuk 

dilengkapi dan/atau diperbaiki;
d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dilengkapi surat 
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Kecamatan 
melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi penerbitan SLF; dan

f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 
dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja.
(4) Proses penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:
a. Camat menerbitkan SLF berdasarkan Rekomendasi 

dari Tim Teknis Kecamatan;
b. Kecamatan melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca penerbitan SLF yang telah 

dilakukan;



c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. Pemilik Bangunan Gedung mengambil dokumen SLF 

yang telah diterbitkan pada Kecamatan.

Pasal 172
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

eksisting yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf b 
dilaksanakan sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 173
Dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung merasa 

keberatan atas Rekomendasi perbaikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2) huruf d, 
pemilik/pengguna Bangunan Gedung dapat mengajukan 

keringanan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 167.

Paragraf 10
Tata Cara Penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk Bangunan 

Prasarana Eksisting yang Sudah Memiliki IMB

Pasal 174
Tata cara penerbitan SLF pada Dinas PUPR untuk bangunan 

prasarana eksisting yang sudah memiliki IMB sebagaimana 

dimaksud dalam Oasal 153 ayat (5) huruf i mengikuti 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166.

Paragraf 11
Tata Cara Perpanjangan SLF pada Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung yang Menggunakan Pengkaji Teknis

Pasal 175
(1) Tata cara perpanjangan SLF pada Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung yang menggunakan penyedia jasa



pengkaji teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 

ayat (5) huruf k meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses perpanjangan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan 

pengadaan jasa pengkaji teknis;
b. pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan 

fungsi Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 

Fungsi, maka pengkaji teknis membuat surat 
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 
Laik Fungsi, maka pengkaji teknis memberikan 
Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung;

e. dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung telah
melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d sesuai Rekomendasi, maka pengkaji teknis 
membuat surat pernyataan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung; dan

f. pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengajukan 

permohonan SLF kepada Dinas PUPR dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis;
b. kepala Dinas PUPR melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif 
dan teknis;

c. dalam hal dokumen administratif dan teknis 
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke



pemilik/pengguna Bangunan Gedung untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf c dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas 
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi perpanjangan SLF;
f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja;
g. dalam hal tim teknis Dinas PUPR menilai perlu, dapat 

dilakukan verifikasi lapangan terhadap hasil 
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

sebelum diberikan Rekomendasi perpanjangan SLF;
h. proses sebagaimana dimaksud pada huruf g 

dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) 
hari kerja;

i. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan sesuai, tim teknis Dinas 
PUPR memberikan Rekomendasi perpanjangan SLF;

j. dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf g dinyatakan tidak sesuai, tim teknis 
Dinas PUPR memberikan Rekomendasi perbaikan 

Bangunan Gedung dan/atau penyesuaian dokumen; 
dan

k. Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan 

Rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung dan/atau 

penyesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada 

huruf j dalam batas waktu yang ditentukan.
(4) Proses perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan perpanjangan SLF 

berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas 
PUPR;



b. Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca perpanjangan SLF yang 

telah dilakukan;
c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengambil 
dokumen SLF yang telah diperpanjang pada Dinas

Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
yang dilakukan oleh pengkaji teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 175 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai 
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Tata Cara Perpanjangan SLF pada Dinas PUPR untuk 
Bangunan Gedung Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah 
Tinggal Deret yang Tidak Menggunakan Pengkaji Teknis

Pasal 177
(1) Tata cara perpanjangan SLF pada Dinas PUPR untuk 

Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah 

tinggal deret yang tidak menggunakan pengkaji teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf k 
meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan
c. proses perpanjangan SLF.

(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan 

permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung kepada Dinas PUPR;
b. Tim Teknis Dinas PUPR melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik

PUPR.

Pasal 176

Paragraf 12



Fungsi, maka Tim Teknis Dinas PUPR memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi 

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada 

huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka Tim Teknis Dinas PUPR 

memberikan Rekomendasi perbaikan Bangunan 

Gedung;
e. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja;
f. dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d sesuai Rekomendasi, maka Tim Teknis Dinas 
PUPR memberikan surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung; dan

g. pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengajukan 

permohonan SLF kepada Dinas PUPR dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis;
b. kepala Dinas PUPR melakukan pemeriksaan 

kelengkapan dan kebenaran dokumen administratif 
dan teknis;

c. dalam hal dokumen administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke 

pemilik/pengguna Bangunan Gedung untuk 

dilengkapi dan/atau diperbaiki;
d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud pada huruf c dilengkapi surat 
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Dinas 
PUPR melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 

memberikan Rekomendasi perpanjang?  ̂ -CJT-T5'* rlari



f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja.
(4) Proses perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:
a. kepala Dinas PUPR menerbitkan perpanjangan SLF 

berdasarkan Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas 
PUPR;

b. Dinas PUPR melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca perpanjangan SLF yang 

telah dilakukan;
c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 

dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari kerja; dan

d. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengambil 
dokumen SLF yang telah diperpanjang pada Dinas 
PUPR.

Pasal 178
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 

yang dilakukan oleh Tim Teknis Dinas PUPR sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf b dilaksanakan 
sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam Peraturan 

Bupati ini.

Paragraf 13
Tata Cara Perpanjangan SLF pada Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung Eksisting Sederhana Rumah Tinggal 
Hingga 2 (Dua) Lantai Dengan Luas Maksimal 250 m2

Pasal 179
(1) Tata cara penerbitan SLF pada Kecamatan untuk 

Bangunan Gedung sederhana rumah tinggal hingga 2 

(dua) lantai dengan luas maksimal 250 m2 (dua ratus 
lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 153 ayat (5) huruf 1 meliputi:
a. proses pra permohonan SLF;
b. proses permohonan SLF; dan



c. proses perpanjangan SLF.
(2) Proses pra permohonan SLF sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan 

permohonan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung kepada Kecamatan;
b. Tim Teknis Kecamatan melaksanakan pemeriksaan 

kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
c. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung Laik 

Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan memberikan 

surat pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;
d. dalam hal hasil pemeriksaan kelaikan fungsi

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
huruf b menyatakan bahwa Bangunan Gedung tidak 

Laik Fungsi, maka Tim Teknis Kecamatan 

memberikan Rekomendasi perbaikan Bangunan 

Gedung;
e. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 

dengan huruf d dilakukan dalam waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja;
f. dalam hal pemilik/pengguna Bangunan Gedung telah 

melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d sesuai Rekomendasi, maka Tim Teknis 
Kecamatan memberikan surat pernyataan kelaikan

g. pemilik/ pengguna Bangunan Gedung menyiapkan 

kelengkapan dokumen permohonan SLF.
(3) Proses permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemilik/ pengguna Bangunan Gedung mengajukan 

permohonan SLF kepada Kecamatan dengan 

melampirkan dokumen administratif dan teknis;
b. Camat melakukan pemeriksaan kelengkapan dan 

kebenaran dokumen administratif dan teknis;
c. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 
berkas permohonan SLF dikembalikan ke

fungsi Bangunan Gedung; dan



pemilik/pengguna Bangunan Gedung untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf c dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan dan/atau kebenaran 

dokumen permohonan;
e. dalam hal dokumen administratif dan teknis 

dinyatakan lengkap dan benar, tim teknis Kecamatan 

melakukan pendataan Bangunan Gedung dan 
memberikan Rekomendasi perpanjangan SLF; dan

f. proses sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai 
dengan huruf e dilakukan dalam waktu paling lama 3 

(tiga) hari kerja.
(4) Proses perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c meliputi:
a. Camat memberikan perpanjangan SLF berdasarkan 

Rekomendasi dari Tim Teknis Kecamatan;
b. Kecamatan melakukan pemutakhiran pendataan 

Bangunan Gedung pasca perpanjangan SLF yang 
telah dilakukan;

c. proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai 
dengan huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 1 
(satu) hari keija; dan

d. pemilik/pengguna Bangunan Gedung mengambil 
dokumen SLF yang telah diperpanjang pada 
Kecamatan.

Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung 
yang dilakukan oleh Tim Teknis Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b dilaksanakan 

sesuai ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan 

Gedung yang dilakukan oleh pengkaji teknis dalam Peraturan 
Bupati ini.

Pasal 180



Paragraf 14

Tata Cara Perpanjangan SLF pada Dinas PUPR Untuk 

Bangunan Prasarana

Pasal 181
Tata cara perpanjangan SLF yang dilakukan oleh Dinas PUPR 
untuk bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 153 ayat (5) huruf m mengikuti ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 177.

Pasal 182
Tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan prasarana 

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
178.

Bagian Ketujuh
Dokumen SLF Bangunan Gedung 

Pasal 183
Pemilik/pengguna Bangunan Gedung yang telah 

menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF 

memperoleh:
a. dokumen SLF;
b. lampiran dokumen SLF; dan
c. label SLF.

Pasal 184
(1) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 

huruf a merupakan lembar surat keterangan Bangunan 

Gedung Laik Fungsi yang ditandatangani oleh kepala 

instansi yang menerbitkan SLF, yaitu Kepala DPMPTSP, 
Kepala Dinas PUPR, atau Camat.

(2) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

memuat informasi:
a. nomor surat keterangan Bangunan Gedung Laik 

Fungsi yang dapat dilengkapi dengan kode digital; 
nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung;

b



c. n am a  B angunan  Gedung;

d. jen is  B angunan  Gedung;

e. fungsi B angunan  Gedung;

f. nom or buk ti kepem ilikan B angunan  Gedung;

g. nom or IMB;

h. n am a  Pemilik B angunan  Gedung;

i. lokasi B angunan  Gedung;

j. p e rnya taan  Laik Fungsi; dan

k. m asa  berlaku.

(3) Nomor SLF B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (2) h u ru f  b d isu su n  dari se rangkaian  angka 

yang d a p a t m engidentifikasi dokum en SLF sebagai yang 

p ertam a . kali (awal) a ta u  perpan jangan  yang telah 

d ilakukan .

(4) D okum en SLF sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d iganti p ad a  setiap  perpan jangan , d im an a  lem bar lam a 

d ikem balikan  kepada  DPMPTSP.

Pasal 185

(1) L am piran dokum en SLF sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 183 h u ru f  b m eliputi:

a. lem bar p en ca ta tan  d a ta  tanggal penerb itan  dan  

perpan jangan  SLF B angunan  Gedung;

b. lem bar gam bar block plan/site plan; d an

c. lem bar daftar kelengkapan  dokum en u n tu k  

perpan jangan  SLF B angunan  G edung.

(2) Lem bar p en ca ta tan  d a ta  tanggal penerb itan  dan  

perpan jangan  SLF B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  memiliki ke ten tuan :

a. d ica ta t nom or u ru t, tanggal dan  nom or SLF sesuai 

se jarah  penerb itan  dan  perpan jangan  SLF;

b. d ica ta t lingkup setiap  SLF yang d ite rb itkan  u n tu k  

se lu ru h  a ta u  sebagian B angunan  G edung d a n /a ta u  

b an g u n an  p rasa ran a ; dan

c. pad a  setiap  perpan jangan  SLF d ikem balikan  kepada 

pem ilik /pengguna  B angunan  G edung.

(3) Lem bar gam bar block plan/site plan sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b m em iliki ke ten tuan :



a. m en u n ju k k an  blok B angunan  G edung dan  

b an g u n an  p ra sa ra n a  yang m en d ap at penerb itan  SLF 

B angunan  G edung a ta u  perpan jangan  • SLF 

B angunan  Gedung;

b. d ibuat setiap  proses perpan jangan  SLF B angunan  

Gedung; dan

c. pada  setiap  perpan jangan  SLF d ikem balikan  kepada 

pem ilik /pengguna  B angunan  Gedung.

(4) Lem bar dafta r kelengkapan dokum en u n tu k  

perpan jangan  SLF B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c memiliki ke ten tuan :

a. berfungsi sebagai inform asi u n tu k  p en g u ru san  

perm ohonan  perpan jangan  SLF B angunan  Gedung; 

dan

b. pada  setiap  perpan jangan  SLF d ikem balikan  kepada 

pem ilik / pengguna B angunan  G edung.

(1) Label SLF sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 183 h u ru f 

c m eru p ak an  p en an d a  yang d ised iakan  oleh D inas PUPR 

bagi B angunan  G edung yang telah  mem iliki SLF.

(2) Label SLF sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

b e rtu ju an  sebagai in stru m en  pengaw asan  pem anfaa tan  

B angunan  Gedung.

(3) Label SLF sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) diberikan 

kepada pem ilik /pengguna b an g u n an  b e rsam aan  dengan 

dokum en SLF B angunan  G edung sete lah  m enyelesaikan 

proses penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF.

(4) Label SLF sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) m em uat:

a. logo/ikon SLF;

b. tanggal m ulai berlaku  SLF;

c. tanggal berakh irnya  SLF; dan

d. b a ta s  okupansi B angunan  G edung.

(5) Selain k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (4), 

label SLF d ap a t dilengkapi dengan kode digital.

(6) Label SLF sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ipasang  

pada  bagian m uka  sisi lu a r B angunan  G edung yang 

m udah  d ilihat penghuni, pengun jung  d a n /a ta u  petugas 

pengaw asan Perangkat D aerah sesua i kew enangannya.

Pasal 186



Pasal 187
(1) Acuan kelengkapan dokumen dalam proses 

penyelenggaraan SLF meliputi:
a. dokumen administratif permohonan SLF

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) 

dan ayat (2);
b. dokumen teknis permohonan SLF sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat
(1), dan Pasal 151 ayat (1);

c. bagan tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 153 ayat (5) huruf a sampai 
dengan huruf m;

d. surat-surat dalam proses permohonan SLF
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) 
huruf e dan huruf j, Pasal 156 ayat (3) huruf d, 
Pasal 159 ayat (3) huruf d dan huruf j, Pasal 161 
ayat (3) huruf d, Pasal 166 ayat (3) huruf d dan 

huruf j, Pasal 168 ayat (3) huruf d, Pasal 171 ayat
(3) huruf d, Pasal 175 ayat (3) huruf d dan huruf j, 
Pasal 177 ayat (3) huruf d, dan Pasal 179 ayat (3) 
huruf d; dan

e. dokumen. SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
184, Pasal 185, dan Pasal 186.

(2) Acuan kelengkapan dokumen dalam proses 

penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran III dari Peraturan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

(1) Pemilik/ pengguna Bangunan Gedung menggunakan j asa 

pengkaji teknis dalam rangka:
a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

ini.

Bagian Kesatu 

Umum

Pasal 188

eksisting untuk penerbitan SLF pertame



b. pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  G edung

u n tu k  perpan jangan  SLF;

c. pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  Gedung

p ad a  m asa  pem anfaatan  B angunan  Gedung;

d. pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  G edung

p asca  bencana; a ta u

e. pem eriksaan  berkala  B angunan  G edung.

(2) Pengkaji tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

berbentuk:

a. penyedia ja s a  orang perorangan; a ta u

b. penyedia ja s a  b ad an  u sa h a , ba ik  yang  berbadan  

h u k u m , m au p u n  yang tidak  berb ad an  hukum .

(3) Penyedia ja s a  pero rangan  sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) h u ru f  a  han y a  d ap a t m enyelenggarakan ja s a  

Pengkajian Teknis p ad a  B angunan  Gedung:

a. berisiko kecil;

b. berteknologi sederhana; dan

c. berb iaya kecil.

(4) Penyedia ja s a  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

h a ru s  memiliki h u b u n g an  kerja  dengan  pem ilik a ta u  

pengguna B angunan  G edung b e rd asa rk an  k o n trak  kerja 

konstruksi.

(5) D alam  hal Pengkajian Teknis m enggunakan  tenaga 

penyedia ja s a  pengkaji tekn is sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1), pengadaan  ja s a  d ilakukan  m elalui 

pelelangan, pem ilihan langsung, a ta u  p en u n ju k an  

langsung.

(6) D alam  m en ja lankan  penyelenggaraan B angunan  Gedung, 

pengkaji tekn is m em punyai tanggung  jaw ab  a ta s  hasil 

Pengkajian Teknis dalam  su a tu  dokum en Rekom endasi 

Pengkajian Teknis b an g u n an  sesua i dengan kon trak  

kerja.



Bagian K edua

Tugas D an Fungsi Pengkaji Teknis

Pasal 189

(1) Pengkaji Teknis m em punyai tugas:

a. m elakukan  pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  

Gedung; d a n /a ta u

b. m elakukan  pem eriksaan  berkala  B angunan  Gedung.

(2) Pem eriksaan  berkala  B angunan  G edung yang d ilakukan  

oleh Pengkaji Teknis sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) h u ru f  b d ilakukan  un tuk :

a. m em astikan  keanda lan  se lu ru h  a ta u  sebagian 

B angunan  G edung, kom ponen, b a h an  bangunan , 

d a n /a ta u  p ra sa ra n a  dan  sa rana ; d a n /a ta u

b. m em verifikasi c a ta tan  riw ayat kegiatan  operasi, 

Pem eliharaan, dan  peraw atan  B angunan  G edung;

(3) Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1), Pengkaji Teknis m enyelenggarakan fungsi:

a. pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  tekn is u n tu k  

penerb itan  SLF B angunan  G edung eksisting;

b. pem eriksaan  pem enuhan  p ersy ara tan  tekn is u n tu k  

perpan jangan  SLF;

c. pem eriksaan  pem en u h an  p e rsy ara tan  tekn is pada  

m asa  pem anfaa tan  B angunan  Gedung;

d. pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  teknis

keanda lan  B angunan  G edung pascabencana; 

d a n /a ta u

e. pem eriksaan  berkala  B angunan  G edung.

(4) Pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (3) h u ru f  a, meliputi:

a. pem eriksaan  fisik B angunan  G edung terhadap  

k esesu a ian n y a  dengan p e rsy ara tan  teknis; dan

b. p e lak san aan  verifikasi dokum en riw ayat operasional,

(5) Pem eriksaan  fisik B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (4) h u ru f  a  m eliputi:

a. pem eriksaan  visual;

b. pengujian  nondestruktif; d a n /a ta u

c. pengujian  destruktif.

Pem eliharaan, dan  peraw atan  B angunan  Gedung.



(6) Pem eriksaan  fisik B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (5) d ilak san ak an  dengan 

m enggunakan  a la t b a n tu  yang m eliputi:

a. dokum en G am bar T erbangun  (as-built drawings) 

yang d ised iakan  oleh Pemilik B angunan  Gedung;

b. p e ra la tan  uji nondestruk tif; d a n /a ta u

c. p e ra la tan  uji destruktif.

(7) P era la tan  uji non d estru k tif  d an  p e ra la tan  uji d estruk tif 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (6) h u ru f  b dan  h u ru f  c 

d ised iakan  oleh Pengkaji Teknis.

(8) Pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  teknis 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) u n tu k  B angunan  

G edung kepentingan  u m u m  jik a  d iperlukan  dilengkapi 

dengan Rekom endasi dari in s tas i te rk a it sesua i dengan 

k e ten tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

Bagian Ketiga

• P ersyaratan  Pengkaji Teknis 

Pasal 190

(1) Pengkaji tekn is pero rangan  sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 188 ayat (2) h u ru f  a, u n tu k  d ap at 

m elakukan  Pengkajian Teknis h a ru s  m em enuhi 

persyara tan :

a. p e rsy ara tan  adm inistratif; d an

b. p e rsy ara tan  teknis.

(2) P ersyara tan  adm in istra tif sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (1) h u ru f  a  meliputi:

a. k a rtu  ta n d a  penduduk ;

b. nom or pokok wajib pajak; dan

c. ijasah  m inim al S arjana  (SI) ju ru s a n  a rs itek tu r, sipil, 

m esin , d a n /a ta u  elektro.

(3) P ersyaratan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  a  m eliputi:

a. m em iliki pendid ikan  paling ren d ah  sa rjan a  (SI) dalam  

b idang tekn ik  a rs itek tu r, tekn ik  sipil, tekn ik  m esin, 

d a n /a ta u  tekn ik  elektro;

b. m em iliki keah lian  Pengkajian Teknis dalam  bidang

ars itek tu r, s tru k tu r  d a n /a ta u  u tilitas  yang



d ibuk tikan  dengan sertifikat kom petensi kerja 

kualifikasi ahli; dan

c. memiliki pengalam an kerja  paling sedikit 3 (tiga) 

ta h u n  dalam  m elakukan  Pengkajian Teknis, 

Pem eliharaan, peraw atan , pengoperasian , d a n /a ta u  

pengaw asan  k onstruksi B angunan  G edung.

Pasal 191

(1) Pengkaji tekn is badan  h u k u m  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 188 ayat (2) h u ru f  b, u n tu k  d ap at 

m elakukan  Pengkajian Teknis h a ru s  m em enuhi:

a. p e rsy ara tan  adm inistratif; dan

b. p e rsy ara tan  teknis.

(2) P ersyaratan  adm in istra tif sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) h u ru f  a  meliputi:

a. a k ta  pendirian  p e ru sah a a n  d an  pengesahan  

pend irian  p e ru sah aan ;

b. ta n d a  dafta r p e ru sah aan ;

c. su ra t ke terangan  domisili p e ru sah aan ;

d. su ra t  izin u sa h a  ja s a  konstruksi;

e. nom or pokok wajib pajak  p eru sah aan ;

f. k a rtu  tan d a  p en d u d u k  pem ilik p e ru sah aan ;

g. dafta r pengalam an p e ru sah a a n  dalam  m elaksanakan  

kegiatan  Pengkajian Teknis a ta u  pengaw asan 

konstruksi; dan

h. referensi pekerjaan  dari pengguna ja sa .

(3) P ersyaratan  tekn is sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  b m eliputi:

a. mem iliki kom petensi Pengkajian Teknis dalam  bidang 

a rs itek tu r, s tru k tu r  d a n /a ta u  u tilitas  B angunan  

G edung yang d ibuk tikan  dengan sertifikat badan  

u sa h a  dalam  bidang Pengkajian Teknis a ta u  

pengaw asan  konstruksi;

b. m em iliki tenaga ahli pengkaji tekn is di bidang 

a rs itek tu r, s tru k tu r , u tilitas , dan  ta ta  ru an g  lu a r yang 

m asing-m asing  paling sedikit 1 (satu) orang; dan

c. mem iliki pengalam an p e ru sa h a a n  paling sedikit 2 

(dua) ta h u n  dalam  m elakukan  Pengkajian Teknis 

d a n /a ta u  pengaw asan k o n stru k si B angunan  Gedung.



Pasal 192

(1) Pengkaji Teknis pero rangan  sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 190 ayat (1) h a ru s  memiliki:

a. kem am puan  dasar; dan

b. pen g etah u an  dasar.

(2) K em am puan d a sa r  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  a  m eliputi kem am puan  u n tu k :

a. m elakukan  pengecekan k esesu a ian  G am bar

T erbangun  (as built drawing) te rh ad ap  dokum en 

IMB;

b. m elakukan  pengecekan k esesu a ian  fisik B angunan  

G edung te rh ad ap  G am bar T erbangun  (as built 

drawing);

c. m elakukan  pem eriksaan  kom ponen te rbangun

ars itek tu ra l B angunan  Gedung;

d. m elakukan  pem eriksaan  kom ponen te rbangun

s tru k tu ra l B angunan  Gedung;

e. m elakukan  pem eriksaan  kom ponen terpasang

u tilitas  B angunan  Gedung; dan

f. m elakukan  pem eriksaan  kom ponen te rb an g u n  ta ta  

ru an g  lu a r B angunan  G edung.

(3) Pem eriksaan  kom ponen te rb an g u n  a rs itek tu ra l 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) 

h u ru f  c m eliputi:

a. dinding bagian dalam ;

b. langit-langit;

c. lantai;

d. p en u tu p  atap;

e. dinding bagian luar;

f. p in tu  d an  jendela;

g. lisplank; dan

h. talang.

(4) Pem eriksaan  kom ponen te rb an g u n  s tru k tu ra l B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  d 

m eliputi:

a. pondasi;

b. dinding geser;

c. kolom dan  balok;



d. p la t lantai; dan

e. a tap .

(5) . Pem eriksaan  kom ponen terpasang  u tilitas  B angunan

G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  e 

m eliputi:

a. sistem  m ekanikal;

b. sistem  a ta u  ja rin g an  elektrikal; d an

c. sistem  a ta u  ja rin g an  perpipaan.

(6) Pem eriksaan  kom ponen te rb an g u n  ta ta  ru an g  luar 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

h u ru f  f m eliputi:

a. ja la n  setapak;

b. ja lan  lingkungan;

c. tangga luar;

d. gili-gili;

e. parkir;

f. d inding p en ah an  tanah ;

g. pagar;

h. penerangan  luar;

i. p e rtam anan ; dan

j. sa lu ran .

(7) P engetahuan  d a sa r sebagaim ana d im aksud  ayat (1) h u ru f  

b, paling sedikit m eliputi pen g etah u an  m engenai:

a. D esain Prototipe B angunan  G edung sed erh an a  1 

(satu) lantai;

b. P ersyaratan  Pokok T ahan  G em pa B angunan  Gedung 

sed erh an a  1 (satu) lantai;

c. inspeksi sed erh an a  sa a t p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  Gedung;

d. pengisian daftar sim ak pem eriksaan  kela ikan  fungsi;

e. pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  G edung 

secara  visual; dan

f. pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  Gedung

m enggunakan  p era la tan  non-destruk tif.



Bagian Keem pat 

Penugasan  Pengkaji Teknis

P aragraf 1 

Um um

Pasal 193

(1) P enugasan  pengkaji tekn is d ilakukan  oleh 

pem ilik /pengguna  B angunan  G edung m elalui kon trak  

kerja konstruksi.

(2) Dalam  m elakukan  penugasan  pengkaji tekn is

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1), pem ilik /pengguna 

B angunan  G edung d ap a t m engacu pada:

a. kerangka  acuan  kerja  pengadaan  ja s a  pengkaji 

teknis;

b. ta ta  ca ra  p e lak san aan  tu g as pengkaji teknis;

c. daftar sim ak  pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  

Gedung; dan

d. laporan  hasil pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  Gedung.

K erangka A cuan Kerja Pengadaan J a s a  Pengkaji Teknis

Pasal 194

(1) K erangka acu an  kerja  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 193 ayat (2) h u ru f  a  d ib u a t oleh pem ilik /pengguna 

B angunan  G edung sebagai acu an  kerja  pengkaji teknis.

(2) K erangka a cu a n  kerja  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(1) d ibedakan  u n tu k :

a. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is perorangan  

u n tu k  pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung yang su d a h  d im anfaatkan ;

b. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is perorangan  

u n tu k  pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung p asca  bencana;

c. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is perorangan  

u n tu k  pem eriksaan  berkala  B angunan  Gedung;

Paragraf 2



d. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is badan

h u k u m  u n tu k  pem eriksaan  kelaikan  fungsi

B angunan  G edung yang su d a h  d im anfaatkan ;

e. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is badan

h u k u m  u n tu k  pem eriksaan  kelaikan fungsi

B angunan  G edung pasca  bencana; dan

f. pengadaan  penyedia ja s a  pengkaji tekn is badan

h u k u m  u n tu k  pem eriksaan  berkala  B angunan

G edung.

Paragraf 3

T ata  C ara P e laksanaan  Tugas Pengkaji Teknis

Pasal 195

(1) Tata cara  p e lak san aan  tugas pengkaji teknis

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 193 ayat (2) h u ru f  b 

m eru p ak an  acu an  bagi pem ilik /pengguna  B angunan  

G edung dalam  m elakukan  p en u g asan  pengkaji teknis.

(2) T ata cara  p e lak san aan  tugas pengkaji teknis

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ibedakan  un tuk :

a. pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung

eksisting  dan  telah  mem iliki IMB u n tu k  penerb itan  

SLF pertam a;

b. pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  G edung

eksisting  yang belum  memiliki IMB u n tu k  

penerb itan  SLF pertam a;

c. pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  G edung

perpan jangan  SLF;

d. pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  G edung

pasca  bencana; dan

e. pem eriksaan  berkala  B angunan  G edung.

Pasal 196

(1) T ata cara  p e lak san aan  tugas pengkaji tekn is dalam  

rangka pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung 

eksisting  dan  telah  memiliki IMB u n tu k  penerb itan  SLF 

pertam a sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 195 ayat (2) 

h u ru f  a  m eliputi tahapan : 

a. pem eriksaan  kelengkapan dokum en;



b. pem eriksaan  kesesuaian  a n ta ra  G am bar T erbangun 

(as-built drawings), IMB, dan  kondisi B angunan  

G edung dengan p e rsy ara tan  tekn is B angunan  

Gedung;

c. analisis dan  evaluasi hasil pem eriksaan  kesesuaian  

a n ta ra  G am bar T erbangun (as-built drawings), IMB, 

d an  kondisi B angunan  G edung dengan  persyara tan  

tekn is B angunan  Gedung; dan

d. p en y u su n an  laporan  hasil pem eriksaan  dan  

R ekom endasi kelaikan fungsi B angunan  Gedung.

(2) Dalam  hal hasil analisis dan  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun  (as-built drawings) tidak  sesuai 

dengan IMB tetap i kondisi B angunan  G edung d inyatakan  

telah  m em enuhi persyara tan  tekn is, pengkaji teknis 

m eny u su n  laporan  hasil pem eriksaan  d an  R ekom endasi 

pengajuan  perm ohonan  p e ru b ah an  IMB.

(3) D alam  hal hasil analisis dan  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun (as-built drawings) su d ah  sesuai 

dengan  IMB tetap i kondisi B angunan  G edung 

m em erlukan  Pem eliharaan  d an  peraw atan  terhadap  

k e ru sak a n  ringan, pengkaji tekn is m eny u su n  laporan  

hasil pem eriksaan  dan  R ekom endasi Pem eliharaan  dan  

peraw atan  B angunan  G edung sesua i dengan p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an  terka it Pem eliharaan  dan  

peraw atan  B angunan  Gedung.

(4) D alam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun  (as-built drawings) tidak  sesuai 

dengan  IMB dan  kondisi B angunan  G edung d inyatakan  

tidak  m em enuhi p e rsy ara tan  tekn is, pengkaji teknis 

m eny u su n  laporan  hasil pem eriksaan  dan  Rekom endasi 

penyesua ian  B angunan  G edung dan  pengajuan  

perm ohonan  p e ru b ah an  IMB.

(5) Pengkaji tekn is m elakukan  verifikasi te rhadap  

Pem eliharaan  dan  peraw atan  sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (3) a ta u  penyesuaian  B angunan  Gedung



sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4) yang  d ilak sanakan  

oleh pem ilik a ta u  pengguna B angunan  G edung.

Pasal 197

(1) T ata ca ra  p e lak san aan  tugas pengkaji tekn is dalam  

rangka  pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung 

eksisting  dan  belum  memiliki IMB u n tu k  penerb itan  SLF 

p ertam a sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 195 ayat (2) 

h u ru f  b m eliputi tahapan :

a. pem eriksaan  kelengkapan dokum en;

b. pem eriksaan  kondisi B angunan  G edung terhadap  

p em enuhan  persyara tan  teknis;

c. analisis dan  evaluasi pem eriksaan  kondisi 

B angunan  G edung te rh ad ap  pem enuhan  

p ersy ara tan  teknis; dan

d. p e n y u su n an  laporan  hasil pem eriksaan  dan  

pem berian  Rekom endasi kelaikan  fungsi B angunan  

G edung.

(2) D alam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

kondisi B angunan  G edung tidak  m em enuhi persyara tan  

tekn is, pengkaji tekn is m enyusun  laporan  hasil 

pem eriksaan  dan  Rekom endasi penyesua ian  B angunan  

G edung.

(3) Pengkaji tekn is m elakukan  verifikasi te rhadap  

penyesua ian  B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (2) yang d ilak sanakan  oleh pem ilik a ta u  

pengguna B angunan  Gedung.

Pasal 198

(1) T ata  ca ra  p e lak san aan  tugas pengkaji tekn is dalam  

ran g k a  pem eriksaan  kelaikan fungsi u n tu k  perpan jangan  

SLF sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 195 ayat (2) 

h u ru f  c m eliputi tahapan :

a. pem eriksaan  kelengkapan dokum en;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  a n ta ra  G am bar T erbangun 

(as-built drawings), SLF te rd ah u lu , dan  kondisi 

B angunan  G edung dengan p ersy ara tan  teknis 

B angunan  Gedung;



analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan kesesuaian
a n ta ra  G am bar T erbangun  (as-built drawings), SLF 

te rd ah u lu , d an  kondisi B angunan  G edung dengan 

p ersy ara tan  tekn is B angunan  G edung; dan

d. p e n y u su n an  laporan  hasil pem eriksaan  dan  

pem berian  R ekom endasi kela ikan  fungsi B angunan  

G edung.

(2) Dalam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun  (as-built drawings) tidak  sesuai 

dengan  SLF te rd a h u lu  tetap i kondisi B angunan  G edung 

d inyatakan  telah  m em enuhi p ersy ara tan  tekn is, pengkaji 

tekn is m enyusun  laporan  hasil pem eriksaan  dan  

R ekom endasi pengajuan  perm ohonan  p e ru b a h a n  IMB.

(3) D alam  ha l hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun  (as-built drawings) su d a h  sesuai 

dengan SLF te rd a h u lu  tetap i kondisi B angunan  Gedung 

m em erlukan  Pemeliharaain dan  peraw atan  terhadap  

k e ru sak a n  ringan, pengkaji tekn is m eny u su n  laporan  

hasil pem eriksaan  dan  R ekom endasi Pem eliharaan  dan  

peraw atan  B angunan  G edung sesu a i dengan p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an  terkait: Pem eliharaan  dan  

peraw atan  B angunan  Gedung.

(4) Dalam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun  (as-built drawings) a ta u  G am bar 

T erbangun  tidak  sesua i dengan  SLF te rd ah u lu  dan  

kondisi B angunan  G edung d inyatakan  tidak  m em enuhi 

p ersy ara tan  tekn is, pengkaji tekn is m en y u su n  laporan  

hasil pem eriksaan  dan  R ekom endasi penyesuaian  

B angunan  G edung dan  pengajuan  perm ohonan 

p e ru b a h a n  IMB. "

(5) Pengkaji tekn is m elakukan  verifikasi te rhadap  

P em eliharaan  dan  peraw atan  sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (3) a ta u  penyesua ian  B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (4) yang  d ilak sanakan  

oleh pem ilik a ta u  pengguna B angunan  G edung.



Pasal 199

(1) T ata ca ra  p e lak san aan  tugas pengkaji tekn is dalam  

rangka  pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  G edung 

pasca  bencana  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 195 

ayat (2) h u ru f  d m eliputi tahapan :

a. pem eriksaan  awal kondisi B angunan  G edung 

te rh ad ap  aspek  keselam atan ;

b. pe laporan  hasil pem eriksaan  awal dan  pem berian 

R ekom endasi pem anfaa tan  sem en tara  B angunan  

Gedung;

c. pem eriksaan  kondisi B angunan  G edung terhadap  

p em enuhan  p e rsyara tan  tekn is d an  adm inistratif;

d. analisis dan  evaluasi hasil pem eriksaan  lan ju tan ; 

dan

e. p en y u su n an  laporan  pem eriksaan  kela ikan  fungsi 

B angunan  Gedung.

(2) D alam  hal hasil pem eriksaan  aw al sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a  B angunan  G edung 

d inyatakan  m engalam i k e ru sak a n  sedang a ta u  

k e ru sak an  b e ra t sehingga tidak  d a p a t d im anfaa tkan  

sem entara , pengkaji tekn is m eny u su n  laporan  

pem eriksaan : awal d an  R ekom endasi pem anfaatan  

sem en tara  B angunan  G edung yang m enyatakan  bahw a 

B angunan  G edung tidak  d ap a t d im anfaa tkan  sem entara .

(3) Dalam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  d m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun (as-built drawings) a ta u  G am bar 

T erbangun tidak  sesua i dengan  IMB tetap i kondisi 

B angunan  G edung d inyatakan  telah  m em enuhi 

p e rsy ara tan  teknis, pengkaji tekn is m en y u su n  laporan  

hasil pem eriksaan  dan  R ekom endasi pengajuan  

perm ohonan  p e ru b ah an  IMB.

(4) D alam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  d m enyatakan  bahw a 

G am bar T erbangun (as-built drawings) a ta u  G am bar 

T erbangun su d ah  sesua i dengan  IMB tetap i kondisi 

B angunan  G edung m em erlukan  Pem eliharaan  dan  

peraw atan  te rh ad ap  k e ru sak an  ringan, pengkaji teknis 

m enyusun  laporan  hasil pem eriksaan  d an  Rekom endasi

f



Pem eliharaan  dan  peraw atan  B angunan  G edung sesuai 

dengan p e ra tu ran  p eru n d an g -u n d an g an  terka it

Pem eliharaan  dan  peraw atan  B angunan  G edung.

(5) D alam  hal hasil analisis d an  evaluasi sebagaim ana

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  d m enya takan  bahw a 

G am bar T erbangun (as-built drawings) a ta u  G am bar 

T erbangun tidak  sesua i dengan IMB dan  kondisi 

B angunan  G edung d inyatakan  tidak  m em enuhi

p e rsy ara tan  teknis, pengkaji tekn is m enyusun  laporan  

hasil pem eriksaan  d an  R ekom endasi penyesuaian  

B angunan  G edung dan  pengajuan  perm ohonan

p e ru b ah an  IMB.

(6) Pengkaji tekn is m elakukan  verifikasi te rhadap

Pem eliharaan  dan  peraw atan  sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (4) a ta u  penyesua ian  B angunan  G edung

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (5) yang  d ilak sanakan  

oleh pem ilik a ta u  pengguna B angunan  G edung.

(7) Pem eriksaan  awal kondisi B angunan  G edung

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  d ilakukan  

dengan  pengisian daftar sim ak pem eriksaan  kondisi 

B angunan  G edung te rh ad ap  aspek  keselam atan .

Pasal 200

(1) T ata cara  p e lak san aan  tugas pengkaji tekn is dalam  

rangka  pem eriksaan  berkala  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 195 ayat (2) h u ru f  d 

m eliputi tahapan :

a. pem eriksaan  kelengkapan dokum en;

b. pem eriksaan  kondisi kom ponen, su b  kom ponen, 

perlengkapan, d a n /a ta u  p e ra la tan  B angunan  

Gedung; dan

c. p en y u su n an  laporan  pem eriksaan  berkala  

B angunan  Gedung.

(2) K elengkapan dokum en sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(1) h u ru f  a  m eliputi dokum en:

a. operasi; dan

b. Pem eliharaan  dan  peraw atan  B angunan  Gedung.



(3) Pem eriksaan  kondisi kom ponen, su b  kom ponen, 

perlengkapan , d a n /a ta u  p era la tan  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b meliputi:

a. pengisian dafta r sim ak  pem eriksaan  kondisi 

kom ponen, sub  kom ponen, perlengkapan , d a n /a ta u  

p era la tan  B angunan  Gedung; dan

b. pengisian kom entar te rh ad ap  hasil pem eriksaan  

kondisi kom ponen, sub  kom ponen, perlengkapan, 

d a n /a ta u  pera la tan  B angunan  G edung.

(4) Pengisian dafta r sim ak sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(3) h u ru f  a  d ilakukan  oleh pengkaji tekn is sesua i dengan 

kondisi nyata  di lapangan.

(5) P enyusunan  laporan  pem eriksaan  berka la  B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  c 

m erupakan  kum p u lan  dari se lu ru h  dafta r sim ak 

pem eriksaan  kondisi kom ponen, subkom ponen, 

perlengkapan, d a n /a ta u  p era la tan  B angunan  Gedung.

Pasal 201

(1) Pem eriksaan  kondisi B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 197 ayat (1) h u ru f  b, Pasal 199 

ayat (1) h u ru f  c, m eliputi:

a. pengisian  daftar sim ak pem eriksaan  kondisi 

B angunan  Gedung; dan

b. pem eriksaan  pem enuhan  p ersy ara tan  teknis.

(2) Pengisian dafta r sim ak pem eriksaan  kondisi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) h u ru f  a  

d ilakukan  oleh pengkaji tekn is sesua i dengan kondisi 

n ya ta  di lapangan.

(3) Pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  tekn is 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. pem eriksaan  p e rsyara tan  ta ta  b angunan ; dan

b. pem eriksaan  p e rsy ara tan  kean d a lan  B angunan  

Gedung.

(4) Pem eriksaan  p e rsyara tan  ta ta  b an g u n an  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (3) h u ru f  a  m eliputi:

a. k esesu a ian  pem anfaa tan  B angunan  Gedung 

te rh ad ap  fungsi B angunan  Gedung;

b. k esesu a ian  in ten sitas  B angunan  Gedung; -t



c. p em enuhan  p e rsyara tan  a rs ite k tu r B angunan  

Gedung; dan

d. p em enuhan  p e rsy ara tan  pengendalian  dam pak  

lingkungan.

(5) Pem eriksaan  p e rsy ara tan  keanda lan  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) h u ru f  b m eliputi 

p em enuhan  persyaratan :

a. kese lam atan  B angunan  Gedung;

b. k eseh a tan  B angunan  Gedung;

c. kenyam anan  B angunan  Gedung; dan

d. k em u d ah an  B angunan  G edung.

Pasal 202

(1) K esesuaian pem anfaa tan  B angunan  G edung terhadap  

fungsi B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 201 ayat (4) h u ru f  a d iperiksa  u n tu k  m engetahui 

kondisi n y a ta  tentang:

a. fungsi B angunan  Gedung;

b. pem anfaa tan  setiap  ru an g  dalam  B angunan

Gedung; dan

c. pem anfaa tan  ru an g  lu a r pad a  persil B angunan  

Gedung.

(2) K esesuaian pem anfaa tan  B angunan  G edung terhadap  

fungsi B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) d iperiksa  dengan m etode:

a. pengam atan  visual;

b. pem eriksaan  kesesua ian  kondisi fak tual dengan

ren can a  tekn is dan  gam bar sesua i terbangun;

d a n /a ta u

c. pendokum entasian .

Pasal 203

(1) K esesuaian in ten sitas  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 201 ayat (4) h u ru f  b d iperiksa 

u n tu k  m engetahui kondisi n ya ta  tentang:

a. lu as  lan ta i d a sa r B angunan  Gedung;

b. lu as  d a sa r  basem en;

c. luas total lan ta i B angunan  Gedung;

d. ju m la h  lan ta i B angunan  Gedung;



e. ju m lah  lan ta i basem en;

f. ketinggian B angunan  Gedung;

g. lu as  D aerah  h ijau  dalam  persil;

h. ja ra k  sem padan  B angunan  G edung te rh ad ap  ja lan , 

sungai, pan ta i, d an au , rel ke re ta  api, d a n /a ta u  ja lu r  

tegangan  tinggi;

i. ja ra k  B angunan  G edung dengan b a ta s  persil; dan

j. ja ra k  a n ta r  B angunan  G edung.

(2) K esesuaian  in ten sitas  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesu a i terbangun ; 

d a n /a ta u

c. pendokum en tasian .

Pasal 204

(1) P em enuhan  p ersy ara tan  a rs ite k tu r B angunan  Gedung 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 201 ayat (4) h u ru f  c 

d iperiksa  u n tu k  m engetahui kondisi n y a ta  tentang:

a. penam pilan  B angunan  Gedung;

b. ta ta  ruang-dalam  B angunan  Gedung; dan

c. keseim bangan, keserasian  dan  k ese la rasan  dengan 

lingkungan  B angunan  G edung.

(2) Penam pilan B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:

a. b en tu k  B angunan  Gedung;

b. b en tu k  denah  B angunan  Gedung;

c. tam p ak  bangunan ;

d. b en tu k  d an  p en u tu p  a tap  B angunan  Gedung;

e. profil, detail, m aterial, d an  w arna  bangunan ;

f. b a ta s  fisik a ta u  pagar pekarangan ; d an

g. ku lit a ta u  se lubung  b angunan .

(3) Penam pilan B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (2) d iperiksa  dengan metode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesu a i terbangun; 

d a n /a ta u



c. pendokum entasian .

(4) T ata  ru an g  dalam  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. k e b u tu h a n  ru an g  u tam a;

b. b idang-bidang dinding;

c. dinding-dinding penyekat;

d. p in tu /jen d e la ;

e. tinggi ruang;

f. tinggi lan ta i dasar;

g. ru an g  rongga atap;

h. p en u tu p  lantai; dan

i. p en u tu p  langit-langit.

(5) T ata ru an g  dalam  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (4) d iperiksa  dengan  m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

c. pem eriksaan  kesesua ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  teknis dan  gam bar sesua i terbangun; 

dan  /  a ta u

d. pendokum en tasian .

(6) K eseim bangan, keserasian , d an  k ese la rasan  dengan 

lingkungan B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pad a  ayat (1) h u ru f  c m eliputi:

a. tinggi (peil) pekarangan;

b. ru an g  te rb u k a  h ijau  pekarangan;

c. pem anfaa tan  ru an g  sem padan  bangunan ;

d. D aerah h ijau  bangunan ;

e. ta ta  tanam an ;

f. ta ta  pe rkerasan  pekarangan;

g. s irku lasi m an u s ia  d an  kendaraan ;

h. ja lu r  u tam a  pedestrian ;

i. perabot lan skap  (landscape fumiture);

j. p e rta n d aa n  {signage); dan

k. pencahayaan  ru an g  lu ar B angunan  Gedung.

(7) K eseim bangan, keserasian , dan  k ese la rasan  dengan 

lingkungan B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (6) d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;



c. pem eriksaan  kesesua ian  kondisi n ya ta  dengan 

ren can a  teknis dan  gam bar sesua i terbangun; 

d a n /a ta u

d. pendokum en tasian .

(1) P em enuhan  p e rsyara tan  pengendalian  dam pak  

lingkungan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 20 T ayat

(4) h u ru f  d d iperiksa  u n tu k  m engetahu i kondisi nyata  

penerapan  pengendalian  dam pak  penting  B angunan  

G edung te rh ad ap  lingkungan.

(2) P em enuhan  p e rsyara tan  pengendalian  dam pak  

lingkungan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d iperiksa  dengan m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  dam pak  lingkungan 

B angunan  Gedung;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum entasian .

(1) Pem eriksaan  p em enuhan  p e rsy ara tan  keselam atan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

201 ayat (5) h u ru f  a d ilak san ak an  u n tu k  m engetahui 

kondisi nyata  tentang:

a. sistem  s tru k tu r  B angunan  Gedung;

b. sistem  proteksi bahaya  kebakaran ;

c. sistem  penangkal petir; dan

d. sistem  insta lasi listrik.

(2) Sistem  s tru k tu r  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:

a. kom ponen s tru k tu r  u tam a , y a itu  pondasi, kolom, 

balok, pela t lan tai, rangka  a tap , dinding inti (core 

tuall), d an  basem en; dan

b. kom ponen s tru k tu r  lainnya, paling sedikit m eliputi 

dinding pem ikul dan  p en ah an  geser (bearing and 

shear wali), pengaku  (bracing), d a n /a ta u  peredam  

(damper).

Pasal 205

Pasal 206



(3) Sistem  s tru k tu r  B angunan  G edung sebagaim ana

d im aksud  pada  ayat (2) d iperiksa  dengan  m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  kerusakan ;

b. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi fak tual dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesua i terbangun ;

d. penggunaan  pera la tan  nondestruk tif; dan

e. pendokum entasian .

(4) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3),

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  metode:

a. penggunaan  pera la tan  destruktif;

b. pengujian k ek u a tan  m aterial, kem am puan  s tru k tu r  

m endukung  beban, d a n /a ta u  daya d u k u n g  tanah ; 

d a n /a ta u

c. analisis pem odelan s tru k tu r  B angunan  G edung.

(5) Sistem  proteksi bahaya  k eb ak aran  sebagaim ana

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. ak ses dan  pasokan  a ir u n tu k  pem adam an  

kebakaran , ya itu  ak ses  pad a  lingkungan  B angunan  

G edung, akses pe tugas pem adam  k eb ak aran  ke 

lingkungan, ak ses petugas pem adam  k eb ak aran  ke 

B angunan  G edung, dan  p asokan  air u n tu k  

pem adam  kebakaran ;

b. sa ra n a  penyelam atan , ya itu  ak ses  eksit, eksit, 

keanda lan  sa ra n a  ja lan  keluar, p in tu , ruang  

terlindung  dan  proteksi tangga, ja lu r  te ru sa n  eksit, 

k ap asitas  sa ran a  ja la n  keluar, ja ra k  tem puh  eksit, 

ju m lah  sa ra n a  ja la n  keluar, su s u n a n  sa ra n a  ja lan  

keluar, eksit pelepasan , ilum inasi sa ra n a  ja lan  

keluar, pencahayaan  d a ru ra t, p en an d aan  sa ran a  

ja lan  keluar, sa ran a  penyelam atan  sekunder, 

ren can a  evakuasi, sistem  peringa tan  bahaya  bagi 

pengguna, area  tem pat berlindung  (refuge area), titik  

berkum pul, dan  lift kebakaran ;

c. sistem  proteksi pasif, ya itu  p in tu  dan  jendela  tah an  

api, penghalang api, partisi penghalang  asap , 

penghalang  asap , dan  atrium ;

d. sistem  proteksi aktif, ya itu  sistem  p ipa  tegak, sistem  

pem ercik p u ta r  (sprinklei) o tom atis, pom pa



pem adam  kebakaran , penyediaan  air, a la t pem adam  

api ringan, sistem  deteksi k ebakaran , sistem  alarm  

kebakaran , sistem  kom unikasi d a ru ra t, serta  

ventilasi m ekanis dan  sistem  pengendali asap ; dan

e. m anajem en proteksi kebakaran , ya itu  u n it 

m anajem en kebakaran , o rgan isasi proteksi 

k ebakaran , ta ta  lak san a  operasional, dan  sum ber 

daya m anusia .

(6) Sistem  proteksi bahaya k eb ak aran  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (5) d iperiksa  dengan  m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

c. pem eriksaan  kesesua ian  kondisi fak tual dengan 

ren can a  teknis dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

d. pendokum entasian .

(7) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (6), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode:

a. pengetesan  dan  pengujian  (testing and 

commissioning); d a n /a ta u

b. sim ulasi evakuasi d a ru ra t secara  langsung  a ta u  

m enggunakan  perangkat lu n ak  [Software).

(8) Sistem  penangkal petir sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(1) h u ru f  c meliputi:

a. sistem  kepala penangkal petir a ta u  term inasi udara ;

b. sistem  h a n ta ra n  penangkal petir a ta u  konduk to r 

penyalur; dan

c. sistem  pem bum ian  a ta u  term inasi bum i.

(9) Sistem  penangkal petir sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(8) d iperiksa  dengan metode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi fak tual dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum entasian .

(10) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pada ayat (9), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan pengujian (testing and commissioning).

(11) Sistem  in sta lasi listrik  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(1) h u ru f  d meliputi:

a. sum ber listrik;



b. panel listrik;

c. in sta lasi listrik; dan

d. sistem  pem bum ian.

(12) Sistem  insta lasi listrik  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(11) d iperiksa  dengan m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

b. pem eriksaan  kesesua ian  kondisi fak tual dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum entasian .

(13) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (12), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

d an  pengujian  [testing and commissioning).

Pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  k eseh a tan  B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 201 ayat (5) 

h u ru f  b d ilak sanakan  u n tu k  m engetahu i kondisi nya ta  

tentang:

a. sistem  penghaw aan;

b. sistem  pencahayaan ;

c. sistem  utilitas; dan

d. penggunaan  b ah an  B angunan  G edung.

(1) S istem  penghaw aan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

207 ayat (1) h u ru f  a  meliputi:

a. ventilasi alam i d a n /a ta u  m ekanis;

b. sistem  pengkondisian  u d ara ; dan

c. k ad a r karbonm onoksida d an  karbondioksida.

(2) Sistem  penghaw aan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  teknis dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

d. pendokum entasian .

(3) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

d an  pengujian  (testing and commissioning).

Pasal 207

Pasal 208



Pasal 209

(1) Sistem  pencahayaan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

207 h u ru f  b m eliputi:

a. pencahayaan  alam i;

b. pencahayaan  b u a tan /a rtif is ia l; dan

c. tingkat lum inansi.

(2) Sistem  pencahayaan  Sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(1) d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesu a i terbangun ; dan

d. pendokum en tasian .

(3) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

Pasal 210

(1) Sistem  u tilitas  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 207 

h u ru f  c m eliputi sistem :

a. a ir bersih;

b. pem buangan  a ir kotor d a n /a ta u  a ir lim bah;

c. pem buangan  ko toran  dan  sam pah ; dan

d. penyalu ran  air hu jan .

(2) Sistem  air bersih  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  a  m eliputi:

a. sum ber a ir bersih;

b. sistem  d istribusi a ir bersih;

c. k u a litas  a ir bersih; dan

d. debit a ir bersih .

(3) Sistem  air bersih  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n ya ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  G am bar T erbangun  (as-built 

drawings); dan

d. pendokum en tasian . tr



(4) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

(5) Sistem  pem buangan  a ir kotor d a n /a ta u  a ir lim bah 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b m eliputi:

a. p e ra la tan  san ite r d an  in sta lasi sa lu ran  m asu k  (inlet) 

dan  sa lu ran  ke luar (outlet);

b. sistem  ja rin g an  pem buangan  a ir kotor d a n /a ta u  air 

lim bah; dan

c. sistem  penam pungan  dan  pengolahan  a ir kotor 

d a n /a ta u  a ir lim bah.

(6) Sistem  pem buangan  a ir kotor d a n /a ta u  a ir lim bah 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (5) d iperiksa  dengan 

m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum en tasian .

(7) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (6), 

pengkaji tekn is d a p a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  [testing and commissioning).

(8) Sistem  pem buangan  ko toran  d an  sam p ah  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  c m eliputi:

a. sa lu ran  m asu k  (inlet) p em buangan  ko to ran  dan  

sam pah;

b. penam pungan  sem en tara  ko to ran  dan  sam pah  

dalam  persil; d an

c. pengolahan  ko toran  d an  sam pah  dalam  persil.

(9) sistem  pem buangan  ko to ran  d an  sam p ah  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (8) d iperiksa  dengan  m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum en tasian .

(10) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (9), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

(11) Sistem  penyalu ran  a ir h u jan  sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (1) h u ru f  d m eliputi:



a. sistem  penangkap  a ir hu jan ;

b. sistem  penyalu ran  a ir hu jan , te rm asu k  p ipa  tegak 

d an  d ra inase  dalam  persil; dan

c. sistem  penam pungan , pengolahan, peresapan  

d a n /a ta u  pem buangan  a ir hu jan .

(12) Sistem  penyalu ran  a ir h u jan  sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (11) d iperiksa  dengan  m etode:

a. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi dan  keru sakan ;

b. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  G am bar T erbangun  (as-built 

drawings); dan

'c. pendokum en tasian .

(13) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (12), 

pengkaji tekn is d a p a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

Pasal 211

(1) Penggunaan  b ah an  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud ’ dalam  Pasal 207 h u ru f  d m eru p ak an  b ah an  

b an g u n an  yang berbahaya  bagi k e seh a tan  m anusia , 

m eliputi:

a. k an d u n g an  b a h an  b e rb ah ay a /b e racu n ;

b. efek silau  dan  pan tu lan ; dan

c. efek pen ingkatan  su h u .

(2) Penggunaan  b ah an  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) d iperiksa  dengan  m etode:

a. pengam atan  visual; dan

b. pendokum en tasian .

Pasal 212

(1) Pem eriksaan  p em enuhan  p e rsy a ra tan  kenyam anan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

201 ayat (5) h u ru f  c d ilak san ak an  u n tu k  m engetahui 

kondisi n y a ta  tentang:

a. ru an g  gerak  dalam  B angunan  Gedung;

b. kondisi u d a ra  dalam  ruang;

c. pan d an g an  dari dan  ke dalam  B angunan  Gedung; 

dan



d. kondisi ge taran  dan  kebisingan dalam  B angunan  

Gedung.

(2) R uang gerak dalam  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:

a. ju m la h  pengguna d an  b a ta s  pen g h u n ian  (occupancy) 

B angunan  Gedung; dan

b. k ap asitas  dan  ta ta  le tak  perabot.

(3) R uang gerak dalam  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (2) d iperiksa  dengan m etode:

a. pengam atan  visual;

b. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

c. pendokum entasian .

(4) Kondisi u d a ra  dalam  ru an g  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  b meliputi:

a. tem p era tu r dalam  ruang; dan

b. kelem bapan  dalam  ruang.

(5) Kondisi u d a ra  dalam  ru an g  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (4) d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ; dan

b. pendokum entasian .

(6) P andangan  dalam  B angunan  G edung sebagaim ana

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  c m eliputi:

a. pan d an g an  dari dalam  setiap  ru an g  ke luar 

bangunan ; dan

b. pan d an g an  dari lu a r b an g u n an  ke dalam  setiap 

ruang.

(7) P andangan  dalam  B angunan  G edung sebagaim ana

d im aksud  p ad a  ayat (6) d iperiksa  dengan  m etode:

a. pengam atan  visual; dan

b. pendokum entasian .

(8) Kondisi ge taran  dan  kebisingan dalam  B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  d meliputi:

a. tingkat ge taran  dalam  B angunan  Gedung; dan

b. tingkat kebisingan dalam  B angunan  G edung.

(9) Kondisi ge taran  dan  kebisingan dalam  B angunan  G edung 

sebagaim ana  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (8) 

d iperiksa  dengan m etode:

a. pen g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ; dan  T



b. pendokumentasian.

Pasal 213

(1) Pem eriksaan  pem enuhan  p e rsy ara tan  kem udahan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

201 ayat (5) h u ru f  d d ilak san ak an  u n tu k  m engetahui 

kondisi nya ta  tentang:

a. fasilitas dan  aksesib ilitas h u b u n g an  ke, dari, d an  di 

dalam  B angunan  Gedung; dan

b. kelengkapan  p ra sa ra n a  dan  sa ra n a  dalam  

pem anfaa tan  B angunan  G edung.

(2) Penyediaan fasilitas dan  aksesib ilitas h u b u n g a n  ke, dari, 

dan  di dalam  B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  

pad a  ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:

a. h u b u n g a n  horizontal a n ta rru a n g /a n ta rb a n g u n a n ; 

dan

b. h u b u n g a n  vertikal a n ta rlan ta i dalam  B angunan  

Gedung.

(3) S a ran a  h u b u n g an  horizontal a n ta rru a n g /a n ta rb a n g u n a n  

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  a  d iperiksa 

dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n ya ta  dengan 

ren can a  tekn is d an  gam bar sesua i terbangun ; dan

d. pendokum entasian .

(4) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (3), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

(5) S a ran a  h u b u n g an  vertikal an ta rla n ta i sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  b d iperiksa  dengan 

metode:

a. pen g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rhadap  kondisi dan  kerusakan ;

c. pem eriksaan  kesesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesu a i terbangun ; dan

d. pendokum entasian .



(6) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (5), 

pengkaji tekn is d a p a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

d an  pengujian  (testing and commissioning).

(7) K elengkapan p ra sa ra n a  dan  sa ra n a  pem anfaatan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

h u ru f  b d iperiksa  dengan m etode:

a. p en g u k u ran  m enggunakan  pera la tan ;

b. pengam atan  visual te rh ad ap  kondisi d an  keru sakan ;

c. pem eriksaan  k esesu a ian  kondisi n y a ta  dengan 

ren can a  tekn is dan  gam bar sesua i terbangun ; dan

d. pendokum entasian .

(8) Selain m etode sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (7), 

pengkaji tekn is d ap a t m enam bahkan  m etode pengetesan  

dan  pengujian  (testing and commissioning).

(1) Pem eriksaan  sistem  proteksi keb ak aran , keselam atan  

dan  k eseh a tan  kerja  (K3), in sta lasi listrik, dan  

pengendalian  dam pak  lingkungan d ilakukan  dengan 

m elibatkan  in stan s i terkait.

(2) Pem eriksaan  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  m elalui perm ohonan  oleh Pemilik B angunan  

G edung kepada in stan s i berw enang terkait.

(3) Dalam  hal in stan si berw enang te rka it tidak  m erespon 

perm ohonan  dalam  w aktu  14 (em pat belas) ha ri kerja 

a ta u  tidak  m elaksanakan  pem eriksaan  dalam  w aktu  3 

(tiga) bu lan  sejak d iterim anya su ra t  perm ohonan, 

pem eriksaan  yang d ilakukan  oleh p e laksana  

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung 

dianggap disetujui.

(4) D alam  hal terjad i perbedaan  a n ta ra  hasil pem eriksaan  

yang d ilakukan  oleh in stan s i berw enang terka it dengan 

hasil pem eriksaan  yang d ilakukan  oleh pe laksana  

pem eriksaan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung, yang 

d igunakan , y a itu  hasil pem eriksaan  yang  d ilakukan  oleh 

in s tan s i berw enang terkait.

Pasal 214



Paragraf 4

D aftar S im ak Pem eriksaan  Kelaikan Fungsi B angunan

G edung

Pasal 215

(1) D aftar sim ak pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 193 ayat (2) 

h u ru f  c m eru p ak an  acu an  bagi pengkaji tekn is dalam  

m elak san ak an  tugas Pengkajian Teknis.

(2) D aftar sim ak pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (1) meliputi:

a. dafta r sim ak pem eriksaan  kelengkapan  dokum en 

B angunan  Gedung; dan

b. dafta r sim ak  pem eriksaan  p ersy ara tan  teknis 

B angunan  G edung

(3) Pem eriksaan  kelengkapan dokum en B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  a  m eliputi:

a. dokum en adm in istra tif B angunan  Gedung;

b. dokum en p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  

Gedung; dan

c. dokum en Pem eliharaan  dan  peraw atan  B angunan  

Gedung.

(4) Pem eriksaan  p ersy ara tan  tekn is B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (2) h u ru f  b meliputi:

a. p em en u h an  p e rsy ara tan  ta ta  b angunan ; dan

b. p em en u h an  p e rsy ara tan  k eanda lan  B angunan  

G edung.

Paragraf 5

Laporan Hasil Kelaikan Fungsi B angunan  G edung

Pasal 216

(1) Laporan hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 193 ayat (2) 

h u ru f  d m eru p ak an  acu an  bagi pengkaji tekn is dalam  

m endokum en tasikan  k ese lu ru h an  p roses pem eriksaan  

kela ikan  fungsi B angunan  G edung yang telah  d ilakukan.

(2) Laporan hasil pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) m em uat:



a. d a ta  B angunan  Gedung;

b. d a ta  pengkaji teknis;

c. hasil pem eriksaan  kelengkapan dokum en;

d. hasil pem eriksaan  kondisi B angunan  Gedung;

e. hasil analisis dan  evaluasi;

f. kesim pulan  kelaikan fungsi B angunan  Gedung; dan

g. Rekom endasi.

(3) D alam  hal kesim pulan  kelaikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  f 

m enya takan  bahw a B angunan  G edung Laik Fungsi, 

d iberikan  S u ra t Pernyataan  Kelaikan Fungsi B angunan  

G edung kepada  pem ilik a ta u  pengguna B angunan  

G edung.

(4) R ekom endasi sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (2) h u ru f  

g d a p a t berupa:

a. R ekom endasi kelaikan  fungsi B angunan  Gedung;

b. Rekom endasi pengajuan  perm ohonan  b a ru  a ta u  

p e ru b ah an  IMB;

c. R ekom endasi Pem eliharaan  dan  peraw atan  ringan; 

a ta u

d. R ekom endasi penyesua ian  B angunan  G edung dan  

pengajuan  perm ohonan  b a ru  a ta u  p e ru b a h a n  IMB.

(5) Dalam  hal pem eriksaan  kelaikan  fungsi B angunan  

G edung pasca  bencana, laporan  hasil pem eriksaan  awal 

pem anfaa tan  sem en tara  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 199 ayat (1) h u ru f  b paling sedikit 

m em uat:

a. d a ta  B angunan  Gedung;

b. d a ta  pengkaji teknis;

c. hasil pem eriksaan  kondisi B angunan  Gedung 

te rh ad ap  aspek  keselam atan ;

d. hasil analisis dan  evaluasi;

e. kesim pulan  hasil pem eriksaan  awal; dan

f. Rekom endasi.

Pasal 217

(1) Acuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan pengkaji tekn is m eliputi:



a. kon trak  kerja  k o n stru k si pengkaji teknis 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 193 ayat (1);

b. kerangka  acu an  kerja pengadaan  pengkaji teknis 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 194 ayat (2) 

h u ru f  a  sam pai dengan h u ru f  f;

c. bagan  ta ta  cara  p e lak san aan  tu g as pengkaji teknis 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 196, Pasal 197, 

Pasal 198, Pasal 199, dan  Pasal 200;

d. dafta r sim ak pem eriksaan  kela ikan  fungsi B angunan  

G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 215 

ayat (2) h u ru f  a  dan  h u ru f  b; dan

e. p a n d u an  penggunaan  p e ra la tan  non-destruk tif 

te r ten tu  dalam  pem eriksaan  kelaikan  fungsi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 192 ayat (7) h u ru f  f.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan pengkaji tekn is sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1) te rcan tu m  dalam  Lam piran IV dari 

P e ra tu ran  B upati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian K esatu 

Um um

Pasal 218

(1) Perangkat D aerah penyelenggara B angunan  G edung 

m elakukan  pengaw asan penyelenggaraan B angunan  

G edung sesua i kew enangannya.

(2) Pengaw asan penyelenggaraan B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ap a t m elibatkan  

in s tan s i te rka it lainnya.

(3) Dalam  hal hasil pengaw asan  sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1) m enem ukan  bahw a penyelenggara 

B angunan  G edung d ilakukan  secara  tidak  tertib



adm in istra tif dan  teknis, d ilakukan  u p ay a  penertiban  

penyelenggaraan  B angunan  Gedung.

(4) U paya penertiban  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) d ilakukan  oleh 

Perangkat D aerah sesua i kew enangannya.

(5) Pengaw asan dan  penertiban  penyelenggaraan  B angunan  

G edung d ilakukan  pad a  m asa:

a. p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  Gedung; dan

b. pem anfaa tan  B angunan  G edung.

Bagian K edua

Pengaw asan dan  Penertiban  Pada M asa P elaksanaan  

K onstruksi B angunan  G edung

(1) Pengaw asan dan  penertiban  p ad a  m asa  p e laksanaan  

k o n stru k si B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 218 ayat (5) h u ru f  a d ilakukan  u n tu k  

m enjam in  p e lak san aan  ko n stru k si B angunan  Gedung 

d ilakukan  sesua i dengan IMB yang d iterb itkan .

(2) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  oleh Penilik B angunan  G edung a ta s  

p en u g asan  dari D inas PUPR.

(3) Dalam  hal penerb itan  IMB d ilakukan  di K ecam atan, 

pengaw asan  pada  m asa  p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilakukan  oleh petugas pengaw asan a ta s  p enugasan  dari 

K ecam atan.

(4) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) d ap a t 

d ilakukan  dengan m elibatkan  in s tan s i lain  yang  terkait.

(5) Penertiban  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  oleh D inas PUPR d a n /a ta u  K ecam atan 

te rh ad ap  p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung 

yang tidak  memiliki IMB d a n /a ta u  tidak  sesua i dengan

Paragraf 1 

Um um

Pasal 219

IMB.



(6) Penertiban  oleh D inas PUPR d a n /a ta u  K ecam atan 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (6) d ilakukan  

b e rd asa rk an  laporan  hasil pengaw asan  p e lak san aan  

ko n stru k si B angunan  Gedung.

(7) Penertiban  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (7) 

d ilakukan  dengan m elibatkan  P erangkat D aerah  sesuai 

kew enangannya.

(1) P e laksanaan  k o n stru k si B angunan  G edung h a ru s  

m enerapkan  prinsip -p rinsip  K eselam atan d an  K esehatan 

Kerja (K3).

(2) Selam a p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung, 

Pemilik B angunan  G edung bertanggung  jaw ab  terhadap  

k eam anan  dan  keselam atan  B angunan  G edung dan  

lingkungan.

(3) Pemilik B angunan  G edung h a ru s  m enyediakan 

p ra sa ra n a  um um  sem en tara  apab ila  te rd ap a t p ra sa ra n a  

u m u m  yang terganggu selam a p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  Gedung.

T ata C ara  Pengaw asan Pada M asa P e laksanaan  K onstruksi

(1) DPMPTSP m eny u su n  dafta r p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  Gedung.

(2) D aftar p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) d isu su n  

b erdasarkan :

a. inform asi tertu lis  p e lak san aan  k o n stru k si dari 

Pemilik B angunan  Gedung; d a n /a ta u

b. laporan  m asyarakat.

(3) DPMPTSP m enyam paikan  dafta r p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) 

kepada  D inas PUPR.

(4) D inas PUPR m elakukan  p en u g asan  kepada  Penilik 

B angunan  u n tu k  m elakukan  pengaw asan  terhadap :
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B angunan  G edung
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a. p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  Gedung 

b e rd asa rk an  dafta r sebagaim ana d im aksud  pada  

aya t (3); dan

b. p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung di lu a r 

dafta r sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) yang 

d item ukan  di lapangan.

(5) Penilik B angunan  m elakukan  pengaw asan  terhadap  

p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung m elalui 

proses p em an tau an  d an  evaluasi.

(6) P em an tauan  dan  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (5) d ilakukan  terhadap :

a. ke te rsed iaan  dajn kelengkapan dokum en IMB; dan

b. k esesu a ian  p e lak san aan  k o n stru k si dengan 

dokum en IMB.

(7) Penilik B angunan  m elakukan  p e n y u su n an  laporan  hasil 

pengaw asan  p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  Gedung.

(8) Laporan hasil pengaw asan  sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (7) d isam paikan  kepada D inas PUPR.
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(1) K ecam atan m enyusun  dafta r p e lak san aan  k o nstruksi 

B angunan  G edung yang penerb itan  IMB-nya d ilakukan  

di K ecam atan.

(2) D aftar p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d isu su n  

b e rd asa rk an  inform asi tertu lis  p e lak san aan  k onstruksi 

dari Pemilik B angunan  G edung d a n /a ta u  laporan  

m asyarakat.

(3) K ecam atan m elakukan  pen u g asan  kepada  petugas 

pengaw asan  u n tu k  m elakukan  pengaw asan  pe laksanaan  

ko n stru k si B angunan  G edung b e rd a sa rk an  daftar 

sebagaim ana d im aksud  pada  aya t (2).

(4) Petugas pengaw asan  m elakukan  pengaw asan 

p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung m elalui 

proses p e m an tau an  dan  evaluasi.

(5) P em an tau an  d an  evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (4) d ilakukan  terhadap  kelengkapan  dokum en IMB 

dan  k esesu a ian  p e lak san aan  k o n stru k si dengan 

dokum en IMB.



(6) Petugas pengaw asan  m elakukan  p e n y u su n an  laporan  

hasil pengaw asan  p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  

Gedung.

(7) Laporan hasil pengaw asan sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (6) d isam paikan  kepada K ecam atan.

Paragraf 3

T ata  C ara Penertiban  Pada P e laksanaan  K onstruksi 

B angunan  G edung

D alam  h a l hasil pengaw asan m enyatakan  pe laksanaan  

k o n stru k si B angunan  G edung d ilakukan  sesu a i dengan  IMB, 

p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung d ap a t 

d ilan ju tkan .

(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enya takan  p e lak san aan  

ko n stru k si B angunan  G edung d ilakukan  ta n p a  IMB, 

D inas PUPR m elakukan  penghen tian  sem en tara  

p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  G edung.

(2) Penghentian  sem en tara  p e lak san aan  konstruksi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t pem beritahuan  

penghen tian  sem en tara  p e lak san aan  k o n stru k si 

B angunan  G edung kepada Pemilik B angunan  G edung 

dan  menyegel sem en tara  se lu ru h  lokasi p e laksanaan  

k o n stru k si B angunan  Gedung.

(3) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  sem en tara  

p e lak san aan  k onstruksi B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) d item buskan  kepada  DPMPTSP 

dan  Satpol PP.

(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

14 (em pat belas) hari kalender sejak d ite rb itkannya  su ra t 

p em beritahuan  u n tu k  m elakukan  perm ohonan  IMB 

kepada DPMPTSP.

(5) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tid ak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (4), D inas
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PUPR m em berikan perin tah  Pem bongkaran  B angunan  

Gedung.

(6) Perin tah  Pem bongkaran B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (5) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t pe rin tah  Pem bongkaran  B angunan  

G edung kepada Pemilik B angunan  G edung;

(7) S u ra t pe rin tah  Pem bongkaran B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (6) d item buskan  

kepada  DPMPTSP d an  Satpol PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari kalender sejak d ite rb itkannya  su ra t 

pe rin tah  u n tu k  m elakukan  Pem bongkaran  B angunan  

Gedung.

(9) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (8), D inas 

PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  Pem bongkaran 

B angunan  Gedung.

(10) Biaya Pem bongkaran oleh D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol 

PP sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (9) d ibebankan  

kepada  Pemilik B angunan  G edung, kecuali bagi pemilik 

ru m ah  tinggal yang tidak  m am pu  biaya Pem bongkaran 

B angunan  G edung d ibebankan  kepada APBD.

(11) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m em bayar 

biaya Pem bongkaran sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(10), D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  

penyegelan lokasi bekas B angunan  G edung yang telah 

dibongkar.

(12) Penyegelan lokasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (11) 

d icabu t setelah  Pemilik B angunan  G edung m em bayar 

biaya Pem bongkaran.
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(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enyatakan  p e laksanaan  

k o n stru k si B angunan  G edung d ilakukan  tidak  sesuai 

dengan IMB, D inas PUPR m em berikan  peringatan  tertu lis  

kepada  Pemilik B angunan  Gedung.

(2) Peringatan  tertu lis  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t peringatan



sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t m asing-m asing  

dalam  tenggang w aktu  7 (tujuh) hari kalender.

(3) S u ra t peringatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d item buskan  kepada DPMPTSP dan  Satpol PP.

(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) u n tu k  m elakukan:

a. perbaikan  te rh ad ap  pelanggaran  p e laksanaan  

k o n stru k si yang tidak  sesua i IMB; a ta u

b. perm ohonan  IMB apabila  secara  adm in istra tif dan  

tekn is m em ungkinkan.

(5) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4), D inas 

PUPR m elakukan  pem batasan  kegiatan  pem bangunan .

(6) P em batasan  kegiatan p em bangunan  sebagaim ana 

d im aksud  pada  ayat (5) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t p em b eritah u an  pem batasan  

kegiatan pem bangunan  kepada  Pemilik B angunan  

G edung dan  menyegel lokasi keg iatan  pem bangunan  

yang m elanggar.

(7) S u ra t p em beritahuan  p em b a tasan  kegiatan 

pem bangunan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (6) 

d item buskan  kepada DPMPTSP dan  Satpol PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

14 (em pat belas) hari kalender sejak  d ite rb itkannya  su ra t 

p em b eritah u an  u n tu k  m elakukan:

a. perba ikan  te rh ad ap  pelanggaran  p e laksanaan  

k o n stru k si yang tidak  sesua i IMB; a ta u  

b'. perm ohonan  IMB apabila  secara  adm in istra tif dan  

tekn is m em ungkinkan.

(9) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (8), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  sem en tara  pem bangunan  

dan  pem bekuan  IMB.

(10) Penghentian  sem en tara  pem bangunan  d an  pem bekuan  

IMB sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (9) d ilakukan  

dengan m enyam paikan  su ra t pem beritahuan  

penghen tian  sem en tara  p em bangunan  d an  pem bekuan  

IM B -kepada Pemilik B angunan  G edung se rta  menyegel



sem en tara  se lu ru h  lokasi p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  Gedung.

pem bangunan  dan  pem bekuan  IMB sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (10) d item buskan  kepada  DPMPTSP 

; dan  Satpol PP.

(12) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

14 (em pat belas) ha ri kalender se jak  d ite rb itkannya  su ra t 

pem beritahuan  u n tu k  m elakukan:

a. perbaikan  te rh ad ap  pelanggaran  p e laksanaan  

k o n stru k si yang tidak  sesua i IMB; a ta u

b. perm ohonan  IMB apabila  secara  adm in istra tif dan  

tekn is m em ungkinkan.

(13) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (12), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  te tap  pem bangunan , 

p en cab u tan  IMB, dan  perin tah  Pem bongkaran.

(14) Penghentian  te tap  p em bangunan  dan  p en cab u tan  IMB 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (13) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t penghen tian  te tap  pem bangunan , 

p en cab u tan  IMB, d an  p e rin tah  Pem bongkaran  kepada 

Pemilik B angunan  G edung se rta  m enyegel te tap  se lu ruh  

lokasi p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  Gedung.

(15) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  te tap  pem bangunan , 

p en cab u tan  IMB, dan  p e rin tah  Pem bongkaran 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (14) d item buskan  

kepada  DPMPTSP dan  Satpol PP.

(16) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari ka lender se jak  d ite rb itkannya  su ra t 

pe rin tah  u n tu k  m elakukan  Pem bongkaran  B angunan  

Gedung.

(17) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tid ak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (16), D inas 

PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  Pem bongkaran 

B angunan  Gedung.

(18) Biaya Pem bongkaran  yang d ilakukan  oleh D inas PUPR 

d a n /a ta u  Satpol PP sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(17) d ibebankan  kepada Pemilik B angunan  Gedung, 

kecuali bagi pem ilik ru m ah  tinggal yang  tidak  m am pu

(11) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  sem en tara



biaya Pem bongkaran B angunan  G edung d ibebankan  

kepada APBD.

(19) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m em bayar 

biaya Pem bongkaran sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(18), D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  

penyegelan lokasi bekas B angunan  G edung yang telah 

dibongkar.

(20) Penyegelan lokasi sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (19) 

d icabu t se telah  Pemilik B angunan  G edung m em bayar 

biaya Pem bongkaran.

Bagian Ketiga

Pengaw asan d an  Penertiban  Pada M asa P em anfaatan  

B angunan  G edung

(1) Pengaw asan dan  penertiban  pada  m asa  pem anfaatan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

218 ayat (5) h u ru f  a  d ilakukan  u n tu k  m enjam in 

pem anfaa tan  B angunan  G edung d ilakukan  sesuai 

dengan IMB d an  SLF yang d iterb itkan .

(2) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  oleh Penilik B angunan  G edung a ta s  

penugasan  dari D inas PUPR.

(3) D alam  hal penerb itan  IMB d ilakukan  di K ecam atan, 

pengaw asan  p ad a  m asa  pem anfaa tan  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) d ilakukan  oleh 

pe tugas pengaw asan a ta s  pen u g asan  dari K ecam atan.

(4) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ap a t 

d ilakukan  dengan m elibatkan  in s tan s i lain  yang terkait.

(5) P enertiban  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  oleh D inas PUPR d a n /a ta u  K ecam atan 

te rh ad ap  pem anfaa tan  B angunan  G edung yang tidak 

memiliki d an  tidak  sesua i IMB se rta  tidak  memiliki dan  

tidak  sesua i dengan SLF.

Paragraf 1 

Um um

Pasal 226



(6) Penertiban  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (5) 

d ilakukan  dengan  m elibatkan  Perangkat D aerah sesuai 

kew enangannya.

Paragraf 2

Tata C ara Pengaw asan Pada M asa P em anfaatan  B angunan

Gedung

(1) D inas PUPR m eny u su n  dafta r B angunan  G edung yang 

telah  d im anfaa tkan  sebagai obyek pengaw asan  pada  

m asa  pem anfaa tan  B angunan  G edung.

(2) D aftar B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1) d isu su n  berdasarkan :

a. pertim bangan  D inas PUPR; d a n /a ta u

b. laporan  m asy arak a t te rh ad ap  ind ikasi pelanggaran

(3) D inas PUPR m elakukan  p en u g asan  kepada  Penilik 

B angunan  u n tu k  m elakukan  pengaw asan  pem anfaa tan  

B angunan  G edung b e rd asa rk an  dafta r sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2).

(4) Penilik B angunan  m elakukan  pengaw asan  pem anfaa tan  

B angunan  G edung m elalui p roses p e m an tau an  dan  

evaluasi.

(5) P em an tau an  d an  evaluasi sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (4) d ilakukan  terhadap:

a. ke te rsed iaan  dan  kelengkapan  dokum en IMB;

b. k esesu a ian  pem anfaa tan  B angunan  G edung dengan 

dokum en IMB;

c. ke te rsed iaan  dan  kelengkapan dokum en SLF;

d. kesesu a ian  pem anfaa tan  B angunan  G edung dengan 

dokum en SLF;

e. b a ta s  w ak tu  berakh irnya  SLF;

f. perba ikan  B angunan  G edung sesu a i b a ta s  w aktu  

dalam  jam in an  tertu lis  Pemilik B angunan  Gedung 

sa a t penerb itan  SLF B angunan  G edung eksisting; 

dan

g. pem anfaa tan  B angunan  G edung yang dilindungi 

d an  d ilestarikan .
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pem anfaa tan  B angunan  G edung.



(6) Penilik B angunan  m elakukan  p e n y u su n an  laporan  hasil 

pengaw asan  pem anfaa tan  B angunan  G edung.

(7) Laporan hasil pengaw asan  sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (6) d isam paikan  kepada D inas PUPR.
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(1) K ecam atan m enyusun  dafta r p em an faa tan  B angunan  

G edung yang penerb itan  IMB-nya d ilakukan  di 

K ecam atan sebagai obyek pengaw asan  pad a  m asa  

pem anfaa tan  B angunan  Gedung.

(2) D aftar pem anfaa tan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d isu su n  berdasarkan :

a. pertim bangan  K ecam atan; d a n /a ta u

b. lapo ran  m asy arak a t te rh ad ap  ind ikasi pelanggaran 

pem anfaa tan  B angunan  G edung.

(3) K ecam atan m elakukan  p en u g asan  kepada  petugas 

pengaw asan  u n tu k  m elakukan  pengaw asan  pem anfaatan  

B angunan  G edung b e rd asa rk an  d a fta r sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2).

(4) Petugas pengaw asan m elakukan  pengaw asan 

pem anfaa tan  B angunan  G edung m elalui proses 

p e m an tau an  d an  evaluasi.

(5) P em an tau an  d an  evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (4) d ilakukan  terhadap :

a. ke te rsed iaan  dan  kelengkapan  dokum en IMB;

b. kesesu a ian  pem anfaa tan  B angunan  G edung dengan 

dokum en IMB;

c. ke te rsed iaan  d an  kelengkapan  dokum en SLF;

d. kesesu a ian  pem anfaa tan  B angunan  G edung dengan 

dokum en SLF; dan

e. b a ta s  w ak tu  berakh irnya  SLF.

(6) Petugas pengaw asan  m elakukan  p e n y u su n an  laporan  

hasil pengaw asan  pem anfaa tan  B angunan  Gedung.

(7) Laporan hasil pengaw asan  sebagaim ana  d im aksud  pada 

ayat (6) d isam paikan  kepada  K ecam atan.



Pasal 229

(1) Pengaw asan oleh in s tan s i tekn is sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 226 ayat (4) d ilak san ak an  sesuai 

kew enangannya.

(2) Pengaw asan oleh in stan s i tekn is sebagaim ana d im aksud  

pada  ayat (1) d ilak sanakan  terhadap :

a. k esesu a ian  p e ru n tu k a n  d an  in ten sitas  B angunan  

Gedung;

b. p em en u h an  p ersy ara tan  pro teksi kebakaran ;

c. p em en u h an  p ersy ara tan  dam pak  lingkungan; dan

d. p em en u h an  p ersy ara tan  perlindungan  bagi

keselam atan  pekerja  d a n /a ta u  pengguna dalam  

B angunan  Gedung.

T ata  C ara  Penertiban  Pada Pem anfaatan  B angunan  G edung

D alam  hal hasil pengaw asan  m enyatakan  pem anfaatan  

B angunan  G edung d ilakukan  sesua i dengan  IMB dan  SLF, 

m ak a  pem anfaa tan  B angunan  G edung d a p a t d ilan ju tkan .

(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enya takan  pem anfaa tan  

B angunan  G edung d ilakukan  ta n p a  IMB, D inas PUPR 

m em berikan  peringa tan  tertu lis  kepada  Pemilik 

B angunan  Gedung.

(2) Peringatan  te rtu lis  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  s u ra t  peringatan  

sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t m asing-m asing  

dalam  tenggang w ak tu  7 (tujuh) hari kalender.

(3) S u ra t peringa tan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

d item buskan  kepada DPMPTSP d an  Satpol PP.

(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) u n tu k  m elakukan  perm ohonan 

IMB B angunan  G edung eksiting.

(5) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e te n tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4), D inas

P aragraf 3
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PUPR m elakukan  penghen tian  sem en ta ra  pem anfaa tan  

B angunan  Gedung.

(6) Penghentian  sem en tara  pem anfaa tan  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (5) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t p em b eritah u an  penghen tian  

sem en tara  pem anfaa tan  B angunan  G edung kepada 

Pemilik B angunan  G edung d an  m enyegel sem en tara  

B angunan  Gedung.

(7) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  sem en tara  

pem anfaa tan  B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (6) d item buskan  kepada  DPMPTSP dan  Satpol 

PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari ka lender se jak  d ite rb itkannya  su ra t 

p em b eritah u an  u n tu k  m elakukan  perm ohonan  IMB 

B angunan  G edung eksiting.

(9) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan

k e te n tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (8), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  te tap  pem anfaatan  

B angunan  G edung d an  p erin tah  Pem bongkaran

B angunan  Gedung.

(10) Penghentian  te tap  pem anfaa tan  B angunan  G edung dan

p erin tah  Pem bongkaran  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (9) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t penghen tian  te tap  pem anfaatan  

B angunan  G edung dan  p e rin tah  Pem bongkaran

B angunan  G edung kepada Pemilik B angunan  G edung 

se rta  menyegel te tap  B angunan  G edung.

(11) S u ra t p em beritahuan  penghen tian  te tap  pem anfaatan

B angunan  G edung d an  p erin tah  Pem bongkaran

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(10) d item buskan  kepada  DPMPTSP d an  Satpol PP.

(12) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) h a ri ka lender se jak  d ite rb itkannya  su ra t 

p e rin tah  u n tu k  m elakukan  Pem bongkaran  B angunan  

Gedung.

(13) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e te n tu an  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (12), D inas



PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  Pem bongkaran 

B angunan  G edung.

(14) Biaya Pem bongkaran yang d ilakukan  oleh D inas PUPR 

d a n /a ta u  Satpol PP sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(13) d ibebankan  kepada  Pemilik B angunan  G edung, 

kecuali bagi pem ilik ru m ah  tinggal yang  tidak  m am pu 

biaya Pem bongkaran B angunan  G edung d ibebankan  

kepada  APBD.

(15) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m em bayar 

biaya Pem bongkaran sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat

(14) , D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan , 

penyegelan lokasi bekas B angunan  G edung yang  telah 

dibongkar.

(16) Penyegelan lokasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (15) 

d icabu t se telah  Pemilik B angunan  G edung m em bayar 

biaya Pem bongkaran.

Pasal 232

(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enya takan  pem anfaa tan  

B angunan  G edung d ilakukan  tidak  se su a i dengan IMB, 

D inas PUPR m em berikan peringatan  tertu lis  kepada 

Pemilik B angunan  Gedung.

(2) P eringatan  te rtu lis  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t peringatan  

sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t m asing-m asing  

dalam  tenggang w ak tu  7 (tujuh) h a ri kalender.

(3) S u ra t peringatan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) 

d item buskan  kepada  DPMPTSP d an  Satpol PP.

(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) u n tu k  m elakukan:

a. perba ikan  B angunan  G edung sesua i IMB; a ta u

b. perm ohonan  IMB B angunan  G edung eksiting 

apab ila  secara  adm in istra tif dan  tekn is 

m em ungkinkan .

(5) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tid ak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  sem en ta ra  pem anfaa tan  

B angunan  G edung.



(6) Penghentian  sem en tara  pem anfaa tan  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (5) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  s u ra t  p em b eritah u an  penghen tian  

sem en tara  pem anfaa tan  B angunan  G edung kepada 

Pemilik B angunan  G edung d an  m enyegel sem en tara  

B angunan  Gedung.

(7) S u ra t p em beritahuan  penghen tian  sem en tara  

pem anfaa tan  B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pad a  ayat (6) d item buskan  kepada  DPMPTSP dan  Satpol 

PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari ka lender se jak  d ite rb itkannya  su ra t 

p em beritahuan  u n tu k  m elakukan:

a. perba ikan  B angunan  G edung sesu a i IMB; a ta u

b. perm ohonan  IMB B angunan  G edung eksiting 

apab ila  secara  adm in istra tif dan  tekn is 

m em ungkinkan .

(9) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (8), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  te tap  pem anfaatan  

B angunan  G edung d an  p e rin tah  Pem bongkaran

B angunan  Gedung.

(10) Penghentian  I te tap  pem anfaa tan  B angunan  G edung dan

p erin tah  pem bongkatan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (9) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  G edung dan  perin tah  Pem bongkaran

B angunan  G edung kepada  Pemilik B angunan  G edung 

se rta  menyegel te tap  B angunan  G edung.

(11) S u ra t p em beritahuan  penghen tian  te tap  pem anfaatan

B angunan  I G edung dan  perin tah  Pem bongkaran

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(10) d item buskan  kepada  DPMPTSP d an  Satpol PP.

(12) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari ka lender sejak  d ite rb itkannya  su ra t 

p e rin tah  u n tu k  m elakukan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung.

(13) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan
|  ̂

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (12), D inas



PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  Pem bongkaran 

B angunan  Gedung.

(14) Biaya Pem bongkaran yang d ilakukan  oleh D inas PUPR 

d a n /a ta u  Satpol PP sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat 

(13) d ibebankan  kepada  Pemilik B angunan  Gedung, 

kecuali bagi pem ilik ru m ah  tinggal yang  tidak  m am pu 

biaya Pem bongkaran B angunan  G edung d ibebankan  

kepada APBD.

(15) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m em bayar 

biaya Pem bongkaran B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (14), D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol 

PP m elakukan  penyegelan lokasi bekas B angunan  

G edung yang telah dibongkar.

(16) Penyegelan lokasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (15) 

d icabu t se telah  Pemilik B angunan  G edung m em bayar 

biaya Pem bongkaran.

(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enya takan  pem anfaatan  

B angunan  G edung d ilakukan  ta n p a  SLF, D inas PUPR 

m em berikan  peringa tan  tertu lis  kepada  Pemilik 

B angunan  Gedung.

(2) Peringatan  tertu lis  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t peringatan  

sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t m asing-m asing  

dalam  tenggang w ak tu  7 (tujuh) h a ri kalender.

(3) S u ra t peringatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d item buskan  kepada DPMPTSP dan  Satpol PP.

(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) u n tu k  m elakukan  perm ohonan  

SLF B angunan  G edung eksisting.

(5) Dalam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (4), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  sem en tara  pem anfaa tan  

B angunan  Gedung.

(6) Penghentian  sem en tara  pem anfaa tan  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (5) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t p em b eritah u an  penghen tian  

sem en ta ra  pem anfaa tan  B angunan  G edung kepada

Pasal 233



Pemilik B angunan  G edung d an  menyegel sem en tara  

B angunan  Gedung.

(7) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  sem en tara  

pem anfaa tan  B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  

pada  ayat (6) d item buskan  kepada DPMPTSP dan  Satpol 

PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari ka lender sejak  d ite rb itkannya  su ra t 

p em beritahuan  u n tu k  m elakukan  perm ohonan  SLF 

B angunan  G edung eksiting.

(9) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (8), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  Gedung.

(10) Penghentian  te tap  pem anfaa tan  B an g u n an  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (9) d ilakukan  dengan 

m enyam paikan  su ra t penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  G edung kepada  Pemilik B angunan  G edung 

se rta  menyegel te tap  B angunan  G edung.

(11) S u ra t p em beritahuan  penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(10) d item buskan  kepada DPMPTSP d an  Satpol PP.

(12) Penyegelan te tap  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (10) d icabu t se telah  Pemilik 

B angunan  G edung m elakukan  perm ohonan  SLF 

B angunan  G edung eksisting.

(1) D alam  hal hasil pengaw asan m enya takan  pem anfaa tan  

B angunan  G edung d ilakukan  tidak  sesua i dengan SLF, 

D inas PUPR m em berikan  peringatan  tertu lis  kepada 

Pemilik B angunan  Gedung.

(2) Peringatan  tertu lis  sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t peringatan  

sebanyak  3 (tiga) kali b e r tu ru t- tu ru t m asing-m asing  

dalam  tenggang w ak tu  7 (tujuh) h a ri kalender.

(3) S u ra t peringatan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) 

d item buskan  kepada  DPMPTSP dan  Satpol PP.
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(4) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) u n tu k  m elakukan:

a. penyesua ian  pem anfaa tan  dengan  SLF yang dimiliki;

b. perm ohonan  SLF B angunan  G edung eksisting.

(5) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (4), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  sem en ta ra  pem anfaa tan  

B angunan  G edung d an  pem bekuan  SLF.

(6) Penghentian  sem en ta ra  pem anfaa tan  B angunan  G edung 

dan  pem bekuan  SLF sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat

(5) d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t 

pem beritahuan  penghen tian  sem en tara  pem anfaa tan  

B angunan  G edung dan  pem bekuan  SLF kepada  Pemilik 

B angunan  G edung se rta  m enyegel sem en ta ra  B angunan  

Gedung.

(7) S u ra t p em b eritah u an  penghen tian  sem en tara  

pem anfaa tan  B angunan  G edung d an  pem bekuan  SLF 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (6) d item buskan  

kepada  DPMPTSP d an  Satpol PP.

(8) Pemilik B angunan  G edung d iberikan  w ak tu  paling lam a 

30 (tiga puluh) hari kalender sejak  d ite rb itkannya  su ra t 

p em b eritah u an  u n tu k  m elakukan:

a. penyesua ian  pem anfaa tan  dengan  SLF yang dimiliki;

b. perm ohonan  SLF B angunan  G edung eksisting.

(9) D alam  hal Pemilik B angunan  G edung tidak  m elakukan  

k e ten tu an  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (8), D inas 

PUPR m elakukan  penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  G edung d an  p en cab u tan  SLF.

(10) Penghentian  te tap  pem anfaa tan  B angunan  G edung dan  

p en cab u tan  SLF sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (9) 

d ilakukan  dengan m enyam paikan  su ra t  penghen tian  

te tap  pem anfaa tan  B angunan  G edung dan  p en cab u tan  

SLF kepada  Pemilik B angunan  G edung se rta  menyegel 

te tap  B angunan  Gedung.

(11) S u ra t pem beritahuan  penghen tian  te tap  pem anfaa tan  

B angunan  G edung dan  p en cab u tan  SLF sebagaim ana

a ta u

a ta u



d im aksud  pada  ayat (10) d item buskan  kepada  DPMPTSP 

dan  Satpol PP.

(12) Penyegelan te tap  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (10) d icabu t se telah  Pemilik 

B angunan  G edung m elakukan  perm ohonan  SLF 

B angunan  G edung eksisting.

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses pengaw asan 

dan  penertiban  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

m eliputi:

a. dafta r d an  laporan  pengaw asan  penyelenggaraan 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 221 ayat (1) dan  ayat (7), se rta  Pasal 227 ayat

(1) dan  ayat (6);

b. su ra t-su ra t dalam  proses pengaw asan  dan

penertiban  pada  m asa  p e lak san aan  konstruksi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 224 ayat (2) dan  ayat (6), se rta  Pasal 225 ayat

(2) , ayat (6), ayat (10), dan  ayat (14);

c. su ra t-su ra t dalam  proses pengaw asan  dan

penertiban  pada  m asa  p e lak san aan  k onstruksi 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 231 ayat 2, ayat (6), d an  ayat (10), Pasal 232 

ayat (2), ayat (6), dan  ayat (10), Pasal 233 ayat (2), 

ayat (6), dan  ayat (10), se rta  Pasal 234 ayat (2), ayat

(6), dan  ayat (10); dan

d. bagan  ta ta  cara  pengaw asan  dan  penertiban

penyelenggaraan B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 223 sam pai dengan Pasal 

225 dan  Pasal 227 sam pai dengan  Pasal 234.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses pengaw asan 

dan  penertiban  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) te rcan tu m  dalam  

Lam piran V dari P e ra tu ran  B upati ini.
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BAB VIII

PENILIK BANGUNAN

B agian K esatu 

U m um

Pasal 236

(1) Penilik B angunan  d ite tapkan  oleh Kepala D inas PUPR.

(2) Penilik B angunan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

memiliki s ta tu s  kepegaw aian sebagai A para tu r Sipil 

Negara.

(3) A para tu r Sipil Negara sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(2) m eliputi:

a. pegawai negeri sipil; d a n /a ta u

b. pegawai pem erin tah  dengan perjan jian  kerja.

(1) Penilik B angunan  memiliki tu g as m em astikan  

penyelenggaraan B angunan  G edung yang  d ilak sanakan  

oleh penyelenggara B angunan  G edung sesua i dengan 

k e ten tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

(2) Tugas sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 

d ilak san ak an  pada  m asa:

a. konstruksi; dan

b. pem anfaatan .

(3) D alam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  pada  

ayat (1), Penilik B angunan  m enyelenggarakan fungsi:

a. p e m an tau an  te rh ad ap  p e lak san aan  a tu ra n

B angunan  G edung yang d ilakukan  oleh

penyelenggara B angunan  Gedung;

b. pem eriksaan  te rh ad ap  p e lak san aan  a tu ra n

B angunan  G edung yang d ilakukan  oleh

penyelenggara B angunan  Gedung; dan

c. evaluasi te rhadap  p e lak san aan  a tu ra n  B angunan  

G edung yang d ilakukan  oleh penyelenggara 

B angunan  Gedung.

Bagian K edua

Tugas dan  Fungsi Penilik B angunan
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Bagian Ketiga

T ata  Kelola Penilik B angunan

Paragraf 1

P elaksana  Pengelolaan Penilik B angunan

Pasal 238

(1) Kepala D inas PUPR bertindak  sebagai penanggung  jaw ab 

pe laksana  pengelolaan Penilik B angunan .

(2) Kepala D inas sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

m enugaskan  u n it kerja  di baw ahnya sebagai p e laksana  

pengelolaan Penilik B angunan .

(3) P elaksana  pengelolaan Penilik B angunan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) m eru p ak an  u n it yang memiliki 

tugas:

a. m engelola operasional Penilik B angunan;

b. m em fasilitasi p e lak san aan  tugas Penilik B angunan;

c. m em fasilitasi pem binaan  te rh ad ap  Penilik 

B angunan;

d. m engelola pem biayaan Penilik B angunan ; dan

e. m elakukan  pengaw asan te rh ad ap  kinerja

(1) Pengelolaan operasional Penilik B angunan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 238 ayat (3) h u ru f  a  paling sedikit 

m eliputi:

a. m engidentifikasi pengelom pokan B angunan  Gedung;

b. m en en tu k an  objek sa sa ran  penilikan  bangunan ;

c. m enyiapkan su ra t pen u g asan  anggota Penilik 

B angunan;

d. m enerim a dan  m en indak lan ju ti laporan  hasil 

p e lak san aan  tugas Penilik B angunan ; dan

e. m enyiapkan ta ta  su ra t-m en y u ra t d an  adm in istrasi.

(2) P en en tu an  objek sa sa ra n  penilikan  ban g u n an  

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  b d ite tapkan  

b e rd asa rk an  keten tuan :

p e lak san aan  tugas Penilik B angunan .

Pasal 239



a. laporan  indikasi pelanggaran  yang d item ukan  oleh 

Penilik B angunan;

b. ind ikasi pelanggaran  yang d iterim a m elalui 

pen g ad u an  m asyarakat;

c. ju m lah  objek sa sa ra n  penilikan  b an g u n an  pada  

m asa  ko n stru k si paling sedikit 40  (em pat puluh) 

B angunan  G edung per ta h u n  bagi setiap  Penilik 

B angunan; dan

d. ju m lah  objek sa sa ra n  penilikan b an g u n an  pada 

m asa  pem anfaa tan  paling sedik it 10 (sepuluh) 

B angunan  G edung per ta h u n  bagi setiap  Penilik 

B angunan .

(3) U n tuk  p em enuhan  ju m lah  objek sa sa ra n  penilikan 

B angunan  G edung pada  m asa  k o n stru k si sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  c, p e lak san a  pengelolaan 

Penilik B angunan  h a ru s  m em in ta  d a ta  penerb itan  IMB 

te rm asu k  jadw al p e lak san aan  k o n stru k si B angunan  

G edung dari DPMPTSP.

(4) T ata  su ra t-m en y u ra t dan  adm in istras i sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  e m eliputi sem ua dokum en 

yang  d ihasilkan  dalam  p e lak san aan  tugas Penilik 

B angunan .

Paragraf 2

P ersyara tan  Penilik B angunan  

Pasal 240

(1) P ersyara tan  Penilik B angunan  dari u n s u r  pegawai negeri 

sipil m eliputi:

a. pe jabat fungsional tekn ik  ta ta  b a n g u n an  dan  

p e ru m ah an  m inim al tingkat ahli m uda;

b. m em iliki pendid ikan  paling ren d ah  sa rjan a  (SI) 

b idang tekn ik  te rka it B angunan  Gedung; dan

c. memiliki m asa  kerja  sebagai pe jabat fungsional 

tekn ik  ta ta  b an g u n an  d an  p e ru m ah an  ahli paling 

sedikit 2 (dua) tah u n .

(2) P ersyara tan  Penilik B angunan  dari u n s u r  Pegawai 

P em erin tah  dengan Perjanjian  Kerja m eliputi:



a. memiliki sertifikat kom petensi kerja  kualifikasi ahli 

m adya dan  u ta m a  dalam  bidang ars itek tu r, 

konstruksi, geoteknik d an  s tru k tu r , m ekanikal, 

elektrikal, ta ta  ru an g  lu a r  d a n /a ta u  Pem eliharaan 

d an  peraw atan  B angunan  Gedung; dan

b. memiliki pendid ikan  paling ren d ah  sa rjan a  (SI); dan

c. memiliki pengalam an paling sedikit 3 (tiga) tah u n  

dalam  m elakukan  Pem eliharaan , peraw atan , 

pengoperasian , d a n /a ta u  pengaw asan  konstruksi 

B angunan  Gedung.

" "Bagian Keem pat

T ata C ara  P enugasan  dan  P e laksanaan  Tugas Penilik B angunan

Paragraf 1

T ata C ara P enugasan  Penilik B angunan  

Pasal 241

(1) T ata  ca ra  pen u g asan  Penilik B angunan  d ia tu r 

b e rd asa rk an  tugas Penilik B angunan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 240 ayat (1) m elalui su ra t 

pen u g asan  Kepala D inas PUPR.

(2) S u ra t pen u g asan  sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

m encan tum kan :

a. objek sa sa ran  penilikan bangunan ; dan

b. jan g k a  w aktu  penugasan .

(3) T ata cara  penugasan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) terdiri a tas:

a. p en u g asan  pad a  m asa  konstruksi; d an

b. pen u g asan  pada  m asa  pem anfaatan .

Paragraf 2

T ata C ara  P e laksanaan  Tugas Penilik B angunan  pada  M asa

K onstruksi

Pasal 242

(1) T ata cara  p e lak san aan  tugas Penilik B angunan  pada 

m asa  k o n stru k si meliputi:

t



a. Penilik B angunan  m enerim a su ra t p en u g asan  dari 

Kepala D inas PUPR;

b. Penilik B angunan  m elakukan  p em an tau an , 

pem eriksaan  dan  evaluasi B angunan  G edung sesuai 

dengan penugasan ;

c. Penilik B angunan  m eny u su n  lapo ran  hasil 

p em an tau an , pem eriksaan , dan  evaluasi B angunan  

Gedung; dan

d. Penilik B angunan  m enyerahkan  laporan  kepada 

pengelola Penilik B angunan  dengan  tem busan  

kepada  p e lak san a  konstruksi.

(2) P em an tauan , pem eriksaan  d an  evaluasi B angunan

G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  b

d ilak san ak an  terhadap:

a. k esesu a ian  dengan p e rsy ara tan  tekn is d an  S tan d ar 

N asional Indonesia;

b. k esesu a ian  p e lak san aan  pekerjaan  dengan  dokum en

c. p em en u h an  p ro sedu r dan  ta ta  ca ra  p e lak san aan

d. p em en u h an  K eselam atan dan  K esehatan  Kerja.

(3) Penilik B angunan  dalam  m em an tau , m em eriksa, dan  

m engevaluasi p e lak san aan  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) paling sedikit h a ru s  

m enggunakan  peralatan :

a. dafta r sim ak;

b. a la t u k u r; d a n / a t a u

c. a la t dokum entasi.

(4) Penilik B angunan  dalam  m em an tau , m em eriksa, dan  

m engevaluasi p e lak san aan  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  aya t (2) paling sedikit h a ru s  

m em astikan  k esesu a ian  te rh ad ap  spesifikasi pe rsyara tan  

tekn is dan  dokum en tekn is Izin M endirikan B angunan  

lerhadap:

a. p e rsy ara tan  K3;

b. ta ta  le tak  sum bu;

c. k e lu ru san  horizontal dan  vertikal; dan

d. elevasi s tru k tu r.

IMB

pekerjaan; dan



(5) K elu rusan  horizontal d an  vertikal sebagaim ana  d im aksud  

p a d a  ayat (4) h u ru f  c d a p a t d ikecualikan  u n tu k  

B angunan  G edung dengan konsep a rs ite k tu r  te rten tu , 

seperti konsep  dekonstruksi.

(6) Laporan hasil p em an tau an , pem eriksaan  d an  evaluasi 

sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  c paling 

sedik it m em uat:

a. hasil tem u an  k e tidaksesua ian  pekerjaan;

b. hasil pengukuran ; dan

c. foto yang diam bil pad a  sa a t k u n ju n g an  di lokasi

T ata  C ara  P e laksanaan  Tugas Penilik B angunan  

p ad a  M asa P em anfaatan  B angunan  G edung

Pasal 243

(1) T ata ca ra  p e lak san aan  tugas Penilik B angunan  pada

m asa  pem anfaa tan  m eliputi:

a. Penilik B angunan  m enerim a su ra t  p en u g asan  dari

Kepala D inas PUPR;

b. Penilik B angunan  m elakukan  p em an tau an , 

pem eriksaan  dan  evaluasi B angunan  G edung sesuai 

dengan  penugasan ;

c. Penilik B angunan  m eny u su n  laporan  hasil 

p em an tau an , pem eriksaan  d an  evaluasi B angunan  

Gedung; dan

d. Penilik B angunan  m enyerahkan  laporan  kepada 

Pengelola Penilik B angunan  dengan  tem b u san  

kep ad a  pem ilik d a n /a ta u  pengguna B angunan  

Gedung.

(2) P em an tauan , pem eriksaan , d an  evaluasi B angunan

G edung sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b

d ilak san ak an  terhadap :

a. kew ajiban Pemilik B angunan  G edung dalam  

Pem eliharaan , peraw atan , d an  pengoperasian  

B angunan  G edung u n tu k  m em pertahankan  

p e rsy ara tan  keanda lan  B angunan  Gedung;

b. pem eriksaan  berkala  B angunan  Gedung; dan

pekerjaan

P aragraf 3



c. p roses SLF.

(3) Penilik B angunan  dalam  m em an tau , m em eriksa, dan

m engevaluasi pem anfaa tan  B angunan  G edung

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (2) d ap a t

m enggunakan  peralatan :

a. dafta r sim ak;

b. a la t u k u r; d a n / a t a u

c. a la t dokum entasi

(4) Laporan hasil p em an tau an , pem eriksaan  d an  evaluasi 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) h u ru f  c m em uat:

a. hasil tem u an  ke tid ak sesu a ian  pem anfaatan  

B angunan  Gedung;

b. hasil pengukuran ; d a n /a t a u

c. foto yang diam bil pada  sa a t k u n ju n g an  di lokasi 

B angunan  Gedung.

Pasal 244

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan Penilik B angunan  m eliputi:

a. ta ta  ca ra  pen u g asan  d an  contoh  su ra t penugasan  

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 241;

b. bagan  alir ta ta  cara  p e lak san aan  tugas Penilik 

B angunan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 242;

c. contoh  dafta r sim ak  p em an tau an , pem eriksaan , dan  

evaluasi sebagai in stru m en  survei pad a  m asa  

k o n stru k si sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 242 

ayat (3) h u ru f  a;

d. bagan  alir ta ta  ca ra  p e lak san aan  tugas Penilik 

B angunan  pada  m asa  pem anfaa tan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 243; dan

e. da fta r sim ak p em an tau an , pem eriksaan , dan  

evaluasi sebagai in s tru m en  survei p ad a  m asa  

pem anfaa tan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

243 ayat (3) h u ru f  a.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan  Penilik B angunan  sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) te rcan tu m  dalam  Lam piran VI 

dari P e ra tu ran  B upati ini.

r



BAB IX

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN 

BANGUNAN GEDUNG

B agian K esatu  

U m um

P asal 245

(1) Setiap O rang yang  ak an  m elakukan  kegiatan  

m em bongkar a ta u  m erobohkan  se lu ru h  a ta u  sebagian 

B angunan  G edung, kom ponen, b a h a n  b an g u n an , 

d a n /a ta u  p ra sa ra n a  d an  sa ran a n y a  h a ru s  m en d ap atk an  

s u ra t  p e rse tu ju an  a ta u  s u ra t  p en e tap an  dari D inas

(2) Pem bongkaran  B angunan  G edung d ilakukan  a tas:

a. keing inan  Pemilik B angunan  G edung; a ta u

b. p e rin tah  Pem bongkaran  dari kepala  D inas PUPR.

(3) Pem bongkaran  B angunan  G edung a ta s  keing inan  pem ilik 

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  a  d ilakukan  

a n ta ra  lain  terhadap :

a. B an g u n an  G edung yang  tem p a t k ed u d u k an n y a  

d im ak su d k an  u n tu k  pem b an g u n an  G edung baru ;

b. B angunan  G edung yang  tem p a t k ed u d u k an n y a  

d im ak su d k an  u n tu k  keg iatan  la innya selain 

pem b an g u n an  G edung baru ;

c. B an g u n an  G edung yang d ilakukan  p e ru b a h a n  fisik 

b a n g u n an  ak ib a t p e ru b a h a n  fungsi a ta u  

pengu rangan  luas.

(4) Pem bongkaran  B angunan  G edung a ta s  p e rin tah

Pem bongkaran  dari kepala  D inas PUPR sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ay a t (1) h u ru f  b  d a p a t d ilakukan  

terhadap : -

a. B an g u n an  G edung yang  tid ak  Laik F ungsi d an  tidak  

d a p a t diperbaiki;

b. B an g u n an  G edung yang  p em anfaa tannya  d ap a t 

m en im bulkan  bahaya  bagi pengguna, m asyarakat, 

d an  lingkungannya; d a n /a ta u

c. B an g u n an  G edung yang tid ak  m em iliki IMB.

(5) Pem ilik B angunan  G edung yang  ingin m elakukan  

Pem bongkaran  B angunan  G edung h a ru s  m engajukan

PUPR.



su ra t p em b eritah u an  Pem bongkaran  k ep ad a  kepala  

D inas PUPR se rta  m em enuhi p e rsy a ra tan  adm in istra tif 

d an  p e rsy a ra tan  teknis.

(6) Pem bongkaran  B angunan  G edung a ta s  keing inan  pem ilik 

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  aya t (2) h u ru f  a  h a ru s  

m em peroleh su ra t  p e rse tu ju an  Pem bongkaran  dari 

kepala  D inas PUPR.

(7) D alam  hal b an g u n an  ru m ah  tinggal, Pem bongkaran  

B angunan  G edung a ta s  ke ing inan  pem ilik h a ru s  

m em peroleh su ra t  p en e tap an  Pem bongkaran  dari kepala  

D inas PUPR.

(8) Pem bongkaran  B angunan  G edung a ta s  p erin tah  

Pem bongkaran  dari kepala  D inas PUPR sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ayat (2) h u ru f  b  d ilak u k an  se te lah  terb it 

su ra t p e rin tah  Pem bongkaran  dari kepala  D inas PUPR.

(1) Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  p e lak san aan n y a  

d a p a t m en im bulkan  dam pak  lu a s  te rh a d ap  k eselam atan  

u m u m  d an  lingkungan  h a ru s  d ilak san ak an  b e rd asa rk an  

RTB yang  d isu su n  oleh penyedia j a s a  p e ren can aan  

teknis.

(2) RTB sebagaim ana d im aksud  p a d a  ay a t (1) h a ru s  

m en d ap a tk an  p e rse tu ju an  dari D inas PUPR setelah  

m en d ap a t pertim bangan  tekn is dari TABG.

(3) D alam  h a l Pem bongkaran  B an g u n an  G edung yang  d ap a t 

m en im bulkan  dam pak  lu as  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  

ayat (1), pem ilik d a n /a ta u  D inas PUPR h a ru s  m elakukan  

p em b eritah u an  te rtu lis  kepada  m asy arak a t di sek itar 

B angunan  G edung sebelum  p e lak san aan  Pem bongkaran.

Pem bongkaran  B angunan  G edung h a ru s  d ilak san ak an  secara  

tertib , m em pertim bangkan  k eam an an  d an  k ese lam atan  bagi 

m asy arak a t d an  lingkungan, se rta  m engikuti p rinsip -p rinsip  

K eselam atan  d an  K esehatan  Kerja (K3).

Pasal 246

Pasal 247



P asal 248

K eten tuan  m engenai Pem bongkaran  b a n g u n an  p ra sa ra n a  d an

Penggolongan obyek Pem bongkaran  m eliputi:

a. B angunan  G edung ru m ah  tinggal; d an

b. B angunan  G edung b u k a n  ru m a h  tinggal.

B agian Ketiga

P ersy ara tan  A dm inistratif Pem bongkaran  B an g u n an  G edung 

A tas D asa r Perm ohonan  Pemilik B an g u n an  G edung

P ersy ara tan  adm in istra tif Pem bongkaran  B an g u n an  G edung

a ta s  d a sa r  perm ohonan  Pemilik B an g u n an  G edung m eliputi:

a. form ulir perm ohonan  Pem bongkaran  B an g u n an  Gedung;

b. fotokopi K artu  T anda  P en d u d u k  (KTP) Pem ohon a ta u  

iden titas la innya yang m asih  berlaku;

c. fotokopi dokum en  legalitas b ad an  h u k u m  dalam  hal 

Pem ohon ad a lah  b ad an  hukum ;

d. s u ra t  k u a sa  dari Pem ilik B an g u n an  G edung dalam  hal 

Pem ohon b u k a n  Pemilik B angunan  Gedung;

e. fotokopi su ra t  b u k ti s ta tu s  h a k  a ta s  tan a h ;

f. s u ra t  p e rse tu ju an  pem ilik ta n a h  dalam  h a l Pemilik 

B an g u n an  G edung b u k a n  sebagai pem ilik tan ah ;

g. s u ra t  p e rn y a taan  bahw a B angunan  G edung tidak  dalam  

s ta tu s  sengketa; d an

h. b u k ti kepem ilikan B angunan  G edung.

p ra sa ra n a  B angunan  G edung b erlaku  m u ta tis  m u tan d is  

sesua i dengan  Pem bongkaran  B angunan  G edung.

Bagian K edua

Penggolongan Obyek Pem bongkaran

Pasal 249

Pasal 250



Pasal 251

(1) P ersyaratan  tekn is Pem bongkaran B angunan  G edung

ru m ah  tinggal m eliputi:

a. form ulir d a ta  u m u m  B angunan  G edung yang ak an  

dibongkar; dan

b. dokum en RTB B angunan  G edung yang  telah 

d ise tu ju i D inas PUPR dalam  hal p e lak san aan  

Pem bongkaran  d ap a t m en im bulkan  dam pak  lu as 

te rh ad ap  keselam atan  u m u m  dan  lingkungan.

(2) P ersyara tan  tekn is Pem bongkaran B angunan  G edung

selain  ru m ah  tinggal meliputi:

a. form ulir d a ta  um um  B angunan  G edung yang ak an  

dibongkar;

b. laporan  te rak h ir hasil pem eriksaan  berkala;

c. as built drawing d an  spesifikasi tekn is a rs itek tu r, 

s tru k tu r , dan  u tilitas  B angunan  Gedung; dan

d. dokum en RTB B angunan  G edung yang telah  

d ise tu ju i D inas PUPR dalam  ha l p e lak san aan  

Pem bongkaran  d ap a t m en im bulkan  dam pak  luas 

te rh ad ap  keselam atan  u m u m  d an  lingkungan.

(3) D okum en RTB sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1)

h u ru f  b dan  ayat (2) h u ru f  d paling sed ik it m em uat:

a. ' konsep  d an  gam bar ren can a  Pem bongkaran;

b. gam bar d e ta il  p e lak san aan  Pem bongkaran;

c. ren can a  kerja  d an  sy a ra t-sy a ra t (RKS) 

Pem bongkaran;

d. m etode Pem bongkaran B angunan  G edung yang 

m em enuhi p rinsip  K eselam atan d an  K esehatan  

Kerja (K3);

e. jadw al d an  ta h a p an  p e lak san aan  Pem bongkaran. 

B angunan  Gedung;

f. ren can a  pengam anan  lingkungan; d an

g. pengelolaan lim bah hasil Pem bongkaran  B angunan  

G edung.

f

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung



Paragraf 1 

Um um

Pasal 252

(1) T ata cara  p e rse tu ju an  Pem bongkaran B angunan  Gedung 

meliputi:

a. ta ta  ca ra  penetapan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung ru m ah  tinggal; dan

b. ta ta  ca ra  p e rse tu ju an  Pem bongkaran  B angunan  

G edung b u k an  ru m ah  tinggal.

(2) T ata ca ra  p ene tapan  Pem bongkaran B angunan  G edung 

ru m ah  tinggal sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 

h u ru f  a  m eliputi tahapan :

a. p roses p ra  perm ohonan  p en etap an  Pem bongkaran;

b. p roses perm ohonan  p enetapan  Pem bongkaran; dan

c. p roses penerb itan  p enetapan  Pem bongkaran.

(3) T ata  ca ra  p e rse tu ju an  Pem bongkaran B angunan  Gedung 

b u k an  ru m ah  tinggal sebagaim ana d im aksud  pada  ayat 

(1) h u ru f  b m eliputi tahapan :

a. p roses p ra  perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran;

b. p roses perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran; dan

c. p roses penerb itan  p erse tu ju an  Pem bongkaran.

Paragraf 2

T ata  C ara  P enetapan  Pem bongkaran  B angunan  G edung

R um ah Tinggal

Pasal 253

Proses p ra  perm ohonan  penetapan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung ru m ah  tinggal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

252 ayat (2) h u ru f  a  meliputi:

a. Pemilik B angunan  G edung m elakukan  konsu ltasi kepada 

D inas PUPR sebelum  m elakukan  Pem bongkaran;

Bagian Kelima
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung



b. D inas PUPR m enyam paikan inform asi pe rsyara tan  

adm in istra tif dan  p e rsy ara tan  tekn is Pem bongkaran 

B angunan  G edung kepada Pemilik B angunan  Gedung;

c. D inas PUPR m elakukan  identifikasi kondisi B angunan  

Gedung;

d. dalam  hal dinilai Pem bongkaran B angunan  G edung akan  

m enim bulkan  dam pak  lu as  te rh ad ap  k eselam atan  um um  

d an  lingkungan, Pem ohon diw ajibkan m em buat 

dokum en RTB;

e. p em b u a tan  dokum en RTB sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  d d ilakukan  oleh penyedia ja s a  perencanaan  

teknis;

f. D okum en RTB diperiksa  oleh Tim Teknis D inas PUPR;

g. P em eriksaan  dokum en RTB sebagaim ana d im aksud  pada 

h u ru f  f d ilakukan  te rh ad ap  p em en u h an  k e ten tu an  teknis 

Pem bongkaran  B angunan  G edung sesua i ka idah -kaidah  

Pem bongkaran  secara  um um , pem anfaa tan  ilm u 

p en g e tah u an  dan  teknologi se rta  k e te n tu an  p e ra tu ran  

perundang -undangan ;

h. D alam  hal dokum en RTB d inyatakan  belum  m em enuhi 

k e te n tu an  tekn is Pem bongkaran, dokum en RTB 

d ikem balikan  kepada Pem ohon dengan  dilengkapi 

k e te rangan  perbaikan  RTB d an  s u ra t  pem beritahuan  

hasil pem eriksaan  dokum en RTB;

i. D alam  hal dokum en RTB d inyatakan  telah  m em enuhi 

k e ten tu an  tekn is Pem bongkaran, Tim Teknis D inas PUPR 

m em berikan  p erse tu ju an  secara  tertu lis; dan

j. P e rse tu ju an  secara  tertu lis  sebagaim ana d im aksud  pada  

h u ru f  i m eliputi p a ra f pada  setiap  lem bar dokum en RTB 

dan  su ra t p e rse tu ju an  dokum en RTB.

Pasal 254

Proses perm ohonan  penetapan  Pem bongkaran  B angunan

G edung ru m ah  tinggal sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal

252 h u ru f  b, m eliputi:

a. Pem ohon m enyam paikan su ra t pem beritahuan  

Pem bongkaran  kepada  D inas PUPR dengan  m elam pirkan 

dokum en p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

teknis;

f



b. D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  persyara tan  

teknis;

c. dalam  hal dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  

p e rsy ara tan  tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, berkas 

p em beritahuan  Pem bongkaran  d ikem balikan  ke Pem ohon 

u n tu k  dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki; d an

d. pengem balian berkas pem beritahuan  Pem bongkaran 

sebagaim ana d im aksud  pada  h u ru f  c dilengkapi su ra t 

p em b eritah u an  kelengkapan dokum en persyara tan .

Pasal 255

(1) Proses penerb itan  p enetapan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung ru m ah  tinggal sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 252 h u ru f  c b e ru p a  penerb itan  su ra t penetapan  

Pem bongkaran  B angunan  G edung.

(2) D inas PUPR m elakukan  p em u tak h iran  p en d ataan  

B angunan  G edung pasca  penerb itan  su ra t penetapan  

Pem bongkaran  dan  p e lak san aan  Pem bongkaran.

P aragraf 3

T ata  C ara  P erse tu juan  Pem bongkaran  B angunan  Gedung 

B ukan  R um ah Tinggal

Pasal 256

Proses p ra  perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran

B angunan  G edung b u k a n  ru m ah  tinggal sebagaim ana

d im aksud  dalam  Pasal 252 ayat (2) h u ru f  a  m eliputi:

a. Pemilik B angunan  G edung m elakukan  k o n su ltas i kepada 

D inas PUPR sebelum  m elakukan  Pem bongkaran;

b. D inas PUPR m enyam paikan  inform asi p e rsyara tan  

ad m in istra tif dan  p e rsy ara tan  tekn is Pem bongkaran 

B angunan  G edung kepada Pemilik B angunan  Gedung;

c. D inas PUPR m elakukan  identifikasi kondisi B angunan  

Gedung;

d. D alam  hal dinilai Pem bongkaran B angunan  G edung akan  

m enim bulkan  dam pak  lu as  te rh ad ap  keselam atan  um um  

d an  lingkungan, Pem ohon diw ajibkan m em buat 

dokum en RTB; r



e. P em buatan  dokum en RTB sebagaim ana  d im aksud  pad a  

h u ru f  d d ilakukan  oleh penyedia ja s a  p e ren can aan  

teknis;

f. D okum en RTB d iperik sa  oleh Tim Teknis D inas PUPR 

dengan  m em in ta  pertim bangan  tekn is da ri TABG;

g. Pem eriksaan  dokum en  RTB sebagaim ana  d im aksud  pad a  

h u ru f  f  d ilakukan  te rh ad ap  p em en u h an  k e te n tu an  tekn is 

Pem bongkaran  B angunan  G edung se su a i ka idah -kaidah  

Pem bongkaran  secara  um um , p em an faa tan  ilm u 

p en g e tah u an  d an  teknologi se rta  k e te n tu a n  p e ra tu ran  

p e rundang -undangan ;

h. D alam  hal dokum en  RTB d in y atak an  belum  m em enuhi 

k e te n tu an  tekn is Pem bongkaran, dokum en  RTB 

d ikem balikan  k ep ad a  Pem ohon dengan  dilengkapi 

ke te rangan  perba ikan  RTB d a n  s u ra t  p em beritahuan  

hasil pem eriksaan  dokum en RTB;

i. D alam  hal dokum en  RTB d in y atak an  te lah  m em enuhi 

k e te n tu an  tekn is Pem bongkaran, Tim Teknis D inas PUPR 

m em berikan  p e rse tu ju an  secara  tertu lis; d an

j. P erse tu ju an  secara  te rtu lis  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  

h u ru f  i m eliputi p a ra f p ad a  setiap  lem bar dokum en RTB 

d an  s u ra t  p e rse tu ju an  dokum en RTB.

Proses perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran  B angunan

G edung b u k a n  ru m ah  tinggal sebagaim ana  d im aksud  dalam

Pasal 252 ay a t (1) h u ru f  b, m eliputi:

a. Pem ohon m engajukan  su ra t  perm ohonan  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  kepada  D inas PUPR dengan  m elam pirkan  

dokum en  p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  p ersy ara tan  

teknis;

b. D inas PUPR m elakukan  pem erik saan  kelengkapan 

dokum en  p ersy ara tan  adm in istra tif d an  p e rsy ara tan  

teknis;

c. D alam  h a l dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  

p e rsy a ra tan  tekn is d inyatakan  tid ak  lengkap, berkas 

p em b eritah u an  Pem bongkaran  d ikem balikan  ke Pem ohon 

u n tu k  dilengkapi d a n /a ta u  diperbaiki; d an

Pasal 257



d. Pengem balian berkas p em b eritah u an  Pem bongkaran  

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  h u ru f  c dilengkapi su ra t 

p em b eritah u an  kelengkapan  dokum en  persyara tan .

Pasal 258

(1) Proses penerb itan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran  B angunan  

G edung b u k a n  ru m ah  tinggal sebagaim ana  d im aksud  

dalam  P asa l 252 h u ru f  c, m eliputi:

a. P engesahan  berkas perm ohonan  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  yang  su d a h  dilengkapi dengan 

p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  p e rsy a ra tan  teknis; 

d an

b. P enerb itan  s u ra t  p e rse tu ju an  Pem bongkaran 

B an g u n an  G edung.

(2) D inas PUPR m elakukan  p em u tak h iran  p en d a taan  

B an g u n an  G edung p a sca  p en erb itan  s u ra t  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  d an  p e lak san aan  Pem bongkaran.

Bagian Keenam

T ata  C ara  P enerb itan  P erin tah  P em bongkaran  oleh Kepala

D inas PUPR

T ata  c a ra  p en erb itan  p e rin tah  Pem bongkaran  B angunan

G edung m eliputi tah ap an :

a. identifikasi B angunan  Gedung;

b. Pengkajian  Teknis; d an

c. penerb itan  s u ra t  p e rin tah  Pem bongkaran .

Pasal 260

(1) Proses identifikasi B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 259 h u ru f  a  m eliputi:

a. penerim aan  lapo ran  dari m asyaraka t, Satpol PP, 

d a n /a ta u  hasil pem eriksaan  b idang  pengaw asan  

B an g u n an  G edung m engenai b an g u n an  yang  

terind ikasi tidak  Laik F ungsi d a n  pem anfaa tannya  

m enim bulkan  b ah ay a  bagi pengguna, m asyarakat, 

d an  lingkungannya;

b. identifikasi legalitas B angunan  G edung-

Pasal 259



c. identifikasi kondisi fisik B an g u n an  G edung; d an

d. penyam paian  hasil identifikasi B an g u n an  G edung ke 

Pem ilik B angunan  G edung.

(2) Identifikasi legalitas B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  b  m eliputi pem eriksaan  

te rh ad ap  p em en u h an  p e rsy ara tan  ad m in istra tif  b e ru p a  

s ta tu s  h a k  a ta s  tan a h , kepem ilikan B an g u n an  G edung, 

dokum en  IMB.

(3) Pemilik B angunan  G edung h a ru s  m em perlihatkan  

dokum en asli yang  m en u n ju k k an  legalitas B angunan  

G edung m eliputi sertifikat ta n a h , su ra t  buk ti 

kepem ilikan B angunan  G edung, d an  dokum en  IMB.

(4) D alam  ha l Pemilik B angunan  G edung b u k a n  pem egang 

h a k  a ta s  tan ah , Pemilik B angunan  G edung h a ru s  

m em perlihatkan  s u ra t  perjan jian  p em anfaa tan  a ta u  

penggunaan  ta n a h  a n ta ra  Pem ilik B an g u n an  G edung 

dengan  pem egang h a k  a ta s  tan a h .

(5) B angunan  G edung d inyatakan  sebagai b an g u n an  ilegal 

apabila:

a. fungsi B angunan  G edung tid ak  se su a i dengan 

p e ru n tu k a n  lahan ;

b. d ibangun  di a ta s  ta n a h  yang  b u k a n  m ilik Pemilik 

B an g u n an  G edung ta n p a  p e rse tu ju an  pem egang h a k  

a ta s  tan a h ;

c. tid ak  m em iliki su ra t  b u k ti kepem ilikan B angunan  

Gedung; d a n /a ta u

d. tid ak  m em iliki dokum en IMB.

(6) U n tu k  B angunan  G edung yang  d in y a tak an  sebagai 

b an g u n an  ilegal sebagaim ana  d im ak su d  p a d a  ayat (5), 

D inas PUPR m enerb itkan  S u ra t Penetapan  

Pem bongkaran.

(7) D alam  hal B angunan  G edung d in y a tak an  sebagai 

b a n g u n an  legal, D inas PUPR m elan ju tkan  ke proses 

identifikasi kondisi fisik B angunan  G edung.

(8) Identifikasi kondisi fisik B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ay a t (7) m eliputi pem erik saan  awal 

secara  v isual te rh ad ap  p em en u h an  p e rsy a ra tan  tekn is 

B angunan  G edung. r



(9) U n tuk  B angunan  G edung yang  te rind ikasi Laik Fungsi 

d an  pem an faa tan n y a  tidak  m en im bu lkan  b ah ay a  bagi 

pengguna, m asyarakat, d an  lingkungannya, B angunan  

G edung tidak  d ibongkar d an  p roses tid ak  d ilan ju tkan .

(10) U n tu k  B angunan  G edung yang  terind ikasi tid ak  Laik 

Fungsi d an  pem anfaa tannya  m en im bu lkan  b ah ay a  bagi 

pengguna, m asyarakat, d an  lingkungannya, D inas PUPR 

m enyam paikan  hasil identifikasi B angunan  G edung ke 

Pem ilik B angunan  G edung.

(11) T erhadap  hasil identifikasi B an g u n an  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (10) Pemilik B angunan  

G edung diberi w ak tu  3 (tiga) h a ri u n tu k  m enyam paikan  

tanggapannya.

(12) D alam  ha l Pemilik B an g u n an  G edung 

m enerim a/m enyetu ju i hasil identifikasi B angunan  

G edung, kepala  D inas PUPR m enerb itkan  S u ra t 

P enetapan  Pem bongkaran.

(13) D alam  ha l Pem ilik B angunan  G edung tid ak  m enerim a/ 

m enyetu ju i hasil identifikasi B an g u n an  G edung dengan 

a la sa n  yang  k u a t, kepala  D inas PUPR m em berikan  

p e rin tah  k ep ad a  Pemilik B an g u n an  G edung u n tu k  

m elakukan  Pengkajian Teknis.

Pasal 261

(1) Proses Pengkajian  Teknis sebagaim ana  d im ak su d  dalam  

Pasal 259 h u ru f  b  m eliputi:

a. Pengkajian  Teknis oleh D inas PUPR; a ta u

b. Pengkajian  Teknis oleh penyedia ja s a  Pengkajian 

Teknis.

(2) Pengkajian Teknis oleh D inas PUPR sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ay a t (1) h u ru f  a  d ilak u k an  u n tu k  

B angunan  G edung ru m ah  in ti tu m b u h  d a n  ru m ah  

sed e rh an a  sehat.

(3) Pengkajian  Teknis oleh penyedia ja s a  Pengkajian  Teknis 

sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ay a t (1) h u ru f  b  d ilakukan  

u n tu k  B angunan  G edung selain  ru m ah  in ti tu m b u h  dan  

ru m a h  sed e rh an a  sehat.

f



(4) Pemilik B angunan  G edung m enyam paikan  hasil 

Pengkajian Teknis sebagaim ana  d im ak su d  p a d a  ayat (3) 

kepada  kepala  D inas PUPR u n tu k  d ilakukan  penilaian.

(1) Proses penerb itan  su ra t  p e rin tah  Pem bongkaran 

sebagaim ana d im aksud  dalam  P asal 259 h u ru f  c 

m eliputi:

a. pen ila ian  hasil Pengkajian Teknis;

b. pen ila ian  dam pak  Pem bongkaran  te rh ad ap  

kese lam atan  u m u m  d an  lingkungan; dan

c. penerb itan  S u ra t P erin tah  Pem bongkaran.

(2) D inas PUPR m enyam paikan  kep ad a  Pem ilik B angunan  

G edung m engenai kesim pulan  a ta s  kondisi B angunan  

G edung b e rd asa rk an  hasil Pengkajian  Teknis 

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 261 aya t (2) a ta u  

penila ian  hasil Pengkajian Teknis sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h u ru f  a.

(3) Kondisi B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (2) m eliputi:

a. B angunan  G edung m asih  d a p a t diperbaiki; a ta u

b. B angunan  G edung tidak  d a p a t d iperbaik i lagi.

(4) U n tuk  B angunan  G edung yang  m asih  d a p a t diperbaiki, 

D inas PUPR m enerb itkan  S u ra t P erin tah  Perbaikan  

B angunan  G edung.

(5) U n tuk  B angunan  G edung yang  tidak  d a p a t d iperbaiki 

lagi, kepala  D inas PUPR m enerb itkan  S u ra t Penetapan  

Pem bongkaran.

(6) Pemilik B angunan  G edung yang m em peroleh S u ra t 

P erin tah  Perbaikan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ay a t (4) h a ru s  m em perbaiki d an  

m elaporkan  hasil perba ikan  B angunan  G edung ke D inas

(7) D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  hasil perbaikan  

B angunan  G edung.

Pasal 262

PUPR.



(8) D alam  h a l perba ikan  tid ak  se su a i R ekom endasi pengkaji 

tekn is, Pemilik B angunan  G edung h a ru s  m em perbaiki 

lagi.

(9) D alam  h a l p e rba ikan  sesu a i R ekom endasi pengkaji tekn is, 

kepala  D inas PUPR m em berikan  S u ra t P ernyataan  

K elaikan Fungsi kepada  Pemilik B an g u n an  G edung.

(1) Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  te lah  d ite tapkan  

dengan  S u ra t P enetapan  Pem bongkaran  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 262 ay a t (5) h a ru s  

m em perha tikan  dam paknya  te rh a d ap  k eselam atan  

u m u m  d an  lingkungan.

(2) Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  p e lak san aan n y a  

tidak  m enim bulkan  dam pak  lu a s  te rh ad ap  keselam atan  

u m u m  d an  lingkungan  d a p a t d ilak san ak an  ta n p a  RTB.

(3) Kepala D inas PUPR d ap a t langsung  m enerb itkan  S u ra t 

P erin tah  Pem bongkaran  B an g u n an  G edung u n tu k  

Pem bongkaran  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ayat (2).

(4) Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  p e lak san aan n y a  

d a p a t m en im bulkan  dam pak  lu a s  te rh a d ap  keselam atan  

u m u m  d an  lingkungan  h a ru s  d ilak san ak an  b e rd asa rk an

(5) Kepala D inas PUPR m em berikan  p e rin tah  k ep ad a  Pemilik 

B angunan  G edung u n tu k  m em buat dokum en  RTB.

(6) P em buatan  dokum en  RTB sebagaim ana  d im aksud  p ad a  

ayat (5) d ilakukan  oleh penyedia j a s a  p e ren can aan  

teknis.

(7) D okum en RTB d iperiksa  oleh Tim Teknis D inas PUPR.

(8) Pem eriksaan  dokum en RTB sebagaim ana  d im aksud  pada  

ayat (7) d ilakukan  te rh ad ap  p em en u h an  k e ten tu an  

tekn is Pem bongkaran  B an g u n an  G edung sesu a i kaidah- 

ka idah  Pem bongkaran  secara  um u m , p em anfaa tan  ilm u 

p en g e tah u an  d an  teknologi se rta  k e te n tu an  p e ra tu ran  

p e ru n d ang -undangan .

(9) D alam  h a l dokum en RTB d in y atak an  belum  m em enuhi 

k e te n tu an  tekn is Pem bongkaran , dokum en  RTB 

dikem balikan  kepada  Pem ohon dengan  dilengkapi

Pasal 263

RTB



k e te rangan  p e rba ikan  RTB d a n  s u ra t  p em b eritah u an  

hasil pem eriksaan  dokum en RTB.

(10) D alam  hal dokum en  RTB d in y atak an  te lah  m em enuhi 

k e te n tu an  tekn is Pem bongkaran, Tim Teknis D inas PUPR 

m em berikan  p e rse tu ju an  seca ra  te rtu lis  d a n  kepala  

D inas PUPR m enerb itkan  S u ra t P erin tah  Pem bongkaran  

B angunan  Gedung.

(11) P e rse tu ju an  secara  te rtu lis  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  

ay a t (10) m eliputi p a ra f  p a d a  setiap  lem bar dokum en 

RTB d an  s u ra t  p e rse tu ju an  dokum en  RTB.

(12) D inas PUPR m elakukan  p em u tak h iran  p en d a taan  

B angunan  G edung p a sca  p en erb itan  S u ra t Perin tah  

Pem bongkaran  d an  p e lak san aan  Pem bongkaran.

B agian K etujuh

B a tas  W aktu  Pem bongkaran  B an g u n an  G edung

P asal 264

(1) Pem ilik d a n /a ta u  pengguna B an g u n an  G edung yang 

m engajukan  perm ohonan  Pem bongkaran  B angunan  

G edung d an  te lah  m en d ap a tk an  su ra t  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  h a ru s  m elak san ak an  Pem bongkaran  

dalam  b a ta s  w ak tu  yang  d ite tapkan .

(2) B a tas w ak tu  yang  d ite tap k an  sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ay a t (1) te rcan tu m  dalam  s u ra t  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran.

(3) B a tas w ak tu  sebagaim ana d im aksud  p a d a  aya t (2) 

d ite tapkan  oleh kepala  D inas PUPR b e rd asa rk an  

pertim bangan  kom pleksitas P em bongkaran  B angunan  

Gedung.

(4) D alam  h a l Pem bongkaran  tid ak  d ilak san ak an  dalam  

b a ta s  w ak tu  yang  d ite tapkan , s u ra t  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  d inyatakan  tid ak  berlaku .

Pasal 265

(1) Pemilik d a n /a ta u  pengguna  B an g u n an  G edung yang 

m en d ap a tk an  s u ra t  p e rin tah  Pem bongkaran  B angunan  

G edung h a ru s  m elak san ak an  Pem bongkaran  dalam  

b a ta s  w ak tu  yang  d ite tapkan .



(2) B a tas w ak tu  yang  d ite tapkan  sebagaim ana  d im aksud  

p a d a  ayat (1) te rcan tu m  dalam  s u ra t  pe rin tah  

Pem bongkaran.

(3) B atas w ak tu  sebagaim ana d im ak su d  p ad a  ayat (2) 

d ite tapkan  oleh kepala  D inas PUPR b erd asa rk an  

pertim bangan  kom pleksitas Pem bongkaran  B angunan  

G edung d an  po tensi dam pak  te rh ad ap  keselam atan  

u m u m  d an  lingkungan.

(4) D alam  h a l Pemilik B angunan  G edung tidak  

m elak san ak an  Pem bongkaran  dalam  b a ta s  w ak tu  yang 

te lah  d iten tu k an , Pem bongkaran  B an g u n an  G edung 

d ilakukan  oleh D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP.

(5) P e lak san aan  Pem bongkaran  B an g u n an  G edung yang 

d ilakukan  oleh D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP 

sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (1), d a p a t m enu n ju k  

penyedia ja s a  Pem bongkaran  B an g u n an  G edung.

(6) Biaya Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  d ilakukan  

oleh D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP, d ibebankan  

kepada  Pemilik B angunan  G edung, kecuali bagi pem ilik 

ru m ah  tinggal yang  tidak  m am p u  m ak a  biaya 

Pem bongkaran  B angunan  G edung d ibebankan  kepada  

APBD.

(7) D alam  h a l Pemilik B angunan  G edung tid ak  m em bayar 

b iaya Pem bongkaran  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat 

(6), D inas PUPR d a n /a ta u  Satpol PP m elakukan  

penyegelan lokasi bekas b an g u n an  yang  dibongkar.

(8) Penyegelan lokasi sebagaim ana  d im ak su d  p a d a  ayat (7) 

d ihen tikan  sete lah  Pemilik B angunan  G edung m em bayar 

b iaya Pem bongkaran  kep ad a  D inas PUPR d a n /a ta u  

Satpol PP.

B agian K edelapan 

P e laksanaan  Pem bongkaran

Pasal 266

(1) Pem bongkaran  B angunan  G edung yang  d ilakukan  oleh 

pem ilik d a n /a ta u  pengguna B an g u n an  G edung d ap a t 

m enggunakan  penyedia ja s a  Pem bongkaran  B angunan  

G edung.



(2) Pem bongkaran  B angunan  G edung h a ru s  d ilak sanakan  

oleh penyedia ja s a  Pem bongkaran  B an g u n an  Gedung 

apabila:

a. p e lak san aan  Pem bongkaran  B angunan  Gedung 

d ap a t m enim bulkan  dam pak  lu as  terhadap  

kese lam atan  u m u m  dan  lingkungan; d a n /a ta u

b. p e lak san aan  Pem bongkaran  B angunan  G edung 

m enggunakan  p e ra la tan  b e ra t d a n /a ta u  b ah an  

peledak.

(3) Pengaw asan Pem bongkaran B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h a ru s  d ilakukan  

oleh penyedia ja s a  pengaw asan  konstruksi.

(4) Hasil pengaw asan  p e lak san aan  Pem bongkaran 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (3) 

d ilaporkan  secara  berkala  kepada  D inas PUPR.

(5) D inas PUPR m elakukan  pengaw asan  secara  berkala  a ta s  

k esesu a ian  laporan  p e lak san aan  Pem bongkaran  dengan 

RTB.

Pasal 267

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

Pem bongkaran  B angunan  G edung m eliputi:

a. su ra t pem beritahuan  Pem bongkaran  B angunan

G edung ru m ah  tinggal sebagaim ana  d im aksud  

dalam  Pasal 254;

b. su ra t perm ohonan  p e rse tu ju an  Pem bongkaran

B angunan  G edung b u k a n  ru m ah  tinggal 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 257;

c. su ra t p e rse tu ju an  RTB sebagaim ana d im aksud

dalam  Pasal 253, Pasal 256, d an  Pasal 263;

d. su ra t p ene tapan  Pem bongkaran  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 255 dan  Pasal 

263;

e. su ra t  pe rin tah  perba ikan  B angunan  G edung

sebagaim ana d im aksud  dalam  P asal 262;

f. su ra t pe rin tah  Pem bongkaran  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 263; dan



g. bagan ta ta  cara  penyelenggaraan Pem bongkaran 

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 252 dan  Pasal 258.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

Pem bongkaran B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) te rcan tu m  dalam  Lam piran V 

dari P era tu ran  B upati ini.

BAB X

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN

GEDUNG

(1) P enda taan  B angunan  G edung d ilakukan  terhadap  

se lu ru h  B angunan  G edung di D aerah  u n tu k  keperluan  

tertib  pem bangunan  dan  pem anfaa tan  B angunan  

G edung se rta  sistem  inform asi B angunan  G edung.

(2) P endataan  B angunan  G edung d ilakukan  oleh:

a. DPMPTSP;

b. D inas PUPR; dan

c. K ecam atan.

(3) P enda taan  B angunan  G edung oleh DPMPTSP 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  a  d ilakukan  

p ad a  proses penyelenggaraan IMB u n tu k  se lu ru h  jen is 

B angunan  G edung dan  proses penyelenggaraan  SLF 

B angunan  G edung p e ru m ah an  MBR.

(4) P en d a taan  B angunan  G edung oleh D inas PUPR 

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (2) h u ru f  b d ilakukan  

p ad a  proses:

a. penyelenggaraan SLF B angunan  G edung selain 

p e ru m ah an  MBR;

b. penyelenggaraan Pem bongkaran B angunan  Gedung;

c. p en d a taan  dan  pendaftaran  B angunan  Gedung 

eksisting.

Bagian K esatu 

Um um

Pasal 268

dan



(5) P enda taan  B angunan  G edung oleh K ecam atan

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (2) h u ru f  c d ilakukan

pada  p roses IMB dan  SLF yang d iselenggarakan di 

K ecam atan.

(6) P endataan  dan  pendaftaran  B angunan  G edung

d ilakukan  secara  te rkom puterisasi m enggunakan

(7) Hasil p en d a taan  B angunan  G edung d ap a t d im anfaatkan

a n ta ra  lain un tuk :

a. m enem ukan  fak ta  kepem ilikan, penggunaan , 

pem anfaa tan  se rta  riw ayat B angunan  G edung dan  

tanah ;

b. m engetahu i in fo rm asi/perkem bangan  m engenai 

proses penyelenggaraan B angunan  G edung yang 

sedang berjalan;

c. m engetahu i kekayaan  a se t dan  p en d ap a tan  D aerah;

d. keperluan  p erencanaan  dan  pengem bangan  ta ta  

ru an g  wilayah; dan

e. m engetahu i b a ta s  w aktu  m asa  berlakunya  IMB dan

Pasal 269

(1) P en d a taan  B angunan  G edung d ilakukan  oleh petugas 

p e lak san a  p en d a taan  B angunan  G edung.

(2) Petugas p e lak san a  p en d a taan  B angunan  Gedung 

sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi:

a. pe tugas pem asu k an  data; dan

b. adm in istra to r sistem .

(3) Petugas p em asukan  d a ta  sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (2) h u ru f  a  m erupakan  petugas yang:

a. bertanggung  jaw ab  sebagai p e lak san a  kegiatan 

p en d a taan  B angunan  G edung dalam  p en d a taan  dan  

pendaftaran  B angunan  G edung eksisting;

b. bertugas m encata t dan  m em asu k k an  d a ta  dokum en 

p e rsyara tan  yang diterim a dari m asy arak a t ke dalam

SIMBG.

SLF.

Bagian Kedua

P elaksana  P endataan  B angunan  G edung



basis d a ta  pad a  setiap  p roses penyelenggaraan 

B angunan  Gedung;

c. d ap a t b e rh u b u n g an  langsung  dengan  m asyaraka t 

se laku  pem ilik /pengguna  B angunan  G edung pada 

sa a t perm ohonan  perizinan B angunan  Gedung; dan

d. tidak  memiliki wewenang dalam  setiap  pengam bilan 

k e p u tu san  yang b e rh u b u n g an  dengan  p en d ataan  

B angunan  G edung a ta u p u n  k e p u tu san  yang 

sifatnya strategis.

(4) A dm inistrator sistem  sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat 

(2) h u ru f  b m erupakan  pe tugas yang bertugas 

m em elihara, dan  m engevaluasi sistem  inform asi yang 

d igunakan  dalam  proses p en d a taan  B angunan  Gedung.

Bagian Ketiga

T ata C ara P e laksanaan  P enda taan  B angunan  G edung

Paragraf 1 

Um um

Pasal 270

T ata  ca ra  p e lak san aan  p en d a taan  B angunan  G edung

m eliputi:

a. ta ta  ca ra  p e lak san aan  p en d a taan  B angunan  Gedung 

pada  proses penyelenggaraan IMB;

b. ta ta  cara  p e lak san aan  p en d a taan  B angunan  Gedung 

pad a  proses penyelenggaraan SLF;

c. ta ta  ca ra  p e lak san aan  p en d a taan  B angunan  Gedung 

pada  proses penyelenggaraan Pem bongkaran  B angunan  

Gedung;

d. ta ta  cara  p e lak san aan  p en d a taan  B angunan  G edung 

eksisting; dan

e. ta ta  cara  p e lak san aan  pendaftaran  B angunan  Gedung 

eksisting.

r



Paragraf 2

T ata C ara  P e laksanaan  P enda taan  B angunan  G edung pada 

Proses Penyelenggaraan IMB

Pasal 271

P en d a taan  B angunan  G edung p ad a  p roses penyelenggaraan

IMB sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 270 h u ru f  a

d ilakukan  dengan ta ta  cara:

a. p en d a taan  p ertam a d ilakukan  oleh pe tugas p em asukan  

d a ta  se telah  berkas perm ohonan  IMB d inyatakan  

lengkap;

b. berkas perm ohonan  IMB diberi penom oran sesuai 

dengan SIMBG;

c. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  pengisian  d a ta  ke 

SIMBG yang m eliputi d a ta  pem ilik tan a h , d a ta  Pemilik 

B angunan  G edung, d a ta  B angunan  G edung, d a ta  tanah , 

d an  d a ta  perencana;

d. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en p ersy ara tan  ad m in istra tif d an  teknis 

perm ohonan  IMB ke dalam  basis  d a ta  SIMBG;

e. se te lah  penerb itan  IMB petugas pem asu k an  d a ta  

m elakukan  pem u tak h iran  d a ta  ke SIMBG yang m eliputi 

d a ta  B angunan  G edung dan  nom or IMB; dan

f. pe tu g as pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

D okum en R encana Teknis yang su d a h  d ise tu ju i dan  

dokum en IMB ke dalam  basis d a ta  SIMBG.

Paragraf 3

T ata  C ara  P e laksanaan  P endataan  B angunan  G edung pada 

Proses Penyelenggaraan SLF

Pasal 272

(1) P en d a taan  B angunan  G edung pad a  proses 

penyelenggaraan  SLF sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 270 h u ru f  b d ilakukan  p ad a  saat:

a. p roses penerb itan  SLF u n tu k  p e rtam a  kali; dan

b. p roses perpan jangan  SLF.

f



(2) P endataan  B angunan  G edung pad a  p roses penerb itan

SLF u n tu k  pertam a kali sebagaim ana d im aksud  pada

ayat (1) h u ru f  a  d ilakukan  dengan  ta ta  cara:

a. p en d a taan  d ilakukan  oleh pe tugas pem asu k an  d a ta  

se te lah  berkas perm ohonan  SLF d inyatakan  

lengkap;

b. berkas perm ohonan  SLF diberi penom oran sesuai 

dengan  SIMBG;

c. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  pem u takh iran  

d a ta  ke SIMBG yang m eliputi d a ta  pem ilik tan ah , 

d a ta  Pemilik B angunan  G edung, d a ta  B angunan  

G edung, d a ta  p e laksana  konstruksi, d an  d a ta  

pengaw as/M K ;

d. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en p e rsyara tan  adm in istra tif dan  teknis 

perm ohonan  SLF ke dalam  basis d a ta  SIMBG;

e. se te lah  penerb itan  SLF pe tugas p em asu k an  d a ta  

m elakukan  pem u tak h iran  d a ta  ke SIMBG yang 

m eliputi nom or, tanggal, d an  m asa  berlaku  SLF; dan

f. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en SLF ke dalam  basis d a ta  SIMBG.

(3) P en d a taan  B angunan  G edung pad a  p roses perpan jangan

SLF sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b

d ilakukan  dengan ta ta  cara:

a. p en d a taan  d ilakukan  oleh pe tugas p em asu k an  d a ta  

se te lah  berkas perm ohonan  perpan jangan  SLF 

d inyatakan  lengkap;

b. berkas perm ohonan  perpan jangan  SLF diberi 

penom oran sesua i dengan SIMBG;

c. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  pem u tak h iran  

d a ta  ke SIMBG yang m eliputi d a ta  pem ilik tan ah , 

d a ta  Pemilik B angunan  G edung, d a ta  B angunan  

Gedung, d a ta  pengkaji tekn is, d an  Rekom endasi 

perba ikan  BG;

d. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  teknis 

perm ohonan  perpan jangan  SLF ke dalam  basis d a ta  

SIMBG;



e. se telah  penerb itan  SLF perpan jangan  (SLFn) petugas 

p em asu k an  d a ta  m elakukan  p em u tak h iran  d a ta  ke 

SIMBG yang m eliputi hasil verifikasi lapangan, 

tanggal SLF dan  m asa  berlaku  SLF; dan

f. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en SLF ke dalam  basis  d a ta  SIMBG.

T ata  C ara  P e laksanaan  P enda taan  B angunan  G edung pada  

Proses Penyelenggaraan Pem bongkaran B angunan  G edung

P enda taan  B angunan  G edung pad a  p roses penyelenggaraan

Pem bongkaran  B angunan  G edung sebagaim ana  d im aksud

dalam  Pasal 270 h u ru f  c d ilakukan  dengan ta ta  cara:

a. p en d a taan  d ilakukan  oleh pe tugas p em asu k an  d a ta  

setelah  berkas p em b eritah u an  Pem bongkaran  a ta u  

perm ohonan  p erse tu ju an  Pem bongkaran  d inyatakan  

lengkap;

b. berkas pem beritahuan  Pem bongkaran  a ta u  perm ohonan 

p e rse tu ju an  Pem bongkaran diberi penom oran  sesuai 

dengan SIMBG dan  d im asukan  ke dalam  basis data;

c. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  p em u tak h iran  d a ta  

ke SIMBG yang m eliputi d a ta  pem ilik tan ah , d a ta  Pemilik 

B angunan  G edung, d a ta  B angunan  G edung, d a ta  

pen y u su n  RTB, d a ta  p e laksana  Pem bongkaran, dan  d a ta  

pengaw as Pem bongkaran;

d. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  tekn is 

pem beritahuan  Pem bongkaran  a ta u  perm ohonan 

p e rse tu ju an  Pem bongkaran ke dalam  basis  d a ta  SIMBG;

e. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en su ra t  p ene tapan  a ta u  su ra t  p e rse tu ju an  

Pem bongkaran  ke dalam  basis  d a ta  SIMBG; dan

f. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  pem u tak h iran  d a ta  

B angunan  G edung setelah  Pem bongkaran  B a n g u n a n . 

G edung d ilaksanakan .

Paragraf 4

Pasal 273



Paragraf 5

T ata C ara P e laksanaan  P enda taan  B angunan  Gedung

E ksisting

Pasal 274

P enda taan  B angunan  G edung eksisting  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 270 h u ru f  d d ilakukan  dengan ta ta

a. Penilik B angunan  m elakukan  p em an tau an , pem eriksaan  

d an  evaluasi B angunan  Gedung;

b. Penilik B angunan  m engisi form ulir survei p en d ataan  

B angunan  Gedung;

c. Penilik B angunan  m enyam paikan  form ulir survei 

p en d a taan  B angunan  G edung kepada  petugas 

p em asu k an  data;

d. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  pengisian  d a ta  ke 

SIMBG yang m eliputi d a ta  pem ilik tan a h , d a ta  Pemilik 

B angunan  G edung, d a ta  B angunan  G edung, d a ta  tan ah , 

d an  d a ta  penyedia jasa ; dan

e. pe tugas p em asukan  d a ta  m elakukan  penyim panan  

dokum en ta n a h  d an  B angunan  G edung ke dalam  basis 

d a ta  SIMBG.

Paragraf 6

T ata Cara P e laksanaan  Pendaftaran  B angunan  Gedung

E ksisting

P endaftaran  B angunan  G edung eksisting  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 270 h u ru f  e d ilakukan  dengan ta ta

a. pem ilik /pengelo la  B angunan  G edung m elakukan

pengisian  d a ta  ke SIMBG yang m eliputi d a ta  pemilik 

tan a h , d a ta  Pemilik B angunan  G edung, d a ta  B angunan  

G edung, d an  d a ta  tanah ;

b. pem ilik /pengelo la  B angunan  G edung m elakukan

peny im panan  dokum en tan a h  dan  B angunan  G edung ke 

dalam  basis  d a ta  SIMBG;

cara:

Pasal 275

cara:



c. ad m in istra to r sistem  m enerim a notifikasi pendaftaran  

B angunan  G edung eksisting  oleh m asy arak a t dan  

m enyam paikan  inform asi pendaftaran  B angunan  Gedung 

kepada  petugas p em asukan  data ;

d. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  pem eriksaan  d a ta  

B angunan  G edung yang d idaftarkan  di SIMBG;

e. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  verifikasi d a ta  ke 

lapangan  dan  m engum pulkan  d a ta  d an  dokum en yang 

belum  d im asukkan  ke dalam  SIMBG;

f. pe tugas pem asu k an  d a ta  m elakukan  p em u tak h iran  d a ta  

hasil verifikasi ke SIMBG.

(1) P em u takh iran  d a ta  B angunan  G edung d ilakukan  secara  

berkala.

(2) P em u takh iran  d a ta  B angunan  G edung fungsi h u n ian  

d ilakukan  setiap  10 (sepuluh) tah u n .

(3) P em u takh iran  d a ta  B angunan  G edung selain fungsi 

h u n ian  d ilakukan  setiap  5 (lima) tah u n .

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan  p en d a taan  B angunan  G edung meliputi:

a. form ulir survei p en d a taan  B angunan  G edung 

eksisting  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 274; 

dan

b. bagan  ta ta  ca ra  penyelenggaraan  p en d ataan  

B angunan  G edung sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 270.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses 

penyelenggaraan  p en d ataan  B angunan  G edung 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) te rcan tu m  dalam  

Lam piran VI dari P era tu ran  B upati ini.

Bagian Keem pat

P em utakh iran  D ata B angunan  G edung

Pasal 276

Pasal 277



BAB XI

KETENTUAN LAYANAN ONLINE PENYELENGGARAAN 

BANGUNAN GEDUNG

Bagian K esatu  

Um um

Pasal 278

(1) L ayanan online m eru p ak an  b en tu k  layanan  

penyelenggaraan  B angunan  G edung kepada  m asyaraka t 

secara  optim al, cepat, d an  luas , yang d iselenggarakan 

dalam  ja rin g an  in te rne t be ru p a  ja rin g an  kom puter yang 

saling te rh u b u n g  m enggunakan  s ta n d a r  sistem  global 

TYansmission Control Protocol/Internet Protocol Suite 

(TCP/IP).

(2) Je n is  layanan  online penyelenggaraan B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi:

a. perm ohonan  penerb itan  IMB;

b. perm ohonan  penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF;

c. perm ohonan  pengesahan  RTB;

d. p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

e. pengaduan  m asyarakat.

(3) Kegiatan layanan  online perm ohonan  IMB, SLF dan  RTB, 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  a, h u ru f  b, 

d an  h u ru f  c meliputi:

a. penerim aan  dokum en;

b. pem eriksaan  kelengkapan dokum en;

c. pem rosesan  dokum en;

d. pengesahan  dokum en; dan

e. su ra t  m enyurat.

(4) Kegiatan layanan  online p en d a taan  B angunan  G edung 

sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  d meliputi:

a. penerim aan  d a ta  B angunan  Gedung; dan

b. pem asu k an  d a ta  B angunan  G edung.

(5) Kegiatan layanan  online p en g ad u an  m asyaraka t 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (2) h u ru f  e meliputi:

a. penerim aan  inform asi pengaduan;

b. m enjaw ab inform asi pengaduan ; f



c. m engolah inform asi pengaduan ; dan

d. m en eru sk an  inform asi pengaduan .

(6) D okum en, su ra t, da ta , dan  inform asi sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (3), ayat (4), dan  ay a t (5) berben tuk  

elektronik.

(7) Form at dokum en elektronik sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3), ayat (4), dan  ayat (5) d ia tu r oleh Kepala 

DPMPTSP dan  Kepala D inas PUPR d an  diinform asikan 

dalam  situ s  layanan  online penyelenggaraan  B angunan  

G edung D aerah.

(8) L ayanan online d ilak san ak an  pe tugas pe laksana  

DPMPTSP d an  D inas PUPR, m elalui s itu s  resm i 

DPMPTSP d an  D inas PUPR.

(9) Proses layanan  online d ilak sanakan  setiap  hari kerja 

pad a  jam  kerja  m eliputi p en g u n d u h an , pem eriksaan  

dokum en dan  pengolahan d a ta /in fo rm asi, dengan 

ke ten tuan :

a. dokum en, d a ta  d a n /a ta u  inform asi yang d iunduh  

dan  d iperiksa  sebelum  p u k u l 12.00, tanggal proses 

d ih itung  pad a  hari tersebu t; a ta u

b. dokum en, d a ta  d a n /a ta u  inform asi yang d iu n d u h  

dan  d iperiksa setelah  p u ku l 12.00, tanggal proses 

d inyatakan  dim ulai keesokan harinya  pada  hari 

kerja.

(10) Layanan online d ap a t d iselenggarakan  dengan 

m em pertim bangkan  tersed ianya in fra s tru k tu r  ja ringan  

in te rne t di D aerah.

B agian K edua

T ata C ara Perm ohonan Penerb itan  IMB 

Pasal 279

(1) T ata  ca ra  p raperm ohonan  IMB secara  online m eliputi:

a. Pem ohon m elakukan  pen d afta ran  secara  online 

dengan m engisi aplikasi d a ta  Pem ohon yang tersed ia  

pad a  lam an resm i DPMPTSP dan  m engunggah hasil 

p indai k a rtu  iden titas yang m asih  berlaku;



b. Pem ohon m elakukan  verifikasi dengan  m engisi kode 

yang dikirim  m elalui pesan  singkat ke nom or telepon 

se lu lar milik Pemohon;

c. Pem ohon yang telah terverifikasi d ap a t m engisi 

ap likasi perm ohonan  KRK dan  m enyatakan  akan  

m engikuti k e ten tu an  dalam  KRK m elalui a k u n  yang 

telah  terverifikasi;

d. KRK dikirim kan oleh pe tugas DPMPTSP ke a lam at 

su ra t elektronik  Pem ohon; dan

e. inform asi p e rsyara tan  adm in istratif, p e rsyara tan  

teknis, se rta  perizinan d a n /a ta u  Rekom endasi 

tekn is lain dari in s tan s i berw enang u n tu k  

perm ohonan  IMB, d ap a t d ilihat p ad a  lam an  resm i 

DPMPTSP.

(2) T ata cara  perm ohonan  IMB secara  online meliputi:

a. Pem ohon m engisi aplikasi perm ohonan  IMB yang 

tersed ia  pada  lam an  resm i DPMPTSP dan  

m engunggah file dokum en p ersy ara tan  adm in istra tif 

dan  p e rsyara tan  teknis;

b. Pem ohon yang telah  m engisi ap likasi perm ohonan 

IMB sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  a 

m em peroleh tan d a  terim a perm ohonan  yang h a ru s  

d icetak sebagai tan d a  buk ti perm ohonan;

c. DPMPTSP m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

p ersy ara tan  adm in istra tif dan  p e rsy ara tan  teknis;

d. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, DPMPTSP 

m engirim kan su ra t p em b eritah u an  kelengkapan 

p e rsyara tan  ke a lam at su ra t e lektronik  Pemohon;

e. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, DPMPTSP m engirim kan 

su ra t u n d an g an  verifikasi kelengkapan persyara tan  

perm ohonan  IMB ke a lam at su ra t elektronik 

Pem ohon; dan

f. perm ohonan  terverifikasi d ap a t d ilan ju tkan  dengan 

proses Penilaian D okum en R encana Teknis oleh

DPMPTSP.



(3) Inform asi p e rsy ara tan  ad m in istra tif  sebagaim ana 

d im aksud  p a d a  ayat (1) h u ru f  e d an  ay a t (2) h u ru f  a  

m engikuti k e te n tu an  dalam  Pasal 30.

(4) Inform asi p e rsy ara tan  tekn is sebagaim ana  d im aksud  

p ad a  ayat (1) h u ru f  e d an  ay a t (2) h u ru f  a  m engikuti 

k e ten tu an  dalam  Pasal 31 sam pai dengan  Pasal 47.

Proses p en erb itan  IMB secara  online m engikuti k e ten tu an  

p en erb itan  IMB sesu a i penggolongannya sebagaim ana  d ia tu r 

dalam  P e ra tu ran  B upati ini.

Bagian Ketiga

T ata  C ara  Perm ohonan Penerb itan  a ta u  P erpan jangan  SLF

P asal 281

(1) Pem ohon te lah  m elak san ak an  keg ia tan  p ra  perm ohonan

SLF sesua i penggolongannya seperti yang  d ia tu r  dalam

P era tu ran  B upati ini.

(2) T ata  ca ra  perm ohonan  penerb itan  a ta u  perpan jangan

SLF secara  online m eliputi:

a. Pem ohon m elakukan  p en d afta ran  secara  online 

dengan  m engisi ap likasi d a ta  Pem ohon yang  tersed ia  

p a d a  lam an  resm i D inas PUPR d an  m engunggah 

hasil p indai k a rtu  iden titas yang  m asih  berlaku;

b. da lam  ha l Pem ohon te lah  m elak san ak an  proses

penerb itan  IMB secara  online maka Pem ohon d ap a t 

m elakukan  p endafta ran  dengan  m engisi kode 

iden titas Pem ohon sesu a i p roses penerb itan  IMB 

seca ra  online yang  te rsed ia  p a d a  lam an  resm i D inas 

PUPR; •

c. Pem ohon m elakukan  verifikasi dengan  m engisi kode 

yang dikirim  m elalui p esan  s ingkat ke nom or telepon 

se lu la r m ilik Pem ohon;

d. Pem ohon yang te lah  terverifikasi d a p a t m engisi 

ap likasi perm ohonan  penerb itan  a ta u  perpan jangan

Pasal 280

SLF;



e. Pem ohon m engisi aplikasi perm ohonan  penerb itan  

a ta u  perpan jangan  SLF yang tersed ia  p ad a  lam an 

resm i D inas PUPR dan  m engunggah file dokum en 

adm in istra tif dan  dokum en teknis;

f. Pem ohon yang telah  m engisi ap likasi perm ohonan, 

penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF sebagaim ana 

d im aksud  pada h u ru f e m em peroleh tan d a  terim a 

perm ohonan  yang h a ru s  d icetak  sebagai ta n d a  bukti 

perm ohonan;

g. D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

p e rsy ara tan  adm in istra tif d an  p ersy ara tan  teknis;

h. dalam  hal p e rsy ara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, D inas PUPR 

m engirim kan su ra t p em b eritah u an  kelengkapan 

p e rsy ara tan  ke a lam at su ra t e lektronik  Pem ohon;

i. dalam  hal persyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, D inas PUPR 

m engirim kan su ra t u n d an g an  verifikasi kelengkapan 

p e rsy ara tan  perm ohonan  p en e rb ita n / perpan jangan  

SLF ke a lam at su ra t elektronik Pem ohon; dan

j. perm ohonan  yang te lah  terverifikasi d ap a t 

d ilan ju tkan  dengan p roses p en erb itan / 

pe rpan jangan  SLF oleh D inas PUPR.

(3) Inform asi p e rsy ara tan  adm in istra tif sebagaim ana 

d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  e dan  h u ru f  g m engikuti 

k e ten tu an  dalam  Pasal 148.

(4) Inform asi p e rsy ara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (1) h u ru f  e dan  h u ru f  g m engikuti k e ten tu an  

dalam  Pasal 149 sam pai dengan Pasal 151.

Pasal 282

Proses penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF secara  online 

m engikuti k e ten tu an  penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF 

sesua i penggolongannya sebagaim ana d ia tu r dalam  P era tu ran  

B upati ini. ,



Bagian Keem pat

T ata  C ara  Perm ohonan Pengesahan  RTB 

Pasal 283

(1) Pem ohon telah  m elaksanakan  keg iatan  p ra  perm ohonan

p en e tap an  Pem bongkaran B angunan  G edung sesuai

penggolongannya seperti yang d ia tu r dalam  P era tu ran  

B upati ini.

(2) T ata  cara  perm ohonan  pengesahan  RTB secara  online 

m eliputi:

a. Pem ohon m elakukan  pen d afta ran  secara  online

dengan  m engisi aplikasi d a ta  Pem ohon yang tersed ia  

pad a  lam an  resm i D inas PUPR d an  m engunggah 

hasil p indai k a rtu  iden titas yang m asih  berlaku;

b. dalam  hal Pem ohon te lah  m elak san ak an  proses

penerb itan  IMB d a n /a ta u  penerb itan  a ta u

perpan jangan  SLF secara  online m aka  Pem ohon 

d ap a t m elakukan  pendaftaran  dengan  m engisi kode 

iden titas Pem ohon sesuai p roses penerb itan  IMB 

d a n /a ta u  penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF secara  

online yang tersed ia  pada  lam an resm i D inas PUPR;

c. Pem ohon m elakukan  verifikasi dengan  m engisi kode 

yang dikirim  m elalui pesan  singkat ke nom or telepon 

se lu lar m ilik Pem ohon;

d. Pem ohon yang telah  terverifikasi d ap a t m engisi 

ap likasi perm ohonan  pengesahan  RTB;

e. Pem ohon m engisi aplikasi perm ohonan  pengesahan  

RTB yang tersed ia  pada  lam an  resm i D inas PUPR 

dan  m engunggah file dokum en persyara tan  

adm in istra tif dan  p ersy ara tan  teknis;

f. Pem ohon yang telah  m engisi ap likasi perm ohonan  

pengesahan  RTB sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  

e m em peroleh tan d a  terim a perm ohonan  yang h a ru s  

d icetak  sebagai tan d a  buk ti perm ohonan;

g. D inas PUPR m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan 

p ersy ara tan  adm in istra tif d an  p e rsy ara tan  teknis;

h. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif dan  p e rsyara tan  

tekn is d inyatakan  tidak  lengkap, D inas PUPR



m engirim kan su ra t p em b eritah u an  kelengkapan 

p e rsy ara tan  ke a lam at su ra t e lektronik  Pemohon;

i. dalam  hal p e rsyara tan  adm in istra tif dan  persyara tan  

tekn is d inyatakan  lengkap, D inas PUPR 

m engirim kan su ra t u n d an g an  verifikasi kelengkapan 

p ersy ara tan  perm ohonan  pengesahan  RTB ke 

a lam at su ra t e lektronik Pem ohon; dan

j. perm ohonan  yang telah  terverifikasi d ap a t 

d ilan ju tkan  dengan proses pengesahan  RTB oleh 

D inas PUPR.

(3) Inform asi p e rsyara tan  adm in istra tif sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (2) h u ru f  e dan  h u ru f  g m engikuti 

k e te n tu an  dalam  Pasal 250.

(4) Inform asi p e rsyara tan  tekn is sebagaim ana d im aksud  

p ad a  ayat (2) h u ru f  e dan  h u ru f  g m engikuti k e ten tu an  

dalam  Pasal 251.

Proses pengesahan  RTB secara  online m engikuti k e ten tu an  

p engesahan  RTB sesua i penggolongannya sebagaim ana d ia tu r 

dalam  P era tu ran  B upati ini.

T ata ca ra  dan  proses p en d a taan  B angunan  G edung secara  

online m engikuti k e ten tu an  penyelenggaraan  p en d ataan  

B angunan  G edung sebagaim ana d ia tu r dalam  P era tu ran  

B upati ini.

(1) T ata  cara  pengaduan  m asy arak a t secara  online m eliputi:

a. m asy arak a t yang ingin m elaporkan  ad u an  

m elakukan  pendaftaran  secara  online dengan

Pasal 284

Bagian Kelima

T ata C ara P endataan  B angunan  G edung

Pasal 285

Bagian Keenam

T ata  C ara P engaduan  M asyarakat

Pasal 286



m engisi aplikasi d a ta  pengaduan  yang  tersed ia  pada  

lam an  resm i DPMPTSP d a n /a ta u  D inas PUPR dan  

m engunggah hasil p indai k a rtu  iden titas yang m asih  

berlaku;

b. dalam  hal pelapor te lah  te rdafta r d an  memiliki ak u n  

m aka  pelapor d ap a t m elakukan  p en d afta ran  dengan 

m engisi kode iden titas secara  online yang tersed ia  

pad a  lam an resm i DPMPTSP d a n /a ta u  D inas PUPR;

c. pelapor m elakukan  verifikasi dengan  m engisi kode 

yang dikirim  m elalui pesan  singkat ke nom or telepon 

se lu lar m ilik pendaftar;

d. pelapor yang telah  terverifikasi d ap a t m engisi 

ap likasi pengaduan  m asyarakat;

e. pelapor d ap a t m engunggah dokum en  pendukung  

a d u a n  b e ru p a  lam piran  d a ta  su ra t, foto, d a n /a ta u  

video;

f. pelapor yang telah  m engisi ap likasi pengaduan  

sebagaim ana d im aksud  pad a  h u ru f  d m em peroleh 

ta n d a  terim a pengaduan  yang h a ru s  d icetak  sebagai 

ta n d a  buk ti pengaduan;

g. DPMPTSP d a n /a ta u  D inas PUPR m elakukan  proses 

pengaduan  kepada  p ihak  yang terkait;

h. dalam  hal pengaduan  m asy arak a t te rk a it dengan 

proses penyelenggaraan B angunan  G edung, m aka 

inform asi pengaduan  ak an  d isam paikan  kepada  tim  

tekn is DPMPTSP, D inas PUPR d a n /a ta u  K ecam atan;

i. dalam  hal pengaduan  m asy arak a t be rupa

p ertan y aan  te rka it penyelenggaraan  B angunan  

G edung m aka  petugas pelayanan  d a p a t m em berikan 

jaw aban  langsung;

j . dalam  hal pengaduan  m asy arak a t be rupa

p ertan y aan  te rka it penyelenggaraan  B angunan  

G edung yang tidak  b isa  dijawab pe tugas pelayanan 

m aka  pertanyaan  d ap a t d ite ru sk an  kepada  p ihak  

lain  yang berkom peten m em berikan  jaw aban ; dan

k. dalam  hal pengaduan  m asy arak a t terkait

penyelenggaraan B angunan  G edung yang d ap at 

m em bahayakan  m asy arak a t m aka  inform asi



pengaduan . harus segera ditindaklanjuti
sebagaim ana d ia tu r dalam  P e ra tu ran  B upati ini.

(2) Pengaduan  m asy arak a t h a ru s  m en d ap a t tanggapan  

paling lam bat 2 (dua) hari se su d ah  a d u a n  d iajukan .

(1) Petugas p e laksana  layanan  online d itu n ju k  dari

DPMPTSP dan  D inas PUPR.

(2) Petugas p e laksana  m elakukan  keg iatan  pelayanan

m eliputi:

a. m elakukan  pem eriksaan  kelengkapan  dokum en 

perm ohonan;

b. m engirim kan tan d a  terim a sesua i proses 

perm ohonan  m elalui su ra t elektronik  dalam  hal 

dokum en perm ohonan  d inyatakan  lengkap;

c . m engirim kan inform asi kepada  Pem ohon u n tu k  

m elengkapi p e rsy ara tan  perm ohonan  dalam  hal 

dokum en perm ohonan  d inyatakan  tidak  lengkap;

d. m en ca ta t dan  m em asukkan  d a ta  dari dokum en 

perm ohonan  ke dalam  sistem  inform asi 

penyelenggaraan  B angunan  Gedung;

e. m en ca ta t dan  m em asu k k an  d a ta  dari dokum en

penyelenggaraan  B angunan  Gedung;

f. m encata t, m engolah, m enjaw ab d an  m en eru sk an  

d a ta  pengaduan  m asy arak a t di dalam  sistem  

inform asi penyelenggaraan B angunan  Gedung; dan

g. m enyusun  berita  aca ra  h a rian  layanan  online 

penyelenggaraan B angunan  Gedung.

(1) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses layanan  

online penyelenggaraan B angunan  G edung m eliputi: 

a. bagan  ta ta  ca ra  p e lak san aan  layanan  online p ra  

perm ohonan  penerb itan  IMB sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 279 ayat (1);

Bagian K etujuh 

Petugas Pelaksana

Pasal 287

p en d a taan  ke dalam  sistem  inform asi

Pasal 288



b. bagan  ta ta  ca ra  p e lak san aan  layanan  online

perm ohonan  penerb itan  IMB sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 279 ayat (2);

c. bagan  ta ta  ca ra  p e lak san aan  layanan  online

perm ohonan  penerb itan  a ta u  perpan jangan  SLF 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 281;

d. bagan  ta ta  ca ra  p e lak san aan  layanan  online

perm ohonan  pengesahan  RTB sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 283; dan

e. bagan  ta ta  ca ra  p e lak san aan  layanan  online

pengaduan  m asy arak a t sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 286.

(2) A cuan kelengkapan dokum en dalam  proses layanan  

online penyelenggaraan  B angunan  G edung sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) te rcan tu m  dalam  Lam piran IX 

yang m eru p ak an  bagian tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  

B upati ini.

BAB XII

KETENTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN PENYELENGGARAAN

BANGUNAN GEDUNG

Bagian K esatu 

Um um

Pasal 289

(1) Pem biayaan layanan  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

m eru p ak an  b en tu k  pem biayaan u n tu k  p roses layanan  

k ep ad a  pem ilik /pengguna  B angunan  G edung, meliputi:

a. penyelenggaraan  IMB;

b. penyelenggaraan TABG;

c. penyelenggaraan  SLF;

d. pengaw asan  d an  penertiban  penyelenggaraan 

B angunan  Gedung;

e. penyelenggaraan Penilik B angunan;

f. penyelenggaraan Pem bongkaran B angunan  Gedung;

g. penyelenggaraan p en d a taan  B angunan  Gedung; dan

h. penyelenggaraan layanan  online B angunan  Gedung.

f
■!



(2) Biaya layanan  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

d iperh itungkan  dalam  retribusi IMB yang su d ah  

m encakup  se lu ru h  layanan  penyelenggaraan 

sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1).

(3) Pem biayaan layanan  penyelenggaraan B angunan  Gedung 

bersum ber dari APBD.

(4) DPMPTSP, D inas PUPR, K ecam atan d an  Satpol PP 

m em astikan  ketersed iaan  pem biayaan dari APBD u n tu k  

layanan  penyelenggaraan B angunan  G edung sesuai 

tugas dan  kew enangannya sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (3) m elalui perencanaan , pengh itungan  dan  

pen g u su lan  dalam  ran can g an  APBD.

(1) B angunan  G edung yang su d a h  dilengkapi dengan  IMB 

sebelum  P era tu ran  B upati ini berlaku , d an  IMB yang 

dimiliki su d a h  sesua i dengan k e ten tu an  dalam  P era tu ran  

B upati ini, IMB yang dim ilikinya d inyatakan  te tap  

berlaku .

(2) B angunan  G edung yang su d a h  dilengkapi IMB sebelum  

P era tu ran  B upati ini berlaku , n a m u n  IMB yang dimiliki 

tidak  sesua i dengan k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati 

ini, Pemilik B angunan  G edung wajib m engajukan  

perm ohonan  b a ru  IMB.

(3) B angunan  G edung yang su d a h  memiliki IMB sebelum  

P e ra tu ran  B upati ini berlaku, n am u n  dalam  proses 

p em b angunannya  tidak  sesua i dengan  k e ten tu an  dan  

p e rsy ara tan  dalam  IMB, Pemilik B angunan  G edung wajib 

m engajukan  perm ohonan  b a ru  IMB a ta u  m elakukan  

perba ikan  (retrofitting) secara  bertahap .

(4) Perm ohonan IMB yang telah m a s u k /te rd a f ta r  sebelum  

berlakunya  P e ra tu ran  B upati ini, te tap  diproses dengan 

d isesu a ik an  pad a  k e ten tu an  dalam  P e ra tu ran  B upati ini.

(5) B angunan  G edung yang pada  sa a t berlakunya  P era tu ran  

B upati ini belum  dilengkapi IMB, Pemilik B angunan  

G edung wajib m engajukan  perm ohonan  IMB.
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(6) B an g u n an  G edung p ad a  sa a t berlakunya  P era tu ran  

B upati ini belum  dilengkapi SLF, pem ilik /P engguna 

B angunan  G edung wajib m engajukan  perm ohonan  SLF.

(7) Perm ohonan  SLF yang telah  m a su k /te rd a f ta r  sebelum  

berlakunya  P e ra tu ran  B upati ini, te tap  d iproses dengan 

d isesu a ik an  pad a  k e ten tu an  dalam  P e ra tu ran  B upati ini.

(8) B angunan  G edung yang su d a h  dilengkapi SLF sebelum

P era tu ran  B upati ini berlaku, n a m u n  SLF yang  dimiliki 

tid ak  sesua i dengan k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati 

ini, pem ilik /P engguna B an g u n an  G edung wajib

m engajukan  perm ohonan  SLF baru .

(9) B angunan  G edung yang su d a h  dilengkapi SLF sebelum  

P e ra tu ran  B upati ini berlaku , n a m u n  kondisi B angunan  

G edung tidak  Laik Fungsi, pem ilik /P engguna B angunan  

G edung wajib m elakukan  perba ikan  (retrofitting) secara  

bertahap .

(10) B an g u n an  G edung yang  su d a h  dilengkapi SLF sebelum  

P e ra tu ran  B upati un i berlaku , d an  SLF yang dimiliki 

su d a h  sesua i dengan  k e ten tu an  dalam  P era tu ran  B upati 

ini, SLF yang dim ilikinya d inyatakan  te tap  berlaku.

(11) D inas PUPR m elaksanakan  penertiban  kepem ilikan IMB 

d an  SLF dengan  k e ten tu an  p e n ta h ap a n  sebagai b e r ik u t :

a. u n tu k  B angunan  G edung u n tu k  kepentingan  

um um , penertiban  kepem ilikan IMB d an  SLF h a ru s  

su d a h  d ilakukan  se lam bat-lam batnya  3 (tiga) ta h u n  

sejak  d iberlakukannya  P e ra tu ran  B upati ini;

b. u n tu k  B angunan  G edung b u k an  u n tu k  kepentingan  

u m u m  dengan kom pleksitas tidak  sederhana, 

penertiban  kepem ilikan IMB d an  SLF h a ru s  su d ah  

d ilakukan  se lam bat-lam batnya 5 (lima) ta h u n  sejak 

d iberlakukannya  P e ra tu ran  B upati ini; d an

c. u n tu k  B angunan  G edung b u k a n  u n tu k  kepentingan  

u m u m  dengan  kom pleksitas sederhana , penertiban  

kepem ilikan IMB dan  SLF h a ru s  su d a h  d ilakukan  

se lam bat-lam batnya 7 (tujuh) ta h u n  sejak 

d iberlakukannya  P e ra tu ran  B upati ini.
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P e ra tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal 

d iundangkan .

Agar Setiap  O rang m engetahuinya, m em erin tahkan  

p engundangan  P e ra tu ran  B upati ini dengan  penem patannya  

dalam  B erita D aerah  K abupaten  K aranganyar .

D itetapkan  di 

pad a  tanggal X  6  

fcuP^TLKARANGANYAR,

lJULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar

pada  t a n g g a l X  k j)f? / $

tRISPAERAH DAERAH KARANGANYAR,

BERITA DAERAH DAERAH KARANGANYAR T A H U N ^^N O M O R & }/

Telah dikoordinasikan dengan

No Pejabat Paraf

l; Asisten Pembangunan Sekda W

2 Kepala DPU PR . *


